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v

kata pengantar

Migrasi penduduk merupakan salah komponen utama dalam dinamika sosial 
ekonomi suatu wilayah. Perpindahan penduduk penduduk dari satu wilayah ke wilayah 
lainnya tidak hanya berimplikasi pada perubahan jumlah dan struktur penduduk, tetapi 
juga memengaruhi pola urbanisasi, perkembangan sosial ekonomi, kesejahteraan 
sosial, dan ketersediaan layanan publik baik pada wilayah asal dan tujuan. 
Ketersedian data migrasi menjadi kebutuhan bagi pemerintah maupun pemangku 
kepentingan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti. Data migrasi yang akurat 
dan komprehensif dapat berperan penting dalam perencanaan pembangunan wilayah 
yang berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menerbitkan publikasi Profil Migran Hasil 
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) edisi ketujuh dengan tahun data 2024. 
Publikasi ini menyajikan informasi mengenai migrasi risen dan seumur hidup yang 
meliputi besaran, arus, serta karakteristik individu dan rumah tangga, dilengkapi 
dengan kondisi sosial ekonominya di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui publikasi ini, 
diharapkan pengguna data dapat memeroleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola 
dan dinamika migrasi di Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan 
strategi pembangunan yang inklusif serta penanganan isu-isu kependudukan di 
berbagai sektor.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 
dalam penyusunan publikasi ini. Umpan balik, kritik, dan saran dari pembaca akan 
menjadi masukan yang sangat berharga untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi 
di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2025 
Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor utama yang memengaruhi 
pertumbuhan populasi dan keseimbangan demografi suatu wilayah. Di Indonesia, 
disparitas ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, dan akses terhadap fasilitas dasar 
antarwilayah menjadi pemicu utama terjadinya perpindahan penduduk. Arus migrasi 
ini, yang sebagian besar mengalir dari daerah pedesaan ke pusat perkotaan, tidak hanya 
menciptakan ketimpangan distribusi penduduk yang signifikan, tetapi juga memicu 
berbagai tantangan keberlanjutan. Di satu sisi, kota-kota besar menghadapi beban 
infrastruktur yang berat, kemacetan, dan peningkatan polusi. Di sisi lain, daerah asal 
migran berisiko mengalami brain drain dan kekurangan tenaga produktif yang penting 
untuk pembangunan lokal. Oleh karena itu, data migrasi yang akurat dan terperinci 
sangatlah vital. Informasi ini memungkinkan pemerintah untuk merancang strategi 
pembangunan yang lebih holistik, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif di daerah terpencil, meningkatkan ketahanan pangan di daerah asal migran, 
serta menyusun kebijakan transportasi dan permukiman yang tidak hanya mengatasi 
kepadatan, tetapi juga mempromosikan pembangunan wilayah yang lebih merata dan 
berkelanjutan di masa depan.

Publikasi Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 
bertujuan untuk menggambarkan besaran, tingkat, pola, dan arus migrasi, baik seumur 
hidup maupun risen, serta menganalisis perbedaan karakteristik individu dan rumah 
tangga antara yang berstatus migran dengan nonmigran, khususnya untuk migrasi 
risen.

Susenas 2024 menunjukkan bahwa 9,7 persen penduduk Indonesia merupakan 
migran seumur hidup antarprovinsi, sedangkan 0,9 persen penduduk berumur 5 tahun 
ke atas merupakan migran risen antarprovinsi. Persentase tersebut menurun sedikit 
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 9,8 persen untuk migran seumur 

Pada tahun 2024, terdapat 
sebanyak 9,7 persen penduduk 
yang berstatus migran seumur 
hidup dan 0,9 persen penduduk 
berumur 5 tahun ke atas yang 
berstatus migran risen

hidup dan 1,0 persen untuk migran 
risen, yang mencerminkan dinamika 
ekonomi makro pascapandemi 
COVID-19.Kepulauan Riau memiliki 
migran masuk seumur hidup tertinggi 
dengan lebih dari dua dari lima 
penduduknya (42,0 persen) lahir di 
luar provinsi, diikuti oleh Kalimantan 
Timur (30,5 persen), DKI Jakarta 
(30,3 persen), Kalimantan Utara (29,2 
persen), Riau (26,7 persen).
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Selain memiliki persentase migran masuk seumur hidup tertinggi, Kepulauan Riau 
juga memiliki persentase migran masuk risen tertinggi, dengan 3,7 persen penduduknya 
tinggal di provinsi lain pada lima tahun lalu. Posisi ini diikuti oleh DI Yogyakarta (2,8 
persen), Papua Barat (1,7 persen), Sumatera Barat (1,6 persen) serta Nusa Tenggara 
Barat (1,5 persen).

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menjadi provinsi asal dan tujuan migran seumur 
hidup. Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi asal migran 
seumur hidup di hampir semua provinsi di Indonesia. Sementara itu, Jawa Barat dan 
DKI Jakarta masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan migran seumur hidup dari 
separuh lebih provinsi di Indonesia.

Berdasarkan migrasi neto seumur hidup, seluruh provinsi di Kalimantan dan 
Papua serta sebagian besar provinsi di Sumatera dan Sulawesi, memiliki nilai positif, 
menunjukkan lebih banyak migran masuk dibandingkan dengan migran keluar. Provinsi 
dengan nilai neto positif tertinggi adalah Kepulauan Riau (48,4 persen), Kalimantan 
Timur (31,5 persen), dan Papua Selatan (26,8 persen). Sebaliknya, provinsi dengan nilai 

Kepulauan Riau merupakan 
provinsi tujuan utama migrasi, 
baik migrasi seumur hidup 
(42,0 persen) maupun migrasi 
risen (3,7 persen)

migrasi seumur hidup neto negatif tertinggi, 
yang menandakan lebih banyak migran 
keluar daripada migran masuk, adalah Jawa 
Tengah (-16,6 persen), Sumatera Barat 
(-12,7 persen), dan Sulawesi Selatan (-12,3 
persen).

Jawa Timur masuk ke dalam lima besar 
provinsi asal migran risen di 20 provinsi, 
Jawa Barat di 16 provinsi, Jawa Tengah di 
15 provinsi, sedangkan Sulawesi Selatan 
dan DKI Jakarta masing-masing di 12 dan 

11 provinsi. Sementara itu tiga provinsi besar di Jawa menjadi tujuan migran risen. 
Jawa Timur masuk ke dalam lima besar provinsi tujuan migran risen dari 20 provinsi di 
Indonesia. Jawa Tengah menduduki lima besar provinsi penerima migran risen dari 19 
provinsi, sedangkan Jawa Barat dari 16 provinsi.

Berdasarkan migrasi neto risen, hampir seluruh provinsi di Jawa, Sulawesi, Nusa 
Tenggara, dan Kepulauan Maluku memiliki nilai positif, menunjukkan lebih banyak 
migran masuk (In-migration). Provinsi dengan nilai migrasi neto risen positif tertinggi 
adalah Kepulauan Riau (2,1 persen), kemudian DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara 
Barat  (masing-masing 1,3 persen), dan Papua Selatan (1,1 persen). Sebaliknya, 
provinsi dengan nilai migrasi neto risen negatif tertinggi adalah DKI Jakarta dan Papua 
(masing-masing -2,5 persen), Papua Barat Daya (-1,6 persen), dan Kalimantan Utara 
(-1,2 persen), yang menunjukkan lebih banyak migran keluar daripada masuk (out-
migration).

Selanjutnya analisis profil migran difokuskan hanya kepada migrasi risen, yaitu 
individu migran risen dan rumah tangga migran risen, karena ia menggambarkan data 
migrasi dan dinamika sosial yang lebih aktual. data Survei Sosial Ekonomi Nasional 
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(Susenas) 2024 menunjukkan 
migran terdiri dari 51,2 persen laki-
laki dan 48,8 persen perempuan, 
menunjukkan kesenjangan yang 
kecil, yang kemungkinan disebabkan 
semakin setaranya akses pendidikan 
dan karier antara laki-laki dan 
perempuan. Beberapa wilayah 
seperti Papua Barat Daya, Banten, 
dan DI Yogyakarta mencatat migran 
perempuan lebih tinggi, hal ini dapat 

Provinsi-provinsi di Pulau 
Jawa masih menjadi 
penyumbang besar arus asal 
dan tujuan migrasi seumur 
hidup dan risen

dipicu oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan perbaikan kualitas hidup.

Sebaran umur migran dan nonmigran di Indonesia menunjukkan perbedaan 
signifikan. Lebih dari separuh migran berada di kelompok usia produktif awal 20-39 
tahun, dengan puncak pada usia 20–29 tahun (31,0 persen), yang diduga didorong 
oleh keinginan yang tinggi untuk mencari penghasilan dan peluang hidup yang lebih 
baik pada rentang usia tersebut. Sebaliknya, sebaran umur nonmigran lebih merata 
di semua kelompok umur, dengan puncak pada usia 10–19 tahun (17,4 persen). 
Kepulauan Riau memiliki persentase migran muda usia 20–29 tahun tertinggi (55,2 
persen), yang dapat dipicu oleh tingginya permintaan tenaga kerja di sektor industri 
dan jasa serta urbanisasi yang pesat. 

Beberapa karakteristik migran dan nonmigran terbilang hampir sama. Kemampuan 
membaca dan menulis hanya sedikit lebih tinggi di kalangan migran dibandingkan 
nonmigran, dengan 97,1 persen migran mampu membaca dan menulis huruf latin 
dibandingkan dengan nonmigran sebesar 95,2 persen. Kemampuan membaca 

Distribusi umur migran risen 
menunjukkan pola U terbalik, 
yakni cenderung tinggi di usia 
produktif awal tahun 20–29 
tahun, dengan nilai sebesar 
31,0 persen.

dan menulis huruf Arab mempunyai 
persentase yang hampir sama besar 
antara migran dan nonmigran yaitu 
masing-masing sebesar 52,2 persen 
dan 53,4 persen, sedangkan untuk 
huruf lainnya, migran hanya unggul 
sedikit yakni sebesar 9,9 persen 
dibanding 9,8 persen pada nonmigran. 
Sebesar 10,1 persen migran dan 11,4 
persen nonmigran mengalami keluhan 
kesehatan yang mengganggu kegiatan 
sehari-hari dalam sebulan terakhir. 

Karakteristik lain yang terbilang hampir mirip antara migran dengan nonmigran adalah 
pengalaman menjadi korban tindak kejahatan pada 1 Januari–31 Desember 2023 
yakni sebesar 0,9 persen pada migran dan 0,5 persen pada nonmigran.

Sebesar 69,1 persen migran berumur 10 tahun ke atas menyatakan diri pernah 
kawin (kawin, cerai hidup, cerai mati), lebih tinggi daripada nonmigran (66,3 persen). 
Dari migran yang pernah kawin, sebesar 44,7 persen melaksanakan perkawinan 
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pertamanya pada umur 25 tahun ke atas, lebih tinggi daripada nonmigran sebesar 32,6 
persen. Sebanyak 60,8 persen migran Wanita Pernah Kawin (WPK) berumur 10-54 
tahun pernah/ sedang menggunakan alat/cara Keluarga Berencana (KB), lebih rendah 
daripada nonmigran sebesar 70,0 persen. Jenis KB yang paling banyak digunakan 

migran WPK usia 10-54 tahun adalah 
suntikan (45,5 persen), intrauterine device 
(IUD)/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim 
(AKDR)/spiral (15,6 persen), dan pil (14,6 
persen). Pada WPK nonmigran, tiga besar 
jenis KB yang digunakan adalah suntikan 
(52,3 persen), pil (18,4 persen), dan susuk 
KB/implan (11,6 persen).

Kebanyakan migran merupakan 
tamatan SMA/MA atau sederajat, dengan 

persentase sebesar 34,8 persen. Sama halnya dengan migran, kebanyakan nonmigran 
juga menamatkan jenjang yang sama dengan persentase lebih rendah sebesar 25,4 
persen. Namun, proporsi migran yang memiliki ijazah minimal SD/MI/Sederajat (83,3 
persen) lebih tinggi dibandingkan nonmigran (76,2 persen). Fakta ini menegaskan 
bahwa migrasi merupakan fenomena yang didominasi oleh individu yang relatif lebih 
terdidik. Dengan bekal pendidikan yang memadai, mereka memiliki kepercayaan diri 
dan kesempatan lebih besar untuk merantau demi mencari peluang karier, pendidikan 

Migran memiliki 
pendidikan 
terakhir yang 
lebih tinggi 
dibandingkan 
nonmigran.

Sebanyak 
2,0 persen 
rumah tangga 
di Indonesia 
merupakan 
rumah tangga 
migran risen

lanjutan, atau perbaikan kualitas hidup di 
tempat lain. Data juga menunjukkan bahwa 
38,3 persen migran yang mengalami 
keluhan kesehatan memilih berobat 
jalan, sedikit lebih rendah dari nonmigran 
(37,2 persen), dengan praktik dokter atau 
bidan sebagai fasilitas yang paling banyak 
digunakan.

Pada tahun 2024, tren akses internet 
di Indonesia terus meningkat dengan 
persentase migran yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir mencapai 87,8 
persen, meningkat 2,6 persen poin dibanding tahun 2023 sebesar 85,2 persen. Adapun 
akses internet migran lebih tinggi dibandingkan nonmigran sebesar 72,6 persen, yang 
mungkin disebabkan oleh kebutuhan migran untuk tetap terhubung dengan daerah 
asal, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mengakses informasi. Handphone 
(HP)/ponsel menjadi alat utama yang digunakan migran (98,9 persen), diikuti oleh 
laptop/notebook (15,3 persen). 

Selain individu migran, publikasi ini juga membahas profil rumah tangga migran. 
Di Indonesia, 2,0 persen rumah tangga termasuk kategori rumah tangga migran, yaitu 
rumah tangga di mana setidaknya satu anggotanya tinggal di provinsi lain pada lima 
tahun sebelum survei. Kepulauan Riau memiliki persentase rumah tangga migran 
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terbesar, yaitu 8,1 persen. Posisi Kepulauan Riau diikuti DI Yogyakarta (7,2 persen), 
Papua Barat (4,4 persen), Nusa Tenggara Barat (3,9 persen) dan Nusa Tenggara Timur 
(3,5 persen).

Proporsi rumah tangga migran yang mengontrak/menyewa rumah (13,4 persen) 
lebih tinggi dibandingkan rumah tangga nonmigran (4,9 persen). Meski demikian, 
proporsi rumah tangga dengan minimal satu anggota yang memiliki Sertifikat Hak Milik 
(SHM) relatif sama antara migran dan nonmigran yaitu masing- masing sebesar 70,1 
persen dan 68,3 persen.

Meskipun persentase rumah tangga migran yang tinggal di rumah kontrak/sewa 
lebih tinggi, beberapa karakteristik perumahan antara migran dan nonmigran tidak 
berbeda jauh. Sebanyak 6,1 persen rumah tangga migran menempati hunian dengan 
luas per kapita kurang dari 7,2 m², sedikit lebih tinggi dibandingkan 5,7 persen pada 
rumah tangga nonmigran. Selain luas lantai per kapita, karakteristik lain yang hampir 
sama (berselisih kurang dari 4 persen poin) meliputi keberadaan fasilitas tempat buang 
air besar, sumber penerangan, penggunaan elpiji/gas untuk memasak, penerimaan 
kredit, serta sumber terbesar pembiayaan rumah tangga.

Sementara itu, rumah tangga migran menunjukkan beberapa karakteristik yang 
berbeda dibandingkan rumah tangga nonmigran. Sebesar 86,3 persen rumah tangga 
migran menempati hunian berdinding tembok, lebih tinggi dari rumah tangga nonmigran 
(81,1 persen). Keramik merupakan bahan bangunan utama lantai rumah terluas bagi 

Dibanding nonmigran 
(4,9 persen), lebih 
banyak migran yang 
menghuni bangunan 
tempat tinggal 
berstatus kontrak/
sewa (13,4 persen)

65,3 persen rumah tangga migran, 
lebih tinggi dibanding rumah 
tangga nonmigran (59,8 persen). 
Selain itu, 83,5 persen rumah 
tangga migran menggunakan 
sumber air minum bersih, lebih 
tinggi dibandingkan nonmigran 
(78,6 persen), dan 94,6 persen 
menggunakan sumber air minum 
layak, lebih tinggi daripada 
nonmigran (92,6 persen).

Persentase rumah tangga migran memiliki berbagai jenis aset lebih tinggi daripada 
nonmigran, kecuali untuk jenis aset seperti tanah/lahan dan perahu. Sebesar 87,7 
persen rumah tangga migran memiliki sepeda motor, lebih tinggi dibandingkan dengan 
rumah tangga nonmigran (84,2 persen). Persentase rumah tangga migran yang 
memiliki televisi layar datar minimal 30 inci (30,4 persen), komputer/laptop/tablet 
(30,3 persen), AC (19 persen), tabung gas minimal 5,5 kg atau lebih (13,1 persen), 
lebih tinggi minimal lima persen poin dari nonmigran. Sebaliknya, sebesar 70,3 persen 
rumah tangga migran memiliki aset tanah/lahan, lebih rendah dari nonmigran sebesar 
76,9 persen.

Penggunaan alat komunikasi dan informasi dalam tiga bulan terakhir lebih masif 
di rumah tangga migran. Sebesar 99,0 persen rumah tangga migran menggunakan 
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telepon seluler, lebih tinggi daripada rumah tangga nonmigran (92,8 persen). Sebesar 
97,7 persen rumah tangga migran mengakses internet, lebih tinggi secara signifikan 
daripada rumah tangga nonmigran (89,6 persen).

Rumah tangga migran lebih cenderung tidak menerima bantuan pangan nontunai 
dan program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga 
Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) daripada rumah tangga 
nonmigran. Sebesar 15,8 persen rumah tangga migran menerima bantuan pangan 
nontunai/program sembako selama 4 bulan terakhir, lebih rendah daripada rumah 
tangga nonmigran sebesar 20,4 persen. Sebesar 10,7 persen rumah tangga migran 
menerima PIP, lebih rendah daripada rumah tangga nonmigran sebesar 12,4 persen. 
Sebanyak 14,2 persen rumah tangga migran menerima KKS dan 11,5 persen rumah 
tangga migran menerima PKH, lebih rendah daripada rumah tangga nonmigran sebesar 
secara berurutan 16,3 persen dan 15,6 persen.

Adapun untuk jaminan sosial, persentase rumah tangga migran yang memiliki atau 
menerimanya dalam setahun terakhir (21,6 persen) lebih tinggi daripada rumah tangga 
nonmigran (15,8 persen).
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Gambar 0.1 Infografis Profil Migran Hasil Susenas 2024

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



xiv

Gambar 0.2 Infografis Karakteristik Migran Hasil Susenas 2024
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Lanjutan Gambar 0.2 
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Gambar 0.3 Infografis Karakteristik Rumah Tangga Migran Risen Hasil Susenas 2024
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3BAB 1 – Pendahuluan     |

bab 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perubahan dinamika kependudukan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh fak-
tor fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dalam hal ini migrasi merupakan salah satu fak-
tor yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Fertilitas dan migrasi 
masuk akan menjadi penambah jumlah penduduk, sedangkan mortalitas dan migrasi 
keluar akan mengurangi jumlah penduduk. 

Keragaman kondisi, kesenjangan dan potensi antarwilayah di Indonesia 
merupakan situasi yang mendukung terjadinya migrasi. Selain itu, pada situasi 
yang berbeda, peluang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup juga akan 
berbeda. Ketidakpuasan secara fisik maupun nonfisik, baik yang disebabkan oleh 
masalah pribadi maupun lingkungan luar membuat sejumlah penduduk terdorong 
untuk melakukan migrasi. Mereka pindah ke tempat tinggal yang baru sebagai migran 
karena adanya berbagai faktor, Sumantri (2013) menyatakan beberapa alasan 
yang mendasari seseorang bermigrasi antara lain untuk melanjutkan pendidikan, 
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, mengikuti orang 
tua, mengikuti suami/istri atau keluarga, menikmati lingkungan yang lebih nyaman, 
atau menghindarkan diri dari beberapa hal yang tidak menyenangkan di daerah asal. 
Dengan harapan di tempat tinggal yang baru akan memperoleh hal-hal yang lebih baik.

Masalah migrasi di Indonesia berkaitan dengan kepadatan dan distribusi penduduk 
yang tidak merata. Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) memperlihatkan bahwa 
56,1 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 6,9 persen dari 
seluruh luas wilayah Indonesia (BPS, 2021). Banyaknya penduduk yang tinggal di Pulau 
Jawa disebabkan karena besarnya kontribusi ekonomi pulau ini terhadap Indonesia. Di 
tahun 2024, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa terhadap 
perekonomian Indonesia mencapai 57,02 persen (BPS, 2024 Triwulan IV). Selain itu, 
sarana pendidikan, kesehatan, dan hiburan yang relatif lengkap dibanding pulau-pulau 
lainnya menyebabkan banyaknya penduduk yang bertempat tinggal di Pulau Jawa.

Meskipun demikian, arus migrasi yang terjadi di Pulau Jawa berbeda antarwilayah. 
Hasil Sensus Penduduk memperlihatkan beberapa provinsi seperti Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki nilai positif untuk migrasi risen neto atau sebagai 
provinsi penerima migran, artinya jumlah migran masuk lebih besar daripada jumlah 
migran keluar. Berbeda dengan ketiga provinsi tersebut, DKI Jakarta, Papua, dan Bali 
memiliki nilai negatif untuk migrasi risen neto yang cukup besar atau sebagai provinsi 
pengirim migran, yang artinya jumlah migran keluar lebih besar daripada jumlah migran 
masuk.
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Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program redistribusi penduduk sejak 
tahun 1950. Program yang disebut transmigrasi tersebut bertujuan untuk mengurangi 
kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi 
orang yang mau bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja untuk 
mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, 
dan Sumatera. Transmigrasi bukan hanya program untuk memindahkan penduduk, 
tetapi juga upaya pengembangan wilayah. Transmigrasi pertama kali dilakukan dengan 
memindahkan 23 keluarga dari Jawa Tengah menuju Lampung. Meskipun upaya 
pemerataan penduduk telah dilakukan, namun sampai saat ini masalah ketimpangan 
persebaran penduduk belum dapat teratasi sepenuhnya.

Sumber data migrasi awalnya hanya dari Sensus Penduduk (SP) dan Survei 
Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Dengan kata lain, data migrasi hanya tersedia 5 
tahun sekali. Untuk menjembatani kelangkaan data migrasi, sejak tahun 2011, BPS 
mulai mengumpulkan informasi migrasi melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas). Selain dapat menghasilkan besaran, arus, dan pola migrasi, data Susenas 
juga dapat menghasilkan informasi mengenai karakteristik migran seperti pendidikan, 
ketenagakerjaan, kesehatan, fertilitas, perumahan dan karakteristik sosial lainnya. 
Penulisan profil migran pada buku ini menggunakan data Susenas Maret 2024 
dan fokus pada migran risen, yaitu penduduk yang provinsi tempat tinggalnya saat 
pendataan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya lima tahun yang lalu. 

1.2 TUJUAN PENULISAN

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pola dan 
arus migrasi antarprovinsi di Indonesia, khususnya migrasi risen. Selain itu akan diurai-
kan mengenai karakteristik penduduk pendatang (migran) beserta karakteristik rumah 
tangganya.

Publikasi ini bermanfaat untuk memperkaya informasi terkait mobilitas penduduk 
dan tenaga kerja. Selain itu, publikasi ini dapat dijadikan bahan masukan yang 
diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan 
terkait masalah migrasi seperti kebijakan dan perencanaan dalam bidang transportasi, 
upaya pengendalian penduduk, dan yang terkait dengan kesenjangan pembangunan 
wilayah.

Bagi BPS sebagai penyelenggara survei, profil migran ini diharapkan dapat menjadi 
bahan evaluasi kegiatan dan rujukan untuk survei berikutnya. Berbagai temuan yang 
berkaitan dengan hasil survei dapat dijadikan rekomendasi untuk memperbaiki dan 
membentuk pertanyaan-pertanyaan baru yang berkaitan dengan migrasi.

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



5BAB 1 – Pendahuluan     |

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan publikasi ini dibagi menjadi 4 bagian berikut ini:

1. Bab pertama menguraikan secara singkat latar belakang serta tujuan penu-
lisan serta sistematika penulisan guna mengantarkan pembaca pada topik 
yang akan dibahas lebih lanjut.

2. Bab kedua menjelaskan metodologi pengumpulan data Susenas Maret 2024 
sebagai sumber utama dalam publikasi ini yang meliputi kerangka sampel, 
prosedur penarikan sampel, serta mekanisme pengumpulan, dan pengolahan 
data. Selain itu, disajikan pula konsep dan definisi operasional yang menjadi 
acuan dalam penyusunan dan interpretasi data sehingga pembaca dapat 
memahami konteks serta keterbatasan data yang digunakan.

3. Bab ketiga membahas mengenai komposisi penduduk migran, arus migrasi 
seumur hidup dan migrasi risen serta persentase migran seumur hidup dan 
migran risen antarprovinsi di Indonesia.

4. Bab keempat membahas karakteristik migran risen meliputi pendidikan, kes-
ehatan, umur perkawinan pertama, penggunaan alat/cara KB, pengalaman 
tindak kejahatan, akses internet, perumahan, dan keadaan sosial ekonomi 
lainnya.
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bab 2. metodologi

2.1 Sumber Data

Sumber data utama dalam publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional 
(Susenas) Maret 2024. Data perpindahan penduduk yang dihasilkan Susenas diper-
oleh dari pertanyaan tempat lahir dan tempat tinggal lima tahun yang lalu dalam daftar 
pertanyaan Susenas Kor. Kedua pertanyaan ini ditanyakan untuk tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. Publikasi ini akan menganalisis lebih lanjut fenomena perpindahan 
penduduk, khususnya dari tempat tinggal lima tahun yang lalu ke tempat tinggal seka-
rang (pada saat survei) atau yang biasa disebut sebagai migrasi risen.

2.2 Kerangka Sampel

Pembentukan kerangka sampel Susenas Maret 2024 dilakukan melalui dua tahap. 
Pada tahap pertama, kerangka sampel meliputi: (a) daftar populasi blok sensus biasa 
2020 yang dilengkapi dengan informasi klasifikasi perkotaan/perdesaan; (b) daftar 40 
persen blok sensus 2020 yang terpilih sebagai Master Sampling Frame; dan (c) daftar 
blok sensus terpilih Susenas Maret 2023. Selanjutnya, kerangka sampel tahap kedua 
adalah daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi tingkat pendidikan 
kepala rumah tangga hasil pemutakhiran Susenas Maret 2024 di setiap blok sensus 
terpilih.Susenas Maret 2024 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia (34 provinsi) 
dengan ukuran sampel 345.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota 
di Indonesia. Sampel tidak termasuk rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus 
khusus dan rumah tangga khusus seperti asrama, penjara, dan sejenisnya tetapi 
rumah tangga yang berada di blok sensus biasa.

2.3 Prosedur Penarikan Sampel

Pemilihan sampel Susenas Maret 2024 dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama 
adalah memilih 40 persen blok sensus populasi secara Probability Proportional to 
Size (PPS), dengan size jumlah Kepala Keluarga (KK) hasil Rekap Daftar Penduduk 
SP2020 di setiap strata di kabupaten/kota. Kemudian memilih sejumlah n blok sensus 
sesuai alokasi secara sistematik di setiap strata urban/rural per kabupaten/kota. Blok 
sensus yang digunakan pada Susenas Maret 2024 sama dengan blok sensus yang 
digunakan Susenas Maret 2023.

Tahap kedua adalah memilih 10 rumah tangga hasil pendaftaran (listing) secara 
systematic sampling dengan daftar populasi rumah tangga yang dilengkapi informasi 
tingkat pendidikan kepala rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus 
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terpilih implicit stratification menurut pendidikan kepala rumah tangga (KRT). 
Rumah tangga sampel Susenas Maret 2024 sama dengan rumah tangga sampel yang 
digunakan pada Susenas Maret 2023.

2.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan cara wawancara 
langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan rumah tangga 
dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala 
rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mengetahui karakteristik yang 
ditanyakan.

2.5 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses pengolahan dimulai 
di BPS Kabupaten/Kota dengan kegiatan receiving/batching, editing/coding, entri 
data, dan validasi sederhana. Setelah terbentuk raw data, di BPS Provinsi dilakukan 
validasi sederhana. Tahap terakhir pengolahan dilakukan di BPS Pusat yaitu proses 
validasi lengkap untuk menghasilkan data yang bersih (clean data). Hasil akhir yang 
disajikan adalah data berbentuk tabel. Tabel-tabel pada publikasi ini dihasilkan dengan 
program tabulasi yang dibuat khusus.

2.6 Beberapa Konsep Definisi Operasional

Konsep definisi operasional yang disajikan merupakan gabungan dari penjelasan 
pada buku Konsep dan Definisi Susenas Maret 2024 serta buku pedoman lainnya yang 
relevan. Beberapa konsep dan definisi kunci diuraikan sebagai berikut:

Penduduk

Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. Bertempat tinggal artinya telah menetap satu 
tahun atau lebih, atau menetap kurang dari satu tahun tetapi 
bermaksud/berencana menetap selama minimal satu tahun, atau 
mereka yang sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari satu 
tahun dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan. 

Penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah di mana 
mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk, yang sedang 
bepergian satu tahun atau lebih, atau yang telah berada pada suatu 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



11BAB 2 – Metodologi     |

tempat tinggal selama satu tahun atau lebih, dicacah di mana 
mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati 
rumah kontrak/sewa (tahunan/ bulanan) dianggap sebagai 
penduduk yang bertempat tinggal tetap.

 Migran

Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal 
melewati batas wilayah administrasi seperti provinsi atau 
kabupaten/kota.

Migran Seumur Hidup (Lifetime Migrant)

Penduduk yang tempat tinggalnya sekarang/saat pencacahan 
berbeda dengan wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/
kota) tempat lahirnya.

Migran Risen (Recent Migrant)

Penduduk yang tempat tinggalnya sekarang/saat pencacahan 
berbeda dengan wilayah administrasi (provinsi atau kabupaten/
kota) tempat tinggalnya pada lima tahun sebelum pencacahan.

Migrasi Masuk

Ukuran yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk ke 
suatu wilayah selama periode pengamatan untuk setiap 100 atau 
1.000 orang penduduk.

 

Migrasi Keluar

Ukuran yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari 
suatu wilayah selama periode pengamatan untuk setiap 100 atau 
1.000 orang penduduk. 

 

Migrasi Neto

Selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar. 
Angka tersebut menunjukkan gambaran suatu wilayah merupakan 
pengirim atau penerima migran.
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Kawin

Status seseorang yang pada saat pencacahan hidup sebagai 
suami atau istri berdasarkan peraturan hukum/adat/agama, baik 
yang mendapatkan surat nikah maupun tidak, namun sah menurut 
hukum/adat/agama.  

Termasuk kategori kawin yaitu mereka yang mempunyai 
pasangan perempuan (bagi laki-laki) atau pasangan laki-laki (bagi 
perempuan) tanpa terikat dalam perkawinan yang sah secara 
hukum (adat, agama, negara), namun memiliki hubungan layaknya 
suami istri, baik tinggal bersama dalam satu rumah maupun tidak.

Cerai Hidup

Status seseorang yang pada saat pencacahan telah berpisah 
sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi.

Termasuk cerai hidup yaitu mereka yang mengaku cerai wa-
laupun belum resmi secara hukum; mereka yang pernah hidup ber-
sama, tetapi pada saat pencacahan sudah berpisah (tidak hidup 
bersama lagi); perempuan yang mengaku belum pernah menikah/
kawin/hidup bersama, tetapi mempunyai anak (hamil di luar nikah), 
baik anak yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. 

Tidak termasuk cerai hidup yaitu mereka yang hidup terpisah, 
tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain 
karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan 
lain.

Cerai Mati

Status seseorang yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya 
dan belum kawin lagi.

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga

Kepala Rumah Tangga yaitu salah seorang dari Anggota 
Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas kebutuhan 
sehari-hari dalam rumah tangga. Istri/Suami yaitu pasangan 
dari Kepala Rumah Tangga (KRT).

Anak Kandung adalah anak yang lahir dari perkawinan KRT 
dengan pasangannya; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak 
angkat). Sedangkan Anak Tiri adalah anak bawaan suami/istri 
yang bukan hasil perkawinan dengan istri/ suami sekarang. 
Selanjutnya, Anak Angkat adalah anak orang lain yang diambil 
(dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak 
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sendiri. Dalam hal ini, termasuk anak angkat yang disahkan 
oleh pemangku adat. Jika seorang anak hanya diakui sebagai 
anak angkat tanpa ada pengangkatan anak secara legal formal 
(di catatan sipil atau pengadilan agama) atau disahkan oleh 
pemangku adat, maka tidak dicatat sebagai anak angkat.

Menantu merupakan suami/istri dari anak kandung, anak tiri, 
atau anak angkat. Cucu adalah anak dari anak kandung, anak tiri, 
atau anak angkat. Dan Orang Tua/Mertua adalah bapak/ibu dari 
KRT atau bapak/ibu dari istri/suami KRT. 

Berikutnya, Pembantu adalah orang yang bekerja sebagai 
pembantu yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji, 
baik berupa uang ataupun barang. Termasuk pembantu adalah 
famili yang dipekerjakan sebagai pembantu (menerima upah/gaji); 
tukang kebun yang menjadi ART majikan (makan dan menginap 
di rumah majikan); anak pembantu yang ikut tinggal di dalam 
rumah tangga yang diperlakukan sebagai pembantu. Sedangkan 
Sopir adalah orang yang bekerja untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang menginap di rumah tangga dan menerima upah/gaji 
baik berupa uang ataupun barang.

Orang yang tidak ada hubungan famili dengan KRT atau istri/
suami KRT yang berada di rumah tangga 1 tahun atau lebih, seperti 
tamu, teman, dan orang yang mondok dengan makan (indekos), 
termasuk anak pembantu yang juga tinggal dan makan di rumah 
tangga majikannya disebut sebagai Lainnya. Termasuk famili 
lain: orang yang ada hubungan famili dengan KRT atau dengan 
istri/suami KRT, seperti adik, kakak, bibi, paman, dan lainnya, serta 
mantan menantu yang tidak ada hubungan famili dengan kepala 
rumah tangga.

Dapat Membaca dan Menulis

Jika seseorang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana 
dalam huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Sementara, kalimat 
sederhana adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang umum 
dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan setidaknya mengandung 
subjek dan predikat, misalnya ”Saya membaca”.

Ijazah/STTB

Lembaran atau tanda bukti kelulusan yang diberikan kepada 
seseorang yang sudah menyelesaikan semua persyaratan akademik 
pada suatu jenjang pendidikan tertentu.
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Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan 
atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, 
seperti: panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun karena 
penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir 
tidak mempunyai keluhan), karena kecelakaan, kriminalitas atau 
keluhan kesehatan lainnya. Keluhan yang dimaksud adalah keluhan 
fisik maupun psikis.

Rawat Jalan

Upaya ART yang mempunyai keluhan kesehatan untuk 
memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan 
mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau 
tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas 
kesehatan ke rumah ART.

Umur Perkawinan Pertama

Umur pertama kali seseorang melakukan hubungan suami istri.

Keluarga Berencana

Tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri 
untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan 
kelahiran yang diinginkan, mengatur interval antarkelahiran, 
mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan suami istri dan 
menentukan jumlah anak dalam keluarga.  

Kontrasepsi

Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat 
pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll. atau 
dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan 
seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui 
alami, dll  . 

Korban Kejahatan

Seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun 
terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/
percobaan tindak kejahatan. 

 Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan 
sehari-hari (sebatas atap rumah). Bagian-bagian yang digunakan 
bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



15BAB 2 – Metodologi     |

penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, 
lantai jemur (hamparan semen), dan ruangan khusus untuk 
usaha (misalnya warung). Taman yang memiliki atap menyatu 
dengan atap rumah (berada di dalam rumah) maupun taman yang 
berada di samping rumah, namun berada di bawah atap rumah 
dan merupakan satu kesatuan struktur maka taman dihitung luas 
lantainya.

Dinding, Lantai, dan Atap

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau 
penyekat dengan bangunan fisik lain. Lantai merupakan 
bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari 
marmer/keramik/granit, tegel/traso, semen, kayu, tanah, 
dan lainnya. Sedangkan Atap yaitu penutup bagian atas 
suatu bangunan sehingga kepala ruta/anggota ruta yang 
mendiaminya terlindung dari terik matahari, hujan dan 
sebagainya. Pada bangunan bertingkat, atap adalah bagian 
teratas dari bangunan tersebut.

Menggunakan Internet

 Apabila seseorang meluangkan waktu untuk menggunakan 
internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas 
internet, seperti mencari literatur/referensi, mencari/mengirim 
informasi/berita, komunikasi, e-mail, chatting, media sosial, online 
games, dll. 

Termasuk menggunakan internet walaupun tidak memiliki 
kemampuan untuk membuka dan menutup (log in dan log out) 
internet. Siapa saja dimasukkan menggunakan internet meskipun 
hanya tinggal melanjutkan.

Rumah  

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya 
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman). Termasuk dalam klasifikasi rumah adalah 
bangunan tempat tinggal lainnya yang dapat dijadikan tempat 
berhuni misalnya apartemen, kondominium, dll.

Keterangan rumah yang dimaksud adalah keterangan 
perumahan yang ditempati pada saat pencacahan. Contoh: Jika 
pada saat pencacahan, rumah tangga sedang mengungsi di rumah 
tetangganya, karena rumahnya sedang direnovasi, maka keterangan 
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perumahan yang dicatat adalah kondisi perumahan pada rumah 
yang sedang diungsi (rumah tetangganya). Adapun status 
kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati mencakup: 
milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ketersediaan jamban/kloset yang dapat digunakan oleh rumah 
tangga responden. Ketersediaan ini dilihat dari keberadaan fasilitas 
tersebut dan siapa saja yang menggunakannya yang dibagi menjadi 
beberapa kategori, yaitu: ada dan digunakan hanya ART sendiri, ada 
dan digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, ada di MCK 
komunal, ada di MCK umum/siapapun menggunakan, ada dan ART 
tidak menggunakan, serta tidak ada fasilitas.

Sumber Air Minum

Sumber air yang digunakan untuk minum sehari-hari. Jika 
responden menggunakan air minum yang berasal dari beberapa 
sumber air, maka yang dimaksud merupakan salah satu sumber air 
yang volume airnya paling banyak digunakan oleh rumah tangga.

Sumber Air Minum Bersih

Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, dan leding. Selain itu, 
sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, serta air yang 
berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air 
terlindung, dengan ketentuan bahwa lokasi sumber air tersebut 
berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari tempat penampungan 
limbah/kotoran/tinja terdekat. 

Sumber Air Minum Layak

Klasifikasi sumber air minum layak adalah jika sumber utama 
air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor 
atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan 
air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan 
berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang. 

Sumur Terlindung

Sumur galian bila lingkar sumur/perigi tersebut dilindungi oleh 
tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah 
tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur/ 
perigi.
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Bahan Bakar Utama Memasak

Bahan bakar yang paling sering digunakan untuk keperluan 
memasak sehari- hari. Jenis bahan bakar utama untuk memasak 
yaitu listrik, bluegaz, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota, bio gas, minyak 
tanah, briket/batu bara, arang, dan kayu bakar.

Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga

Sumber utama yang digunakan untuk menerangi tempat tinggal 
rumah tangga. Apabila rumah tangga menggunakan lebih dari 
satu sumber penerangan, maka yang dimaksud adalah sumber 
penerangan yang paling banyak digunakan. Macam-macam 
sumber penerangan adalah sebagai berikut: listrik PLN dengan 
meteran, listrik PLN tanpa meteran, listrik non-PLN, dan bukan 
listrik. Sumber penerangan listrik non-PLN merupakan sumber 
penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN, 
termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), 
generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh 
PLN). Sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak, aladin, 
pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

Kepemilikan Aset

Kepemilikan rumah tangga terhadap barang-barang meliputi 
tabung gas 5,5 kg atau lebih; lemari es/kulkas; ac (air conditioner); 
pemanas air (water heater); telepon rumah, Public Switched 
Telephone Network (PSTN) atau yang biasa disebut jaringan telpon 
tetap (dengan kabel); komputer/laptop/tablet; emas/perhiasan 
minimal 10 gram; sepeda motor; perahu; perahu motor; mobil; 
televisi layar datar minimal 30 inch; serta tanah/lahan, termasuk 
tanah milik sendiri yang didirikan bangunan tempat tinggal rumah 
tangga. 

Kepemilikan ini termasuk memiliki barang apabila barang 
tersebut masih dalam proses kredit, sedang digadaikan atau 
digunakan oleh orang lain. Termasuk juga jika memiliki barang 
namun dalam keadaan rusak dan hanya sementara tidak dapat 
dipakai, maka tetap dianggap memiliki. Bila tidak dapat diperbaiki 
lagi, maka dianggap tidak memiliki. Indikator ini dapat digunakan 
untuk menentukan suatu ukuran kasar mengenai keadaan sosial 
ekonomi rumah tangga.

Telepon Seluler (HP)/Nirkabel

Telepon Seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik 
yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon 
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tetap kabel, namun dapat dibawa ke mana-mana (portable, mobile), 
dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi 
kabel. Selain berfungsi sebagai telepon, telepon seluler modern 
biasanya mendukung layanan tambahan, seperti Short Messages 
Services (SMS), Multimedia Messages Service (MMS), e-mail, 
akses internet, aplikasi bisnis dan permainan, serta fotografi.

Telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless Access (FWA) 
merujuk pada jaringan transmisi nirkabel lokal yang menggunakan 
teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan 
sinyal kepada pelanggan dilokasi yang tetap ke sentral lokal. Lisensi 
FWA menggunakan teknologi Code Division Multiple Access 
(CDMA) yang mengikuti nomor telepon biasa dengan kode area 
tertentu yang tidak bisa dibawa ke luar area tersebut, kecuali dengan 
mengganti sementara dengan nomor kode area daerah setempat. 
Telepon tetap nirkabel basisnya merupakan telepon tetap bukan 
portable, sehingga tidak termasuk telepon seluler.

Komputer

Komputer yang dimaksud mencakup PC (personal computer)/
desktop, laptop/notebook, dan tablet. PC (personal computer)/
Desktop adalah komputer yang biasanya tetap di satu tempat, 
biasanya pengguna ditempatkan di depannya, di belakang keyboard. 

Laptop/Notebook adalah komputer yang cukup kecil untuk 
dibawa dan biasanya memungkinkan tugas yang sama sebagai 
komputer desktop, tetapi juga mencakup netbook, tetapi tidak 
termasuk tablet dan sejenis komputer genggam.

Tablet (atau sejenis komputer genggam) adalah komputer 
yang terintegrasi ke layar sentuh datar, yang dioperasikan dengan 
menyentuh layar daripada menggunakan keyboard fisik. Dalam 
hal ini, tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan 
komputasi, seperti set TV pintar, dan perangkat dengan telepon 
sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone. Tablet 
meskipun bisa digunakan untuk menelpon, tidak dimasukkan 
dalam kelompok telepon seluler karena fungsi utama tablet adalah 
sebagai komputer.

Internet (Interconnected Network)

Jaringan komputer publik di seluruh dunia, menyediakan akses 
ke sejumlah komunikasi termasuk World Wide Web, e-mail, berita, 
hiburan, dan file data, terlepas dari perangkat yang digunakan 
(tidak diasumsikan hanya melalui komputer, mungkin juga melalui 
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telepon seluler, tablet, PDA, mesin game, TV digital, dll.). Akses 
bisa melalui jaringan fixed maupun mobile.  

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah 
yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap 
bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit 
bantuan nontunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank 
Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp110.000,00 
per KPM per bulan.

Program Sembako

Program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan 
dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan 
dan jenis bahan pangan. Nilai dari Program Sembako sebesar 
Rp150.000,00 per KPM per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh 
adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan 
daya beli masyarakat.

Program Indonesia Pintar (PIP)

Bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan 
belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan 
mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin 
untuk membiayai pendidikan.

Jaminan Pensiun/Veteran

Jaminan pekerja/pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri yang 
diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi 
sosial atau tabungan wajib. Jaminan pensiun diselenggarakan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta 
kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia 
pensiun atau mengalami cacat total tetap (sumber UU No 40 Tahun 
2004). Manfaat jaminan pensiun umumnya berwujud uang tunai 
yang diterima setiap bulan.

Jaminan Hari Tua

Program jaminan yang ditujukan sebagai pengganti terputusnya 
penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua 
dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program 
Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan 
yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 
tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu (sumber: BPJS 
Ketenagakerjaan).
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Jaminan/Asuransi Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan kompensasi 
dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan 
pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali dirumah 
atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Cakupan jaminan 
kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja yang harus dihadapi 
oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya bertujuan untuk 
menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan 
yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian 
atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental. 
Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung 
jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk 
membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 
0,24 persen hingga 1,74 persen sesuai kelompok jenis usaha. 
(sumber: BPJS Ketenagakerjaan).

Jaminan/Asuransi Kematian 

Jaminan yang memberikan manfaat berupa santunan kematian 
yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang 
mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang 
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Jaminan yang diberikan akibat pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara buruh/pekerja dan pengusaha.  

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka 
pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan 
Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2015. Sebelumnya KKS lebih 
dikenal sebagai Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS memiliki 
fungsi yang kurang lebih sama dengan KPS, akan tetapi dengan 
berbagi perubahan format dan tambahan informasi di dalam kartu 
tersebut untuk memudahkan pemerintah menyalurkan bantuan 
sosial.
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Program Keluarga Harapan (PKH)

Program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan 
kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang 
ditetapkan. 

Akses terhadap Layanan Keuangan

Akses rumah tangga terhadap layanan keuangan apabila ada 
minimal salah satu anggota rumah tangga (ART) yang menerima 
kredit dalam setahun terakhir. Jika pencairan kredit diterima ART 
pada saat sebelum setahun terakhir, tetapi ART tersebut masih 
membayar angsurannya dalam setahun terakhir, ART tersebut 
tidak di kategorikan menerima kredit. Jenis-jenis kredit yaitu: Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), kredit dari bank umum selain KUR, Kredit dari 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kredit dari koperasi, perorangan 
(dengan bunga), pegadaian, perusahaan leasing, pinjaman online, 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lainnya.

Sumber Terbesar Pembiayaan di Rumah Tangga

Mengacu pada sumber pembiayaan terbesar yang digunakan 
oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam 
setahun terakhir.
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bab 3. PENDUDUK MIGRAN INDONESIA

Kebijakan pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
konsekuensi persebaran penduduk yang optimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 
menjelaskan bahwa migrasi, baik melalui kebijaksanaan Pemerintah seperti 
transmigrasi maupun atas keinginan sendiri, merupakan salah satu bentuk dari 
mobilitas penduduk. Kebijakan pengarahan mobilitas penduduk dan atau penyebaran 
penduduk berkaitan erat dengan upaya penyebaran kegiatan pembangunan yang 
mendorong terjadinya gerak keruangan antar daerah. Kebijakan terkait mobilitas 
penduduk tidak bersifat tetap melainkan dapat diubah setiap waktu bila dianggap perlu, 
sesuai dengan perkembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan 
demikian. Pemerintah dapat menetapkan suatu daerah sebagai daerah tertutup jika 
migrasi masuk tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam konteks demografi, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan yang 
menghasilkan perubahan lokasi tempat tinggal secara permanen (Toney dan Bailey, 
2014). Migrasi melibatkan perpindahan dalam jarak yang cukup jauh sehingga pelaku 
perlu menetap di lokasi yang dituju secara permanen. Secara operasional, lokasi 
tempat tinggal perlu didefinisikan berdasarkan batasan wilayah tertentu. Migrasi dapat 
dibatasi menurut wilayah secara administrasi politik (seperti negara atau sub wilayah 
dibawahnya) serta pasar tenaga kerja yang berbeda. Migrasi di dalam suatu negara 
disebut sebagai migrasi internal sementara yang melewati batas negara disebut 
sebagai migrasi internasional. Migrasi internasional masuk ke suatu negara disebut 
sebagai imigrasi, sedangkan migrasi keluar disebut sebagai emigrasi.

Selain melibatkan ruang, migrasi juga melibatkan aspek temporal yaitu lamanya 
seseorang menetap di suatu lokasi sehingga lokasi tersebut dapat dikatakan sebagai 
tempat tinggalnya yang baru. Berdasarkan periode waktu perpindahannya, penduduk 
migran dapat dibedakan menjadi migran seumur hidup dan migran risen. Perbedaan 
kedua jenis migrasi tersebut terletak pada lokasi tempat tinggal sebelumnya. Migrasi 
seumur hidup terjadi ketika seseorang memiliki tempat lahir yang berbeda dengan 
tempat tinggal saat ini. Sementara migrasi risen terjadi ketika seseorang memiliki 
lokasi tempat tinggal yang berbeda diantara dua periode pengamatan. 

Migrasi di Indonesia bukan sekadar perpindahan penduduk, 
tetapi instrumen kebijakan pembangunan yang dinamis 
untuk menyeimbangkan persebaran penduduk dengan 

daya dukung lingkungan, sekaligus mencerminkan interaksi 
ruang, waktu, dan kesejahteraan masyarakat.
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Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mendefinisikan 
mobilitas penduduk sebagai gerak keruangan penduduk dengan melewati batas 
administrasi Daerah Tingkat II (atau kabupaten/kota). Kebijakan kependudukan pada 
tingkat nasional meliputi pengarahan mobilitas penduduk dan atau penyebaran 
penduduk antarpropinsi, sedangkan pada tingkat daerah arah kebijakan kependudukan 
meliputi penyebaran penduduk antarkabupaten dan kotamadya. Meskipun demikian 
untuk keperluan analisis secara makro, data dan informasi migrasi disajikan dengan 
batasan perpindahan penduduk antar provinsi. Migran seumur hidup yang dicakup 
dalam analisis ini adalah penduduk yang melakukan perpindahan dari provinsi tempat 
lahir ke provinsi tempat tinggal saat pencacahan atau dengan kata lain, terdapat 
perbedaan provinsi tempat lahir dan provinsi tempat tinggal saat pencacahan. Migrasi 
risen dalam analisis ini didefinisikan sebagai penduduk yang lokasi provinsi tempat 
tinggalnya pada Februari 2019 berbeda dengan tempat tinggalnya pada saat pendataan 
Susenas Februari 2024.

Pada bab ini disajikan gambaran kondisi kesejahteraan rumah tangga hasil 
Susenas Maret 2024 berdasarkan status migrasinya. Ulasan terkait intensitas arus 
migrasi masuk dan keluar dilakukan untuk mendapatkan gambaran fenomena migrasi 
antarprovinsi di Indonesia. Pembahasan terkait karakteristik kependudukan, khusus 
untuk migran risen, dibahas pada bab selanjutnya.

3.1 penduduk migran

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang 
berstatus migran seumur hidup mencapai 9,7 persen. Dengan demikian dari 10 
penduduk Indonesia, satu diantaranya lahir di provinsi yang berbeda dengan tempat 
tinggalnya pada saat pendataan. Jika dibandingkan dengan migran seumur hidup 
tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 10,1 persen dan 9,8 persen, maka 
terjadi penurunan dalam kurun dua tahun terakhir. Dari sudut pandang kependudukan, 
penurunan persentase migran seumur hidup mengindikasikan bahwa heterogenitas 
penduduk provinsi di Indonesia semakin menurun. Pertumbuhan penduduk cenderung 
tidak lagi diikuti oleh persebaran antarwilayah yang pesat. 

Sementara itu, penduduk yang berstatus migran risen pada tahun 2024 tercatat 
kurang dari satu persen, atau tepatnya 0,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 
setiap seratus penduduk, terdapat satu penduduk yang bermigrasi dari provinsi lain 
selama periode lima tahun sebelum pendataan. Jika dibandingkan dengan persentase 
migran risen periode 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 1,3 persen dan 1,0 
persen, migran risen di tahun 2024 terus mengalami tren penurunan. 

Setelah lonjakan migrasi risen selama pandemi (2019–2021) yang diduga karena 
migran kembali, data menunjukan tren penurunan persentase migran risen dari 2022-
2024. Penurunan ini kemungkinan didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi dan 
kesempatan kerja di daerah asal, sehingga mengurangi dorongan untuk berpindah. 
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Gambar 3.1
Persentase Penduduk Migran Menurut Jenis Migrasi, 2020–2024 

3.2 migran seumur hidup

Migrasi seumur hidup merupakan peristiwa perpindahan di mana tempat tinggal 
saat ini berbeda dengan tempat kelahirannya. Penduduk yang melakukan migrasi 
seumur hidup disebut sebagai migran seumur hidup. Cakupan migrasi seumur hidup 
yang akan diuraikan pada publikasi ini adalah perpindahan antarprovinsi. Ukuran ini 
tidak mempertimbangkan kemungkinan perpindahan yang terjadi pada periode saat 
meninggalkan tempat kelahiran sampai saat kedatangan di tempat tinggal saat ini, serta 
tidak mempertimbangkan penduduk yang sempat tinggal di luar tempat kelahirannya 
tetapi kembali tinggal di tempat kelahirannya saat ini (United Nations, 1970). 

Arus migrasi seumur hidup masuk (ke) dan keluar (dari) suatu provinsi ke provinsi 
lainnya ditunjukkan Gambar 3.2 dengan diagram sirkuler yang dikembangkan oleh 
Gu Zuguang (2014). Setiap sektor dalam diagram menunjukkan provinsi. Ketebalan 
pita dalam diagram menunjukkan besaran relatif arus migrasi seumur hidup asal 
suatu provinsi menuju provinsi lainnya. Warna tebal yang dimulai dari setiap provinsi 
menunjukkan arus migrasi keluar dari wilayah tersebut, sedangkan arah panah 
menunjukkan arus masuk ke provinsi tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, arus 
migrasi masuk dan migrasi keluar seumur hidup masih dominan berada di provinsi-
provinsi dalam Pulau Jawa, hal ini bersesuaian dengan masih dominannya jumlah 
penduduk Indonesia di Pulau Jawa.

Selain itu, pembangunan lokal yang meningkatkan layanan dan infrastruktur juga 
ikut memperkuat keengganan seseorang untuk berpindah. Keseluruhan faktor ini 
berpotensi saling memengaruhi dalam menurunkan frekuensi migrasi risen setelah 
2021. 
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3.2.1 Migran Masuk Seumur Hidup

Migran masuk seumur hidup adalah penduduk yang lahir di luar wilayah tempat 
tinggalnya pada saat pendataan. Konsep ini mengacu pada pada tempat tinggal ibu 
kandungnya pada saat melahirkan. Lima provinsi dengan persentase migran masuk 
seumur hidup terbesar di Indonesia ditampilkan pada Gambar 3.3. Provinsi Kepulauan 
Riau merupakan provinsi dengan persentase penduduk berstatus migran masuk 
seumur hidup terbesar, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan 
Utara, dan Riau.

Kepulauan Riau masih menjadi provinsi yang memiliki migran seumur hidup 
dengan persentase yang cukup besar, yaitu 42,0 persen. Fenomena ini dimungkinkan 
karena provinsi ini memiliki daya tarik sebagai kawasan industri, perdagangan, dan jasa 
yang strategis, bersebelahan dengan Singapura dan Malaysia. Arus migrasi ke provinsi 
ini juga didorong oleh ketersediaan lapangan kerja di sektor manufaktur, pelabuhan, 
hingga kawasan perdagangan bebas Batam (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

Gambar 3.2
Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Seumur Hidup, 2024 
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2007). Hal ini membuat banyak orang dari luar provinsi menetap secara permanen 
untuk memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik.

Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta juga termasuk memiliki persentase 
migran seumur hidup yang cukup besar, dimana sekitar 3 dari 10 orang penduduknya 
lahir di provinsi lain. Adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang 
wilayahnya berada di Provinsi Kalimantan Timur, mendorong arus migrasi permanen 
ke wilayah ini. Proyek infrastruktur skala besar, kebutuhan tenaga kerja di sektor 
konstruksi, serta daya tarik sektor energi, khususnya pertambangan dan migas, menjadi 
daya tarik bagi penduduk dari berbagai daerah untuk menjadikan Kalimantan Timur 
sebagai tempat tinggal jangka panjang. Sementara itu, DKI Jakarta dengan statusnya 
sebagai pusat aktivitas ekonomi, jasa, dan pemerintahan, masih memiliki daya tarik 
yang cukup kuat untuk menjadi daerah tujuan. Namun, adanya faktor keterbatasan 
ruang dan tingginya biaya hidup, bisa mendorong sebagian migran baru untuk lebih 
memilih daerah lain yang menawarkan prospek masa depan yang lebih baik.

Kalimantan Utara menempati posisi keempat provinsi dengan persentase migran 
masuk seumur hidup terbanyak, mencapai 29,2 persen. Sebagai provinsi muda 
yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara menawarkan potensi 
ekonomi di sektor perdagangan lintas batas, perkebunan, dan energi. Daya tarik 
tersebut membuat banyak pendatang menetap secara permanen, apalagi dengan 
dukungan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Sementara itu, Riau berada 
di posisi kelima dengan persentase migran masuk seumur hidup mencapai 26,7 
persen. Riau sejak lama dikenal sebagai provinsi dengan basis industri migas dan 
perkebunan sawit yang besar, sehingga peluang kerja di sektor ini tetap menjadi faktor 
pendorong utama masuknya migran seumur hidup. Selain itu, posisinya yang strategis 
di jalur perdagangan Selat Malaka memperkuat perannya sebagai magnet migrasi. 

Gambar 3.3
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Seumur Hidup Terbesar 

di Indonesia, 2024   

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



30 |     Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Secara keseluruhan, dari lima provinsi dengan persentase migran masuk seumur 
hidup terbesar memiliki daya tarik ekonomi dan prospek ketersediaan lapangan kerja 
yang menjanjikan. Hal ini sejalan dengan Ravenstein (1885) yang menekankan bahwa 
motif ekonomi merupakan faktor utama dalam perpindahan penduduk, di mana orang 
cenderung bergerak ke wilayah yang menyediakan lebih banyak kesempatan kerja. 
Selain itu, menurut Todaro (1980), keputusan migrasi sering kali didasarkan pada 
ekspektasi pendapatan masa depan di daerah tujuan, bukan semata pada kondisi 
saat ini. Fenomena banyaknya migran masuk seumur hidup di Kepulauan Riau, 
Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Riau mencerminkan bagaimana 
pertimbangan ekonomi tetap menjadi daya tarik utama suatu wilayah menjadi tujuan 
migran. 

Arus Migrasi Masuk Seumur Hidup 

Arus migrasi masuk seumur hidup menggambarkan perpindahan penduduk dari 
tempat lahirnya masuk ke tempat di mana seseorang menetap secara permanen di 
wilayah yang baru. Dalam praktiknya, arus migrasi masuk sering kali dipengaruhi oleh 
faktor kedekatan geografis—masyarakat cenderung pindah ke wilayah yang letaknya 
berdekatan dengan daerah asal karena biaya perpindahan lebih rendah dan jaringan 
sosial yang lebih mudah dijaga. Oleh karena itu, tidak jarang arus migrasi antara dua 
wilayah yang bertetangga menunjukkan intensitas yang tinggi, misalnya antara provinsi-
provinsi yang berbatasan langsung atau terhubung oleh jalur transportasi utama.

Tabel 3.1 menampilkan lima besar provinsi asal atau tempat kelahiran migran 
seumur hidup di setiap provinsi. Sebagian besar migran seumur hidup memiliki 
provinsi tempat kelahiran yang tidak jauh dari provinsi tempat mereka tinggal saat ini. 
Migran seumur hidup yang tinggal di wilayah Indonesia bagian barat mayoritas lahir 
di provinsi bagian barat. Pola yang sama juga terjadi pada provinsi-provinsi di wilayah 
Indonesia bagian tengah dan timur. Temuan yang menarik adalah bahwa Provinsi Jawa 
Tengah dan Jawa Timur hampir selalu masuk dalam provinsi asal para migran di semua 
provinsi di Indonesia.

Terdapat beberapa provinsi yang lebih dari setengah migran seumur hidupnya 
berasal dari suatu provinsi tertentu, seperti di Provinsi Aceh dimana sebanyak 60,1 
persen migran masuk seumur hidup di provinsi ini berasal dari Sumatera Utara. 
Selanjutnya, lebih dari setengah migran seumur hidup di Bali berasal dari Jawa Timur 
(56,3 persen) dan 52,9 persen migran seumur hidup di DI Yogyakarta berasal dari Jawa 
Tengah.

Selain itu, sebanyak masing-masing 61,1 persen dan 57,9 persen migran seumur 
hidup di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Tenggara berasal dari Sulawesi Selatan. 
Secara geografis, lokasi antara provinsi dan tujuan yang disebutkan di atas merupakan 
provinsi-provinsi yang jaraknya berdekatan. Fakta ini sesuai dengan teori migrasi yang 
dikemukakan oleh Ravenstein (1885), dimana tingkat migrasi berhubungan terbalik 
dengan jarak migrasi.
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Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 60,1

2 Jawa Tengah 10,9

3 Jawa Barat 5,8

4 Sumatera Barat 5,1

5 Jawa Timur 3,9

Sumatera Utara

1 Aceh 19,4

2 Riau 13,9

3 Jawa Tengah 13,5

4 Sumatera Barat 13,1

5 DKI Jakarta 7,1

Sumatera Barat

1 Sumatera Utara 21,8

2 Riau 17,3

3 Jawa Tengah 12,4

4 Jambi 8,6

5 Jawa Barat 8,1

Riau

1 Sumatera Utara 48,0

2 Sumatera Barat 16,4

3 Jawa Tengah 11,1

4 Jawa Timur 7,2

5 Jawa Barat 3,3

Jambi

1 Jawa Tengah 28,2

2 Sumatera Utara 14,7

3 Sumatera Barat 10,1

4 Sumatera Selatan 10,0

5 Jawa Timur 8,9

Sumatera Selatan

1 Jawa Tengah 26,8

2 Jawa Timur 19,9

3 Lampung 16,5

4 Jawa Barat 7,7

5 DI Yogyakarta 4,7

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 24,7

2 Jawa Tengah 20,1

3 Lampung 13,0

4 Jawa Timur 12,0

5 Sumatera Barat 7,4

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Jawa Tengah 31,2

2 Jawa Timur 24,1

3 Sumatera Selatan 11,1

4 Jawa Barat 10,7

5 DI Yogyakarta 6,1

Kep. Bangka 
Belitung

1 Sumatera Selatan 27,4

2 Jawa Tengah 13,8

3 Lampung 9,7

4 Jawa Barat 8,3

5 Jawa Timur 7,9

Kepulauan Riau

1 Sumatera Utara 20,7

2 Riau 13,2

3 Sumatera Barat 12,7

4 Jawa Tengah 11,1

5 Jawa Timur 8,7

DKI Jakarta

1 Jawa Tengah 35,1

2 Jawa Barat 22,0

3 Jawa Timur 9,6

4 Banten 6,5

5 Sumatera Utara 6,1

Jawa Barat

1 DKI Jakarta 36,2

2 Jawa Tengah 32,6

3 Jawa Timur 7,7

4 Banten 4,3

5 Sumatera Utara 3,9

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 24,2

2 Jawa Timur 23,3

3 DKI Jakarta 13,4

4 DI Yogyakarta 12,9

5 Banten 4,6

DI Yogyakarta

1 Jawa Tengah 52,9

2 Jawa Timur 11,4

3 Jawa Barat 7,8

4 DKI Jakarta 6,9

5 Sumatera Selatan 2,6

Tabel 3.1 Tabel 3.1
Lima Besar Provinsi Asal Migran Seumur Hidup Antarprovinsi 

di Setiap Provinsi, 2024   
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Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Tengah 37,2

2 Jawa Barat 9,9

3 DKI Jakarta 7,2

4 Bali 3,8

5 DI Yogyakarta 3,7

Banten

1 DKI Jakarta 30,4

2 Jawa Tengah 23,5

3 Jawa Barat 18,5

4 Jawa Timur 7,1

5 Lampung 4,0

Bali

1 Jawa Timur 56,3

2 Nusa Tenggara Timur 8,9

3 Nusa Tenggara Barat 7,2

4 Jawa Tengah 7,1

5 Jawa Barat 5,7

Nusa Tenggara 
Barat

1 Jawa Timur 24,0

2 Bali 23,7

3 Jawa Tengah 7,4

4 Kalimantan Timur 3,8

5 Nusa Tenggara Timur 3,5

Nusa Tenggara 
Timur

1 Luar Negeri 33,8

2 Jawa Timur 12,5

3 Sulawesi Selatan 11,5

4 Jawa Tengah 6,9

5 Nusa Tenggara Barat 5,5

Kalimantan Barat

1 Jawa Tengah 30,5

2 Jawa Timur 22,2

3 Jawa Barat 12,3

4 Sumatera Utara 6,4

5 DI Yogyakarta 4,9

Kalimantan Tengah

1 Jawa Tengah 29,2

2 Jawa Timur 25,0

3 Kalimantan Selatan 21,2

4 Jawa Barat 4,8

5 Nusa Tenggara Timur 3,8

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Jawa Timur 37,7

2 Jawa Tengah 18,1

3 Kalimantan Tengah 9,8

4 Jawa Barat 6,3

5 Kalimantan Timur 5,4

Kalimantan Timur

1 Jawa Timur 29,8

2 Sulawesi Selatan 23,4

3 Jawa Tengah 10,9

4 Kalimantan Selatan 8,2

5 Jawa Barat 4,3

Kalimantan Utara

1 Sulawesi Selatan 47,8

2 Jawa Timur 14,5

3 Kalimantan Timur 7,2

4 Nusa Tenggara Timur 6,3

5 Jawa Tengah 4,5

Sulawesi Utara

1 Gorontalo 29,9

2 Sulawesi Selatan 12,7

3 Maluku Utara 8,3

4 Sulawesi Tengah 7,3

5 DKI Jakarta 6,5

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 37,5

2 Bali 13,8

3 Jawa Timur 13,6

4 Jawa Tengah 6,9

5 Sulawesi Barat 6,1

Sulawesi Selatan

1 Jawa Timur 10,1

2 Sulawesi Tenggara 9,0

3 Sulawesi Barat 8,9

4 Jawa Tengah 8,0

5 Sulawesi Tengah 6,8

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 57,9

2 Jawa Timur 6,7

3 Maluku 5,7

4 Bali 5,1

5 Jawa Barat 4,5

Tabel 3.1 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.1

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 32,3

2 Sulawesi Tengah 19,9

3 Sulawesi Selatan 11,7

4 Jawa Timur 11,6

5 Jawa Tengah 7,9

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 61,1

2 Sulawesi Tengah 7,5

3 Bali 6,3

4 Jawa Tengah 6,3

5 Jawa Timur 4,2

Maluku

1 Sulawesi Tenggara 19,8

2 Jawa Timur 19,6

3 Jawa Tengah 11,7

4 Sulawesi Selatan 10,0

5 Maluku Utara 8,3

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 18,9

2 Sulawesi Tenggara 13,3

3 Maluku 12,3

4 Jawa Timur 11,9

5 Sulawesi Selatan 11,5

Papua Barat

1 Jawa Timur 17,7

2 Maluku 14,8

3 Jawa Tengah 13,2

4 Sulawesi Selatan 12,5

5 Sulawesi Tenggara 7,8

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Maluku 18,9

2 Jawa Timur 14,8

3 Sulawesi Selatan 13,1

4 Jawa Tengah 10,1

5 Sulawesi Tenggara 8,9

Papua

1 Sulawesi Selatan 23,4

2 Jawa Timur 12,7

3 Jawa Tengah 11,4

4 Maluku 10,0

5 Sulawesi Utara 4,7

Papua  Selatan

1 Sulawesi Selatan 21,6

2 Jawa Timur 21,4

3 Jawa Tengah 19,5

4 Maluku 7,9

5 Nusa Tenggara Timur 6,4

Papua Tengah

1 Sulawesi Selatan 23,6

2 Papua 13,2

3 Jawa Tengah 12,1

4 Jawa Timur 11,0

5 Maluku 8,9

Papua Pegunungan

1 Sulawesi Selatan 42,6

2 Papua 20,6

3 Jawa Timur 13,1

4 Sumatera Utara 4,9

5 Maluku 3,9
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Fakta menarik ditemukan pada hampir semua provinsi di Pulau Kalimantan, 
dimana sebagian besar migran seumur hidup di provinsi-provinsi tersebut berasal 
dari Pulau Jawa. Lebih dari separuh migran masuk seumur hidup di Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berasal dari provinsi-provinsi di Pulau 
Jawa. Sementara di Kalimantan Timur, hampir separuh migran masuk seumur hidup 
berasal dari Pulau Jawa. Hanya Provinsi Kalimantan Utara yang sebagian besar migran 
seumur hidupnya bukan berasal dari Pulau Jawa. 

Jika dilihat persebarannya, migran seumur hidup yang provinsi tempat lahirnya 
berasal dari Pulau Jawa tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dari keseluruhan, 
migran yang berasal dari Provinsi Jawa Timur menempati posisi lima besar di 34 
provinsi, migran dari Provinsi Jawa Tengah juga termasuk dalam lima besar di 32 
provinsi, dan migran dari Provinsi Jawa Barat menempati lima besar di 16 provinsi. Hal 
ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut menjadi daerah asal utama migran 
seumur hidup di berbagai wilayah Indonesia, dengan jangkauan sebaran yang relatif 
luas di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa migran seumur hidup yang berasal 
dari Pulau Jawa mendominasi karena selain jumlahnya yang besar, migran seumur 
hidup yang berasal dari Pulau Jawa juga tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di 
sisi lain, terdapat lima provinsi yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan 
Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara menjadi provinsi yang tidak termasuk ke 
dalam lima besar provinsi asal migran seumur hidup di provinsi lainnya di Indonesia.

Fakta lainnya yang dapat diperoleh dari Tabel 3.1 adalah sekitar satu dari tiga 
migran seumur hidup di Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki tempat kelahiran di luar 

Lanjutan Tabel 3.1

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 32,3

2 Sulawesi Tengah 19,9

3 Sulawesi Selatan 11,7

4 Jawa Timur 11,6

5 Jawa Tengah 7,9

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 61,1

2 Sulawesi Tengah 7,5

3 Bali 6,3

4 Jawa Tengah 6,3

5 Jawa Timur 4,2

Maluku

1 Sulawesi Tenggara 19,8

2 Jawa Timur 19,6

3 Jawa Tengah 11,7

4 Sulawesi Selatan 10,0

5 Maluku Utara 8,3

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 18,9

2 Sulawesi Tenggara 13,3

3 Maluku 12,3

4 Jawa Timur 11,9

5 Sulawesi Selatan 11,5

Papua Barat

1 Jawa Timur 17,7

2 Maluku 14,8

3 Jawa Tengah 13,2

4 Sulawesi Selatan 12,5

5 Sulawesi Tenggara 7,8

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Maluku 18,9

2 Jawa Timur 14,8

3 Sulawesi Selatan 13,1

4 Jawa Tengah 10,1

5 Sulawesi Tenggara 8,9

Papua

1 Sulawesi Selatan 23,4

2 Jawa Timur 12,7

3 Jawa Tengah 11,4

4 Maluku 10,0

5 Sulawesi Utara 4,7

Papua  Selatan

1 Sulawesi Selatan 21,6

2 Jawa Timur 21,4

3 Jawa Tengah 19,5

4 Maluku 7,9

5 Nusa Tenggara Timur 6,4

Papua Tengah

1 Sulawesi Selatan 23,6

2 Papua 13,2

3 Jawa Tengah 12,1

4 Jawa Timur 11,0

5 Maluku 8,9

Papua Pegunungan

1 Sulawesi Selatan 42,6

2 Papua 20,6

3 Jawa Timur 13,1

4 Sumatera Utara 4,9

5 Maluku 3,9

Tabel 3.1 lanjutan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 32,3

2 Sulawesi Tengah 19,9

3 Sulawesi Selatan 11,7

4 Jawa Timur 11,6

5 Jawa Tengah 7,9

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 61,1

2 Sulawesi Tengah 7,5

3 Bali 6,3

4 Jawa Tengah 6,3

5 Jawa Timur 4,2

Maluku

1 Sulawesi Tenggara 19,8

2 Jawa Timur 19,6

3 Jawa Tengah 11,7

4 Sulawesi Selatan 10,0

5 Maluku Utara 8,3

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 18,9

2 Sulawesi Tenggara 13,3

3 Maluku 12,3

4 Jawa Timur 11,9

5 Sulawesi Selatan 11,5

Papua Barat

1 Jawa Timur 17,7

2 Maluku 14,8

3 Jawa Tengah 13,2

4 Sulawesi Selatan 12,5

5 Sulawesi Tenggara 7,8

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Lahir

(Provinsi Asal 
Migran)

Persentase
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Maluku 18,9

2 Jawa Timur 14,8

3 Sulawesi Selatan 13,1

4 Jawa Tengah 10,1

5 Sulawesi Tenggara 8,9

Papua

1 Sulawesi Selatan 23,4

2 Jawa Timur 12,7

3 Jawa Tengah 11,4

4 Maluku 10,0

5 Sulawesi Utara 4,7

Papua  Selatan

1 Sulawesi Selatan 21,6

2 Jawa Timur 21,4

3 Jawa Tengah 19,5

4 Maluku 7,9

5 Nusa Tenggara Timur 6,4

Papua Tengah

1 Sulawesi Selatan 23,6

2 Papua 13,2

3 Jawa Tengah 12,1

4 Jawa Timur 11,0

5 Maluku 8,9

Papua Pegunungan

1 Sulawesi Selatan 42,6

2 Papua 20,6

3 Jawa Timur 13,1

4 Sumatera Utara 4,9

5 Maluku 3,9

Tabel 3.1 lanjutan
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negeri. Sebagaimana diketahui, Provinsi NTT merupakan provinsi yang berbatasan 
langsung dengan Negara Timor Leste. Timor Leste sebelumnya merupakan bagian 
dari Indonesia yang bernama Provinsi Timor Timur. Sejak tahun 1999, Timor Leste 
melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi sebuah negara. Oleh karena itu, cukup 
banyak penduduk NTT yang tempat kelahirannya di luar negeri yaitu di Timor Leste.

3.2.2 Migran Keluar Seumur Hidup 

Migran keluar merupakan penduduk migran dilihat dari tempat asal mereka 
melakukan migrasi. Migran keluar seumur hidup merupakan penduduk yang 
meninggalkan tempat kelahirannya dan saat ini bertempat tinggal di luar wilayah 
tempat kelahirannya. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa DKI Jakarta, DI Yogyakarta, 
Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan merupakan lima provinsi dengan 
persentase migran keluar seumur hidup terbesar tahun 2024.

Sebesar 30,0 persen penduduk yang lahir di DKI Jakarta meninggalkan provinsi ini 
dan tinggal di provinsi lain di Indonesia. Tingginya persentase migran keluar seumur 
hidup ini didukung dengan fakta bahwa pada 2023 DKI Jakarta merupakan provinsi 
terpadat di Indonesia, dengan kepadatan mencapai 16.146 penduduk per km2. Di 
posisi kedua, persentase migran seumur hidup asal DI Yogyakarta mencapai 18,1 
persen. 

Gambar 3.4
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Seumur Hidup Terbesar 

di Indonesia, 2024   

Migran seumur hidup asal Sumatera Barat menempati posisi ketiga dengan 
persentase mencapai 16,2 persen. Sumatera Barat kental dengan budaya merantau 
hingga keluar provinsi baik untuk belajar maupun bekerja. Hal ini turut menjelaskan 
besarnya persentase migrasi keluar asal Sumatera Barat. Selanjutnya, persentase 
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migran asal Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berturut-turut 15,4 persen dan 13,3 
persen. Persentase penduduk menurut provinsi dan status migrasi keluar seumur 
hidup secara lengkap disajikan pada Lampiran 3.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan intensitas migran masuk dan migran keluar 
seumur hidup yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki 
faktor penarik dan pendorong yang kuat dalam memengaruhi mobilitas penduduk. 
Sesuai dengan teori migrasi Lee (1966) mengenai faktor pendorong dan penarik, 
penduduk yang sebelumnya menetap di DKI Jakarta terdorong untuk berpindah 
dan menetap di luar provinsi, sementara penduduk dari luar provinsi tertarik untuk 
bermigrasi ke DKI Jakarta. Faktor penarik migrasi ke DKI Jakarta antara lain tersedianya 
peluang kerja yang luas, akses terhadap pendidikan dan layanan publik yang lebih 
baik, serta perkembangan infrastruktur perkotaan yang relatif maju. Sebaliknya, faktor 
pendorong seperti tingginya biaya hidup, kepadatan penduduk, dan tekanan sosial 
ekonomi menjadi alasan utama sebagian penduduk memilih untuk bermigrasi keluar 
dari provinsi ini. Sedangkan empat provinsi lainnya yaitu DI Yogyakarta, Sumatera 
Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan hanya memiliki intensitas migran keluar 
seumur hidup yang tinggi.

Arus Migrasi Keluar Seumur Hidup

Lima besar provinsi tujuan migran seumur hidup dari setiap provinsi tempat 
kelahirannya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Secara umum, migran seumur hidup 
bermigrasi ke provinsi yang dekat dengan provinsi tempat kelahirannya. Arus 
migrasi seumur hidup yang tinggi terlihat pada provinsi yang secara geografis saling 
berdekatan, seperti pada Provinsi Jawa Barat di mana migran seumur hidupnya paling 
besar bermigrasi ke DKI Jakarta, dan begitu juga sebaliknya. Pola yang sama terjadi 
pada Lampung dan Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Riau, serta Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Selatan.

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 37,6

2 Riau 16,7

3 DKI Jakarta 13,8

4 Jawa Barat 4,9

5 Banten 3,9

Sumatera Utara

1 Riau 42,8

2 Kepulauan Riau 10,1

3 Jawa Barat 9,2

4 DKI Jakarta 9,0

5 Aceh 5,9

Sumatera Barat

1 Riau 30,9

2 Kepulauan Riau 13,2

3 Jawa Barat 12,9

4 DKI Jakarta 11,6

5 Jambi 6,6

Riau

1 Kepulauan Riau 29,5

2 Sumatera Utara 14,8

3 Sumatera Barat 14,3

4 DKI Jakarta 7,7

5 Jambi 7,4

Jambi

1 Sumatera Barat 14,9

2 Riau 13,0

3 Sumatera Selatan 11,8

4 Kepulauan Riau 8,6

5 DKI Jakarta 6,9

Sumatera Selatan

1 Lampung 16,3

2 Jawa Barat 13,8

3 Kepulauan Riau 10,7

4 Bengkulu 9,5

5 Jambi 8,4

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 21,4

2 Jawa Barat 12,3

3 Lampung 9,0

4 Sumatera Barat 7,6

5 Sumatera Utara 7,4

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Sumatera Selatan 18,7

2 Jawa Barat 16,5

3 Banten 13,5

4 DKI Jakarta 9,4

5 Riau 5,5

Kep. Bangka 
Belitung

1 DKI Jakarta 30,6

2 Banten 18,8

3 Jawa Barat 10,6

4 Sumatera Selatan 10,2

5 Lampung 6,0

Kepulauan Riau

1 Riau 19,7

2 Sumatera Utara 14,4

3 Jawa Timur 9,4

4 Jawa Barat 8,1

5 Sumatera Barat 7,0

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 59,2

2 Banten 25,0

3 Jawa Tengah 4,0

4 Jawa Timur 1,8

5 DI Yogyakarta 1,3

Jawa Barat

1 DKI Jakarta 31,2

2 Banten 21,4

3 Jawa Tengah 10,1

4 Lampung 5,5

5 Jawa Timur 3,4

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 27,7

2 DKI Jakarta 18,4

3 Banten 10,0

4 Lampung 6,0

5 DI Yogyakarta 5,1

DI Yogyakarta

1 Jawa Barat 20,8

2 Jawa Tengah 16,1

3 Banten 11,0

4 DKI Jakarta 9,9

5 Lampung 9,3

Tabel 3.2 Tabel 3.2
Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup Antarprovinsi  

dari Provinsi Tempat Lahir, 2024
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Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Barat 12,0

2 Kalimantan Timur 10,2

3 DKI Jakarta 9,2

4 Lampung 8,4

5 Jawa Tengah 6,6

Banten

1 Jawa Barat 32,8

2 DKI Jakarta 30,4

3 Lampung 8,2

4 Jawa Tengah 6,4

5 Sumatera Selatan 5,5

Bali

1 Sulawesi Tengah 24,1

2 Jawa Timur 11,6

3 Nusa Tenggara Barat 9,9

4 Sulawesi Tenggara 8,7

5 Lampung 6,7

Nusa Tenggara 
Barat

1 Bali 12,6

2 Kalimantan Timur 10,9

3 DKI Jakarta 8,0

4 Jawa Barat 6,5

5 Kalimantan Selatan 6,5

Nusa Tenggara 
Timur

1 Kepulauan Riau 12,7

2 Kalimantan Timur 12,7

3 Bali 10,7

4 Kalimantan Tengah 7,3

5 Jawa Barat 6,2

Kalimantan Barat

1 DKI Jakarta 33,7

2 Jawa Barat 13,5

3 Banten 9,7

4 Kepulauan Riau 8,2

5 Jawa Tengah 6,3

Kalimantan Tengah

1 Kalimantan Selatan 46,3

2 Jawa Timur 14,0

3 Kalimantan Timur 11,0

4 Jawa Tengah 5,0

5 Banten 4,3

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Kalimantan Tengah 41,0

2 Kalimantan Timur 32,7

3 Jawa Timur 5,7

4 Jawa Barat 4,4

5 Jawa Tengah 2,9

Kalimantan Timur

1 Kalimantan Selatan 15,2

2 Jawa Timur 14,9

3 Sulawesi Selatan 12,6

4 Kalimantan Utara 9,2

5 DKI Jakarta 4,9

Kalimantan Utara

1 Kalimantan Timur 29,0

2 Jawa Timur 26,9

3 Sulawesi Selatan 8,4

4 DI Yogyakarta 7,1

5 Jawa Barat 5,5

Sulawesi Utara

1 Sulawesi Tengah 12,5

2 Maluku Utara 12,3

3 Gorontalo 11,5

4 Banten 8,3

5 DKI Jakarta 7,0

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 16,2

2 Kalimantan Timur 13,2

3 Sulawesi Utara 9,5

4 Gorontalo 8,8

5 Sulawesi Barat 8,5

Sulawesi Selatan

1 Kalimantan Timur 20,3

2 Sulawesi Tenggara 19,5

3 Sulawesi Tengah 12,8

4 Kalimantan Utara 7,8

5 Sulawesi Barat 7,0

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 15,4

2 Maluku 12,9

3 Kalimantan Timur 9,7

4 Maluku Utara 7,7

5 Papua Barat Daya 7,0

Tabel 3.2 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.2

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 37,6

2 Riau 16,7

3 DKI Jakarta 13,8

4 Jawa Barat 4,9

5 Banten 3,9

Sumatera Utara

1 Riau 42,8

2 Kepulauan Riau 10,1

3 Jawa Barat 9,2

4 DKI Jakarta 9,0

5 Aceh 5,9

Sumatera Barat

1 Riau 30,9

2 Kepulauan Riau 13,2

3 Jawa Barat 12,9

4 DKI Jakarta 11,6

5 Jambi 6,6

Riau

1 Kepulauan Riau 29,5

2 Sumatera Utara 14,8

3 Sumatera Barat 14,3

4 DKI Jakarta 7,7

5 Jambi 7,4

Jambi

1 Sumatera Barat 14,9

2 Riau 13,0

3 Sumatera Selatan 11,8

4 Kepulauan Riau 8,6

5 DKI Jakarta 6,9

Sumatera Selatan

1 Lampung 16,3

2 Jawa Barat 13,8

3 Kepulauan Riau 10,7

4 Bengkulu 9,5

5 Jambi 8,4

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 21,4

2 Jawa Barat 12,3

3 Lampung 9,0

4 Sumatera Barat 7,6

5 Sumatera Utara 7,4

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Sumatera Selatan 18,7

2 Jawa Barat 16,5

3 Banten 13,5

4 DKI Jakarta 9,4

5 Riau 5,5

Kep. Bangka 
Belitung

1 DKI Jakarta 30,6

2 Banten 18,8

3 Jawa Barat 10,6

4 Sumatera Selatan 10,2

5 Lampung 6,0

Kepulauan Riau

1 Riau 19,7

2 Sumatera Utara 14,4

3 Jawa Timur 9,4

4 Jawa Barat 8,1

5 Sumatera Barat 7,0

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 59,2

2 Banten 25,0

3 Jawa Tengah 4,0

4 Jawa Timur 1,8

5 DI Yogyakarta 1,3

Jawa Barat

1 DKI Jakarta 31,2

2 Banten 21,4

3 Jawa Tengah 10,1

4 Lampung 5,5

5 Jawa Timur 3,4

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 27,7

2 DKI Jakarta 18,4

3 Banten 10,0

4 Lampung 6,0

5 DI Yogyakarta 5,1

DI Yogyakarta

1 Jawa Barat 20,8

2 Jawa Tengah 16,1

3 Banten 11,0

4 DKI Jakarta 9,9

5 Lampung 9,3

Tabel 3.2

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Barat 12,0

2 Kalimantan Timur 10,2

3 DKI Jakarta 9,2

4 Lampung 8,4

5 Jawa Tengah 6,6

Banten

1 Jawa Barat 32,8

2 DKI Jakarta 30,4

3 Lampung 8,2

4 Jawa Tengah 6,4

5 Sumatera Selatan 5,5

Bali

1 Sulawesi Tengah 24,1

2 Jawa Timur 11,6

3 Nusa Tenggara Barat 9,9

4 Sulawesi Tenggara 8,7

5 Lampung 6,7

Nusa Tenggara 
Barat

1 Bali 12,6

2 Kalimantan Timur 10,9

3 DKI Jakarta 8,0

4 Jawa Barat 6,5

5 Kalimantan Selatan 6,5

Nusa Tenggara 
Timur

1 Kepulauan Riau 12,7

2 Kalimantan Timur 12,7

3 Bali 10,7

4 Kalimantan Tengah 7,3

5 Jawa Barat 6,2

Kalimantan Barat

1 DKI Jakarta 33,7

2 Jawa Barat 13,5

3 Banten 9,7

4 Kepulauan Riau 8,2

5 Jawa Tengah 6,3

Kalimantan Tengah

1 Kalimantan Selatan 46,3

2 Jawa Timur 14,0

3 Kalimantan Timur 11,0

4 Jawa Tengah 5,0

5 Banten 4,3

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Kalimantan Tengah 41,0

2 Kalimantan Timur 32,7

3 Jawa Timur 5,7

4 Jawa Barat 4,4

5 Jawa Tengah 2,9

Kalimantan Timur

1 Kalimantan Selatan 15,2

2 Jawa Timur 14,9

3 Sulawesi Selatan 12,6

4 Kalimantan Utara 9,2

5 DKI Jakarta 4,9

Kalimantan Utara

1 Kalimantan Timur 29,0

2 Jawa Timur 26,9

3 Sulawesi Selatan 8,4

4 DI Yogyakarta 7,1

5 Jawa Barat 5,5

Sulawesi Utara

1 Sulawesi Tengah 12,5

2 Maluku Utara 12,3

3 Gorontalo 11,5

4 Banten 8,3

5 DKI Jakarta 7,0

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 16,2

2 Kalimantan Timur 13,2

3 Sulawesi Utara 9,5

4 Gorontalo 8,8

5 Sulawesi Barat 8,5

Sulawesi Selatan

1 Kalimantan Timur 20,3

2 Sulawesi Tenggara 19,5

3 Sulawesi Tengah 12,8

4 Kalimantan Utara 7,8

5 Sulawesi Barat 7,0

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 15,4

2 Maluku 12,9

3 Kalimantan Timur 9,7

4 Maluku Utara 7,7

5 Papua Barat Daya 7,0

Tabel 3.2 lanjutan
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Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 57,9

2 Sulawesi Tengah 22,3

3 DKI Jakarta 3,3

4 Jawa Timur 2,5

5 Jawa Barat 2,3

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 25,3

2 Sulawesi Tengah 24,3

3 Kalimantan Timur 23,9

4 Sulawesi Tenggara 9,6

5 Kalimantan Selatan 5,7

Maluku

1 Papua Barat Daya 13,9

2 Sulawesi Tenggara 12,7

3 Papua Barat 9,6

4 Papua 9,6

5 Papua Tengah 7,4

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 27,5

2 Maluku 19,0

3 Papua Barat Daya 7,5

4 Papua 7,0

5 Sulawesi Selatan 5,9

Papua Barat

1 Papua 19,4

2 Papua Barat Daya 16,6

3 Papua Tengah 10,4

4 Jawa Timur 9,6

5 Nusa Tenggara Timur 7,8

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Papua 20,1

2 Papua Barat 17,1

3 Maluku 13,9

4 Sulawesi Selatan 11,0

5 Papua Tengah 8,6

Papua

1 Papua Tengah 23,7

2 Sulawesi Selatan 10,5

3 Papua Barat 9,7

4 Papua Barat Daya 9,3

5 Papua Selatan 6,8

Papua  Selatan

1 Papua 20,5

2 Papua Tengah 19,2

3 Jawa Barat 11,8

4 Papua Barat 8,7

5 Jawa Tengah 7,5

Papua Tengah

1 Papua 31,7

2 Sulawesi Selatan 24,3

3 Papua Barat 11,2

4 Jawa Barat 7,2

5 Maluku 7,0

Papua Pegunungan

1 Papua 65,8

2 Papua Tengah 16,4

3 Papua Selatan 4,7

4 Sulawesi Selatan 4,4

5 Papua Barat Daya 3,7

Tabel 3.2 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.2

Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menjadi tujuan migran seumur 
hidup, dengan menempati posisi lima besar provinsi tujuan bagi migran dari 22 dari 
38 provinsi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Jawa Barat juga menempati posisi 
pertama tujuan migran seumur hidup yang lahir di semua provinsi di Pulau Jawa 
(terkecuali Jawa Barat, Tabel 3.2). Sedangkan DKI Jakarta menjadi tujuan utama dari 

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Barat 12,0

2 Kalimantan Timur 10,2

3 DKI Jakarta 9,2

4 Lampung 8,4

5 Jawa Tengah 6,6

Banten

1 Jawa Barat 32,8

2 DKI Jakarta 30,4

3 Lampung 8,2

4 Jawa Tengah 6,4

5 Sumatera Selatan 5,5

Bali

1 Sulawesi Tengah 24,1

2 Jawa Timur 11,6

3 Nusa Tenggara Barat 9,9

4 Sulawesi Tenggara 8,7

5 Lampung 6,7

Nusa Tenggara 
Barat

1 Bali 12,6

2 Kalimantan Timur 10,9

3 DKI Jakarta 8,0

4 Jawa Barat 6,5

5 Kalimantan Selatan 6,5

Nusa Tenggara 
Timur

1 Kepulauan Riau 12,7

2 Kalimantan Timur 12,7

3 Bali 10,7

4 Kalimantan Tengah 7,3

5 Jawa Barat 6,2

Kalimantan Barat

1 DKI Jakarta 33,7

2 Jawa Barat 13,5

3 Banten 9,7

4 Kepulauan Riau 8,2

5 Jawa Tengah 6,3

Kalimantan Tengah

1 Kalimantan Selatan 46,3

2 Jawa Timur 14,0

3 Kalimantan Timur 11,0

4 Jawa Tengah 5,0

5 Banten 4,3

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Kalimantan Tengah 41,0

2 Kalimantan Timur 32,7

3 Jawa Timur 5,7

4 Jawa Barat 4,4

5 Jawa Tengah 2,9

Kalimantan Timur

1 Kalimantan Selatan 15,2

2 Jawa Timur 14,9

3 Sulawesi Selatan 12,6

4 Kalimantan Utara 9,2

5 DKI Jakarta 4,9

Kalimantan Utara

1 Kalimantan Timur 29,0

2 Jawa Timur 26,9

3 Sulawesi Selatan 8,4

4 DI Yogyakarta 7,1

5 Jawa Barat 5,5

Sulawesi Utara

1 Sulawesi Tengah 12,5

2 Maluku Utara 12,3

3 Gorontalo 11,5

4 Banten 8,3

5 DKI Jakarta 7,0

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 16,2

2 Kalimantan Timur 13,2

3 Sulawesi Utara 9,5

4 Gorontalo 8,8

5 Sulawesi Barat 8,5

Sulawesi Selatan

1 Kalimantan Timur 20,3

2 Sulawesi Tenggara 19,5

3 Sulawesi Tengah 12,8

4 Kalimantan Utara 7,8

5 Sulawesi Barat 7,0

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 15,4

2 Maluku 12,9

3 Kalimantan Timur 9,7

4 Maluku Utara 7,7

5 Papua Barat Daya 7,0

Tabel 3.2 lanjutan

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 57,9

2 Sulawesi Tengah 22,3

3 DKI Jakarta 3,3

4 Jawa Timur 2,5

5 Jawa Barat 2,3

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 25,3

2 Sulawesi Tengah 24,3

3 Kalimantan Timur 23,9

4 Sulawesi Tenggara 9,6

5 Kalimantan Selatan 5,7

Maluku

1 Papua Barat Daya 13,9

2 Sulawesi Tenggara 12,7

3 Papua Barat 9,6

4 Papua 9,6

5 Papua Tengah 7,4

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 27,5

2 Maluku 19,0

3 Papua Barat Daya 7,5

4 Papua 7,0

5 Sulawesi Selatan 5,9

Papua Barat

1 Papua 19,4

2 Papua Barat Daya 16,6

3 Papua Tengah 10,4

4 Jawa Timur 9,6

5 Nusa Tenggara Timur 7,8

Provinsi Tempat 
Lahir 

(Provinsi Asal 
Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Papua 20,1

2 Papua Barat 17,1

3 Maluku 13,9

4 Sulawesi Selatan 11,0

5 Papua Tengah 8,6

Papua

1 Papua Tengah 23,7

2 Sulawesi Selatan 10,5

3 Papua Barat 9,7

4 Papua Barat Daya 9,3

5 Papua Selatan 6,8

Papua  Selatan

1 Papua 20,5

2 Papua Tengah 19,2

3 Jawa Barat 11,8

4 Papua Barat 8,7

5 Jawa Tengah 7,5

Papua Tengah

1 Papua 31,7

2 Sulawesi Selatan 24,3

3 Papua Barat 11,2

4 Jawa Barat 7,2

5 Maluku 7,0

Papua Pegunungan

1 Papua 65,8

2 Papua Tengah 16,4

3 Papua Selatan 4,7

4 Sulawesi Selatan 4,4

5 Papua Barat Daya 3,7

Tabel 3.2 lanjutan
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17 provinsi di Indonesia bagian barat dan tengah. Di wilayah timur (Maluku dan Papua), 
arus migran keluar seumur hidup kebanyakan bertujuan ke provinsi-provinsi di wilayah 
tengah dan timur.  

3.3 Migran Risen

Migran risen merujuk kepada penduduk yang berpindah tempat tinggal dalam 
periode waktu akhir-akhir ini, misalnya dalam satu, tiga, atau lima tahun terakhir. 
Fenomena ini menjadi sorotan penting dalam studi kependudukan dan sosiologi 
karena mencerminkan dinamika masyarakat terkini.

Kuesioner Susenas menanyakan tempat tinggal penduduk pada lima tahun 
sebelum pendataan. Penduduk dengan tempat tinggal saat ini yang berbeda dengan 
tempat tinggalnya pada 5 tahun yang lalu diklasifikasikan sebagai migran risen. Migrasi 
risen menggambarkan keadaan terkini mengenai pola migrasi yang terjadi. Namun, 
ukuran ini tidak dapat menjelaskan bagaimana perpindahan tersebut terjadi mulai dari 
meninggalkan tempat tinggalnya lima tahun lalu hingga akhirnya pindah dan menetap 
di tempat tinggalnya saat ini.

Gambar 3.5
Arus Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Risen, 2024

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



39BAB 3 – Penduduk Migran Indonesia     |

Diagram sirkuler (Gambar 3.5) menunjukkan arus migrasi risen masuk (ke) 
dan keluar (dari) suatu provinsi ke provinsi lainnya. Setiap sektor dalam diagram 
menunjukkan satu provinsi. Ketebalan pita dalam diagram menunjukkan besaran 
relatif arus migrasi risen asal suatu provinsi menuju provinsi lainnya. Warna tebal yang 
dimulai dari setiap provinsi menunjukkan arus migrasi keluar dari wilayah tersebut, 
sedangkan arah panah menunjukkan arus masuk ke provinsi tersebut. Berdasarkan 
gambar tersebut, arus migrasi masuk risen dan migrasi keluar risen masih didominasi 
provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Pulau Jawa 
merupakan pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia dengan berbagai peluang 
ekonomi dan fasilitas yang menarik penduduk dari daerah lain (World Bank, 2021).

3.3.1 Migran Masuk Risen

Migran masuk risen merupakan migran risen jika dilihat dari tempat tinggal mereka 
saat ini. Berdasarkan Susenas 2024, provinsi Kepulauan Riau memiliki persentase 
migran risen terbesar. Tiga hingga empat dari 100 penduduk Kepulauan Riau pada lima 
tahun sebelumnya tinggal di provinsi lain (3,7 persen). Provinsi urutan kedua adalah DI 
Yogyakarta sebesar 2,8 persen, diikuti oleh Papua Barat (1,7 persen), Sumatera Barat 
(1,6 persen), dan Nusa Tenggara Barat (1,5 persen). Faktor-faktor seperti peluang atau 
motif ekonomi (industri, perdagangan, dan mungkin pertambangan) berikut upah yang 
kompetitif serta pendidikan diduga menjadi faktor penarik utama migrasi ke provinsi-
provinsi tersebut.

Gambar 3.6
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Masuk Risen Terbesar

di Indonesia, 2024

Provinsi Kepulauan Riau telah lama dikenal sebagai provinsi tujuan migrasi. Selain 
tercatat sebagai tujuan migrasi risen, provinsi ini merupakan penerima migrasi seumur 
hidup utama. Provinsi ini diduga dipandang migran sebagai provinsi yang menawarkan 
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peluang ekonomi industri dan perdagangan. Sementara itu provinsi DI Yogyakarta, 
yang terkenal sebagai kota pelajar, memiliki daya tarik bagi para migran pelajar untuk 
melanjutkan pendidikannya terutama jenjang pendidikan tinggi di provinsi ini. Alasan 
daya tarik pendidikan ini tecermin dari karakteristik migrannya. Lebih dari separuh 
migran ke provinsi tersebut berumur 20–29 tahun, lebih dari 60 persen belum kawin, 
dan hampir 60 persen merupakan tamatan SMA sederajat (lihat Lampiran 6, 7 dan 9).

Arus Migrasi Masuk Risen

Sebagaimana teori migrasi, migrasi risen lebih banyak terjadi pada jarak yang lebih 
dekat daripada jarak yang lebih jauh. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.3, arus migrasi 
masuk risen suatu provinsi secara umum berasal dari provinsi tetangga atau provinsi 
yang masih berasal dari pulau utama yang sama. Sebagai contoh, separuh migran 
risen di Aceh berasal dari provinsi tetangga, yaitu Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, 
seperempat migran risen berasal dari Riau dan 13,1 persennya berasal dari Aceh.

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 49,0

2 Riau 15,4

3 Jawa Barat 9,1

4 Kalimantan Utara 6,3

5 Banten 4,2

Sumatera Utara

1 Riau 25,1

2 Aceh 13,1

3 DKI Jakarta 11,5

4 Kepulauan Riau 10,5

5 Jawa Barat 9,5

Sumatera Barat

1 Riau 20,8

2 Jawa Barat 16,1

3 DKI Jakarta 14,0

4 Jambi 11,9

5 Sumatera Utara 9,9

Riau

1 Sumatera Utara 47,8

2 Sumatera Barat 16,1

3 Kepulauan Riau 8,2

4 Jawa Tengah 5,8

5 Jawa Timur 5,7

Jambi

1 Sumatera Barat 17,0

2 Sumatera Selatan 14,7

3 Kepulauan Riau 11,9

4 Riau 9,5

5 Sumatera Utara 8,7

Sumatera Selatan

1 Lampung 20,1

2 Jawa Timur 14,6

3 Jawa Tengah 11,9

4 Bengkulu 10,5

5 Jawa Barat 10,0

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 32,7

2 DKI Jakarta 14,1

3 Sumatera Utara 6,7

4 Riau 6,6

5 Jawa Tengah 5,2

Tabel 3.3

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Banten 22,2

2 DKI Jakarta 17,6

3 Jawa Barat 16,9

4 Sumatera Selatan 10,1

5 Jawa Timur 5,6

Kep. Bangka 
Belitung

1 Sumatera Selatan 21,8

2 Riau 14,8

3 Jawa Barat 11,1

4 Jawa Tengah 10,0

5 DKI Jakarta 9,2

Kepulauan Riau

1 Sumatera Barat 26,6

2 Sumatera Utara 18,8

3 Riau 13,6

4 Jawa Barat 9,3

5 Jawa Tengah 7,4

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 30,9

2 Jawa Tengah 20,6

3 Banten 17,0

4 Sumatera Barat 7,9

5 Aceh 6,2

Jawa Barat

1 DKI Jakarta 48,7

2 Jawa Tengah 19,2

3 Banten 6,7

4 Luar Negeri 4,5

5 Jawa Timur 4,3

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 30,7

2 DKI Jakarta 28,4

3 Jawa Timur 7,7

4 Banten 7,1

5 DI Yogyakarta 6,2

DI Yogyakarta

1 Jawa Tengah 38,8

2 Jawa Timur 12,1

3 Jawa Barat 11,0

4 DKI Jakarta 6,6

5 Sumatera Selatan 4,3

Tabel 3.3
Lima Besar Provinsi Asal Migran Risen Antarprovinsi 

di Setiap Provinsi, 2024   
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Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Tengah 14,8

2 Luar Negeri 14,0

3 DKI Jakarta 10,4

4 Jawa Barat 10,2

5 Bali 6,9

Banten

1 Jawa Barat 37,5

2 DKI Jakarta 34,9

3 Jawa Tengah 13,4

4 Lampung 5,1

5 Sumatera Utara 1,7

Bali

1 Jawa Timur 41,6

2 Nusa Tenggara Timur 24,8

3 Jambi 10,3

4 DKI Jakarta 6,3

5 DI Yogyakarta 3,9

Nusa Tenggara 
Barat

1 Luar Negeri 49,1

2 Kalimantan Timur 8,1

3 Jawa Timur 6,8

4 Nusa Tenggara Timur 5,5

5 Sulawesi Tenggara 5,0

Nusa Tenggara 
Timur

1 Luar Negeri 14,4

2 Bali 14,3

3 Jawa Timur 14,1

4 Kalimantan Timur 9,7

5 Sulawesi Selatan 7,1

Kalimantan Barat

1 Jawa Barat 17,8

2 Jawa Tengah 11,9

3 Jawa Timur 10,1

4 Luar Negeri 8,9

5 Sulawesi Tengah 7,3

Kalimantan Tengah

1 Kalimantan Selatan 28,7

2 Jawa Timur 20,9

3 Jawa Tengah 15,7

4 Kalimantan Barat 5,2

5 Nusa Tenggara Timur 4,4

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Jawa Timur 36,0

2 Kalimantan Tengah 18,2

3 Kalimantan Timur 14,9

4 Sumatera Barat 6,7

5 Jawa Barat 4,3

Kalimantan Timur

1 Jawa Timur 18,2

2 Jawa Barat 9,8

3 Nusa Tenggara Timur 8,7

4 Bali 7,8

5 Sulawesi Selatan 7,7

Kalimantan Utara

1 Sulawesi Selatan 29,1

2 Kalimantan Timur 22,1

3 Jawa Timur 14,8

4 Luar Negeri 13,5

5 Sulawesi Tengah 5,1

Sulawesi Utara

1 Gorontalo 20,8

2 Maluku Utara 12,8

3 Sulawesi Tengah 11,8

4 Kalimantan Timur 10,9

5 Sulawesi Selatan 9,8

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 34,6

2 Sulawesi Barat 18,3

3 Sulawesi Utara 12,8

4 Jawa Timur 7,0

5 Kalimantan Utara 5,6

Sulawesi Selatan

1 Luar Negeri 13,5

2 Kalimantan Timur 11,6

3 Sulawesi Tenggara 10,1

4 Papua 8,6

5 Sulawesi Tengah 8,5

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 38,2

2 Kalimantan Timur 7,4

3 Maluku 7,1

4 Papua Barat Daya 5,0

5 Sulawesi Tengah 4,5

Tabel 3.3 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.3

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 49,0

2 Riau 15,4

3 Jawa Barat 9,1

4 Kalimantan Utara 6,3

5 Banten 4,2

Sumatera Utara

1 Riau 25,1

2 Aceh 13,1

3 DKI Jakarta 11,5

4 Kepulauan Riau 10,5

5 Jawa Barat 9,5

Sumatera Barat

1 Riau 20,8

2 Jawa Barat 16,1

3 DKI Jakarta 14,0

4 Jambi 11,9

5 Sumatera Utara 9,9

Riau

1 Sumatera Utara 47,8

2 Sumatera Barat 16,1

3 Kepulauan Riau 8,2

4 Jawa Tengah 5,8

5 Jawa Timur 5,7

Jambi

1 Sumatera Barat 17,0

2 Sumatera Selatan 14,7

3 Kepulauan Riau 11,9

4 Riau 9,5

5 Sumatera Utara 8,7

Sumatera Selatan

1 Lampung 20,1

2 Jawa Timur 14,6

3 Jawa Tengah 11,9

4 Bengkulu 10,5

5 Jawa Barat 10,0

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 32,7

2 DKI Jakarta 14,1

3 Sumatera Utara 6,7

4 Riau 6,6

5 Jawa Tengah 5,2

Tabel 3.3

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Banten 22,2

2 DKI Jakarta 17,6

3 Jawa Barat 16,9

4 Sumatera Selatan 10,1

5 Jawa Timur 5,6

Kep. Bangka 
Belitung

1 Sumatera Selatan 21,8

2 Riau 14,8

3 Jawa Barat 11,1

4 Jawa Tengah 10,0

5 DKI Jakarta 9,2

Kepulauan Riau

1 Sumatera Barat 26,6

2 Sumatera Utara 18,8

3 Riau 13,6

4 Jawa Barat 9,3

5 Jawa Tengah 7,4

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 30,9

2 Jawa Tengah 20,6

3 Banten 17,0

4 Sumatera Barat 7,9

5 Aceh 6,2

Jawa Barat

1 DKI Jakarta 48,7

2 Jawa Tengah 19,2

3 Banten 6,7

4 Luar Negeri 4,5

5 Jawa Timur 4,3

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 30,7

2 DKI Jakarta 28,4

3 Jawa Timur 7,7

4 Banten 7,1

5 DI Yogyakarta 6,2

DI Yogyakarta

1 Jawa Tengah 38,8

2 Jawa Timur 12,1

3 Jawa Barat 11,0

4 DKI Jakarta 6,6

5 Sumatera Selatan 4,3

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Tengah 14,8

2 Luar Negeri 14,0

3 DKI Jakarta 10,4

4 Jawa Barat 10,2

5 Bali 6,9

Banten

1 Jawa Barat 37,5

2 DKI Jakarta 34,9

3 Jawa Tengah 13,4

4 Lampung 5,1

5 Sumatera Utara 1,7

Bali

1 Jawa Timur 41,6

2 Nusa Tenggara Timur 24,8

3 Jambi 10,3

4 DKI Jakarta 6,3

5 DI Yogyakarta 3,9

Nusa Tenggara 
Barat

1 Luar Negeri 49,1

2 Kalimantan Timur 8,1

3 Jawa Timur 6,8

4 Nusa Tenggara Timur 5,5

5 Sulawesi Tenggara 5,0

Nusa Tenggara 
Timur

1 Luar Negeri 14,4

2 Bali 14,3

3 Jawa Timur 14,1

4 Kalimantan Timur 9,7

5 Sulawesi Selatan 7,1

Kalimantan Barat

1 Jawa Barat 17,8

2 Jawa Tengah 11,9

3 Jawa Timur 10,1

4 Luar Negeri 8,9

5 Sulawesi Tengah 7,3

Kalimantan Tengah

1 Kalimantan Selatan 28,7

2 Jawa Timur 20,9

3 Jawa Tengah 15,7

4 Kalimantan Barat 5,2

5 Nusa Tenggara Timur 4,4

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Jawa Timur 36,0

2 Kalimantan Tengah 18,2

3 Kalimantan Timur 14,9

4 Sumatera Barat 6,7

5 Jawa Barat 4,3

Kalimantan Timur

1 Jawa Timur 18,2

2 Jawa Barat 9,8

3 Nusa Tenggara Timur 8,7

4 Bali 7,8

5 Sulawesi Selatan 7,7

Kalimantan Utara

1 Sulawesi Selatan 29,1

2 Kalimantan Timur 22,1

3 Jawa Timur 14,8

4 Luar Negeri 13,5

5 Sulawesi Tengah 5,1

Sulawesi Utara

1 Gorontalo 20,8

2 Maluku Utara 12,8

3 Sulawesi Tengah 11,8

4 Kalimantan Timur 10,9

5 Sulawesi Selatan 9,8

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 34,6

2 Sulawesi Barat 18,3

3 Sulawesi Utara 12,8

4 Jawa Timur 7,0

5 Kalimantan Utara 5,6

Sulawesi Selatan

1 Luar Negeri 13,5

2 Kalimantan Timur 11,6

3 Sulawesi Tenggara 10,1

4 Papua 8,6

5 Sulawesi Tengah 8,5

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 38,2

2 Kalimantan Timur 7,4

3 Maluku 7,1

4 Papua Barat Daya 5,0

5 Sulawesi Tengah 4,5

Tabel 3.3 lanjutan
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Di sejumlah provinsi, terdapat arus migrasi masuk risen yang cukup signifikan yang 
berasal dari satu provinsi. Sebesar 73,0 persen migran risen di Papua Pegunungan 
berasal dari Papua. Sebesar 62,5 persen migran risen di Sulawesi Barat berasal dari 
Sulawesi Selatan. Sebesar 51,2 persen migran risen di Papua Tengah berasal dari 
Papua. Selain provinsi-provinsi tersebut, beberapa provinsi yang juga menjadi tujuan 
utama dari provinsi tetangganya dalam persentase yang tinggi antara lain: Aceh dari 
Sumatera Utara (49,1 persen), Jawa Barat dari DKI Jakarta (48,7 persen), dan Riau 
dari Sumatera Utara (47,8 persen).  Migrasi yang cukup intens dari beberapa provinsi 
yang bertetangga ini ditengarai menunjukkan pengaruh perbedaan kondisi ekonomi, 
konektivitas yang baik, dan kedekatan sosial/budaya.

Hal yang juga cukup menarik adalah beberapa provinsi mecatatkan persentase 
migran risen dari luar negeri yang cukup signifikan. Luar negeri tercatat masuk ke 
dalam lima besar asal migran risen di delapan provinsi. Sebagai contoh, setengah 
migran risen yang masuk ke Nusa Tenggara Barat berasal dari luar negeri. Sebesar 
13-14 persen migran risen di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Kalimantan Utara 
dan Sulawesi Selatan berasal dari luar negeri. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 36,6

2 Sulawesi Tengah 22,4

3 Jawa Timur 11,0

4 Sulawesi Selatan 10,8

5 DI Yogyakarta 7,6

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 62,5

2 Sulawesi Tengah 15,1

3 Kalimantan Timur 6,9

4 Luar Negeri 4,9

5 Sulawesi Tenggara 4,0

Maluku

1 Papua Barat Daya 17,3

2 DI Yogyakarta 11,4

3 Jawa Barat 9,7

4 Papua Tengah 7,1

5 Papua 6,9

Maluku Utara

1 Sulawesi Utara 26,6

2 Maluku 11,8

3 Sulawesi Tenggara 9,8

4 Jawa Timur 9,4

5 Jawa Tengah 9,2

Papua Barat

1 Jawa Timur 16,2

2 Sulawesi Selatan 14,5

3 Maluku 13,5

4 Papua 11,2

5 Jawa Tengah 7,5

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang 
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal 5 Tahun yang 

Lalu (Provinsi Asal 
Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Papua 35,5

2 Maluku 20,2

3 Papua Barat 13,0

4 Papua Tengah 8,4

5 Sulawesi Utara 6,8

Papua

1 Papua Barat Daya 21,7

2 Jawa Timur 12,3

3 Sulawesi Selatan 10,7

4 Papua Barat 10,4

5 Sulawesi Utara 9,2

Papua  Selatan

1 Papua Barat Daya 20,2

2 Jawa Timur 19,4

3 Papua 16,5

4 Sulawesi Selatan 10,3

5 Nusa Tenggara Timur 6,7

Papua Tengah

1 Papua 51,2

2 DI Yogyakarta 13,5

3 Jawa Tengah 10,6

4 Maluku 8,2

5 Papua Barat 7,5

Papua Pegunungan

1 Papua 73,0

2 Sumatera Utara 13,7

3 Papua Barat Daya 7,7

4 Sumatera Barat 1,7

5 Sulawesi Selatan 1,7

Tabel 3.3 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.3

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



43BAB 3 – Penduduk Migran Indonesia     |

arus migrasi internasional memiliki kontribusi terhadap dinamika kependudukan di 
Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi yang memiliki sejarah panjang sebagai 
daerah pekerja migran Indonesia (PMI). Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
dikenal sebagai daerah basis pengiriman PMI, sehingga sebagian pekerja migran yang 
kembali (return migrants) kemudian tercatat sebagai migran risen. 

3.3.2 Migran Keluar Risen 

Migran keluar risen merupakan migran risen dilihat dari wilayah asal migrasinya. 
Migran keluar risen didefinisikan sebagai penduduk yang pernah bertempat tinggal di 
suatu provinsi pada lima tahun yang lalu dan saat ini bertempat tinggal di luar provinsi 
tersebut. Susenas Maret 2024 mencatat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan intensitas 
migrasi keluar risen tertinggi (3,8 persen), diikuti oleh Papua (3,3 persen), Papua Barat 
(2,6 persen), Papua Barat Daya (2,4 persen), dan Kalimantan Utara (2,2 persen).

DKI Jakarta, sebagai pusat administrasi dan ekonomi nasional, memang 
menawarkan banyak kesempatan kerja dan layanan pendidikan, namun kepadatan 
penduduk dan biaya tinggal yang tinggi diduga mendorong sebagian penduduk 
mencari peluang di Jawa Barat atau Banten atau wilayah yang lebih terjangkau. Begitu 
pula di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya: meskipun provinsi-provinsi ini 
kaya akan sumber daya alam, terbatasnya infrastruktur ekonomi dan tenaga kerja 
terampil di daerah-daerah pedalaman diduga menyebabkan mobilitas penduduk ke 
luar provinsi. Migrasi keluar kemungkinan dipandang sebagai strategi untuk mencari 
akses pendidikan, pekerjaan, atau kualitas hidup lebih baik. Kalimantan Utara, provinsi 
dengan ekonomi yang relatif masih berkembang, diduga menghadapi dilema serupa, di 
mana sebagian penduduk mencari peluang di wilayah yang lebih maju secara ekonomi.

Gambar 3.7
Lima Provinsi dengan Persentase Migran Keluar Risen Terbesar 

di Indonesia, 2024 
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Arus Migrasi Keluar Risen

Sebagaimana teori migrasi, migrasi risen lebih banyak terjadi pada jarak yang lebih 
dekat daripada jarak yang lebih jauh. Sebagaimana ditunjukkan Tabel 3.4, arus migrasi 
keluar risen suatu provinsi secara umum bertujuan ke provinsi tetangga atau provinsi 
yang masih berasal dari pulau utama yang sama. Sebagai contoh DKI Jakarta, di mana 
83,1 persen migran dari provinsi tersebut berpindah tempat tinggal ke provinsi-provinsi 
di Jawa. Sebanyak 41,3 persen migran dari DKI Jakarta pindah ke Jawa Barat, diikuti ke 
Jawa Tengah (29,4 persen), Banten (6,9 persen), dan Jawa Timur (5,4 persen).

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 32,9

2 DKI Jakarta 27,9

3 Kepulauan Riau 9,0

4 Jawa Timur 5,1

5 Sumatera Barat 4,9

Sumatera Utara

1 Riau 26,0

2 Kepulauan Riau 19,1

3 Sumatera Barat 9,8

4 Aceh 8,6

5 Jawa Barat 7,3

Sumatera Barat

1 Kepulauan Riau 38,6

2 DKI Jakarta 18,6

3 Riau 12,5

4 Jambi 8,8

5 Jawa Barat 4,4

Riau

1 Sumatera Utara 25,7

2 Sumatera Barat 22,9

3 Kepulauan Riau 15,4

4 Jawa Tengah 9,1

5 DKI Jakarta 3,9

Jambi

1 Sumatera Barat 32,1

2 Jawa Timur 11,2

3 Sumatera Selatan 10,9

4 Jawa Barat 9,2

5 Jawa Tengah 8,6

Sumatera Selatan

1 Jawa Barat 17,6

2 Lampung 13,7

3 Bengkulu 10,9

4 DI Yogyakarta 9,3

5 Jambi 9,2

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 35,5

2 Jawa Barat 27,9

3 DKI Jakarta 8,5

4 Jawa Tengah 6,6

5 Sumatera Barat 6,4

Tabel 3.4

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Sumatera Selatan 17,4

2 Jawa Timur 15,2

3 Jawa Tengah 11,4

4 DKI Jakarta 8,9

5 Jawa Barat 7,7

Kep. Bangka 
Belitung

1 Sumatera Selatan 18,0

2 Jawa Barat 14,5

3 Jawa Tengah 13,3

4 Nusa Tenggara Barat 12,9

5 Banten 10,8

Kepulauan Riau

1 Sumatera Utara 21,4

2 Sumatera Barat 15,5

3 Jawa Tengah 15,3

4 Riau 9,9

5 Jambi 9,7

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 41,3

2 Jawa Tengah 29,4

3 Banten 6,9

4 Jawa Timur 5,4

5 Sumatera Barat 3,1

Jawa Barat

1 Jawa Tengah 41,4

2 DKI Jakarta 14,7

3 Banten 9,6

4 Jawa Timur 6,8

5 Sumatera Barat 4,6

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 29,0

2 DI Yogyakarta 19,2

3 Jawa Timur 13,6

4 DKI Jakarta 13,4

5 Banten 4,7

DI Yogyakarta

1 Jawa Tengah 43,6

2 Jawa Timur 11,1

3 Jawa Barat 9,8

4 Nusa Tenggara Barat 4,7

5 Maluku 3,2

Tabel 3.4
Lima Besar Provinsi Tujuan Migran Risen Antarprovinsi dari  

Provinsi Tempat Tinggal 5 (lima) Tahun yang Lalu, 2024   
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Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Tengah 21,1

2 Jawa Barat 9,7

3 DI Yogyakarta 8,9

4 Kalimantan Selatan 7,8

5 Bali 7,2

Banten

1 Jawa Tengah 23,9

2 DKI Jakarta 20,2

3 Jawa Barat 18,4

4 Lampung 12,5

5 Jawa Timur 7,6

Bali

1 Jawa Timur 39,4

2 Nusa Tenggara Timur 27,4

3 Jawa Tengah 9,7

4 Kalimantan Timur 6,8

5 Nusa Tenggara Barat 5,0

Nusa Tenggara 
Barat

1 Jawa Timur 25,1

2 Nusa Tenggara Timur 21,3

3 DI Yogyakarta 17,7

4 Kalimantan Timur 15,1

5 Kalimantan Tengah 7,2

Nusa Tenggara 
Timur

1 Bali 20,4

2 Nusa Tenggara Barat 13,4

3 Jawa Barat 13,0

4 DI Yogyakarta 12,3

5 Jawa Timur 10,9

Kalimantan Barat

1 Jawa Tengah 37,8

2 Nusa Tenggara Timur 13,7

3 Jawa Timur 10,3

4 Kalimantan Tengah 9,4

5 Sulawesi Selatan 8,9

Kalimantan Tengah

1 Jawa Tengah 32,8

2 Kalimantan Selatan 22,6

3 Jawa Timur 20,7

4 Nusa Tenggara Timur 13,3

5 Nusa Tenggara Barat 5,6

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Jawa Timur 31,6

2 Kalimantan Tengah 24,8

3 Sulawesi Selatan 6,3

4 Jawa Tengah 6,1

5 Kalimantan Timur 6,0

Kalimantan Timur

1 Sulawesi Selatan 16,1

2 Jawa Timur 15,2

3 Nusa Tenggara Timur 11,4

4 Nusa Tenggara Barat 10,9

5 Kalimantan Selatan 8,4

Kalimantan Utara

1 Sulawesi Selatan 27,3

2 Jawa Barat 17,9

3 Nusa Tenggara Timur 15,4

4 Sulawesi Tengah 9,1

5 DI Yogyakarta 8,8

Sulawesi Utara

1 Sulawesi Tengah 15,1

2 Maluku Utara 12,5

3 Gorontalo 10,6

4 Kepulauan Riau 8,4

5 Jawa Barat 6,3

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 33,8

2 Kalimantan Timur 9,7

3 Sulawesi Barat 9,7

4 Gorontalo 7,1

5 Sulawesi Tenggara 6,9

Sulawesi Selatan

1 Sulawesi Tenggara 19,9

2 Sulawesi Tengah 15,4

3 Sulawesi Barat 13,9

4 Nusa Tenggara Timur 8,3

5 Jawa Timur 6,4

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 40,7

2 Nusa Tenggara Barat 19,5

3 Jawa Tengah 6,2

4 Maluku Utara 5,1

5 Sulawesi Tengah 5,0

Tabel 3.4 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.4

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Aceh

1 Sumatera Utara 32,9

2 DKI Jakarta 27,9

3 Kepulauan Riau 9,0

4 Jawa Timur 5,1

5 Sumatera Barat 4,9

Sumatera Utara

1 Riau 26,0

2 Kepulauan Riau 19,1

3 Sumatera Barat 9,8

4 Aceh 8,6

5 Jawa Barat 7,3

Sumatera Barat

1 Kepulauan Riau 38,6

2 DKI Jakarta 18,6

3 Riau 12,5

4 Jambi 8,8

5 Jawa Barat 4,4

Riau

1 Sumatera Utara 25,7

2 Sumatera Barat 22,9

3 Kepulauan Riau 15,4

4 Jawa Tengah 9,1

5 DKI Jakarta 3,9

Jambi

1 Sumatera Barat 32,1

2 Jawa Timur 11,2

3 Sumatera Selatan 10,9

4 Jawa Barat 9,2

5 Jawa Tengah 8,6

Sumatera Selatan

1 Jawa Barat 17,6

2 Lampung 13,7

3 Bengkulu 10,9

4 DI Yogyakarta 9,3

5 Jambi 9,2

Bengkulu

1 Sumatera Selatan 35,5

2 Jawa Barat 27,9

3 DKI Jakarta 8,5

4 Jawa Tengah 6,6

5 Sumatera Barat 6,4

Tabel 3.4

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Lampung

1 Sumatera Selatan 17,4

2 Jawa Timur 15,2

3 Jawa Tengah 11,4

4 DKI Jakarta 8,9

5 Jawa Barat 7,7

Kep. Bangka 
Belitung

1 Sumatera Selatan 18,0

2 Jawa Barat 14,5

3 Jawa Tengah 13,3

4 Nusa Tenggara Barat 12,9

5 Banten 10,8

Kepulauan Riau

1 Sumatera Utara 21,4

2 Sumatera Barat 15,5

3 Jawa Tengah 15,3

4 Riau 9,9

5 Jambi 9,7

DKI Jakarta

1 Jawa Barat 41,3

2 Jawa Tengah 29,4

3 Banten 6,9

4 Jawa Timur 5,4

5 Sumatera Barat 3,1

Jawa Barat

1 Jawa Tengah 41,4

2 DKI Jakarta 14,7

3 Banten 9,6

4 Jawa Timur 6,8

5 Sumatera Barat 4,6

Jawa Tengah

1 Jawa Barat 29,0

2 DI Yogyakarta 19,2

3 Jawa Timur 13,6

4 DKI Jakarta 13,4

5 Banten 4,7

DI Yogyakarta

1 Jawa Tengah 43,6

2 Jawa Timur 11,1

3 Jawa Barat 9,8

4 Nusa Tenggara Barat 4,7

5 Maluku 3,2

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Jawa Timur

1 Jawa Tengah 21,1

2 Jawa Barat 9,7

3 DI Yogyakarta 8,9

4 Kalimantan Selatan 7,8

5 Bali 7,2

Banten

1 Jawa Tengah 23,9

2 DKI Jakarta 20,2

3 Jawa Barat 18,4

4 Lampung 12,5

5 Jawa Timur 7,6

Bali

1 Jawa Timur 39,4

2 Nusa Tenggara Timur 27,4

3 Jawa Tengah 9,7

4 Kalimantan Timur 6,8

5 Nusa Tenggara Barat 5,0

Nusa Tenggara 
Barat

1 Jawa Timur 25,1

2 Nusa Tenggara Timur 21,3

3 DI Yogyakarta 17,7

4 Kalimantan Timur 15,1

5 Kalimantan Tengah 7,2

Nusa Tenggara 
Timur

1 Bali 20,4

2 Nusa Tenggara Barat 13,4

3 Jawa Barat 13,0

4 DI Yogyakarta 12,3

5 Jawa Timur 10,9

Kalimantan Barat

1 Jawa Tengah 37,8

2 Nusa Tenggara Timur 13,7

3 Jawa Timur 10,3

4 Kalimantan Tengah 9,4

5 Sulawesi Selatan 8,9

Kalimantan Tengah

1 Jawa Tengah 32,8

2 Kalimantan Selatan 22,6

3 Jawa Timur 20,7

4 Nusa Tenggara Timur 13,3

5 Nusa Tenggara Barat 5,6

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Kalimantan 
Selatan

1 Jawa Timur 31,6

2 Kalimantan Tengah 24,8

3 Sulawesi Selatan 6,3

4 Jawa Tengah 6,1

5 Kalimantan Timur 6,0

Kalimantan Timur

1 Sulawesi Selatan 16,1

2 Jawa Timur 15,2

3 Nusa Tenggara Timur 11,4

4 Nusa Tenggara Barat 10,9

5 Kalimantan Selatan 8,4

Kalimantan Utara

1 Sulawesi Selatan 27,3

2 Jawa Barat 17,9

3 Nusa Tenggara Timur 15,4

4 Sulawesi Tengah 9,1

5 DI Yogyakarta 8,8

Sulawesi Utara

1 Sulawesi Tengah 15,1

2 Maluku Utara 12,5

3 Gorontalo 10,6

4 Kepulauan Riau 8,4

5 Jawa Barat 6,3

Sulawesi Tengah

1 Sulawesi Selatan 33,8

2 Kalimantan Timur 9,7

3 Sulawesi Barat 9,7

4 Gorontalo 7,1

5 Sulawesi Tenggara 6,9

Sulawesi Selatan

1 Sulawesi Tenggara 19,9

2 Sulawesi Tengah 15,4

3 Sulawesi Barat 13,9

4 Nusa Tenggara Timur 8,3

5 Jawa Timur 6,4

Sulawesi Tenggara

1 Sulawesi Selatan 40,7

2 Nusa Tenggara Barat 19,5

3 Jawa Tengah 6,2

4 Maluku Utara 5,1

5 Sulawesi Tengah 5,0

Tabel 3.4 lanjutan
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Di sejumlah provinsi, terdapat arus migrasi keluar risen yang cukup signifikan 
menuju satu provinsi. Sebesar 43,6 persen migran asal DI Yogyakarta berpindah tempat 
tinggal ke Jawa Tengah. Sekitar 40–42 persen migran dari provinsi asal berpindah 
tempat tinggal ke provinsi tujuan sebagai berikut: dari Gorontalo ke Sulawesi Utara, dari 
Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari DKI Jakarta ke Jawa Barat, dan dari Sulawesi Tenggara 
ke Sulawesi Selatan. Pola ini diduga terjadi karena provinsi tujuan memiliki kedekatan 
geografis, kesamaan budaya, serta menawarkan peluang ekonomi dibanding provinsi 
asal, sehingga migrasi lebih cenderung berlangsung antarprovinsi tetangga daripada 
lintas wilayah yang jauh.

Tabel 3.4 juga menunjukkan secara frekuentatif bahwa provinsi-provinsi di Jawa 
masih menjadi tujuan migrasi risen. Jawa Timur berada dalam lima besar provinsi 
tujuan migrasi risen di 20 provinsi, diikuti Jawa Tengah (di 18 provinsi), dan Jawa 
Barat (di 16 provinsi). Fenomena ini diduga disebabkan tingginya konsentrasi kegiatan 
ekonomi, pendidikan, dan industri di Pulau Jawa, yang sejak lama berperan sebagai 
pusat pertumbuhan nasional.

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 42,7

2 Sulawesi Tengah 27,0

3 DI Yogyakarta 13,0

4 Sulawesi Tenggara 6,2

5 Sumatera Selatan 4,2

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 37,6

2 Sulawesi Tengah 30,1

3 Kalimantan Timur 11,2

4 Nusa Tenggara Barat 7,0

5 Kalimantan Selatan 6,7

Maluku

1 Jawa Barat 16,4

2 Sulawesi Tenggara 14,3

3 Sumatera Utara 13,6

4 Lampung 9,3

5 Maluku Utara 8,0

Maluku Utara

1 Sulawesi Selatan 34,9

2 Sulawesi Utara 18,5

3 Jawa Timur 11,6

4 Maluku 10,4

5 Sulawesi Tenggara 9,4

Papua Barat

1 Jawa Timur 21,7

2 Nusa Tenggara Timur 21,2

3 Sulawesi Selatan 8,9

4 Maluku 7,9

5 Sulawesi Tenggara 7,0

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Maluku 22,1

2 Papua 12,9

3 Sulawesi Tenggara 12,0

4 Papua Selatan 11,7

5 Jawa Tengah 10,6

Papua

1 Sulawesi Selatan 24,4

2 Papua Pegunungan 11,8

3 Jawa Timur 11,4

4 Papua Tengah 9,1

5 Papua Barat Daya 5,5

Papua  Selatan

1 Jawa Timur 31,9

2 Nusa Tenggara Timur 24,8

3 Sulawesi Selatan 17,9

4 Sulawesi Tenggara 9,0

5 Papua 9,0

Papua Tengah

1 Sulawesi Selatan 21,4

2 Maluku 15,4

3 Jawa Tengah 13,4

4 Sulawesi Tenggara 11,2

5 Nusa Tenggara Barat 9,9

Papua Pegunungan

1 Papua 55,3

2 Sulawesi Selatan 44,7

3 Aceh ~0

4 Sumatera Utara ~0

5 Sumatera Barat ~0

Tabel 3.4 lanjutan

Lanjutan Tabel 3.4

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Gorontalo

1 Sulawesi Utara 42,7

2 Sulawesi Tengah 27,0

3 DI Yogyakarta 13,0

4 Sulawesi Tenggara 6,2

5 Sumatera Selatan 4,2

Sulawesi Barat

1 Sulawesi Selatan 37,6

2 Sulawesi Tengah 30,1

3 Kalimantan Timur 11,2

4 Nusa Tenggara Barat 7,0

5 Kalimantan Selatan 6,7

Maluku

1 Jawa Barat 16,4

2 Sulawesi Tenggara 14,3

3 Sumatera Utara 13,6

4 Lampung 9,3

5 Maluku Utara 8,0

Maluku Utara

1 Sulawesi Selatan 34,9

2 Sulawesi Utara 18,5

3 Jawa Timur 11,6

4 Maluku 10,4

5 Sulawesi Tenggara 9,4

Papua Barat

1 Jawa Timur 21,7

2 Nusa Tenggara Timur 21,2

3 Sulawesi Selatan 8,9

4 Maluku 7,9

5 Sulawesi Tenggara 7,0

Provinsi Tempat
Tinggal 5 tahun 

yang  Lalu 
(Provinsi Asal 

Migran)

Uru-
tan

Provinsi Tempat 
Tinggal Sekarang
(Provinsi Tujuan 

Migran)

Persentase 
(%)

(1) (2) (3) (4)

Papua  Barat Daya

1 Maluku 22,1

2 Papua 12,9

3 Sulawesi Tenggara 12,0

4 Papua Selatan 11,7

5 Jawa Tengah 10,6

Papua

1 Sulawesi Selatan 24,4

2 Papua Pegunungan 11,8

3 Jawa Timur 11,4

4 Papua Tengah 9,1

5 Papua Barat Daya 5,5

Papua  Selatan

1 Jawa Timur 31,9

2 Nusa Tenggara Timur 24,8

3 Sulawesi Selatan 17,9

4 Sulawesi Tenggara 9,0

5 Papua 9,0

Papua Tengah

1 Sulawesi Selatan 21,4

2 Maluku 15,4

3 Jawa Tengah 13,4

4 Sulawesi Tenggara 11,2

5 Nusa Tenggara Barat 9,9

Papua Pegunungan

1 Papua 55,3

2 Sulawesi Selatan 44,7

3 Aceh ~0

4 Sumatera Utara ~0

5 Sumatera Barat ~0

Tabel 3.4 lanjutan
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Di Sumatera, arus migrasi keluar utama di seluruh provinsi adalah menuju provinsi 
di Sumatera, kecuali Sumatera Selatan di mana 17,6 persen migrannya berpindah ke 
Jawa Barat. Di Jawa, arus migrasi keluar masih didominasi menuju ke provinsi di Jawa 
juga. Sementara itu di Kalimantan, arus keluar utama dari kelima provinsinya menuju ke 
luar Kalimantan. Di Indonesia Timur, secara umum arus migrasi keluar utama menuju 
kawasan Indonesia Timur juga, kecuali di Maluku di mana 16,2 persen migrannya 
berpindah ke Jawa Barat, dan Papua Selatan di mana 31,9 persen migrannya berpindah 
ke Jawa Timur. Pola ini menunjukkan dugaan adanya keterkaitan spasial dan jaringan 
sosial yang kuat dalam migrasi, di mana perpindahan lebih banyak terjadi antarprovinsi 
yang secara geografis berdekatan atau memiliki kesamaan budaya. Sementara itu, 
arus yang mengarah ke Jawa mencerminkan daya tarik ekonomi dan pendidikan yang 
lebih besar, sehingga meskipun jaraknya jauh, Jawa tetap menjadi magnet migrasi dari 
berbagai wilayah.

3.4 Migran Neto

Migrasi neto merupakan selisih antara jumlah imigran (orang yang datang ke 
suatu wilayah) dan emigran (orang yang meninggalkan suatu wilayah) (Liu, 1975). 
Ketika jumlah orang yang datang ke suatu wilayah lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah orang yang meninggalkan wilayah tersebut, maka terjadi migrasi neto positif 
atau wilayah tersebut merupakan penerima migran. Sebaliknya, apabila jumlah orang 
yang datang ke suatu wilayah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang 
meninggalkan wilayah tersebut, terjadi migrasi neto negatif atau wilayah tersebut 
merupakan pengirim migran. Sementara apabila jumlah antara migran masuk dan 
migran keluar suatu wilayah sama, migrasi neto dikatakan berimbang. 

Publikasi profil migran ini menampilkan ukuran persentase migran neto. Persentase 
yang dimaksud adalah perbandingan antara perbedaan (selisih) jumlah migran masuk 
dan migran keluar terhadap jumlah penduduk yang berpeluang melakukan migrasi 
dikurangi dengan setengah dari jumlah migran yang masuk ditambah dengan jumlah 
migran keluar dari wilayah tersebut (rumus penghitungan dapat dilihat pada subbab 
2.6 konsep definisi operasional). Persentase migran neto dapat dipergunakan untuk 
melihat pengaruh migrasi yang terjadi terhadap komposisi kependudukan di suatu 
wilayah. Semakin besar persentase migran neto maka semakin besar peranan 
komponen migrasi terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah. 
Analisis terkait migrasi neto dilakukan kepada migran yang lahir di luar wilayah 
tempat tinggal saat pendataan (migran seumur hidup), serta migran yang melakukan 
perpindahan tempat tinggal dalam jangka waktu lima tahun terakhir saat pendataan 
(migran risen). Wilayah tempat tinggal yang dimaksud mengacu kepada wilayah 
administrasi provinsi. 

3.4.1 Migran Neto Seumur Hidup 

Wilayah yang mengalami migrasi neto seumur hidup positif berada di sebagian 
besar Pulau Sumatera, sebagian kecil Pulau Jawa-Bali (Jakarta, Jawa Barat, Banten, 
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dan Bali), semua provinsi di Pulau Kalimantan dan Papua, serta sebagian provinsi di 
Pulau Sulawesi dan Maluku (Lampiran 3). 

Proporsi migran neto seumur hidup dengan nilai positif terbesar dapat ditemukan di 
Provinsi Kepulauan Riau yaitu 48,4 persen. Tempat kedua dan ketiga diduduki masing-
masing oleh Provinsi Kalimantan Timur (31,5 persen), dan Provinsi Papua Selatan 
(26,8 persen). Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur masih mempertahankan 
posisinya sebagai provinsi dengan proporsi migran neto seumur hidup terbesar pada 
2021, 2023, dan 2024. Sementara itu, provinsi baru yaitu Papua Selatan menempati 
posisi ketiga menggantikan Provinsi Kalimantan Utara yang mempati posisi tersebut 
pada tahun 2023. 

Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah tersebut memiliki  faktor penarik 
yang cukup kuat sehingga menjadi tujuan bagi migran seumur hidup dari provinsi 
lainnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, ketiga provinsi ini juga termasuk 
dalam sepuluh besar provinsi dengan persentase migran masuk seumur hidup tertinggi 
pada tahun 2024. Dari sisi ekonomi, Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur 
termasuk ke dalam lima provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
kapita terbesar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pada 
2024 yang menjadi salah satu daya tarik ekonomi bagi wilayah tersebut. 

Sementara itu, proporsi migran neto seumur hidup dengan nilai positif terkecil 
ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara (0,4 persen), Provinsi Daerah Khusus Jakarta 
(0,5 persen), dan Provinsi Papua Pegunungan (0,6 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun terdapat migran seumur hidup yang menuju provinsi tersebut, namun 
jumlahnya relatif berimbang dengan jumlah orang yang lahir di wilayah tersebut namun 
kemudian bermigrasi keluar provinsi. 

Gambar 3.8
Persentase Migran Neto Seumur Hidup Menurut Provinsi, 2024
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Proporsi migran neto seumur hidup dengan nilai negatif terbesar berada di Provinsi 
Jawa Tengah (16,6 persen). Wilayah dengan proporsi migran neto seumur hidup 
negatif terbesar lainnya terdapat di Provinsi Sumatera Barat (12,7 persen), Provinsi 
Sulawesi Selatan (12,3 persen), dan Provinsi Sumatera Utara (12,1 persen). Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat peluang besar bahwa mereka yang lahir di wilayah-
wilayah tersebut akan bermigrasi ke provinsi lainnya. Sementara itu wilayah dengan 
proporsi migran seumur hidup negatif terkecil dapat ditemukan di Provinsi Aceh (0,9 
persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1,7 persen). 
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sejumlah penduduk yang lahir di 
wilayah tersebut dan bermigrasi keluar, namun jumlahnya relatif sebanding dengan 
penduduk yang lahir di provinsi lain bermigrasi masuk ke wilayah tersebut.

Arus migrasi seumur hidup keluar dan masuk antar provinsi di Indonesia 
menunjukkan kualitas preferensi tertentu. Misalnya, migran masuk seumur hidup di 
Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk yang datang dari Provinsi Sumatera 
Utara (20,7 persen), Provinsi Riau (13,2), Provinsi Sumatera Barat (12,7 persen), dan 
Jawa Tengah (11,1 persen). Arus migrasi ini sekaligus dapat menjelaskan mengapa 
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara tergolong 
sebagai lima besar provinsi dengan proporsi migrasi seumur hidup negatif terbesar di 
Indonesia. Sementara itu, sebagai wilayah dengan migran neto seumur hidup terbesar, 
migrasi keluar Provinsi Jawa Tengah sebagian besar mengarah ke Provinsi Jawa Barat 
(27,7 persen), Provinsi Daerah Khusus Jakarta (18,4 persen), dan Provinsi Banten 
(10,0 persen). Hal ini menunjukkan bahwa migrasi neto seumur hidup melibatkan 
pergerakan dari wilayah yang relatif berdekatan, menuju wilayah-wilayah dengan 
peluang pekerjaan yang lebih baik, atau akibat terjadinya pemekaran wilayah.

3.4.2 Migran Neto Risen

Migrasi neto risen negatif terjadi di Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Barat, Papua 
Tengah, Aceh, Banten, Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, 
Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Daerah Khusus Jakarta, dan Papua (Lampiran 
4).  Proporsi migran neto risen dengan nilai positif terbesar dapat ditemukan di Provinsi 
Kepulauan Riau yaitu 2,1 persen. Tempat kedua dan ketiga diduduki masing-masing 
oleh D.I Yogyakarta (1,3 persen) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (1,3 persen). 
Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki faktor penarik yang 
cukup tinggi sehingga menjadi tujuan utama bagi migran risen dari provinsi lainnya di 
Indonesia. 

Sementara itu, proporsi migran neto risen dengan nilai yang mendekati nol 
ditempati oleh Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan 
Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah migran yang menuju provinsi 
tersebut jumlahnya relatif berimbang dengan jumlah orang yang bermigrasi keluar.  
Proporsi migran neto risen dengan nilai negatif terbesar berada di Provinsi Papua 
dan Daerah Khusus Jakarta (2,5 persen). Wilayah dengan proporsi migran neto risen 
negatif terbesar lainnya yang memiliki nilai di atas 1,0 persen terdapat di Papua Barat 
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Gambar 3.9
Persentase Migran Neto Risen Menurut Provinsi, 2024

Sebagaimana pada migrasi seumur hidup, arus migrasi risen keluar dan masuk 
antarprovinsi di Indonesia juga menunjukkan preferensi tertentu. Misalnya, migran 
masuk risen di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk yang datang dari 
Provinsi Sumatera Barat (26,6 persen), Sumatera Utara (18,8 persen), dan Riau (13,6 
persen). Tingginya migrasi masuk ke Provinsi Kepulauan Riau ini sejalan dengan yang 
terjadi pada migrasi seumur hidup. 

Selain itu, Kepulauan Riau menjadi daya tarik karena salah satu alasan utamanya 
berkaitan dengan letak geografis di wilayah pengembangan segitiga Singapura-Johor-
Riau (SIJORI) yang merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk 
industri, alih kapal, dan pariwisata (Triningsih, 2013). Sementara itu, migrasi keluar 
risen tertinggi terjadi di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagian besar migran dari 
Jakarta mengarah ke Provinsi Jawa Barat (41,3 persen), Jawa Tengah (29,4 persen), 
dan Banten (6,9 persen). Situasi ini berkaitan erat dengan terus berlangsungnya proses 
suburbanisasi di sekeliling wilayah Jakarta (Rukmana et al., 2019), serta menunjukkan 
berkembangnya peluang kerja di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini juga menunjukkan 
bahwa migrasi neto risen melibatkan pergerakan dari wilayah yang relatif berdekatan, 
menuju wilayah-wilayah dengan peluang pekerjaan yang lebih baik.

Daya (1,6 persen) dan Kalimantan Utara (1,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat gejala migrasi keluar yang cukup signifikan dari wilayah-wilayah tersebut 
ke provinsi lainnya pada periode lima tahun terakhir. Sementara itu, wilayah dengan 
proporsi migran risen negatif terkecil dapat ditemukan di Provinsi Sumatera Utara yaitu 
0,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bermigrasi masuk dan 
keluar di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir relatif sebanding meskipun 
jumlah migran risen yang keluar sedikit lebih banyak.
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BAB 4. Profil Migran Risen

Bab ini menganalisis karakteristik migran masuk risen, yaitu penduduk di mana 
provinsi tempat tinggalnya pada saat 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi 
tempat tinggal pada saat survei. Analisis pada bab ini disajikan secara komparatif 
dengan memberikan gambaran perbedaan karakteristik antara migran risen dan 
nonmigran risen. Karakteristik migran risen yang dibahas meliputi jenis kelamin, umur, 
status perkawinan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kemampuan membaca dan 
menulis, kesehatan, fertilitas, dan karakteristik sosial lainnya. 

Tidak berhenti pada level individu, bab ini juga akan mengulas mengenai 
karakteristik rumah tangga migran dan nonmigran risen. Rumah tangga migran risen 
didefinisikan sebagai rumah tangga di mana setidaknya terdapat satu orang anggota 
rumah tangga yang berstatus Migrasi Risen. Untuk mempermudah penyajian dalam 
bab ini, terminologi “rumah tangga migran risen” akan disebut sebagai “rumah tangga 
migran”, dan sebaliknya, “rumah tangga non-migran risen” akan disebut sebagai 
“rumah tangga non-migran”.

4.1 Komposisi Migran dan Nonmigran Risen

4.1.1 Jenis Kelamin

Faktor demografi, seperti jenis kelamin, memainkan peran penting dalam 
keputusan seseorang untuk bermigrasi, sejalan dengan teori migrasi selektif dari Lee 
(1966). Artinya, setiap individu, tergantung pada karakteristiknya, akan merespons 
faktor pendorong dan penarik migrasi secara berbeda. Jika dahulu migrasi didominasi 
oleh laki-laki, kini jumlah migran perempuan telah meningkat pesat hingga hampir 
separuh dari total migran global, dan mereka memberikan kontribusi signifikan bagi 
perekonomian.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, persentase migran laki-laki sedikit lebih 
besar daripada migran perempuan. Persentase migran laki-laki tercatat mencapai 
51,2 persen, sedangkan persentase migran perempuan sebesar 48,8 persen. Jika 
dibandingkan tahun sebelumnya, kesenjangan persentase migran risen laki-laki 
dan perempuan semakin menyempit. Hal ini merupakan kombinasi berbagai faktor 
ekonomi, sosial, dan pendidikan yang saling terkait. Dahulu migrasi banyak didorong 
oleh kebutuhan tenaga kerja di sektor padat karya yang didominasi laki-laki, seperti 
konstruksi, perkebunan, pertambangan. Kini, ekonomi modern semakin bergeser ke 
arah sektor jasa dan industri manufaktur yang justru banyak menyerap tenaga kerja 
perempuan.
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Hugo (2005) menyoroti bahwa perubahan struktur ekonomi di banyak negara 
Asia, termasuk Indonesia, telah membuka lapangan kerja baru yang secara stereotip 
dianggap cocok untuk perempuan. Hal ini secara langsung menarik perempuan dari 
daerah perdesaan ke pusat-pusat industri perkotaan untuk bekerja di pabrik dan 
sektor jasa, menjadikan mereka migran ekonomi yang independen. Adanya globalisasi 
dan perubahan struktur ekonomi telah membuka lebih banyak lapangan kerja bagi 
perempuan, khususnya di sektor jasa dan kreatif. Hal ini mendorong semakin banyak 
perempuan untuk melakukan migrasi internal, mengisi peran yang sebelumnya jarang 
mereka masuki (OECD, 2023). Namun, penting untuk diingat bahwa migrasi perempuan 
juga membawa risiko, sebab mereka berada dalam posisi yang lebih rentan.

Gambar 4.1 menunjukkan perbandingan distribusi persentase jenis kelamin untuk 
setiap penduduk migran dan nonmigran. Kesetaraan dalam persentase migran antara 
laki-laki dan perempuan yang masing-masing berada di angka 51,1 persen dan 48,9 
persen menunjukkan bahwa dalam populasi yang memilih untuk bermigrasi, terdapat 
stabilitas dalam peran gender. Perbandingan yang sama juga tercermin dari persentase 
nonmigran antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berada di angka 50,1 
persen dan 49,9 persen. Pola migrasi internal di Indonesia menunjukkan pergeseran 
signifikan: perempuan kini berperan sebagai migran yang otonom, yaitu bukan lagi pasif 
mengikuti keluarga. Motivasi mereka telah bergeser dari alasan pernikahan menjadi 
dorongan ekonomi pribadi dan keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi. Hal ini 
terlihat dari banyaknya perempuan yang bekerja di sektor jasa dan industri manufaktur 
ringan di perkotaan. Temuan ini mendukung analisis Hugo (2005) mengenai peningkatan 
agensi dan kemandirian perempuan dalam mengambil keputusan migrasi.

Gambar 4.1
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status 

Migrasi Risen dan Jenis Kelamin, 2024
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Di beberapa wilayah di Indonesia migran risen perempuan lebih banyak 
dibandingkan laki-laki, seperti Papua Barat Daya menjadi wilayah dengan persentase 
migran perempuan terbesar, bahkan mencapai 65,0 persen. Kemudian diikuti 
oleh Banten yang mencapai 59,3 persen dan DI Yogyakarta sebesar 58,7 persen. 
Tingginya persentase migran perempuan di Papua Barat Daya, yang merupakan 
provinsi baru dengan pusat kegiatan di Kota Sorong, kemungkinan besar didorong 
oleh perkembangan sektor jasa perkotaan dan faktor sosial-keluarga. Pola migrasi 
di wilayah timur Indonesia seringkali diawali oleh migrasi laki-laki yang kemudian 
membawa serta keluarga mereka, termasuk para istri (perempuan) yang juga masuk 
ke pasar kerja di sektor informal atau jasa untuk menambah pendapatan keluarga. 
Banten adalah rumah bagi ribuan pabrik, terutama di sektor garmen, tekstil, alas kaki, 
dan elektronik. Sektor-sektor ini secara historis lebih banyak merekrut tenaga kerja 
perempuan karena dianggap lebih teliti dan terampil untuk jenis pekerjaan perakitan. 
Sebuah studi menyoroti bahwa faktor utama yang membuat Yogyakarta memiliki 
persentase migrasi internal yang tinggi adalah pendidikan dan pariwisata (UGM, 
2018). Dibandingkan dengan destinasi lain, Yogyakarta unggul karena ketersediaan 
institusi pendidikan yang sangat beragam dan masif, yang menjadi pintu masuk utama 
bagi para migran muda, termasuk perempuan.

4.1.2 Struktur Umur

Umur adalah faktor krusial dalam keputusan migrasi, karena perpindahan 
penduduk seringkali dipicu oleh peristiwa penting dalam hidup yang bergantung pada 
umur, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan. Lee (1966) menekankan peran 
umur dalam seleksi migran ini. Akibatnya, mayoritas migran adalah kelompok usia 
kerja (Kuhnt, 2019), sebab pada usia muda, dorongan untuk meningkatkan kondisi 
finansial dan menambah pengalaman berada pada puncaknya (Massey, et al., 1993).

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa migran di Indonesia didominasi 
oleh mereka yang berumur 20–29 sebesar 31,0 persen, meningkat dari 26,3 persen 
pada data tahun lalu, diikuti oleh umur 30–39 (25,9 persen). Statistik ini menunjukkan 
bahwa lebih dari setengah migran berada pada awal umur produktif 20–39 tahun. 
Persentase migran meningkat sampai dengan 20–29 tahun, kemudian perlahan 
menurun pada kelompok umur yang lebih tua. Migran lansia hanya mencapai 4,9 
persen dari jumlah seluruh migran di Indonesia dan angka ini menurun dari 5,3 persen 
pada hasil Susenas Maret 2023. 

Dibandingkan dengan populasi nonmigran, terdapat perbedaan pola distribusi 
penduduk menurut kelompok umur. Sama dengan pola tahun lalu, penduduk cenderung 
tersebar secara merata pada setiap kelompok umur dan tidak terjadi pemusatan pada 
kelompok umur tertentu. Penduduk nonmigran paling banyak berumur 10–19 tahun 
dengan persentase 17,4 persen, kemudian persentase ini menurun dengan perlahan 
seiring dengan menuanya kelompok umur. 
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Sama seperti tahun lalu, Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan persentase 
migran berumur 20–29 tahun terbesar di Indonesia, mencapai 55,2 persen berdasarkan 
hasil Susenas Maret 2024. Salah satu alasan utamanya adalah status Kepulauan Riau, 
khususnya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), sebagai Kawasan Perdagangan 
Bebas (Free Trade Zone) dan pusat industri manufaktur yang masif. Sebagai salah 
satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia, Kota Batam menyerap tenaga 
kerja dalam jumlah besar di sektor industri, terutama untuk posisi operator produksi, 
teknisi, dan staf level awal, yang sangat sesuai dengan profil demografi usia 20–29 
tahun yang baru memasuki angkatan kerja atau mencari peluang kerja pertama. Selain 
itu, letak geografis Kepulauan Riau yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan 
Singapura dan Malaysia, membuka peluang ekonomi dan mobilitas yang tidak dimiliki 
provinsi lain.

4.1.3 Status Perkawinan

Secara historis, migrasi sering kali didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. 
Namun, faktor-faktor mikro-demografi seperti status perkawinan, usia, jenis kelamin, 
dan tingkat pendidikan juga memainkan peran krusial. Pada masyarakat tradisional, 
migrasi sering dilakukan oleh individu lajang, terutama laki-laki muda, untuk mencari 
pekerjaan atau kesempatan ekonomi yang lebih baik sebelum mereka menikah dan 
berkeluarga, hal ini sejalan dengan studi Boyle & Cooke, 2012, terkait individu lajang 
lebih mobile dibanding yang sudah menikah karena ikatan sosial-ekonomi mereka di 
daerah asal lebih sedikit.  Setelah menikah, keputusan untuk bermigrasi sering kali 
menjadi keputusan bersama yang melibatkan pasangan dan mempertimbangkan 
kebutuhan keluarga. Orang yang baru menikah cenderung pindah dari rumah orang 

Gambar 4.2
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status 

Migrasi Risen dan Kelompok Umur, 2024
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Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa migrasi risen mayoritas dilakukan 
oleh penduduk umur 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dengan persentase 
mencapai 63,1 persen. Statistik ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah migran 
di Indonesia berstatus kawin. Selain itu, persentase migran yang belum kawin juga 
relatif tinggi, yaitu 30,9 persen. Sedangkan sebagian kecil migran berstatus cerai hidup 
(2,6 persen) dan cerai mati (3,4 persen). Pada Provinsi DI Yogyakarta dan Kepulauan 
Riau yang sebelumnya didominasi oleh migran  kawin pada Susenas Maret 2023, 
yaitu DI Yogyakarta 51,7 persen dan Kepulauan Riau 45,6 persen, namun pada hasil 
Susenas Maret 2024 ini beralih menjadi migran belum kawin yang mendominasi, hal 
ini berbanding terbalik dengan wilayah lainnya yang didominasi oleh migran berstatus 
kawin.

Gambar 4.3 menunjukkan pola distribusi yang sama antara migran dan nonmigran 
menurut status perkawinan. Untuk penduduk sepuluh tahun ke atas nonmigran, 
mereka yang berstatus kawin mendominasi dengan persentase 58,4 persen, diikuti 
dengan belum kawin sebesar 33,7 persen. Pola yang sama ini sejalan dengan fakta 
bahwa status “kawin” merupakan mayoritas status perkawinan penduduk di Indonesia 
setidaknya dalam rentang satu dekade terakhir. Pola yang sama antara migran dan 
nonmigran pada level nasional ini menjadi sinyal bahwa belum terdapat perbedaan 

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status 

Migrasi Risen dan Status Perkawinan, 2024

tuanya, sedangkan orang yang berpisah dari pasangannya juga cenderung berpindah 
(Lee, 1966). Dalam konteks migrasi internal, pasangan baru menikah cenderung untuk 
berpindah atau paling tidak salah satu dari pasangan berpindah (Alden Speare dan 
Goldscheider, 1987). Di satu sisi, setelah bersatu dalam keluarga, seseorang menjadi 
lebih terbatas pergerakan migrasinya. Dengan kata lain, kemungkinan untuk bermigrasi 
lebih besar untuk mereka yang belum menikah (Massey dan Espinosa, 1997).
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kecenderungan antara penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus kawin dan belum 
kawin untuk menjadi migran. Persentase migran dan nonmigran berumur 10 tahun ke 
atas menurut provinsi dan status perkawinan ditampilkan pada Lampiran 7.

4.2 Pendidikan Migran dan Nonmigran Risen 

4.2.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan literasi dimulai dari penguasaan membaca dan menulis kalimat 
sederhana, baik dalam huruf Latin, Arab, maupun bentuk aksara lain. Keterampilan 
dasar ini bukan hanya membuka peluang pengembangan potensi diri, tetapi juga 
menjadi fondasi untuk memastikan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan 
sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan literasi, seseorang dapat mengakses 
informasi, beradaptasi dengan perubahan zaman, serta turut berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas hidup keluarga dan komunitas. Pentingnya aspek ini juga tercermin 
dalam indikator Angka Melek Huruf (AMH), yang telah lama digunakan sebagai tolok 
ukur seberapa luas akses suatu masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan 
pengetahuan. 

Berdasarkan data Susenas Maret 2024, terdapat temuan menarik mengenai 
kemampuan literasi penduduk. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi migran 
untuk huruf Latin dan huruf lainnya lebih tinggi dibandingkan nonmigran. Sebaliknya, 
nonmigran menunjukkan persentase kemampuan literasi yang lebih tinggi untuk huruf 
Arab. 

Gambar 4.4
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Dapat Membaca dan 

Menulis Menurut Status Migrasi Risen, 2024
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Secara spesifik, persentase migran yang mampu membaca dan menulis huruf 
Latin, huruf Arab, dan huruf Lainnya masing-masing adalah 97,1 persen, 52,2 persen, 
dan 9,9 persen. Sementara itu, persentase nonmigran untuk kemampuan yang sama 
adalah 95,2 persen, 53,4 persen, dan 9,8 persen. Angka-angka ini menunjukkan kondisi 
yang sangat baik, di mana hampir seluruh penduduk, baik migran maupun nonmigran, 
memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin.  

Hasil Susenas menunjukkan bahwa tingkat penguasaan literasi huruf Latin baik 
pada migran maupun nonmigran di Indonesia sudah sangat tinggi. Hampir seluruh 
provinsi mencatat angka di atas 90 persen, dengan capaian tertinggi terdapat di 
Jambi, DI Yogyakarta, dan Papua Tengah (mendekati 100 persen) pada kelompok 
migran. Namun, Papua Pegunungan menjadi anomali, baik pada migran (67,1 persen) 
maupun nonmigran (70,4 persen), yang mengindikasikan adanya kesenjangan serius 
dalam akses literasi formal di wilayah tersebut. Untuk literasi huruf Arab, pola yang 
muncul lebih beragam dan memperlihatkan perbedaan cukup jelas antara migran 
dan nonmigran. Beberapa provinsi mencatat penguasaan huruf Arab yang sangat 
tinggi, misalnya Jawa Barat (68,1 persen migran; 70,0 persen nonmigran), Aceh (66,1 
persen migran; 60,5 persen nonmigran), serta Riau (62,0 persen migran; 71,2 persen 
nonmigran). Sebaliknya, ada provinsi dengan penguasaan sangat rendah seperti Papua 
Tengah (9,5 persen migran; 6,1 persen nonmigran) dan Papua Pegunungan (0,0 persen 
migran; 0,3 persen nonmigran). Sementara itu, literasi huruf Lainnya masih rendah 
baik pada migran maupun nonmigran. Namun, distribusinya menunjukkan variasi yang 
menarik.  

Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa huruf Latin sudah menjadi 
standar literasi utama bagi kedua kelompok, dengan migran sedikit lebih unggul. 
Untuk huruf Arab, nonmigran relatif lebih tinggi penguasaannya. Sedangkan literasi 
huruf lainnya lebih banyak dijumpai pada migran. Persentase migran dan nonmigran 
menurut provinsi dan kemampuan membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, dan 
huruf Lainnya secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 10.

4.2.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia. Lebih 
dari sekadar investasi ekonomi, pendidikan adalah landasan fundamental yang 
menentukan arah perkembangan, keberlanjutan, serta kualitas hidup seseorang 
(Idris et al., 2012). Dalam konteks migrasi, pendidikan berperan ganda sebagai faktor 
pendorong sekaligus cerminan peluang. Teori migrasi yang dikemukakan Todaro 
menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan kapasitas individu untuk beradaptasi 
dan memanfaatkan peluang ekonomi di lokasi baru. Hal ini sejalan dengan temuan 
Faggian & McCann (2009) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat 
pendidikan yang lebih tinggi dengan kecenderungan migrasi, sementara mereka yang 
berpendidikan rendah umumnya terikat pada sektor-sektor tertentu dan memiliki 
mobilitas yang lebih terbatas.
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Kondisi di Indonesia turut memperkuat teori tersebut. Migrasi internal, khususnya 
menuju kawasan perkotaan, banyak didominasi oleh individu dengan tingkat 
pendidikan menengah ke atas. Kota dipandang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, 
lapangan kerja, serta akses pendidikan lanjutan, sehingga memberikan peluang 
mobilitas sosial yang lebih besar bagi kelompok ini. Fenomena tersebut terlihat jelas di 
wilayah perkotaan yang menjadi magnet utama migran, karena mampu menyediakan 
lebih banyak kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan lulusan SMA 
maupun perguruan tinggi (Tirtosudarmo, 2009). Sebaliknya, migrasi dari kelompok 
berpendidikan rendah umumnya bersifat sirkuler atau temporer, dengan orientasi 
pada pekerjaan informal atau sektor padat karya, seperti buruh tani, buruh bangunan, 
atau pekerja kasar. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan berperan penting 
dalam menentukan jenis pekerjaan yang diperoleh serta stabilitas kehidupan migran 
di daerah tujuan.

Pentingnya peran pendidikan juga sejalan dengan komitmen global melalui 
Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan 4 SDGs secara tegas menekankan 
perlunya memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan 
kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Upaya ini relevan dengan 
konteks migrasi, sebab individu dengan tingkat pendidikan yang lebih baik memiliki 
daya saing dan adaptabilitas yang lebih tinggi di daerah tujuan. Pada saat yang sama, 
akses pendidikan yang merata di daerah asal berpotensi mengurangi kesenjangan 
serta menekan migrasi akibat keterbatasan kesempatan di daerah tertinggal. 

Gambar 4.5
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut 

Status Migrasi Risen dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merujuk pada jenjang pendidikan 
tertinggi yang diselesaikan oleh individu, yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah 
atau sertifikat kelulusan pada jenjang tersebut. Indikator ini penting untuk menilai 
kualitas pendidikan formal seseorang. Berdasarkan data pada Gambar 4.5, mayoritas 
penduduk berstatus migran menamatkan pendidikan di tingkat SMA/MA atau yang 
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sederajat dengan persentase sebesar 34,8 persen. Ini diikuti oleh lulusan SMP/MTs/
sederajat sebesar 17,1 persen, mereka yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 16,7 
persen, dan lulusan SD sederajat sebesar 15,6 persen. Migran lulusan perguruan tinggi 
(Diploma I/II/III, Diploma IV/S1, Profesi, S2/S3) sebesar 15,7 persen.

Sementara itu, pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh nonmigran paling 
banyak juga pada jenjang SMA/MA/sederajat dengan persentase sebesar 25,4 persen. 
Sementara itu, mereka yang tidak memiliki ijazah atau tidak tamat SD sebesar 23,8 
persen. Kemudian, dilanjutkan oleh tamatan SD/MI/sederajat sebesar 23,6 persen 
dan SMP/MTs/ sederajat sebesar 18,9 persen. Persentase terkecil adalah nonmigran 
tamatan perguruan tinggi yaitu sebesar 8,4 persen.

Jika ditinjau dari kebijakan wajib belajar 12 tahun (UU No. 20 Tahun 2003), terlihat 
bahwa pencapaian antara migran dan nonmigran relatif berimbang. Sebanyak 67,5 
persen migran telah menuntaskan pendidikan minimal hingga SMA/MA/sederajat, 
sementara pada nonmigran sedikit lebih tinggi yaitu 67,9 persen. Meskipun demikian, 
ada perbedaan dalam pola pencapaiannya: kelompok migran lebih menonjol pada 
pendidikan tinggi, sementara nonmigran lebih banyak terakumulasi pada jenjang 
menengah ke bawah. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan kualitas dan 
keberlanjutan pendidikan antara kelompok migran dan nonmigran.

Tingkat pendidikan yang ditamatkan masih menjadi faktor penentu penting dalam 
perilaku migrasi di Indonesia. Migran cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih 
tinggi dibandingkan nonmigran. Data menunjukkan bahwa proporsi migran lulusan 
SMA/MA dan pendidikan tinggi relatif lebih besar, sedangkan nonmigran lebih banyak 
terkonsentrasi pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Pola ini mengindikasikan 
bahwa pendidikan menjadi modal sosial utama bagi seseorang untuk bermigrasi, 
baik dalam mencari peluang kerja, melanjutkan studi, maupun mengakses fasilitas 
perkotaan. Namun, tingginya proporsi migran pada lulusan SMA/MA juga mencerminkan 
adanya tantangan baru. Banyak lulusan menengah yang bermigrasi ke kota besar 
dengan tujuan mencari pekerjaan, tetapi tidak semuanya mampu melanjutkan ke 
pendidikan tinggi. Hal ini menyebabkan migrasi masih didominasi oleh tenaga kerja 
menengah yang rawan terjebak dalam sektor informal atau pekerjaan berupah rendah. 
Kondisi ini konsisten dengan penelitian terbaru (World Bank, 2022) yang menekankan 
bahwa meskipun pendidikan menengah telah meningkat di Indonesia, akses ke 
pendidikan tinggi masih timpang antarwilayah dan memengaruhi pola migrasi.

Dalam konteks kebijakan, penting untuk memastikan agar migran tidak hanya 
berhenti pada pendidikan menengah, melainkan juga mendapat kesempatan 
menempuh pendidikan tinggi atau pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan 
industri. Program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pengembangan 
pendidikan vokasi berbasis industri, serta beasiswa afirmasi untuk daerah tertinggal 
dapat menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan ini. Dengan demikian, 
migrasi dapat diarahkan menjadi sarana peningkatan kualitas SDM yang tidak hanya 
berkontribusi pada sektor padat karya, tetapi juga mampu mengisi lapangan kerja di 
sektor berteknologi dan bernilai tambah tinggi.
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Provinsi dengan persentase migran tertinggi yang berpendidikan minimal SMA/MA/
sederajat adalah DI Yogyakarta yaitu 78,2 persen. Kondisi ini sejalan dengan posisi DI 
Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pusat perguruan tinggi ternama di Indonesia. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa migrasi di DI Yogyakarta lebih bersifat education-
driven migration, bukan sekadar pencarian kerja. Persentase migran dengan tamatan 
minimal SMA/MA/sederajat dua nominasi terendah ada di Papua Pegunungan sebesar 
33,2 persen. Hal ini mungkin berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi 
di wilayah timur Indonesia, rendahnya ketersediaan fasilitas pendidikan, serta adanya 
arus migrasi yang lebih didorong oleh pekerjaan di sektor primer (pertanian, perikanan, 
dan pertambangan) dibandingkan sektor formal yang membutuhkan keterampilan 
tinggi.  Sementara itu, untuk persentase nonmigran tertinggi yang berpendidikan 
minimal SMA/MA/sederajat adalah DKI Jakarta sebesar 56,6 persen dan terendah di 
Papua Pegunungan sebesar 15,0 persen.  Persentase migran dan nonmigran menurut 
provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan secara lengkap ditampilkan pada 
Lampiran 9.

4.3 Kesehatan

World Health Organization (1948) mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi 
kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang menyeluruh, bukan hanya sekadar bebas 
dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan merupakan hak yang sangat fundamental 
dari setiap manusia, terlepas dari ras, agama, keyakinan politik, atau kondisi ekonomi 
dan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik 
secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk 
memungkinkannya hidup produktif. Berdasarkan kedua definisi tersebut, kesehatan 
merupakan hak mendasar setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif 
tanpa terkecuali. 

Salah satu hubungan antara migrasi dan kesehatan dapat dijelaskan melalui 
konsep healthy migrant hypothesis. Teori ini mengusulkan bahwa migran biasanya 
adalah individu-individu yang dipilih secara alami karena kesehatan mereka yang lebih 
baik dibandingkan dengan populasi umum di daerah asal mereka. Karena faktor ini, 
saat mereka pindah ke negara atau daerah tujuan, kondisi kesehatan mereka sering kali 
tampak lebih unggul dibandingkan dengan penduduk lokal. Namun, dampak migrasi 
terhadap kesehatan ini bisa sangat berbeda, tergantung pada jenis migrasi yang terjadi 
dan aspek kesehatan yang sedang dianalisis (Lu, 2008).

Migrasi berperan sebagai salah satu determinan sosial kesehatan yang 
memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, migrasi yang sehat 
tidak hanya mengacu pada tingkat kesehatan seorang migran saja, namun kesehatan 
keseluruhan masyarakat antara daerah asal, transit, dan tujuan. Hal tersebut sesuai 
dengan prinsip leave no-one behind dari langkah global Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang dapat mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC). 
UHC sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses 
layanan kesehatan yang berkualitas, tanpa memandang status.
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Beberapa indikator kesehatan mencakup mortalitas (seperti usia harapan hidup), 
morbiditas (angka kesakitan), status kesehatan, disabilitas, nutrisi, akses ke sistem 
kesehatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan. Salah satu indikator 
penting yang menggambarkan kondisi kesehatan adalah persentase penduduk 
yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan merujuk pada gangguan 
kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami, seperti 
panas, batuk, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit akut, penyakit kronis, ataupun 
keluhan kesehatan akibat kecelakaan, kriminalitas, dan alasan lainnya. Keluhan 
kesehatan mencakup keluhan fisik maupun psikis. Dalam bagian ini, informasi tentang 
keluhan kesehatan diperoleh dari migran berusia 5 tahun ke atas yang mengalami 
gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir, hingga menghambat aktivitas mereka 
sehari-hari.

Berdasarkan hasil Susenas, diketahui bahwa sebanyak 25,3 persen migran 
berusia 5 tahun ke atas mengalami keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir. Jika 
dilihat lebih rinci, sebanyak 10,1 persen migran mengalami keluhan kesehatan yang 
mengganggu kegiatan sehari-hari, sementara 15,1 persen tidak sampai mengganggu 
kegiatan sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat 1 dari 10 
migran tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-
hari lainnya sebagaimana biasanya akibat memiliki keluhan kesehatan. Meskipun 
tidak berbeda secara signifikan, persentase keluhan kesehatan yang dialami sebulan 
yang lalu pada migran lebih rendah dibanding nonmigran. Secara total, persentase 
nonmigran yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah 
sebesar 26,3 persen dimana 11,4 persen nonmigran sampai terganggu kegiatan 
sehari-harinya, sementara 14,9 persen nonmigran tidak sampai terganggu kegiatan 
sehari-harinya.

Gambar 4.6
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut 

Status Migrasi Risen dan Keluhan Kesehatan yang Mengganggu 
Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir, 2024
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Pada tingkat provinsi, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase migran 
dengan keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari terbesar yaitu 22,7 
persen. Provinsi lainnya dengan persentase terbesar kedua dan ketiga yaitu Bengkulu 
dan Nusa Tenggara Timur dengan nilai berturut-turut 19,8 persen dan 15,2 persen. 
Selain ketiga provinsi tersebut, persentase migran yang memiliki keluhan kesehatan 
yang mengganggu kegiatan sehari-hari berada di bawah 15 persen. Sementara, jika 
dilihat dari nilai terkecil, Papua Tengah menjadi provinsi dengan persentase paling 
rendah yaitu 2,1 persen.

Lebih lanjut, dari sebanyak 25, 2 persen migran yang mengalami keluhan kesehatan, 
terdapat 38,3 persen migran yang memutuskan untuk melakukan berobat jalan. Hal ini 
berarti terdapat 3 sampai 4 migran dari 10 migran yang mengalami keluhan kesehatan, 
melakukan pemeriksaan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi 
tempat-tempat pelayanan kesehatan tanpa menginap. Fasilitas pengobatan yang 
paling banyak didatangi oleh migran adalah praktik dokter/bidan sebesar 30,7 
persen. Puskemas menjadi fasilitas pengobatan kedua yang paling banyak dikunjungi 
untuk berobat jalan oleh migran dengan persentase sebesar 25,5 persen. Fasilitas 
pengobatan lain yang menjadi andalan untuk berobat jalan adalah klinik/praktik dokter 
bersama dengan persentase sebesar 22,1 persen. Rumah sakit pemerintah, rumah 
sakit swasta, Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, praktik pengobatan 
tradisional, atau fasilitas pengobatan lainnya menjadi fasilitas kesehatan lainnya yang 
dikunjungi oleh migran untuk berobat jalan dengan persentase di bawah 15 persen. 

Gambar 4.7
Persentase Migran Risen Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengalami Keluhan 
Kesehatan dan Mengganggu Kegiatan Sehari-hari Selama 1 Bulan Terakhir 

Menurut Provinsi, 2024
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Pola-pola kesehatan yang sama juga terlihat pada nonmigran. Terdapat sebanyak 
37,2 persen nonmigran yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu 
dan ditindaklajuti dengan melakukan berobat jalan. Praktik dokter/bidan memiliki 
persentase terbesar fasilitas pelayanan kesehatan yang dikunjungi sebesar 33,1 
persen. Sama seperti pada migran, fasilitas pengobatan kedua dan ketiga yang paling 
banyak dikunjungi adalah puskesmas/pustu dan klinik/praktik dokter bersama. 
Persentase nonmigran yang berobat jalan pada kedua fasilitas pengobatan tersebut 
secara berturut-turut adalah 28,6 persen dan 19,2 persen.

Secara umum, berdasarkan analisis kesehatan pada kedua kelompok migran 
dan nonmigran, diketahui bahwa fasilitas pengobatan yang paling banyak dikunjungi 
adalah praktik dokter/bidan, puskesmas/pustu, dan klinik/praktik dokter bersama. 
Hal ini berarti bahwa ketiga fasilitas pengobatan tersebut adalah fasilitas yang paling 
mudah diakses jika seseorang mengalami keluhan kesehatan. Persamaan pola antara 
migran dan nonmigran dalam hal kesehatan menunjukkan adanya kesetaraan dalam 
akses pada fasilitas pengobatan. 

Gambar 4.8
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Keluhan 

Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Status Migrasi Risen dan Tiga Fasilitas 
Pengobatan yang Paling Banyak Dikunjungi, 2024

4.4 Umur Kawin Pertama

Umur kawin pertama merupakan indikator penting dalam mengukur perubahan 
pola fertilitas perempuan di Indonesia. Menurut Bongaarts (1978), ada empat faktor 
utama yang memengaruhi fertilitas: perkawinan, kontrasepsi, masa menyusui (laktasi), 
dan aborsi yang disengaja. Dalam konteks budaya dan norma sosial di Indonesia, 
perkawinan menandai dimulainya hubungan seksual, sehingga umur kawin pertama 
dapat mencerminkan pola fertilitas perempuan. Semakin muda usia saat pertama kali 
menikah, semakin besar kemungkinan memiliki lebih banyak anak.
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Isu perkawinan dini dan perkawinan anak saat ini menjadi perhatian global. 
Pemerintah Indonesia merespons dengan merevisi UU No. 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa 
perempuan dan laki-laki harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. BKKBN 
bahkan mengampanyekan usia ideal pernikahan bagi perempuan pada 21 tahun 
dan laki-laki 25 tahun. Di tingkat global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 
juga menargetkan penghapusan praktik perkawinan anak dan perkawinan dini pada 
tujuan 5.3, dengan umur kawin pertama sebagai salah satu indikatornya. Problematika 
ini penting karena berdampak pada putusnya pendidikan, masalah kesehatan, dan 
masalah ekonomi.

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa 88,5 persen migran berusia 10 
tahun ke atas melakukan perkawinan pertama setelah berusia 19 tahun. Sebaliknya, 
pada nonmigran, angkanya hanya 79,2 persen, menunjukkan bahwa proporsi 
nonmigran yang menikah di usia muda lebih besar dibandingkan migran.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, diketahui terdapat 83,2 persen migran 
perempuan berumur 10 tahun ke atas, menikah pertama kali pada umur minimal 
19 tahun. Lebih rinci, migran perempuan dengan umur kawin pertama pada 19–24 
tahun adalah sebanyak 52 persen. Sementara itu, masih terdapat 16,8 persen migran 
perempuan yang menikah pertama kali sebelum berumur 18 tahun. Berdasarkan 
provinsi, Banten memiliki persentase migran perempuan yang memiliki umur kawin 
pertama minimal 19 tahun terbesar yaitu 96,8 persen. Provinsi kedua dan ketiga adalah 
Aceh dan Sumatera Barat dengan persentase berturut-turut sebesar 94,6 persen dan 
93,7 persen. Sementara itu, persentase terendah adalah 56,2 persen pada provinsi 
Gorontalo.

Gambar 4.9
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut 

Status Migrasi Risen dan Umur Kawin Pertama, 2024

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



67BAB 4 – Profil Migran Risen     |

Nonmigran perempuan berumur 10 tahun ke atas memiliki persentase perkawinan 
pertama pada usia muda yang lebih besar. Persentase umur kawin pertama di usia 
10–18 tahun pada nonmigran perempuan adalah sebesar 33,4 persen. Artinya, jika 
1–2 dari 10 migran perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, maka pada kelompok 
nonmigran jumlahnya mencapai 2–3 orang. 

Pada jenis kelamin laki-laki, tidak ada perbedaan besar antara persentase 
migran laki-laki dan nonmigran laki-laki yang menikah pada umur minimal 19 tahun. 
Persentase umur kawin  pertama minimal 19 tahun pada migran laki-laki adalah 
sebesar 96,3 persen, sementara pada nonmigran laki-laki adalah 94,6 persen. Kedua 
angka tersebut lebih besar jika dibanding dengan jenis kelamin perempuan pada 
kategori yang sama. Kondisi ini dapat menjadi perhatian, mengingat terdapat banyak 
faktor yang dapat memengaruhi umur kawin pertama pada perempuan. Umur kawin 
pertama pada perempuan sangat penting karena berhubungan dengan fertilitas 
maupun mortalitas yang nantinya dapat memengaruhi dinamika kependudukan.

4.5 Alat/Cara KB

Alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, 
mengatur jarak kelahiran anak, ataupun membatasi jumlah anak. Menurut Pradini dkk 
(2013) kontrasepsi merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan metode-metode 
yang spesifik. Metode tersebut diantaranya adalah pil, suntik, IUD, dan kondom dengan 
penggunaannya berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri. Adapun faktor-
faktor yang dapat memengaruhi keputusan pasangan suami istri dalam menggunakan 
alat kontrasepsi yaitu sosial, ekonomi, psikologis, pekerjaan, hubungan, budaya, 
agama, fisik, hukum, riwayat genetik dan status kesehatan saat ini (Pradini dkk, 2013). 

Salah satu faktor yang memengaruhi pasangan suami istri dalam menggunakan 
alat kontrasepsi adalah pekerjaan dan ekonomi. Di Indonesia, program nasional yang 
terkait dengan kontrasepsi adalah Program Keluarga Berencana (KB). KB di Indonesia 
diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. Banyaknya pengguna KB dapat digunakan untuk mengukur 
perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran dan menggambarkan akses 
terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam analisis ini, penggunaan alat/cara 
KB serta alat/cara KB yang digunakan adalah untuk wanita berumur 10–54 tahun yang 
pernah kawin. Gambar 4.10 menyoroti disparitas yang signifikan dalam penggunaan 
alat/cara KB antara wanita migran dan nonmigran di Indonesia. Data menunjukkan 
bahwa wanita migran memiliki prevalensi penggunaan KB yang lebih rendah 
dibandingkan dengan wanita nonmigran.

Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa terdapat 40,6 persen migran wanita berumur 
10–54 tahun yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB. Angka ini 
menunjukkan bahwa terdapat 4 dari 10 migran wanita pernah kawin dan sedang 
menggunakan alat/cara KB. Sementara itu, migran wanita pernah kawin dan tidak 
menggunakan alat/cara KB sebesar 39,2 persen. Sedangkan sisanya merupakan 
migran wanita pernah kawin dan pernah menggunakan alat/cara KB (20,2 persen).
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Pola yang sama terjadi pada nonmigran dimana persentase nonmigran wanita 
berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan KB mencapai 48,0 persen. 
Artinya, terdapat 5 dari 10 nonmigran wanita berstatus pernah kawin dan sedang 
menggunakan alat/cara KB. Selanjutnya, 3 dari 10 nonmigran wanita berstatus pernah 
kawin dan tidak pernah menggunakan alat/cara KB,  dan 2 dari 10 nonmigran wanita 
berstatus pernah kawin dan pernah menggunakan alat/cara KB. Persentase migran 
dan nonmigran wanita berumur 10–54 tahun yang berstatus pernah kawin menurut 
provinsi dan penggunaan alat/cara KB secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 14.

Selanjutnya, alat/cara KB didefinisikan sebagai alat/cara yang dipakai oleh 
suatu pasangan untuk mencegah atau menunda kehamilan. Menurut Septalia dan 
Puspitasari (2016), faktor yang memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi adalah 
biaya pemakaian kontrasepsi dan biaya nonmateriil (pengalaman efek samping). 
Selain itu, faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi alat/cara KB adalah faktor 
agama dan budaya.

Gambar 4.11 menunjukkan alat/cara KB yang paling banyak digunakan oleh 
migran wanita adalah suntikan yaitu 45,5 persen. Persentase penggunaan alat/cara 
KB suntikan pada wanita migran merupakan yang tertinggi di sebagian besar provinsi 
di Indonesia, kecuali di Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan 
Selatan, di mana pil menjadi metode yang paling banyak digunakan. Sementara itu, 
metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan di Provinsi Bali adalah susuk KB/
implan, sedangkan di Provinsi Papua Pegunungan adalah alat KB lainnya. Sama 
halnya dengan kondisi pada wanita migran, alat/cara KB suntikan menjadi yang paling 
mendominasi digunakan oleh wanita nonmigran, yaitu sebesar 52,3 persen diantara 
alat/cara KB lainnya. Kontrasepsi dengan suntikan banyak digunakan di Indonesia 
karena dinilai efektif, pemakaiannya praktis, harganya relatif murah dan aman, bekerja 

Gambar 4.10
Persentase Wanita yang Berumur 10–54 Tahun Pernah Kawin Menurut  

Status Migrasi Risen dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024
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dalam waktu lama, tidak mengganggu menyusui, dan dapat dipakai segera setelah 
keguguran atau setelah masa nifas (Anggriani dkk, 2019).

Gambar 4.11 menunjukkan distribusi jenis alat/cara KB yang digunakan oleh 
perempuan usia 10–54 tahun pernah kawin dan pengguna KB, di mana sebagian 
besar menggunakan metode modern, yaitu 95,4 persen pada migran dan 98,0 persen 
pada nonmigran, dengan suntikan sebagai metode yang paling banyak dipilih Hal ini 
mengindikasikan adanya kesadaran dan akses yang baik terhadap alat KB modern. 
Meski demikian, migran diketahui memiliki kecenderungan yang lebih rendah dalam 
menggunakan alat/cara KB dibanding nonmigran. Kemungkinan yang terjadi adalah 
mayoritas migran berada pada kelompok umur 20–29 tahun, pada kondisi tersebut 
fase pernikahan baru dimulai sehingga penggunaan alat/cara KB belum diperlukan. 

Gambar 4.11
Persentase Wanita Berumur 10-54 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin dan 

Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Status Migrasi Risen dan  
Penggunaan Alat/Cara KB, 2024

Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi dengan perbedaan persentase 
yang cukup tinggi antara pengguna KB modern pada migran dan nonmigran yakni 
sebesar 28,6 persen dan 9,4 persen. Sementara terdapat 71,4 persen migran dan 
90,6 persen nonmigran yang masih menggunakan cara KB tradisional. Kondisi ini 
dapat menjadi perhatian untuk perbaikan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi 
agar dapat dengan mudah diakses oleh penduduk asli maupun pendatang. Terdapat 
kebutuhan untuk memastikan akses pelayanan kesehatan reproduksi yang universal 
dan mudah dijangkau oleh semua kelompok penduduk, termasuk migran. Terlebih 
khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal ini penting untuk mendukung tercapainya 
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait kesehatan dan kesejahteraan. 
Persentase migran dan nonmigran wanita berumur 10–54 tahun yang sedang 
menggunakan alat/cara KB menurut provinsi dan alat/cara KB yang digunakan secara 
lengkap ditampilkan pada Lampiran 15.
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4.6 Mengalami Tindak Kejahatan

Marthin dan Zurcher (2008) dalam Parkins (2010) menyebutkan bahwa terdapat 
dua kategori pertimbangan yang menyebabkan seseorang melakukan perpindahan, 
yaitu ekonomi dan nonekonomi. Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian-
bagian sebelumnya, alasan ekonomi erat kaitannya dengan faktor penarik terkait 
ketenagakerjaan, dimana dengan melakukan perpindahan, kesejahteraan hidup 
akan dapat ditingkatkan. Sementara, pertimbangan lain seperti faktor kejahatan dan 
kekerasan juga dapat menjadi dorongan utama bagi seseorang untuk melakukan 
migrasi. Selain itu, terdapat efek domino pada kejahatan dan kekerasan yang 
berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan terjadinya migrasi. 
Suhrke (1997) menyebutkan bahwa pada daerah tujuan, migran dapat dinilai sebagai 
tiga kategori yaitu korban, aset, dan ancaman secara bersamaan dengan kombinasi 
yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, korban kejahatan didefinisikan sebagai 
seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau 
terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Sementara, yang 
dimaksud tindak kejahatan adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang 
dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, 
pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan, perampokan), 
penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan), dan lainnya, 
seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya. Korban kejahatan tidak termasuk 
mereka yang mengalami perbuatan santet, guna-guna, atau jimat-jimat.

Gambar 4.12
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Status Migrasi Risen 

dan Kondisi Pernah Mengalami Tindak Kejahatan selama  
1 Januari–31 Desember 2023
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Pada 1 Januari–31 Desember 2023, sebanyak 0,9 persen migran atau sekitar 1 
dari setiap 100 orang migran mengalami tindak kejahatan. Angka tersebut lebih tinggi 
dibanding persentase nonmigran yang pernah mengalami tindak kejahatan pada 
periode yang sama yaitu 0,5 persen. Pada level yang lebih rendah, terdapat 4 provinsi 
dengan persentase migran pernah mengalami tindak kejahatan sebesar 2,5 persen 
atau lebih. Keempat provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat (4,0 persen), 
Aceh (2,7 persen), D.I Yogyakarta (2,7 persen), dan Maluku (2,5 persen). Sementara 
pada kategori nonmigran, persentase penduduk pernah mengalami tindak kejahatan 
tertinggi ada di provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,3 persen. Persentase migran 
dan nonmigran menurut provinsi dan kondisi mengalami tindak kejahatan selama 1 
Januari–31 Desember 2023 secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 16.

4.7 Akses Internet

Revolusi industri 4.0 membuat teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 
secara penuh (Setya, 2018). Kemampuan dan keterampilan dalam internet of things 
menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi Era Industri 4.0. Internet 
menjadi salah satu kebutuhan utama bagi sebagian orang. Dalam konteks migrasi, 
teknologi atau dalam hal ini adalah internet yang dapat menghubungkan antara daerah 
asal dan daerah tujuan lebih dekat dan terjangkau (Hidayati, 2019). Internet dapat 
berperan sebagai penyedia informasi tentang tujuan dan media untuk membangun 
kontak sosial. Kemudahan akses internet dapat mempercepat keputusan migrasi, 
terutama bagi mereka yang mencari peluang kerja atau pendidikan yang lebih baik 
pada daerah tujuan. 

Pada kehidupan sehari-hari, internet digunakan secara rutin dalam berbagai 
aktivitas tidak terkecuali oleh para migran. Para pekerja sangat bergantung dengan 
internet dalam menjalankan pekerjaannya. Para pelajar dan mahasiswa menggunakan 
internet dalam kegiatan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di samping 
itu, internet juga digunakan sebagai sarana hiburan bagi sebagian masyarakat seperti 
menonton film, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Bahkan, kegiatan 
belanja barang dan jasa pun juga menggunakan internet. Lebih lanjut, internet 
juga dibutuhkan untuk mengakses layanan penting seperti perbankan digital dan 
e-government.

 Tren akses internet terus meningkat hingga tahun 2024. Persentase migran yang 
mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2024 adalah sebesar 87,8 
persen. Angka ini meningkat 2,6 persen dibanding tahun 2023. Persentase akses 
internet tertinggi dalam tiga bulan terakhir pada migran terdapat di Provinsi Kalimantan 
Timur atau sebesar 97,9 persen. Lebih lanjut, terdapat 14 provinsi lain dengan akses 
internet pada migran berada di atas angka nasional. Kelompok migran juga memiliki 
akses internet yang lebih tinggi dibanding nonmigran. Persentase akses internet pada 
nonmigran adalah sebesar 72,6 persen. Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta 
adalah 2 provinsi yang memiliki akses internet tertinggi selama tiga bulan terakhir 
pada nonmigran dengan persentase yaitu 89,2 persen dan 87,8 persen. Akses internet 
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Gambar 4.13
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet 

dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Handphone/ponsel menjadi alat yang paling banyak digunakan oleh migran 
untuk mengakses internet selama tiga bulan terakhir oleh migran dengan persentase 
sebesar 98,9 persen. Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh 
migran mengakses internet melalui HP/ponsel. Setelah HP/ponsel, alat atau perangkat 
lain yang digunakan adalah laptop/notebook dengan persentase migran yang 
menggunakan adalah 15,3 persen. Selain kedua alat yang telah disebutkan, migran 
juga mengakses internet melalui komputer/dekstop, tablet, dan alat lainnya dengan 
persentase masing-masing sebesar 4,2 persen, 1,4 persen, dan 0,2 persen. Pola yang 
sama juga terjadi pada nonmigran dalam mengakses internet, meskipun penggunaan 
alat selain HP/ponsel memiliki persentase yang lebih rendah dibanding pada migran. 
Rumah sendiri menjadi lokasi mayoritas untuk mengakses internet, baik untuk migran 
(95,9 persen) maupun nonmigran (97,3 persen). Persentase migran dan nonmigran 
menurut kondisi akses internet secara lengkap ditampilkan pada Lampiran 17–18. 
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yang lebih tinggi pada migran dapat dimungkinkan karena kebutuhan yang lebih untuk 
terhubung dengan daerah asal, beradaptasi dengan lingkungan baru, mengakses 
informasi, dan sebagainya. Adanya selisih persentase akses internet antara migran 
dan nonmigran perlu menjadi perhatian khusus, mengingat akses internet dapat 
menjadi salah satu cerminan kondisi sosial dan ekonomi sesorang. Kemudahan akses 
internet dapat memungkinkan seseorang berpartisipasi dalam ekonomi, pendidikan, 
kesehatan, dan kehidupan sosial yang modern baik bagi migran maupun nonmigran. 
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4.8 Perumahan

Perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan pakaian. 
Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan 
kesehatan masyarakat (Keman, 2005). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, 
permintaan akan perumahan juga akan terus bertambah. Kualitas dan kondisi tempat 
tinggal juga dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi seseorang. Semakin baik 
kondisi dan kualitas rumah yang ditempati maka semakin baik keadaan sosial ekonomi 
rumah tangga tersebut. 

Dalam profil migran ini disajikan informasi mengenai kondisi dan kualitas 
perumahan penduduk yang berstatus migran dan nonmigran berdasarkan hasil 
Susenas Maret 2024. Melalui hasil Susenas Maret 2024 dapat disajikan berbagai 
informasi penting mengenai keterangan perumahan, seperti status kepemilikan, jenis 
lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, luas lantai per kapita tempat 
tinggal, sanitasi, sumber air minum, bahan bakar utama untuk memasak, dan sumber 
penerangan. Pembahasan pada subbab ini merujuk kepada karakteristik tempat 
tinggal milik rumah tangga migran. Rumah tangga migran adalah rumah tangga biasa 
yang salah satu anggota rumah tangganya memiliki status sebagai migran (bermigrasi 
dalam jangka waktu lima tahun terakhir). Sementara istilah nonmigran merujuk rumah 
tangga yang tidak ada satupun angota rumah tangganya yang bermigrasi dalam jangka 
waktu lima tahun terakhir. Persentase rumah tangga menurut provinsi dan status 
migrasi risen disajikan pada Lampiran 19. 

Gambar 4.14
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Alat yang  
Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir dan  

Status Migrasi Risen, 2024
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4.8.1. Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator penting untuk menilai 
kesejahteraan rumah tangga. Dua aspek yang saling terkait adalah status penguasaan 
bangunan tempat tinggal dan bukti kepemilikan tanah/bangunan. Status penguasaan 
menggambarkan bagaimana rumah tangga menghuni bangunan (milik sendiri, sewa, 
bebas sewa, atau dinas), sementara bukti kepemilikan menunjukkan tingkat legitimasi 
dan keamanan hukum atas tempat tinggal tersebut. Pada bagian ini, disajikan gambaran 
menyeluruh mengenai kedua aspek ini, baik untuk migran maupun nonmigran, sekaligus 
memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pola hunian di Indonesia.

Gambar 4.15 menampilkan kondisi secara nasional, di mana rumah tangga migran 
paling banyak menempati bangunan milik sendiri (75,7 persen), diikuti kontrak/sewa 
(13,4 persen), bebas sewa (8,6 persen), dan dinas (2,3 persen). Komposisi ini berbeda 
dengan nonmigran, yang proporsi milik sendiri-nya lebih tinggi (85,1 persen) dan 
kontrak/sewa-nya lebih rendah (4,9 persen).

Variasi antarprovinsi cukup lebar. Di kelompok migran, provinsi dengan proporsi 
milik sendiri relatif rendah antara lain Kepulauan Riau (32,3 persen) dan Papua 
(52,8 persen), yang beriring dengan porsi kontrak/sewa tinggi seperti di Kepulauan 
Riau (57,9 persen) dan DKI Jakarta (22,3 persen). Sebaliknya, beberapa provinsi 
menunjukkan kepemilikan tinggi pada migran, misalnya Kalimantan Barat (94,5 
persen), Jawa Tengah (92,0 persen), Sulawesi Barat (91,8 persen), dan Lampung (91,5 
persen). Pada nonmigran, pola umum kepemilikan yang lebih tinggi tampak di banyak 
provinsi; pengecualian mencolok adalah DKI Jakarta, di mana milik sendiri sebesar 
54,5 persen berdampingan dengan kontrak/sewa 21,3 persen dan bebas sewa 23,1 
persen. Penjelasan detail mengenai status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat 
pada Lampiran 20.

Pola di atas konsisten dengan temuan literatur bahwa urbanisasi dan arus migrasi 
ke pusat-pusat kegiatan berkorelasi dengan permintaan hunian sewa yang lebih tinggi 
dan porsi kepemilikan yang lebih rendah dibanding wilayah nonperkotaan. Menurut 
Firman (2004), urbanisasi yang cepat di kota-kota besar Indonesia mendorong lonjakan 
kebutuhan hunian sementara, yang sebagian besar diakomodasi melalui pasar sewa. 
Studi lanjut menunjukkan bahwa pasar sewa memainkan peran penting dalam 
menampung mobilitas penduduk dan menjaga fleksibilitas perumahan perkotaan 
(Hidayat & Susilawati, 2018). Selain itu, analisis empiris oleh Imai, Nishiyama, dan 
Yamada (2021) menemukan bahwa migrasi antardaerah berasosiasi positif dengan 
kenaikan harga dan biaya perumahan di wilayah tujuan migran, mencerminkan tekanan 
permintaan pada pasar properti perkotaan.

Perbedaan status kepemilikan bangunan tempat tinggal antara migran dan 
nonmigran hanya menjelaskan dimensi penguasaan fisik terhadap hunian. Namun, 
kepemilikan yang diakui oleh rumah tangga belum tentu disertai bukti legal yang 
sah secara hukum. Karena itu, perlu dilihat lebih lanjut jenis bukti kepemilikan yang 
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dimiliki oleh rumah tangga yang mengaku menempati rumah milik sendiri. Lampiran 21 
memperdalam temuan ini dengan memeriksa variasi dokumen kepemilikan, mulai dari 
Sertifikat Hak Milik (SHM) hingga bukti nonformal seperti girik atau Letter C, sekaligus 
menyoroti rumah tangga yang sama sekali tidak memiliki bukti tertulis.

Gambar 4.15
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan 

Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, 2024

Pada migran, secara nasional Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota rumah 
tangga tercatat 61,0 persen; dokumen selain SHM (SHGB/SHSRS) 2,6 persen; surat 
bukti lainnya (girik, letter C, dan sejenisnya) 15,6 persen; dan tidak punya bukti 11,7 
persen. Pada nonmigran, SHM atas nama anggota sebesar 59,9 persen; selain SHM 
2,3 persen; surat bukti lainnya 19,2 persen; dan tidak punya 10,3 persen. 

Terdapat heterogenitas yang penting dicatat. Di kelompok migran, Kepulauan Riau 
memiliki porsi tinggi sertifikat selain SHM (61,9 persen), sedangkan proporsi tanpa 
bukti relatif tinggi di beberapa wilayah timur seperti Papua Tengah (62,8 persen) dan 
Maluku (38,5 persen). Di kelompok nonmigran, Papua Pegunungan (96,3 persen), 
Papua Tengah (73,5 persen), dan Papua Selatan (49,0 persen) memperlihatkan porsi 
tanpa bukti yang besar, sementara provinsi lain lebih didominasi dokumen formal 
(SHM) atau surat bukti lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pengakuan “milik 
sendiri” dalam praktiknya tidak selalu disertai bukti legal formal, dan persebarannya 
berbeda antarwilayah.

Secara konseptual, keamanan tenurial (security of tenure) merupakan unsur kunci 
dari hak atas hunian yang layak menurut PBB/UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014). 
Hunian dinilai tidak memadai apabila penghuninya tidak memiliki perlindungan yang 
cukup terhadap penggusuran maupun persengketaan lahan. Literatur empiris juga 
menunjukkan bahwa keamanan atau legitimasi tenurial berhubungan erat dengan 
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insentif investasi dalam peningkatan kualitas rumah serta keterhubungan dengan 
stabilitas finansial rumah tangga melalui akses pada kredit dan pembiayaan formal 
(Payne, 2002; Gilbert, 2012; Field & Torero, 2006). Meski demikian, besarnya pengaruh 
keamanan tenurial sangat bervariasi, tergantung pada konteks kelembagaan lokal dan 
jenis sertifikasi atau dokumen kepemilikan yang berlaku (Durand-Lasserve & Selod, 
2009).

4.8.2 Luas Lantai per Kapita Tempat Tinggal

Ukuran luas lantai tempat tinggal per kapita merupakan indikator penting untuk 
menilai kecukupan hunian dan kualitas kehidupan rumah tangga. Standar internasional 
yang digunakan secara luas adalah ambang batas 7,2 m² per kapita sebagaimana 
dirujuk oleh UN-Habitat (2009), yang menandai hunian layak dari sisi ruang. Gambar 
4.16 menunjukkan bahwa secara nasional, 6,1 persen migran dan 5,7 persen 
nonmigran tinggal di rumah dengan luas lantai di bawah standar 7,2 m² per kapita. 
Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian kecil rumah tangga masih menghadapi 
keterbatasan ruang, dengan variasi antarprovinsi yang cukup signifikan.

Pada kelompok migran, proporsi rumah tangga yang tinggal di hunian sempit 
(kurang dari 7,2 m² per kapita) relatif tinggi di beberapa provinsi. Misalnya, DKI Jakarta 
mencatat 18,1 persen migran dengan luas lantai di bawah standar, Nusa Tenggara 
Timur (15,4 persen), dan Papua Selatan (17,9 persen). Sementara itu, di wilayah 
dengan kepadatan rendah seperti Papua Tengah (27,1 persen) dan Papua (6,1 persen), 
data menunjukkan tantangan serupa meskipun penyebabnya kemungkinan berbeda, 
yakni keterbatasan akses infrastruktur dan bahan bangunan, bukan sekadar kepadatan 
urban. Di sisi lain, sebagian besar provinsi di Pulau Jawa menunjukkan proporsi rendah, 
seperti Jawa Tengah (1,2 persen) dan Jawa Timur (1,8 persen), menandakan kondisi 
hunian relatif lebih memadai dari sisi ruang.

Pada kelompok nonmigran, pola yang serupa muncul, tetapi dengan proporsi 
lebih kecil. Meski begitu, terdapat pengecualian penting seperti Papua Pegunungan, 
di mana 43 persen nonmigran masih tinggal di rumah dengan luas lantai di bawah 7,2 
m² per kapita. Kondisi ini memperlihatkan bahwa masalah keterbatasan ruang tidak 
hanya dialami migran, tetapi juga nonmigran, terutama di wilayah dengan hambatan 
geografis dan ekonomi.

Temuan ini konsisten dengan literatur internasional yang menekankan bahwa 
kepadatan hunian (crowding) merupakan salah satu dimensi krusial dalam mengukur 
kualitas perumahan. Menurut UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014), hunian yang 
tidak menyediakan ruang cukup per orang dapat berimplikasi pada kesehatan, privasi, 
serta kualitas hidup. Penelitian di berbagai negara berkembang juga menegaskan 
bahwa keterbatasan ruang per kapita sering kali terkait dengan kerentanan kesehatan 
rumah tangga, terutama risiko penyakit menular akibat over-crowding (Baker et al., 
2018). Selain itu, studi di Indonesia menemukan bahwa kepadatan hunian cenderung 
berkorelasi dengan status sosial ekonomi rendah, terutama pada populasi migran di 
kawasan urban (Hidayat & Susilawati, 2018).
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Gambar 4.16
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan 

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal, 2024

Secara konseptual, teori kebutuhan dasar (basic needs theory) menempatkan 
hunian layak sebagai prasyarat kesejahteraan, sejajar dengan pangan, pendidikan, dan 
kesehatan (Streeten, 1979). Dengan demikian, luas lantai per kapita dapat dipandang 
sebagai proksi multidimensi: ia merefleksikan tidak hanya kondisi fisik hunian, tetapi 
juga keterhubungan dengan faktor struktural seperti tingkat pendapatan, harga tanah, 
urbanisasi, serta akses terhadap pembiayaan perumahan. Perbedaan yang ditemukan 
antara migran dan nonmigran memperlihatkan dimensi tambahan: mobilitas 
penduduk sering kali berasosiasi dengan keterbatasan ruang tinggal, baik karena sifat 
transisi migrasi maupun karena biaya sewa dan akses lahan yang lebih terbatas bagi 
pendatang baru.

4.8.3 Jenis Dinding, Lantai dan Atap Rumah Terluas

Kualitas tempat tinggal tidak hanya ditentukan oleh status kepemilikan atau luas 
lantai per kapita, tetapi juga oleh bahan bangunan utama yang digunakan. Bahan 
bangunan pada dinding, lantai, dan atap rumah merupakan indikator penting yang 
mencerminkan ketahanan fisik, kenyamanan, serta tingkat kesejahteraan rumah 
tangga. UN-Habitat (2009) dan OHCHR (2014) menegaskan bahwa penggunaan 
material yang layak dan aman adalah salah satu dimensi mendasar dari hak atas 
hunian yang layak. Dalam konteks Indonesia, data migran dan nonmigran yang 
disajikan dalam Lampiran 23, 24, dan 25 memberikan gambaran faktual mengenai 
variasi penggunaan bahan bangunan di berbagai provinsi, sekaligus mencerminkan 
perbedaan kondisi geografis, ekonomi, dan ketersediaan sumber daya lokal.

Gambar 4.17 menggambarkan kondisi kualitas bahan bangunan secara nasional, 
di mana dinding tembok merupakan bahan bangunan utama rumah tangga, 
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digunakan oleh 86,3 persen migran dan 81,1 persen nonmigran. Meski demikian, 
variasi antarwilayah sangat mencolok. Pada kelompok migran, penggunaan tembok 
hampir merata di kawasan perkotaan maju, seperti DKI Jakarta (99,5 persen) dan DI 
Yogyakarta (97,5 persen), namun jauh lebih rendah di daerah terpencil seperti Papua 
Pegunungan (22,4 persen) dan Papua Tengah (32,1 persen). Pola serupa terlihat pada 
nonmigran: Bali (98,9 persen) dan DKI Jakarta (97,1 persen) menunjukkan dominasi 
tembok, kontras dengan Papua Pegunungan (4,3 persen) dan Papua Tengah (17,2 
persen). Angka selengkapnya tertampil pada Lampiran 23.

Selain tembok, bahan bangunan kayu/papan dan anyaman bambu masih berperan 
signifikan di sejumlah wilayah. Misalnya, 66,5 persen rumah nonmigran di Kalimantan 
Selatan berdinding kayu/papan. Hal ini mencerminkan keterkaitan erat antara 
ketersediaan sumber daya lokal, biaya material, serta tradisi konstruksi. Penelitian 
Tipple (2005) menegaskan bahwa pemilihan bahan bangunan bukan sekadar pilihan 
teknis, tetapi juga terkait dengan aksesibilitas material, pola mata pencaharian, dan 
adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, distribusi material bangunan 
di Indonesia tidak hanya menggambarkan tingkat ekonomi, tetapi juga merupakan 
cerminan adaptasi lokal terhadap sumber daya dan budaya konstruksi setempat.

Dari sudut pandang kebijakan, variasi ini penting dicermati karena bahan bangunan 
berimplikasi langsung pada ketahanan rumah terhadap bencana alam, seperti gempa 
dan angin kencang, yang sering melanda wilayah Indonesia. Dengan memperhatikan 
distribusi material bangunan, pemerintah dapat mengidentifikasi provinsi yang lebih 
rentan dari sisi kualitas perumahan, sekaligus merancang intervensi peningkatan mutu 
material yang tetap selaras dengan praktik lokal.

Gambar 4.17
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Kualitas

Bahan Bangunan Tempat Tinggal Yang Digunakan, 2024
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Apabila dinding mencerminkan ketahanan struktur, maka lantai rumah menjadi 
indikator penting kenyamanan dan higienitas. Material lantai dapat menunjukkan 
perbedaan yang lebih tajam dalam kualitas hunian karena langsung berhubungan 
dengan kesehatan rumah tangga, terutama dalam mencegah kelembapan, debu, 
maupun penyakit berbasis lingkungan.

Data Susenas Tahun 2024 menunjukkan bahwa keramik telah menjadi bahan lantai 
utama rumah tangga di Indonesia, digunakan oleh 65,3 persen migran dan 59,8 persen 
nonmigran. Penggunaan keramik paling menonjol terdapat di wilayah perkotaan dengan 
akses tinggi terhadap pasar bahan bangunan, seperti DKI Jakarta (91,3 persen migran, 
89,6 persen nonmigran), Jawa Barat (86,2 persen migran, 79,8 persen nonmigran), 
dan Banten (87,5 persen migran, 87,4 persen nonmigran). Sebaliknya, di kawasan 
timur Indonesia, khususnya Papua Pegunungan, proporsi rumah tangga dengan lantai 
tanah dan bambu masih mencapai lebih dari 50 persen, baik untuk migran maupun 
nonmigran. Data selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 24.

Meskipun secara nasional hanya 2,2 persen nonmigran dan 0,3 persen migran 
yang masih menempati rumah dengan lantai tanah, angka ini tetap signifikan dari 
perspektif kesehatan masyarakat. WHO (2018) menegaskan bahwa lantai tanah 
berkorelasi dengan peningkatan risiko penyakit menular, termasuk diare dan infeksi 
parasit usus pada anak-anak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Spears (2013) 
yang menunjukkan bahwa kondisi sanitasi dan lingkungan rumah tangga, termasuk 
jenis lantai, berhubungan erat dengan stunting dan perkembangan anak di negara 
berkembang.

Bagi pengambil kebijakan, data ini menggarisbawahi pentingnya program 
intervensi perumahan yang tidak hanya fokus pada kepemilikan rumah, tetapi juga 
pada peningkatan kualitas material dasar rumah tangga. Program subsidi atau 
bantuan renovasi lantai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah di daerah dengan 
prevalensi lantai tanah yang tinggi dapat menjadi strategi efektif dalam menurunkan 
risiko kesehatan masyarakat. Sementara itu, bagi akademisi, data ini membuka 
peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara material lantai, 
kondisi sanitasi rumah tangga, dan outcome kesehatan jangka panjang, terutama di 
wilayah dengan ketimpangan infrastruktur yang besar.

Setelah membahas lantai, komponen terakhir yang tak kalah penting adalah atap 
rumah. Atap merupakan pelindung utama dari iklim tropis Indonesia yang bercirikan 
curah hujan tinggi, panas, dan lembap. Variasi material atap dapat mencerminkan 
kemampuan rumah tangga dalam menghadapi tantangan iklim sekaligus menjadi 
indikator ketahanan rumah terhadap bencana alam.

Pada tingkat nasional, genteng masih menjadi material atap paling umum, 
digunakan oleh 54,7 persen migran dan 54,9 persen nonmigran (Lampiran 25). Selain 
itu, seng juga menempati porsi besar (32,7 persen migran; 32,4 persen nonmigran), 
menunjukkan bahwa kedua material ini mendominasi atap rumah tangga di Indonesia. 
Di wilayah perkotaan besar dengan infrastruktur lebih maju seperti DKI Jakarta, 
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terjadi diversifikasi penggunaan material: proporsi rumah tangga yang menggunakan 
genteng relatif lebih rendah (50,4 persen pada migran, 37,3 persen pada nonmigran), 
sementara penggunaan beton dan asbes cukup signifikan. Variasi ini mencerminkan 
transisi menuju material modern yang lebih tahan lama, seiring dengan ketersediaan 
pasar bahan bangunan dan tingkat daya beli masyarakat.

Namun, kesenjangan antarwilayah sangat terlihat. Di Papua Pegunungan, 54,1 
persen migran dan 42,0 persen nonmigran masih menggunakan jerami, ijuk, daun-
daunan, atau rumbia sebagai atap. Fenomena ini mencerminkan dua hal sekaligus. 
Pertama, keberlanjutan tradisi lokal dalam memanfaatkan material alami, yang 
sesuai dengan kondisi ekologis setempat dan relatif mudah diakses. Kedua, adanya 
keterbatasan dalam akses terhadap material modern akibat faktor geografis, 
infrastruktur transportasi, maupun daya beli masyarakat.

Dari perspektif akademis, temuan ini mendukung teori Turner (1976) yang 
menekankan bahwa pemilihan material bangunan tidak hanya ditentukan oleh 
aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan identitas budaya dan adaptasi ekologis. 
Bagi pengambil kebijakan, data ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan 
perumahan yang tidak seragam (one-size-fits-all), melainkan sensitif terhadap konteks 
lokal. Di satu sisi, perlu dorongan peningkatan kualitas material agar rumah lebih 
tahan terhadap bencana iklim tropis seperti hujan deras dan angin kencang. Di sisi 
lain, kebijakan tersebut harus memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal dalam 
penggunaan material alami, yang masih menjadi bagian integral dari praktik konstruksi 
di beberapa daerah.

4.8.4 Sanitasi

Selain pemenuhan kebutuhan air bersih, salah satu aspek penting dari lingkungan 
tempat tinggal yang sehat adalah tersedianya fasilitas sanitasi, khususnya fasilitas 
buang air besar. Fasilitas ini berperan besar dalam mencegah penyebaran penyakit 
berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan infeksi cacing. Oleh karena itu, rumah 
tangga perlu memiliki akses terhadap fasilitas buang air besar yang layak, idealnya 
dimiliki sendiri, tertutup, menggunakan kloset leher angsa dan sistem pembuangannya 
diolah melalui tangki septik atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Berdasarkan hasil Susenas 2024, secara nasional 89,3 persen rumah tangga 
migran telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, meningkat dibandingkan capaian 
tahun sebelumnya (87,8 persen). Penggunaan fasilitas bersama juga menurun dari 
9,1 persen menjadi 7,9 persen, sementara proporsi rumah tangga migran yang tidak 
memiliki fasilitas buang air besar juga mengalami penurunan dari 2,3 persen menjadi 
2,0 persen. Di sisi lain, rumah tangga nonmigran mencatatkan angka kepemilikan 
fasilitas sendiri sebesar 89,4 persen, dengan 3,1 persen di antaranya belum memiliki 
fasilitas.

Secara regional, Provinsi Papua Pegunungan mencatat capaian sempurna dalam 
kepemilikan fasilitas sendiri pada rumah tangga migran (100 persen), berbeda dengan 
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tahun sebelumnya yang menunjukkan cakupan rendah. Sementara itu, DI Yogyakarta 
masih menjadi provinsi dengan capaian terendah, yakni hanya 63,9 persen rumah 
tangga migran memiliki fasilitas sendiri.

Dari sisi jenis kloset yang digunakan, 97,9 persen rumah tangga migran telah 
menggunakan kloset leher angsa, meningkat dari 96,9 persen pada tahun sebelumnya. 
Sementara itu, penggunaan kloset plengsengan/cemplung/cubluk turun menjadi 2,1 
persen. Jika dibandingkan, rumah tangga nonmigran mencatatkan penggunaan kloset 
leher angsa sebesar 96,6 persen, menunjukkan bahwa rumah tangga migran memiliki 
akses sedikit lebih baik terhadap sanitasi yang lebih higienis.

Beberapa provinsi bahkan mencapai 100 persen rumah tangga migran 
menggunakan kloset leher angsa, seperti Aceh, DKI Jakarta, Banten, Bali, NTB, 
Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat Daya. Namun demikian, tantangan 
signifikan masih terdapat di Papua Pegunungan, di mana hanya 29,1 persen rumah 
tangga migran menggunakan kloset leher angsa dan 70,9 persen masih menggunakan 
sistem tradisional.

Dari segi tempat pembuangan akhir tinja, data menunjukkan bahwa 87,5 persen 
rumah tangga migran secara nasional menggunakan tangki septik atau IPAL, menurun 
dibandingkan tahun 2023 yang mencatat angka 86,6 persen. Sebaliknya, rumah 
tangga nonmigran mencatatkan capaian 81,4 persen, menunjukkan bahwa migran 
memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap sistem pembuangan yang lebih aman. 
Penggunaan selain tangki septik atau IPAL, seperti pembuangan langsung ke kolam, 
sawah, sungai, atau kebun, masih dilakukan oleh 12,5 persen rumah tangga migran, 
dan bahkan lebih tinggi pada rumah tangga nonmigran (18,6 persen).

Gambar 4.18
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan 

Fasilitas Pengelolaan Limbah yang Digunakan, 2024
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Secara regional, provinsi dengan cakupan penggunaan tangki septik tertinggi oleh 
rumah tangga migran adalah Bali (100 persen), Kep. Riau (99,5 persen), dan Papua 
Barat Daya (99,2 persen). Sebaliknya, Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan, 
dengan hanya 29,1 persen rumah tangga migran yang menggunakan IPAL/tangki 
septik, dan 70,9 persen lainnya masih membuang tinja ke lokasi terbuka atau tanpa 
pengolahan, menjadikannya provinsi dengan sanitasi terburuk di Indonesia. Hal ini 
konsisten dengan rendahnya kualitas jenis kloset di provinsi ini, dan menunjukkan 
bahwa sanitasi layak belum dapat dijangkau oleh mayoritas rumah tangga migran di 
wilayah tersebut.

Provinsi-provinsi lain dengan tingkat rendah penggunaan IPAL pada rumah tangga 
migran mencakup Bengkulu (53,6 persen), Papua Selatan (66,4 persen), dan Papua 
Tengah (83,2 persen). Sementara itu, sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera 
Barat, dan Kalimantan Barat mencatat proporsi 70–80 persen, artinya masih cukup 
banyak rumah tangga migran di wilayah tersebut yang membuang tinja ke lingkungan 
tanpa pengolahan.

Secara keseluruhan, data Susenas 2024 menunjukkan bahwa akses fasilitas 
sanitasi rumah tangga migran mengalami peningkatan di hampir semua dimensi: 
mulai dari kepemilikan fasilitas sendiri, jenis kloset yang digunakan, hingga sistem 
pengolahan limbahnya. Meski demikian, tantangan besar masih tersisa, terutama di 
wilayah timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, 
yang masih menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur dasar. Intervensi 
kebijakan yang terfokus, pembangunan infrastruktur sanitasi, dan edukasi masyarakat 
mutlak diperlukan untuk menjamin bahwa tidak ada rumah tangga di Indonesia yang 
tertinggal dalam akses terhadap sanitasi yang layak dan aman.

4.8.5 Sumber Air Minum

Setelah mengetahui kondisi fisik bangunan dan fasilitas sanitasi tempat tinggal 
rumah tangga migran, aspek penting lainnya yang mendukung kualitas hidup di 
tempat tinggal adalah akses terhadap air minum yang bersih dan layak. Air merupakan 
kebutuhan pokok manusia yang sangat vital, khususnya untuk konsumsi sehari-hari. 
Berdasarkan standar kebutuhan fisiologis, manusia dewasa memerlukan asupan air 
sebanyak 2,0 hingga 2,5 liter atau setara 8 gelas per hari (Armstrong dan Johnson, 
2018). Kekurangan konsumsi air bersih tidak hanya berdampak pada kenyamanan 
hidup, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang 
apabila air yang dikonsumsi tidak memenuhi standar higienis.

Dalam analisis ini, kualitas akses terhadap air minum rumah tangga dibedakan 
menjadi dua indikator utama, yaitu sumber air minum bersih dan akses air minum 
layak. Sumber air minum bersih mencakup air kemasan, air isi ulang, air ledeng, serta 
air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang letaknya 
minimal sepuluh meter dari tempat penampungan limbah atau kotoran. Sementara 
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itu, akses air minum layak mencakup seluruh sumber air yang dapat dikonsumsi 
langsung dengan atau tanpa pengolahan tambahan, serta didukung oleh sumber air 
penggunaan rumah tangga lainnya yang juga memenuhi kriteria sanitasi.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, secara 
nasional tercatat bahwa 83,5 persen rumah tangga migran menggunakan sumber air 
minum bersih. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen poin dibandingkan 
capaian tahun sebelumnya yang sebesar 81,0 persen. Sementara itu, akses rumah 
tangga migran terhadap air minum layak mencapai 94,6 persen pada tahun 2024, 
meningkat dari 93,7 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa 
secara umum, baik dari sisi kualitas maupun kelayakan, kondisi akses air minum bagi 
rumah tangga migran mengalami perbaikan dalam satu tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan rumah tangga nonmigran, penggunaan sumber air 
minum bersih tercatat sebesar 78,6 persen, dan akses air minum layak mencapai 
92,6 persen. Dengan demikian, rumah tangga migran memiliki keunggulan sekitar lima 
persen poin dalam hal akses terhadap sumber air minum bersih, serta keunggulan dua 
persen poin dalam akses air minum layak. Selisih ini relatif stabil dibandingkan dengan 
pola tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa rumah tangga migran 
cenderung memiliki akses air minum yang lebih baik dibandingkan nonmigran, baik 
karena mobilitas ke wilayah yang lebih maju, maupun akibat dari peningkatan kondisi 
sosial ekonomi setelah bermigrasi.

Secara regional, penggunaan sumber air minum bersih tertinggi oleh rumah 
tangga migran tercatat di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur, masing-
masing sebesar 99,1 persen. Provinsi Gorontalo menyusul di angka 98,3 persen, 
sementara DKI Jakarta berada di posisi keempat dengan capaian 93,7 persen. Di sisi 
lain, akses air minum layak tertinggi pada rumah tangga migran tercatat di tiga provinsi 
dengan capaian 100 persen, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Papua. Provinsi lain yang juga 
mencatatkan angka tinggi dalam hal akses air layak adalah DI Yogyakarta sebesar 98,8 
persen dan Kepulauan Riau sebesar 98,6 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa 
wilayah-wilayah perkotaan dan provinsi-provinsi dengan infrastruktur dasar yang lebih 
maju cenderung memberikan akses yang sangat baik terhadap air minum bagi rumah 
tangga migran.

Sementara itu, sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur masih menunjukkan 
capaian rendah. Provinsi Papua Pegunungan merupakan wilayah dengan tingkat 
penggunaan sumber air minum bersih terendah pada rumah tangga migran, yaitu 
hanya sebesar 27,0 persen. Provinsi Papua Tengah juga mencatat angka yang rendah, 
yakni 52,7 persen, diikuti oleh Kalimantan Barat sebesar 49,6 persen. Dalam hal akses 
air minum layak, Papua Pegunungan kembali mencatatkan capaian terendah secara 
nasional, yakni hanya 29,1 persen, diikuti oleh Papua Selatan sebesar 82,7 persen, 
serta Kalimantan Tengah sebesar 76,6 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa 
kesenjangan antarwilayah masih signifikan, khususnya antara kawasan barat dan timur 
Indonesia. Di sisi lain, pada rumah tangga nonmigran, pola serupa juga ditemukan. DKI 
Jakarta mencatat 100 persen akses air minum layak, sedangkan Papua Pegunungan 
hanya mencapai 30,7 persen.
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Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara nasional telah 
terjadi perbaikan akses terhadap air minum bersih dan layak, baik pada rumah tangga 
migran maupun nonmigran. 

Gambar 4.19
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen yang 

Menggunakan Sumber Air Minum Utama Menurut Provinsi, 2024
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Namun demikian, disparitas wilayah masih menjadi tantangan besar. Provinsi-
provinsi di kawasan timur, terutama Papua dan beberapa wilayah Kalimantan, masih 
tertinggal cukup jauh dibandingkan wilayah barat Indonesia. Oleh karena itu, perlu 
ada intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam bentuk pembangunan 
infrastruktur air bersih dan program penyediaan air layak minum berbasis masyarakat, 
guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar yang adil dan merata bagi seluruh 
lapisan rumah tangga di Indonesia, tanpa terkecuali.

4.8.6  Bahan Bakar Utama Memasak

Setiap rumah tangga memerlukan energi untuk menunjang aktivitas kehidupan, 
salah satunya adalah untuk keperluan memasak. Pemilihan bahan bakar utama yang 
digunakan untuk memasak sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan tempat 
tinggal dan kesehatan penghuni rumah tangga. Dalam konteks ini, bahan bakar gas 
seperti elpiji, gas kota, dan biogas merupakan bahan bakar yang dinilai lebih ramah 
lingkungan karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dan tidak menyebabkan 
kerusakan hutan. Selain itu, bahan bakar gas juga cenderung lebih mudah dijangkau 
karena tersedia luas di pasar dan memiliki sistem distribusi yang relatif stabil 
dibandingkan bahan bakar padat seperti arang, briket, dan kayu bakar.

Berdasarkan hasil Susenas 2024, secara nasional 84,2 persen rumah tangga 
migran telah menggunakan elpiji, gas kota, atau biogas sebagai bahan bakar utama 
untuk memasak. Meskipun angka ini mengalami penurunan sebesar 1,9 persen poin 
dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 86,1 persen, kelompok 
migran tetap menunjukkan dominasi penggunaan bahan bakar gas untuk keperluan 
memasak. Sementara itu, bahan bakar padat seperti kayu bakar masih digunakan 
oleh 7,0 persen rumah tangga migran, diikuti oleh minyak tanah sebesar 3,1 persen, 
dan listrik sebesar 1,8 persen. Sebanyak 3,9 persen rumah tangga migran tercatat 
tidak memasak di rumah, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya 
sebesar 1,7 persen. Hal ini mengindikasikan kemungkinan meningkatnya akses 
terhadap makanan siap saji atau konsumsi di luar rumah pada kelompok migran.

Dibandingkan dengan rumah tangga nonmigran, proporsi penggunaan bahan bakar 
gas sedikit lebih tinggi, yakni sebesar 86,7 persen, atau berselisih 2,5 persen poin di 
atas kelompok migran. Namun demikian, kelompok nonmigran menunjukkan proporsi 
penggunaan kayu bakar yang lebih besar, yaitu sebesar 8,1 persen, atau selisih 1,1 
persen poin lebih tinggi dibanding rumah tangga migran. Penggunaan minyak tanah 
pada nonmigran tercatat sebesar 2,4 persen, lebih rendah dari migran. Selain itu, 
rumah tangga nonmigran yang tidak memasak di rumah jauh lebih sedikit, yaitu hanya 
0,4 persen, menunjukkan bahwa rumah tangga nonmigran cenderung lebih stabil 
dalam kegiatan memasak mandiri di rumah dibandingkan kelompok migran. Perbedaan 
ini dapat mencerminkan karakteristik gaya hidup atau keterjangkauan sumber pangan 
siap saji di lokasi tempat tinggal masing-masing kelompok rumah tangga.

Jika dilihat secara provinsi, penggunaan elpiji/gas/biogas tertinggi pada rumah 
tangga migran tercatat di Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, masing-masing 
sebesar 97,7 persen, disusul oleh Gorontalo (97,0 persen) dan Banten (93,1 persen). 
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Di sisi lain, provinsi dengan tingkat penggunaan bahan bakar gas terendah pada 
rumah tangga migran masih didominasi oleh wilayah timur Indonesia, terutama Papua 
Pegunungan (2,0 persen), Papua Tengah (2,8 persen), dan Papua Selatan (4,1 persen). 
Di wilayah-wilayah ini, bahan bakar yang dominan digunakan untuk memasak adalah 
kayu bakar dan minyak tanah. Sebagai contoh, Papua Pegunungan mencatatkan 
penggunaan kayu bakar sebesar 63,3 persen dan minyak tanah sebesar 34,5 persen, 
sedangkan Papua Tengah mencatat penggunaan kayu bakar sebesar 70,7 persen dan 
minyak tanah sebesar 24,5 persen. Papua Selatan dan Maluku Utara juga menunjukkan 
pola serupa, dengan penggunaan bahan bakar padat yang jauh lebih tinggi dibanding 
gas.

Sementara itu, untuk rumah tangga nonmigran, pola penggunaan bahan bakar 
memasak juga memperlihatkan ketimpangan regional yang signifikan. Di provinsi seperti 
Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, proporsi penggunaan kayu 
bakar dan minyak tanah masih sangat dominan. Misalnya, di Papua Pegunungan, 80,6 
persen rumah tangga nonmigran menggunakan kayu bakar, sedangkan penggunaan 
gas hanya sebesar 0,5 persen. Di Papua, meskipun penggunaan gas telah mencapai 
49,5 persen, penggunaan kayu bakar masih tinggi yaitu sebesar 33,9 persen. Capaian 
ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar padat masih tinggi di 
Kawasan Timur Indonesia, baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran.

Gambar 4.20
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan  
Empat Terbesar Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024

Secara umum, data tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan bahan bakar 
gas masih menjadi pilihan utama rumah tangga di Indonesia, terutama pada kelompok 
rumah tangga nonmigran. Namun demikian, ketimpangan antarwilayah masih 
mencolok, terutama di wilayah Indonesia bagian timur yang masih sangat bergantung 
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pada bahan bakar tradisional seperti minyak tanah dan kayu bakar. Ketergantungan ini 
tidak hanya berdampak pada kualitas udara dalam rumah tangga dan risiko kesehatan 
pernapasan, tetapi juga berpotensi menambah tekanan terhadap lingkungan sekitar 
akibat deforestasi. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut dalam distribusi energi 
bersih dan terjangkau, seperti program subsidi elpiji yang lebih merata, pembangunan 
infrastruktur distribusi energi di wilayah terpencil, serta penyuluhan tentang bahaya 
penggunaan beberapa jenis bahan bakar terhadap kesehatan dan lingkungan.

4.8.7 Sumber Penerangan

Hal esensial lain yang wajib ada dalam menjalankan kehidupan rumah tangga 
sehari-hari adalah fasilitas penerangan yang mengacu pada keberadaan aliran listrik 
yang menjangkau tempat tinggal rumah tangga. Dengan adanya fasilitas penerangan, 
rumah tangga tetap dapat melakukan aktivitasnya meskipun di malam hari. Bagi 
beberapa rumah tangga, listrik juga menjadi sumber energi untuk mendapatkan 
sumber air minum dan memasak. Selain itu, anak-anak di rumah tangga tersebut 
masih dapat belajar di malam hari dan berdampak pada kualitas pendidikan mereka. 
Sebagian besar penyediaan energi listrik di Indonesia berasal dari Perusahaan Listrik 
Negara (PLN). Walaupun tempat tinggal rumah tangga perlu memasang meteran untuk 
berlangganan listrik PLN, masih ada banyak rumah tangga yang mengakses listrik 
PLN tanpa meteran, mengusahakan listrik sendiri, atau bahkan tidak menggunakan 
listrik sebagai sumber penerangan. Oleh karena itu, keberadaan sumber penerangan, 
terutama dari PLN, bisa menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga.

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa akses rumah tangga migran terhadap 
listrik dari PLN secara nasional telah mencapai 98,7 persen. Dari jumlah tersebut, 
94,8 persen rumah tangga migran menempati rumah yang terpasang listrik PLN 
dengan meteran, sementara 3,9 persen lainnya mengakses listrik PLN tanpa meteran 
(Lampiran 31). Hanya 1,1 persen rumah tangga migran yang menggunakan listrik selain 
dari PLN, dan 0,2 persen masih bergantung pada penerangan bukan listrik.

Pada rumah tangga nonmigran, persentase yang terpasang listrik PLN dengan 
meteran juga mencapai 94,8 persen, sama dengan rumah tangga migran. Namun, 
proporsi yang mengakses listrik PLN tanpa meteran sedikit lebih rendah, yakni 3,5 
persen. Sementara itu, rumah tangga nonmigran yang menggunakan listrik nonPLN 
dan penerangan bukan listrik masing-masing sebesar 1,2 persen dan 0,5 persen, lebih 
tinggi dibandingkan rumah tangga migran.

 Bila dilihat secara regional, proporsi penggunaan listrik PLN dengan meteran yang 
tinggi oleh rumah tangga migran dapat ditemukan di Provinsi Maluku (98,1 persen), 
Provinsi Aceh (97,8 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (97,7 persen). Sementara itu, 
proporsi penggunaan listrik PLN dengan meteran terendah tercatat di Provinsi Papua 
Pegunungan (27,0 persen), diikuti oleh Provinsi Papua Tengah (57,6 persen) dan 
Provinsi Kalimantan Tengah (74,5 persen).  

Di Papua Pegunungan, rendahnya akses listrik PLN dengan meteran diimbangi 
oleh tingginya penggunaan listrik nonPLN (54,1 persen) serta penerangan bukan listrik 
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Jika ditinjau menurut provinsi, terlihat adanya variasi yang cukup tajam antara 
rumah tangga migran dan nonmigran dalam akses listrik PLN dengan meteran. Di 
wilayah timur Indonesia, rumah tangga non-migran masih banyak yang belum terakses 
listrik PLN dengan meteran, seperti di Papua Pegunungan (hanya 12,8 persen), Papua 
Tengah (32,0 persen), dan Papua Selatan (62,7 persen), sehingga sebagian besar 
masih mengandalkan listrik non-PLN maupun penerangan bukan listrik. Sebaliknya, di 
sejumlah provinsi lain, capaian rumah tangga non-migran lebih tinggi daripada migran, 
misalnya di DI Yogyakarta (95,6 persen non-migran vs 88,0 persen migran) dan Bali 
(96,6 persen vs 83,1 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun rata-rata 
nasional seimbang, kerentanan akses justru lebih banyak dialami rumah tangga non-
migran di beberapa wilayah timur Indonesia.

4.9 Keadaan Sosial Ekonomi Lainnya

4.9.1 Kepemilikan Aset

Jumlah dan nilai aset yang dimiliki merupakan salah satu indikator dari tingkat 
kesejahteraan suatu rumah tangga. Semakin banyak aset yang dimiliki dan semakin 

Gambar 4.21
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan

Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024

(18,9 persen). Sementara itu, di Papua Tengah, masih terdapat proporsi cukup besar 
yang mengandalkan penerangan bukan listrik (26,9 persen) dan listrik non-PLN (15,5 
persen). Adapun di Kalimantan Tengah, keterbatasan listrik PLN dengan meteran 
sebagian ditutupi oleh penggunaan listrik PLN tanpa meteran (22,5 persen) serta 
listrik non-PLN (3,0 persen). Di sisi lain, akses penerangan bukan listrik tertinggi di 
Indonesia tercatat di Provinsi Papua Tengah (26,9 persen), diikuti oleh Provinsi Papua 
Pegunungan (18,9 persen) dan Provinsi Papua Barat (2,9 persen). 
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besar nilainya, dapat menunjukkan semakin sejahtera suatu rumah tangga. Pada 
bagian ini akan dibahas karakteristik rumah tangga migran berdasarkan kepemilikan 
aset. Aset yang termasuk antara lain tabung gas, kulkas, AC, pemanas air, telepon 
rumah, komputer/laptop, sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, dan televisi 
layar datar, emas/perhiasan dan tanah/lahan. 

Gambar 4.22
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan

Kepemilikan Aset Rumah Tangga, 2024
Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, ada sebanyak 2,0 persen rumah tangga 

migran yang tidak memilki semua aset yang telah disebutkan di atas, sedikit lebih 
rendah dari rumah tangga nonmigran yang sebesar 2,3 persen. Papua Pegunungan dan 
Papua Barat Daya menjadi provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga migran 
yang tidak memiliki aset. Untuk rumah tangga nonmigran, Papua Pegunungan dan 
Papua Tengah menjadi provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga nonmigran 
yang tidak memiliki aset.

Apabila dirinci menurut jenis aset, sepeda motor, lemari es/kulkas, dan tanah/
lahan merupakan aset yang dominan dimiliki baik oleh rumah tangga migran maupun 
nonmigran. Persentase rumah tangga migran yang memiliki sepeda motor sebesar 
87,7 persen, sedangkan nonmigran sebesar 84,2 persen. Sedangkan rumah tangga 
migran yang memiliki lemari es/kulkas sebesar 74,2 persen dan rumah tangga non 
migran sebesar 72,8 persen. Adapun terkait kepemilikan tanah/lahan, rumah tangga 
migran yang memiliki tanah/lahan sebesar 70,3 persen dan rumah tangga non migran 
sebesar 76,9 persen. 

Kepemilikan barang konsumtif rumah tangga yang sifatnya mewah seperti AC, 
pemanas air, dan mobil di rumah tangga migran sebagian besar terdapat di Banten, DKI 
Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan pada rumah tangga non migran 
terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Bali. Persentase kepemilikan 
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barang-barang tersebut terdapat di provinsi yang berada pada kuartil atas sehingga 
memberikan kesimpulan bahwa secara umum merupakan rumah tangga yang berada 
pada tingkat kesejahteraan yang sangat baik. Persentase rumah tangga migran dan 
nonmigran menurut provinsi dan kepemilikan aset ditampilkan pada Lampiran 32. 

4.9.2 Jenis Alat Komunikasi dan Informasi

 Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai informasi yang lebih umum yaitu 
jenis alat komunikasi dan informasi yang digunakan oleh rumah tangga migran dan 
nonmigran dalam tiga bulan terakhir sebelum periode survei. Alat komunikasi yang 
dicakup antara lain telepon seluler (HP)/telepon tetap nirkabel atau Fixed Wireless 
Access (FWA), komputer, dan internet. Penggunaan komputer meliputi PC (personal 
computer)/desktop, laptop/notebook, dan tablet (atau sejenis komputer genggam). 
Pertanyaan ini ditanyakan untuk semua anggota rumah tangga (ART).  Secara umum, 
penggunaan ketiga alat komunikasi dan informasi tersebut di semua wilayah pada 
rumah tangga migran memiliki tingkat penetrasi yang lebih tinggi dibanding rumah 
tangga nonmigran (Gambar 4.23). Persentase rumah tangga migran dan nonmigran 
menurut jenis alat komunikasi dan informasi yang digunakan dalam tiga bulan terakhir 
secara rinci terdapat pada Lampiran 33.

Persentase penggunaan telepon seluler/nirkabel memiliki nilai yang cenderung 
sama di semua wilayah baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran. Hal 
ini mengindikasikan bahwa layanan dan penggunaan telepon seluler sudah cukup 
meluas dan merata. Adapun tingkat penetrasi untuk rumah tangga migran sebesar 
99,0 persen, lebih tinggi dari rumah tangga nonmigran sebesar 92,8 persen. 

Sebagian besar provinsi memiliki penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel 
di atas nilai 90 persen baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran. Penetrasi 
penggunaan telepon seluler/nirkabel pada rumah tangga migran di 8 (delapan) provinsi 
bahkan mencapai 100 persen yaitu terdapat di provinsi Riau, Jambi, Bali, Kalimantan 
Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. 
Terdapat 2 (dua) provinsi dengan penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel 
terendah baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran secara berturut-turut 
yaitu Papua Tengah (73,5 persen dan 48,0 persen) dan Papua Pegunungan (47,7 persen 
dan 31,6 persen). Sementara itu, terdapat perbedaan penetrasi penggunaan telepon 
seluler/nirkabel yang cukup kontras di Provinsi Papua Selatan. Penetrasi pada rumah 
tangga migran di provinsi tersebut sebesar 100,0 persen, namun pada rumah tangga 
nonmigran sebesar 72,9 persen (terendah ketiga dari 38 provinsi). Adapun persentase 
tertinggi penggunaan telepon seluler/nirkabel pada rumah tangga nonmigran terdapat 
di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,1 persen. 

Penggunaan telepon seluler/nirkabel sangat terkait dengan penggunaan internet. 
Pola yang terjadi pada penggunaan telepon seluler/nirkabel cenderung sama dengan 
pola penggunaan internet. Mayoritas provinsi memiliki angka penetrasi penggunaan 
internet pada rumah tangga migran dengan nilai di atas 90 persen, sedangkan pada 
rumah tangga nonmigran dengan nilai di atas 80 persen. 
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Gambar 4.23
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Alat  

Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024
Dua provinsi dengan angka penetrasi paling rendah baik pada rumah tangga 

migran maupun nonmigran adalah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan 
yang notabene juga memiliki angka penetrasi penggunaan telepon seluler/nirkabel 
terrendah. Adapun perbandingan penetrasi internet antara rumah tangga migran dan 
nonmigran di kedua provinsi tersebut juga memiliki perbedaan kontras. Rumah tangga 
migran di Papua Tengah dan Papua Pegunungan memiliki persentase penggunaan 
internet sekitar 2 (dua) dan 3,5 kali lebih banyak dibanding rumah tangga nonmigran di 
masing-masing provinsi tersebut. 

Di Provinsi Papua Selatan juga terjadi pola yang sama dengan penetrasi 
penggunaan telepon seluler/nirkabel. Perbedaan penetrasi penggunaan internet yang 
cukup kontras di Provinsi Papua Selatan yaitu sebesar 91,6 persen pada rumah tangga 
migran dan sebesar 64,9 persen pada rumah tangga nonmigran (paling rendah ketiga 
dari 38 provinsi). Provinsi dengan penetrasi penggunaan internet tertinggi pada rumah 
tangga migran terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100,0 persen dan pada 
rumah tangga nonmigran terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 97,4 persen.

Dalam hal penggunaan komputer, secara umum penetrasinya masih jauh lebih 
rendah dibanding penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet. Penetrasi 
penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet secara nasional pada rumah tangga 
migran masing-masing bernilai sekitar 2,5 kali lebih besar dibanding penggunaan 
komputer. Sementara itu, pada rumah tangga nonmigran, perbedaannya jauh lebih 
besar yaitu persentase penggunaan telepon seluler/nirkabel dan internet sekitar 3,5 
dan 3,4 kali lebih banyak dibandingkan penetrasi penggunaan komputer. Di sisi lain, 
terdapat perbedaan penetrasi penggunaan komputer dimana persentase pada rumah 
tangga migran (39,2 persen) 1,5 kali lebih besar dibanding rumah tangga nonmigran 
(26,4 persen). Sebagian besar provinsi memiliki penetrasi penggunaan komputer lebih 
dari 20 persen baik pada rumah tangga migran maupun nonmigran. 

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



92 |     Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Pada rumah tangga migran, hanya terdapat 1 (satu) provinsi yang berada di bawah 
nilai tersebut yaitu Papua Pegunungan sebesar 18,2 persen. Sedangkan pada rumah 
tangga nonmigran, terdapat 3 (tiga) provinsi dengan penetrasi penggunaan komputer 
kurang dari 20 persen, yaitu Lampung (19,1 persen), Papua Tengah (9,0 persen), dan 
Papua Pegunungan (2,9 persen). Provinsi DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan 
persentase penggunaan komputer tertinggi pada rumah tangga migran sebesar 77,9 
persen, sedangkan untuk rumah tangga nonmigran terjadi di DKI Jakarta sebesar 44,9 
persen. 

4.9.3 Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako

Dalam rangka program penanggulangan kemiskinan, pemerintah menyalurkan 
bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat. Program bantuan sosial 
dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Program 
bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang 
mulai tahun 2017 ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang 
kemudian pada tahun 2020 dikembangkan lagi menjadi Program Sembako. Pemberian 
bantuan dari pemerintah idealnya diterima keluarga penerima manfaat (KPM) setiap 
bulannya.

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara 
nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang 
elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah 
ditentukan di e-Warong. Pada tahun 2020 program BPNT dikembangkan menjadi 
program Sembako. Dengan Program Sembako, indeks bantuan yang semula 
Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Selain itu, program 
Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa 
beras dan telur seperti pada program BPNT. Sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam 
rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19, sejak bulan Maret 2020 Pemerintah 
menaikkan besaran manfaat program Sembako menjadi Rp200.000/KPM/ bulan. 
Jumlah penerima manfaat program Sembako pada tahun 2020 juga diperluas dari 15,6 
juta KPM menjadi 18,8 juta KPM. Alat pembayaran elektronik untuk Program Sembako 
adalah dengan Kartu Keluarga Sejahtera.

Program Sembako adalah program Bantuan Sosial pangan yang diberikan dalam 
bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam 
data terpadu kesejahteraan sosial. (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako). Waktu penyaluran 
Program Sembako dilaksanakan setiap periode atau sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah. Penyaluran Program Sembako dapat dilaksanakan bersamaan dengan 
penyaluran Bantuan Sosial lainnya di Kementerian Sosial.

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa secara nasional, terdapat 15,8 
persen rumah tangga migran yang menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program 
Sembako minimal satu kali dalam 4 bulan sebelum survei (Gambar 4.24). Angka 
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan persentase rumah tangga nonmigran yang 
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menerima bantuan yang sama selama 4 bulan terakhir, yaitu sebesar 20,4 persen. 
Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase terrendah bagi rumah 
tangga migran yang menerima BPNT/Program Sembako dalam 4 bulan terakhir, 
yaitu sebesar 0,5 persen. Sebaliknya Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan 
persentase tertinggi sebesar 58,1 persen dengan sekitar tiga dari lima rumah tangga 
migran di Papua Pegunungan menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako 
minimal sekali dalam 4 bulan terakhir. Sementara itu, Gorontalo menjadi provinsi 
dengan persentase tertinggi (33,6 persen) dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan 
persentase terrendah (1,8 persen) untuk rumah tangga nonmigran penerima bantuan 
yang sama.

Gambar 4.24
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program 

Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Sebagian besar rumah tangga penerima manfaat baik migran (30,8 persen) 
maupun nonmigran (39,8 persen) menerima BPNT/Program Sembako setiap bulannya 
dalam empat bulan sebelum survei. Hal tertentu terjadi di Provinsi Bali, yang mana 
100,0 persen rumah tangga migran penerima manfaat menerima BPNT/Program 
Sembako setiap bulannya dalam 4 bulan terakhir sebelum survei. Di sisi lain, 100,0 
persen rumah tangga migran penerima manfaat di Provinsi Papua Tengah dan Papua 
Pegunungan menerima BPNT/Program Sembako selama 1 bulan dalam 4 bulan 
terakhir sebelum survei. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang pernah 
menjadi penerima Bantuan Pangan Nontunai/Program Sembako menurut provinsi dan 
jumlah bulan penerimaan ditampilkan pada Lampiran 34.

4.9.4 Menerima Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan 
akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik 
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dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai 
Pendidikan (Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022). Pertanyaan terkait PIP di Susenas ditanyakan 
untuk anggota rumah tangga (ART) yang berumur 5 (lima) sampai dengan 30 (tiga puluh) 
tahun dengan periode penerimaaan selama setahun terakhir (Agustus 2023–Februari 
2024). PIP terbagi menjadi dua, yaitu PIP Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 
(Dikdasmen) yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua 
puluh satu) tahun dan PIP Pendidikan Tinggi yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang 
diterima di Perguruan Tinggi.

Gambar 4.25
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP)  

dalam Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen, 2024

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024 (Gambar 4.25), secara umum, persentase 
rumah tangga migran dengan paling sedikit satu penerima PIP (10,7 persen) tercatat 
sedikit lebih kecil dibandingkan rumah tangga nonmigran (12,4 persen). Hal ini juga 
terjadi di sebagian besar provinsi (24 provinsi), kecuali di 14 (empat belas) provinsi 
yang mana persentase rumah tangga migrannya lebih besar dibanding nonmigran. 
Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase tertinggi baik rumah 
tangga migran yang menerima PIP mencapai 46,2 persen maupun rumah tangga 
nonmigran yang menerima PIP sebesar 25,4 persen. Selain itu, Papua Pegunungan 
sekaligus memiliki perbandingan nilai persentase rumah tangga migran penerima 
PIP yang paling besar dibanding rumah tangga nonmigran yaitu sebanyak 1,8 kali. 
Sedangkan DKI Jakarta dan Papua menjadi provinsi dengan persentase rumah tangga 
migran penerima PIP paling sedikit. Persentase rumah tangga migran dan nonmigran 
yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam setahun terakhir menurut 
provinsi ditampilkan pada Lampiran 35.
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4.9.5 Memiliki/Menerima Jaminan Sosial

Variabel ini merupakan salah satu dari indikator Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDG’s), tepatnya target 1.3 yaitu proporsi penduduk 
yang telah memiliki jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk 
perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang layak (UU 
Nomor 40 Tahun 2024). Kepemilikan jaminan sosial dapat menjadi indikator penting 
untuk mengukur sejauh mana negara berhasil memberikan perlindungan sosial 
kepada penduduknya, termasuk para migran. Jaminan sosial yang dicakup dalam 
bagian ini antara lain jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan 
kerja, jaminan/asuransi kematian, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan pesangon 
pemutusan hubungan kerja/PHK.

Berdasarkan Susenas Maret 2024, secara nasional, kepemilikian jaminan sosial 
masih rendah, terlihat hanya 21,6 persen rumah tangga migran dan 15,8 persen 
rumah tangga nonmigran yang memiliki atau menerima setidaknya satu jenis jaminan 
sosial dalam setahun terakhir. Kondisi Ini menunjukkan bahwa akses terhadap 
perlindungan sosial masih terbatas bagi sebagian besar penduduk Indonesia, baik 
migran maupun non-migran (Gambar 4.26). Berdasarkan Gambar 4.26, Rumah tangga 
migran lebih mungkin memiliki/menerima jaminan sosial. Hal ini mungkin disebabkan 
oleh karakteristik migran yang cenderung lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan 
bekerja di sektor formal sehingga lebih memungkinan mempunyai akses terhadap 
jaminan sosial. 

Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga  
migran yang memiliki atau menerima jaminan sosial.  Sementara itu, untuk rumah 
tangga nonmigran, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki atau menerima 
jaminan sosial terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. 

Gambar 4.26
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam 

Setahun Terakhir Menurut Status Migrasi Risen dan Jenisnya, 2024htt
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Jenis jaminan sosial dengan persentase terbesar asuransi kecelakaan kerja untuk 
rumah tangga migran dan nonmigran pada level nasional, sebesar 17,9 persen dan 12,1 
persen. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan jenis jaminan sosial dengan 
persentase terendah yang diterima baik oleh rumah tangga migran dan nonmigran, 
yaitu 2,7 persen dan 1,9 persen. 

Persentase rumah tangga migran dan nonmigran yang memiliki atau menerima 
jaminan sosial dalam setahun terakhir menurut provinsi dan jenis jaminan sosial 
ditampilkan pada Lampiran 36.

4.9.6 Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga 
  Harapan (PKH)

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) 
merupakan program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk 
membantu keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas hidup mereka. KKS 
adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Kartu ini 
berfungsi untuk membantu meringankan hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
antara lain mendapatkan bantuan pangan, mendapatkan bantuan pendidikan bagi 
siswa dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program 
Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang 
diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH 
menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin 
dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna 
meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran.

Gambar 4.27
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera 

(KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Status Migrasi Risen, 2024
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Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, secara umum, persentase penerima 
KKS dan PKH untuk rumah tangga nonmigran lebih tinggi dibandingkan rumah tangga 
migran. Terdapat sekitar 16,3 persen dan 15,6 persen rumah tangga nonmigran yang 
menerima KKS dan PKH secara berurutan (Gambar 4.27). Sementara itu, persentase 
rumah tangga migran yang menerima KKS dan PKH adalah sebesar 14,2 persen dan 
11,5 persen. 

Terdapat variasi penerimaan KKS dan PKH di berbagai wilayah di Indonesia. 
Sulawesi Barat memiliki persentase tertinggi untuk rumah tangga migran yang 
menerima KKS, sedangkan untuk PKH, terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
yaitu masing-masing sebesar 34,6 persen dan 36,6 persen. Persentase rumah tangga 
migran dan nonmigran yang menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) menurut provinsi ditampilkan pada Lampiran 37.

4.9.7 Menerima Kredit

Fasilitas kredit dapat membantu rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan 
dan peningkatan usaha. Salah satunya pemerintah telah mencanangkan program 
pemberian kredit usaha yang ditujukan untuk masyarakat ekonomi rendah dengan 
syarat-syarat tertentu. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang 
membutuhkan modal untuk usaha kecil. 

Hasil Susenas 2024 menunjukkan bahwa, secara nasional, ada sebanyak 23,6 
persen rumah tangga migran yang menerima kredit. Angka ini tidak jauh berbeda 
dengan persentase di rumah tangga nonmigran (23,1 persen). Jika diperinci menurut 
jenis kredit pun, persentase antara rumah tangga migran dengan nonmigran memiliki 

Gambar 4.28
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit

Menurut Status Migrasi Risen dan Jenis Kredit, 2024
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pola yang mirip. Jenis kredit yang diterima paling banyak adalah kredit usaha rakyat 
(KUR), yakni 8,3 persen di rumah tangga migran dan 8,2 persen di rumah tangga 
nonmigran. 

Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga migran 
penerima kredit tertinggi sebesar 49,7 persen. Provinsi dengan persentase tertinggi 
berikutnya adalah Sulawesi Utara (46,9 persen) dan Nusa Tenggara Timur (46,0 
persen).

4.9.8 Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga

Hasil Susenas Maret 2024 menunjukkan bahwa secara nasional sumber utama 
pembiayaan rumah tangga, baik rumah tangga migran maupun nonmigran, berasal dari 
penghasilan anggota rumah tangga (ART) yang bekerja. Sebanyak 89,8 persen rumah 
tangga migran bergantung pada sumber ini, sedikit lebih rendah dibanding rumah 
tangga nonmigran (93,8 persen). Sumber pembiayaan terbesar kedua adalah kiriman 
uang atau barang, dengan perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya: 8,1 
persen rumah tangga migran menggantungkan pembiayaan dari kiriman, hampir dua 
kali lipat lebih tinggi dibanding rumah tangga nonmigran (4,9 persen).

Gambar 4.29
Persentase Rumah Tangga Menurut Status Migrasi Risen 
dan Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024

Pada tingkat provinsi, sebagian besar wilayah mengikuti pola nasional, di mana 
lebih dari 79 persen rumah tangga migran memperoleh pembiayaan terutama dari 
ART yang bekerja. Namun, DI Yogyakarta menjadi pengecualian yang menonjol. 
Hanya 51,3 persen rumah tangga migran yang bergantung pada penghasilan ART yang 
bekerja, sementara 45,1 persen justru mengandalkan kiriman uang atau barang. Pola 
ini sangat mungkin dipengaruhi oleh karakteristik Yogyakarta sebagai kota pelajar, di 
mana proporsi besar migran adalah mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang 
masih dibiayai oleh keluarganya di daerah asal.
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Lampiran 1

Provinsi
Status Migrasi Seumur Hidup Antarprovinsi

Jumlah
Migran Nonmigran

(1) (2) (3) (4)

Aceh 3,8 96,2 100,0

Sumatera Utara 3,3 96,7 100,0

Sumatera Barat 6,9 93,1 100,0

Riau 26,7 73,3 100,0

Jambi 18,1 81,9 100,0

Sumatera Selatan 10,1 89,9 100,0

Bengkulu 15,0 85,0 100,0

Lampung 13,5 86,5 100,0

Kep. Bangka Belitung 13,7 86,3 100,0

Kepulauan Riau 42,0 58,0 100,0

DKI Jakarta 30,3 69,7 100,0

Jawa Barat 10,3 89,7 100,0

Jawa Tengah 2,7 97,3 100,0

DI Yogyakarta 14,6 85,4 100,0

Jawa Timur 2,0 98,0 100,0

Banten 19,7 80,3 100,0

Bali 7,6 92,4 100,0

Nusa Tenggara Barat 2,0 98,0 100,0

Nusa Tenggara Timur 3,5 96,5 100,0

Kalimantan Barat 5,4 94,6 100,0

Kalimantan Tengah 20,0 80,0 100,0

Kalimantan Selatan 11,1 88,9 100,0

Kalimantan Timur 30,5 69,5 100,0

Kalimantan Utara 29,2 70,8 100,0

Sulawesi Utara 7,0 93,0 100,0

Sulawesi Tengah 14,3 85,7 100,0

Sulawesi Selatan 3,6 96,4 100,0

Sulawesi Tenggara 15,9 84,1 100,0

Gorontalo 5,0 95,0 100,0

Sulawesi Barat 10,8 89,2 100,0

Maluku 6,7 93,3 100,0

Maluku Utara 8,5 91,5 100,0

Papua Barat 26,2 73,8 100,0

Papua Barat Daya 26,7 73,3 100,0

Papua 22,0 78,0 100,0

Papua Selatan 25,1 74,9 100,0

Papua Tengah 16,5 83,5 100,0

Papua Pegunungan 1,8 98,2 100,0

Indonesia 9,7 90,3 100,0

Lampiran 1
Persentase Penduduk Menurut Provinsi dan Status Migrasi Seumur Hidup Antarprovinsi, 2024
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Lampiran 2
Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen
Antarprovinsi, 2024

Lampiran 2

Provinsi
Status Migrasi Risen Antarprovinsi

Jumlah
Migran Nonmigran

(1) (2) (3) (4)

Aceh 0,3 99,7 100,0

Sumatera Utara 0,6 99,4 100,0

Sumatera Barat 1,6 98,4 100,0

Riau 0,7 99,3 100,0

Jambi 0,9 99,1 100,0

Sumatera Selatan 0,6 99,4 100,0

Bengkulu 0,9 99,1 100,0

Lampung 0,8 99,2 100,0

Kep. Bangka Belitung 1,1 98,9 100,0

Kepulauan Riau 3,7 96,3 100,0

DKI Jakarta 1,4 98,6 100,0

Jawa Barat 0,7 99,3 100,0

Jawa Tengah 1,2 98,8 100,0

DI Yogyakarta 2,8 97,2 100,0

Jawa Timur 0,5 99,5 100,0

Banten 0,6 99,4 100,0

Bali 0,6 99,4 100,0

Nusa Tenggara Barat 1,5 98,5 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,3 98,7 100,0

Kalimantan Barat 0,3 99,7 100,0

Kalimantan Tengah 1,0 99,0 100,0

Kalimantan Selatan 0,8 99,2 100,0

Kalimantan Timur 0,9 99,1 100,0

Kalimantan Utara 1,0 99,0 100,0

Sulawesi Utara 0,4 99,6 100,0

Sulawesi Tengah 0,9 99,1 100,0

Sulawesi Selatan 0,9 99,1 100,0

Sulawesi Tenggara 1,1 98,9 100,0

Gorontalo 0,5 99,5 100,0

Sulawesi Barat 1,0 99,0 100,0

Maluku 0,9 99,1 100,0

Maluku Utara 0,8 99,2 100,0

Papua Barat 1,7 98,3 100,0

Papua Barat Daya 0,8 99,2 100,0

Papua 0,9 99,1 100,0

Papua Selatan 1,5 98,5 100,0

Papua Tengah 0,5 99,5 100,0

Papua Pegunungan 0,4 99,6 100,0

Indonesia 0,9 99,1 100,0
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Lampiran 3
Persentase Migran Masuk Seumur Hidup, Migran Keluar Seumur Hidup, dan Migran Neto 
Seumur Hidup Antarprovinsi Menurut Provinsi, 2024

Lampiran 3

Provinsi Migran Masuk Migran Keluar Migran Neto

(1) (2) (3) (4)

Aceh  3,8 4,6 -0,9

Sumatera Utara  3,3 13,0 -12,1

Sumatera Barat  6,9 16,2 -12,7

Riau  26,7 8,2 24,2

Jambi  18,1 7,0 13,6

Sumatera Selatan  10,1 9,1 1,2

Bengkulu  15,0 6,1 10,6

Lampung  13,5 9,5 5,1

Kep. Bangka Belitung  13,7 7,3 7,7

Kepulauan Riau  42,0 8,0 48,4

DKI Jakarta  30,3 30,0 0,5

Jawa Barat  10,3 4,8 6,2

Jawa Tengah  2,7 15,4 -16,6

DI Yogyakarta  14,6 18,1 -5,1

Jawa Timur  2,0 7,9 -6,8

Banten  19,7 6,0 16,6

Bali  7,6 5,9 2,0

Nusa Tenggara Barat  2,0 3,6 -1,7

Nusa Tenggara Timur  3,5 5,0 -1,7

Kalimantan Barat  5,4 3,7 1,9

Kalimantan Tengah  20,0 4,4 18,5

Kalimantan Selatan  11,1 6,8 5,0

Kalimantan Timur  30,5 6,1 31,5

Kalimantan Utara  29,2 9,8 26,3

Sulawesi Utara  7,0 6,6 0,4

Sulawesi Tengah  14,3 4,8 11,1

Sulawesi Selatan  3,6 13,3 -12,3

Sulawesi Tenggara  15,9 7,4 10,4

Gorontalo  5,0 7,4 -2,8

Sulawesi Barat  10,8 8,3 3,0

Maluku  6,7 10,6 -4,8

Maluku Utara  8,5 4,3 4,6

Papua Barat  26,2 10,4 21,2

Papua Barat Daya  26,7 8,3 24,0

Papua  22,0 12,1 13,4

Papua Selatan  25,1 2,6 26,8

Papua Tengah  16,5 2,4 15,9

Papua Pegunungan  1,8 1,2 0,6
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Lampiran 4
Persentase Migran Masuk Risen, Migran Keluar Risen, dan Migran Neto Risen Antarprovinsi 
Menurut Provinsi, 2024

Lampiran 4

Provinsi Migran Masuk Migran Keluar Migran Neto

(1) (2) (3) (4)

Aceh 0,3 0,6 -0,3

Sumatera Utara 0,6 0,6 -0,1

Sumatera Barat 1,6 1,1 0,5

Riau 0,7 1,1 -0,5

Jambi 0,9 0,9 –

Sumatera Selatan 0,6 0,6 –

Bengkulu 0,9 0,7 0,2

Lampung 0,8 0,6 0,2

Kep. Bangka Belitung 1,1 0,7 0,4

Kepulauan Riau 3,7 1,7 2,1

DKI Jakarta 1,4 3,8 -2,5

Jawa Barat 0,7 0,6 0,1

Jawa Tengah 1,2 0,7 0,6

DI Yogyakarta 2,8 1,5 1,3

Jawa Timur 0,5 0,4 0,1

Banten 0,6 1,0 -0,3

Bali 0,6 0,8 -0,2

Nusa Tenggara Barat 1,5 0,2 1,3

Nusa Tenggara Timur 1,3 0,6 0,7

Kalimantan Barat 0,3 0,3 ~0

Kalimantan Tengah 1,0 1,0 ~0

Kalimantan Selatan 0,8 0,7 ~0

Kalimantan Timur 0,9 1,6 -0,7

Kalimantan Utara 1,0 2,2 -1,2

Sulawesi Utara 0,4 0,9 -0,5

Sulawesi Tengah 0,9 0,7 0,2

Sulawesi Selatan 0,9 0,7 0,2

Sulawesi Tenggara 1,1 0,7 0,4

Gorontalo 0,5 0,4 0,2

Sulawesi Barat 1,0 1,2 -0,2

Maluku 0,9 0,9 0,1

Maluku Utara 0,8 0,5 0,3

Papua Barat 1,7 2,6 -0,9

Papua Barat Daya 0,8 2,4 -1,6

Papua 0,9 3,3 -2,5

Papua Selatan 1,5 0,5 1,1

Papua Tengah 0,5 0,7 -0,2

Papua Pegunungan 0,4 ~0 0,4
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Lampiran 5
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi dan Jenis Kelamin, 2024

Lampiran 5

Provinsi
Migran Nonmigran

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 55,3 44,7 49,7 50,3

Sumatera Utara 52,0 48,0 49,9 50,1

Sumatera Barat 51,4 48,6 49,6 50,4

Riau 51,3 48,7 50,9 49,1

Jambi 49,9 50,1 50,6 49,4

Sumatera Selatan 47,9 52,1 50,5 49,5

Bengkulu 43,0 57,0 50,8 49,2

Lampung 48,6 51,4 51,0 49,0

Kep. Bangka Belitung 49,6 50,4 51,1 48,9

Kepulauan Riau 50,1 49,9 50,8 49,2

DKI Jakarta 43,9 56,1 49,4 50,6

Jawa Barat 48,4 51,6 50,6 49,4

Jawa Tengah 60,2 39,8 49,4 50,6

DI Yogyakarta 41,3 58,7 49,7 50,3

Jawa Timur 51,4 48,6 49,2 50,8

Banten 40,7 59,3 50,6 49,4

Bali 58,7 41,3 50,2 49,8

Nusa Tenggara Barat 71,4 28,6 49,0 51,0

Nusa Tenggara Timur 55,9 44,1 49,3 50,7

Kalimantan Barat 44,3 55,7 50,6 49,4

Kalimantan Tengah 47,8 52,2 51,5 48,5

Kalimantan Selatan 50,0 50,0 50,3 49,7

Kalimantan Timur 44,8 55,2 51,5 48,5

Kalimantan Utara 47,4 52,6 52,1 47,9

Sulawesi Utara 52,1 47,9 51,0 49,0

Sulawesi Tengah 48,7 51,3 50,7 49,3

Sulawesi Selatan 45,1 54,9 48,8 51,2

Sulawesi Tenggara 48,9 51,1 49,8 50,2

Gorontalo 65,5 34,5 49,9 50,1

Sulawesi Barat 45,1 54,9 50,0 50,0

Maluku 42,3 57,7 50,3 49,7

Maluku Utara 49,5 50,5 50,5 49,5

Papua Barat 50,4 49,6 52,5 47,5

Papua Barat Daya 35,0 65,0 51,9 48,1

Papua 42,1 57,9 51,8 48,2

Papua Selatan 54,2 45,8 50,8 49,2

Papua Tengah 50,0 50,0 52,3 47,7

Papua Pegunungan 43,5 56,5 52,2 47,8

Indonesia 51,2 48,8 50,1 49,9
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Lampiran 6
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Kelompok Umur, 2024

Lampiran 6

Provinsi
Migran

5–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 9,4 13,6 32,5 30,2 9,2 2,2 2,9

Sumatera Utara 13,5 10,7 26,3 28,8 10,5 3,4 6,8

Sumatera Barat 11,1 13,9 32,6 17,5 15,5 6,4 3,1

Riau 15,9 11,2 36,4 21,1 8,7 3,9 2,8

Jambi 10,2 12,5 25,3 20,6 14,7 11,0 5,7

Sumatera Selatan 6,9 9,1 32,5 25,5 7,2 7,0 11,8

Bengkulu 8,1 10,7 43,0 22,4 8,3 2,8 4,6

Lampung 6,9 11,5 37,9 20,7 9,2 8,0 5,9

Kep. Bangka Belitung 8,6 21,9 24,7 20,5 14,5 2,6 7,2

Kepulauan Riau 4,4 6,7 55,2 16,2 6,8 1,5 9,1

DKI Jakarta 8,6 12,2 24,3 21,6 15,4 9,5 8,4

Jawa Barat 7,1 11,0 29,5 23,6 16,4 9,7 2,6

Jawa Tengah 8,0 9,0 26,8 26,8 14,5 9,5 5,4

DI Yogyakarta 3,6 13,4 54,4 14,1 6,7 5,6 2,1

Jawa Timur 7,0 13,4 24,5 22,0 19,1 9,0 5,0

Banten 12,4 15,2 20,6 32,4 10,6 5,4 3,4

Bali 4,1 6,4 51,4 20,2 9,7 2,0 6,3

Nusa Tenggara Barat 6,1 4,3 33,9 33,7 12,6 8,9 0,6

Nusa Tenggara Timur 8,1 6,3 40,6 23,6 12,8 4,8 3,8

Kalimantan Barat 4,2 18,7 24,1 17,3 15,6 12,5 7,8

Kalimantan Tengah 5,1 10,9 30,5 30,0 9,8 10,5 3,1

Kalimantan Selatan 8,2 11,7 27,6 21,6 18,6 3,2 9,2

Kalimantan Timur 9,6 9,3 46,6 20,9 5,5 5,8 2,3

Kalimantan Utara 8,5 11,4 37,0 20,7 12,3 9,6 0,6

Sulawesi Utara 8,8 11,7 16,8 20,9 14,6 17,2 10,0

Sulawesi Tengah 12,8 11,7 24,0 28,3 13,6 3,3 6,4

Sulawesi Selatan 10,1 18,6 16,7 22,3 17,6 9,9 4,8

Sulawesi Tenggara 9,0 15,2 31,3 24,1 13,0 5,1 2,4

Gorontalo 7,0 12,4 34,2 31,6 4,9 6,1 3,8

Sulawesi Barat 13,3 16,0 26,0 23,5 11,8 4,3 5,2

Maluku 11,5 13,1 26,8 15,1 28,3 1,6 3,6

Maluku Utara 9,5 9,6 29,8 32,5 6,0 4,2 8,4

Papua Barat 11,4 14,7 38,0 20,8 10,5 2,9 1,7

Papua Barat Daya 8,0 16,7 32,9 18,4 10,6 11,0 2,4

Papua 8,7 12,9 37,3 8,4 7,8 15,4 9,5

Papua Selatan 1,9 7,5 29,1 30,6 13,8 6,4 10,8

Papua Tengah 12,1 17,0 30,3 22,0 14,1 2,3 2,2

Papua Pegunungan 4,4 28,3 8,6 18,2 32,6 7,8 –

Indonesia 8,1 11,3 31,0 23,5 13,6 7,6 4,9
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Lanjutan Lampiran 6

Lampiran 6 lanjutan

Provinsi
Nonmigran

5–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60+

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 10,1 19,7 17,9 16,9 14,7 11,0 9,9

Sumatera Utara 9,8 20,0 17,4 15,9 14,3 11,5 11,1

Sumatera Barat 9,9 19,6 16,4 16,0 14,8 11,4 11,8

Riau 9,7 20,7 16,6 17,7 15,6 11,1 8,4

Jambi 9,3 18,1 16,2 16,3 15,8 12,6 11,7

Sumatera Selatan 9,7 18,4 17,0 16,7 15,3 11,6 11,2

Bengkulu 8,9 17,5 16,5 16,9 15,7 12,6 11,9

Lampung 8,9 17,8 16,2 16,2 15,7 12,7 12,6

Kep. Bangka Belitung 9,2 18,1 16,4 16,6 16,0 12,4 11,3

Kepulauan Riau 9,7 17,8 18,9 18,9 16,8 10,8 7,2

DKI Jakarta 8,2 15,4 17,4 17,6 17,1 12,8 11,6

Jawa Barat 8,5 17,7 17,2 16,6 15,4 12,3 12,3

Jawa Tengah 7,6 16,3 15,4 15,1 15,1 13,7 16,7

DI Yogyakarta 7,5 14,0 16,0 16,0 15,3 13,4 17,9

Jawa Timur 7,4 14,6 15,0 15,5 15,8 14,5 17,2

Banten 9,1 18,1 17,0 17,0 15,9 12,5 10,4

Bali 7,5 15,8 16,1 16,1 15,8 13,7 15,0

Nusa Tenggara Barat 9,9 18,4 16,5 16,4 15,3 12,0 11,5

Nusa Tenggara Timur 11,0 20,5 17,0 15,9 13,5 10,8 11,3

Kalimantan Barat 9,2 18,3 17,0 16,9 15,8 11,7 11,1

Kalimantan Tengah 8,9 17,9 16,6 16,8 16,9 12,9 9,9

Kalimantan Selatan 9,4 18,2 16,1 15,7 15,0 13,2 12,4

Kalimantan Timur 9,2 18,2 16,4 16,3 16,8 12,7 10,4

Kalimantan Utara 9,4 18,9 17,2 16,5 15,5 12,3 10,2

Sulawesi Utara 8,2 16,4 15,7 15,2 15,4 13,8 15,3

Sulawesi Tengah 9,7 18,5 16,6 16,6 15,7 12,0 11,0

Sulawesi Selatan 8,5 17,6 16,2 15,8 15,6 12,8 13,4

Sulawesi Tenggara 10,3 20,5 17,4 16,1 14,4 11,3 9,9

Gorontalo 8,7 17,8 16,8 16,6 15,6 12,6 11,9

Sulawesi Barat 10,1 19,5 17,4 16,2 15,0 12,0 9,8

Maluku 10,1 20,3 17,8 16,7 14,0 10,6 10,5

Maluku Utara 9,9 20,1 17,4 16,6 14,9 11,3 9,8

Papua Barat 10,8 20,8 19,0 18,5 14,6 9,2 7,1

Papua Barat Daya 10,1 20,1 18,2 17,9 15,1 10,6 8,1

Papua 8,9 19,2 17,9 13,8 14,1 14,0 12,0

Papua Selatan 11,8 21,0 17,1 14,6 13,8 12,3 9,3

Papua Tengah 8,9 20,5 19,0 18,8 17,4 10,5 4,7

Papua Pegunungan 9,0 22,4 17,4 19,2 17,8 10,2 4,0

Indonesia 8,6 17,4 16,5 16,2 15,5 12,7 13,1
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Lampiran 7
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen
Antarprovinsi, dan Status Perkawinan, 2024

Lampiran 7

Provinsi
Migran Nonmigran

Belum 
Kawin Kawin Cerai 

Hidup
Cerai 
Mati

Belum 
Kawin Kawin Cerai 

Hidup
Cerai 
Mati

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 42,3 52,6 3,5 1,6 40,7 52,4 0,9 6,0

Sumatera Utara 33,3 61,0 2,3 3,4 39,5 53,5 1,3 5,8

Sumatera Barat 35,0 55,6 6,4 2,9 36,4 55,6 2,1 6,0

Riau 24,7 69,7 1,4 4,2 38,5 55,7 1,5 4,3

Jambi 25,2 67,4 3,9 3,5 32,9 60,4 1,4 5,2

Sumatera Selatan 21,6 68,8 2,5 7,0 34,2 59,3 1,5 5,1

Bengkulu 29,6 64,3 1,2 4,8 31,9 61,8 1,7 4,7

Lampung 26,2 67,9 2,2 3,7 32,6 60,9 1,3 5,2

Kep. Bangka Belitung 41,2 51,2 1,2 6,5 34,3 58,8 2,1 4,8

Kepulauan Riau 46,2 43,1 2,1 8,6 36,6 58,7 1,1 3,6

DKI Jakarta 27,9 67,6 0,3 4,2 38,7 54,1 1,8 5,4

Jawa Barat 27,4 68,4 1,8 2,5 34,5 58,2 2,0 5,3

Jawa Tengah 23,1 71,2 2,7 2,9 29,7 60,9 1,8 7,6

DI Yogyakarta 61,5 33,9 1,7 2,9 30,2 59,5 2,1 8,2

Jawa Timur 25,1 66,3 5,2 3,5 27,1 62,1 2,0 8,8

Banten 27,9 65,7 1,8 4,5 36,4 57,5 1,3 4,7

Bali 61,6 34,2 0,7 3,5 31,6 60,6 1,2 6,6

Nusa Tenggara Barat 27,2 68,2 4,4 0,3 32,8 59,0 2,5 5,7

Nusa Tenggara Timur 38,3 55,2 3,7 2,7 39,8 52,6 1,4 6,2

Kalimantan Barat 39,6 46,7 2,9 10,8 34,8 58,7 1,4 5,2

Kalimantan Tengah 21,0 74,3 2,4 2,2 33,1 61,8 1,2 3,9

Kalimantan Selatan 29,6 64,2 3,0 3,3 33,7 58,0 2,2 6,1

Kalimantan Timur 34,0 62,2 1,6 2,3 35,6 57,8 1,8 4,8

Kalimantan Utara 30,9 68,4 – 0,6 39,1 54,7 2,1 4,1

Sulawesi Utara 31,3 61,6 1,7 5,4 33,2 58,3 1,8 6,7

Sulawesi Tengah 27,6 68,0 3,3 1,0 34,2 58,9 1,7 5,3

Sulawesi Selatan 36,2 57,5 3,6 2,6 36,0 54,9 2,4 6,7

Sulawesi Tenggara 37,4 57,7 2,5 2,4 37,3 55,4 2,0 5,3

Gorontalo 36,8 62,8 0,2 0,2 32,8 59,1 1,9 6,2

Sulawesi Barat 36,4 57,8 0,9 4,9 37,0 56,0 1,9 5,1

Maluku 33,1 63,5 1,2 2,2 40,6 53,0 1,1 5,2

Maluku Utara 24,0 71,3 0,7 4,1 36,8 57,1 1,5 4,5

Papua Barat 41,5 56,1 0,4 2,0 41,1 53,5 1,0 4,3

Papua Barat Daya 24,7 68,7 5,2 1,4 40,6 54,5 1,1 3,8

Papua 45,3 45,7 ~0 9,0 42,1 52,7 1,3 4,0

Papua Selatan 20,3 75,1 0,1 4,5 39,6 55,0 0,9 4,4

Papua Tengah 42,1 55,4 0,1 2,5 41,9 54,0 0,9 3,2

Papua Pegunungan 36,0 63,8 0,3 – 42,5 54,4 0,8 2,3

Indonesia 30,9 63,1 2,6 3,4 33,7 58,4 1,7 6,2
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Lampiran 8
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen
Antarprovinsi, dan Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), 2024

Lampiran 8

Provinsi

Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT)

JumlahKepala 
Rumah 
Tangga

Pasangan/
Istri/Suami

Anak 
Kandung/

Tiri

Anak 
Angkat Menantu Cucu

Orang 
Tua/

Mertua

Pembantu/
Sopir

Lainnya (Famili 
Lain/Orang 
yang Tidak 

Ada Hubungan 
Famili dengan 

KRT)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 33,0 16,6 31,4 ~0 5,9 5,5 0,8 1,4 5,3 100,0

Sumatera Utara 21,4 19,2 39,2 – 8,0 6,1 1,5 0,1 4,4 100,0

Sumatera Barat 23,3 17,1 31,7 0,6 6,5 10,4 0,7 0,1 9,7 100,0

Riau 21,6 27,9 30,8 – 9,3 2,7 2,4 0,4 4,9 100,0

Jambi 27,0 21,0 29,8 – 5,7 10,3 3,1 0,5 2,7 100,0

Sumatera Selatan 22,4 22,2 28,6 – 12,8 7,2 4,0 – 2,7 100,0

Bengkulu 22,6 16,8 26,2 – 17,6 4,7 4,2 – 7,9 100,0

Lampung 16,7 15,9 34,5 – 18,4 7,4 3,1 – 3,8 100,0

Kep. Bangka Belitung 23,5 17,1 34,5 – 2,6 1,0 4,4 1,3 15,7 100,0

Kepulauan Riau 39,2 20,7 20,9 – 0,5 0,3 4,8 – 13,6 100,0

DKI Jakarta 28,1 27,6 18,9 ~0 2,7 4,0 3,7 9,4 5,5 100,0

Jawa Barat 32,6 25,0 25,9 – 3,9 1,6 2,5 1,9 6,7 100,0

Jawa Tengah 31,5 10,6 29,7 0,3 13,6 8,9 2,1 ~0 3,2 100,0

DI Yogyakarta 56,8 10,7 9,6 – 5,4 5,6 1,0 2,0 8,9 100,0

Jawa Timur 24,9 14,0 29,0 – 12,2 7,8 2,7 1,6 7,9 100,0

Banten 15,6 26,1 27,7 – 9,1 5,6 3,5 2,4 9,9 100,0

Bali 39,1 12,5 19,1 – 2,1 1,9 2,9 5,6 16,8 100,0

Nusa Tenggara Barat 45,6 13,9 34,7 – 3,0 1,5 0,3 – 1,1 100,0

Nusa Tenggara Timur 19,4 9,5 46,1 0,1 11,3 6,1 0,9 – 6,5 100,0

Kalimantan Barat 20,2 18,8 33,1 – 5,2 0,2 4,0 – 18,6 100,0

Kalimantan Tengah 28,4 30,9 20,1 – 10,0 1,0 1,5 0,7 7,4 100,0

Kalimantan Selatan 26,4 21,0 31,6 0,6 6,1 1,4 5,3 – 7,6 100,0

Kalimantan Timur 19,9 26,5 29,0 – 6,0 – 1,8 0,8 15,9 100,0

Kalimantan Utara 25,6 21,8 37,7 – 5,6 1,1 0,6 – 7,7 100,0

Sulawesi Utara 24,7 24,6 18,5 2,2 7,2 7,3 2,2 1,3 12,1 100,0

Sulawesi Tengah 25,2 23,3 26,3 ~0 7,4 4,0 2,8 – 11,0 100,0

Sulawesi Selatan 18,9 15,7 29,6 0,2 6,7 6,3 3,5 ~0 19,0 100,0

Sulawesi Tenggara 19,7 16,9 32,2 – 11,3 10,0 1,1 – 9,0 100,0

Gorontalo 22,3 15,7 30,0 – 16,1 2,0 3,4 – 10,5 100,0

Sulawesi Barat 12,4 11,2 36,5 – 15,4 6,5 3,7 – 14,4 100,0

Maluku 15,9 14,1 36,5 0,1 10,8 7,0 1,6 – 14,1 100,0

Maluku Utara 17,1 17,3 28,6 – 14,3 4,9 1,9 – 15,9 100,0

Papua Barat 20,6 19,3 25,7 – 6,2 2,9 1,2 – 24,0 100,0

Papua Barat Daya 13,2 19,5 10,0 0,2 15,6 4,4 – – 37,1 100,0

Papua 15,9 22,6 34,0 – 9,0 3,8 – – 14,7 100,0

Papua Selatan 21,8 20,7 15,0 – – – 9,7 – 32,8 100,0

Papua Tengah 21,5 27,8 40,5 – – 2,0 – – 8,2 100,0

Papua Pegunungan 30,3 31,1 37,5 – – – – – 1,0 100,0

Indonesia 28,8 18,1 28,1 0,1 8,3 5,4 2,5 1,3 7,5 100,0
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Lampiran 9
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024

Lampiran 9

Provinsi
Migran

Tidak Punya 
Ijazah SD

SD/MI/       
Sederajat

SMP/MTs/
Sederajat

SMA/MA/
Sederajat

Diploma I/
II/III

Diploma 
IV/S1 Profesi S2/S3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 16,2 8,8 8,6 46,5 3,9 13,6 – 2,4

Sumatera Utara 22,8 9,0 15,6 37,7 5,3 8,0 – 1,7

Sumatera Barat 18,5 12,7 14,4 41,2 3,7 9,3 0,2 ~0

Riau 26,3 9,8 19,6 30,5 3,1 10,7 – –

Jambi 20,9 16,1 21,9 25,0 2,5 9,8 – 3,7

Sumatera Selatan 22,0 19,1 12,6 29,2 7,6 8,3 – 1,2

Bengkulu 14,2 17,5 15,0 29,7 6,0 17,5 – –

Lampung 18,3 15,7 11,3 38,5 2,5 13,2 0,5 –

Kep. Bangka Belitung 17,1 15,6 18,4 33,2 2,8 12,0 0,4 0,5

Kepulauan Riau 10,0 9,1 14,5 48,4 5,6 9,7 – 2,6

DKI Jakarta 13,3 17,4 13,4 37,9 3,6 13,0 – 1,4

Jawa Barat 12,0 12,3 16,1 42,3 4,3 12,8 – 0,2

Jawa Tengah 17,4 20,8 20,9 31,2 0,9 8,1 0,2 0,7

DI Yogyakarta 7,9 5,2 8,6 59,2 4,0 13,3 – 1,7

Jawa Timur 17,3 20,9 18,9 28,2 2,6 11,2 – 0,8

Banten 19,5 11,1 20,4 32,7 6,2 8,6 – 1,5

Bali 9,6 14,3 23,7 49,1 0,3 2,7 – 0,3

Nusa Tenggara Barat 14,5 22,3 20,7 27,6 0,8 12,8 – 1,3

Nusa Tenggara Timur 22,9 16,9 18,7 19,4 1,3 20,3 0,2 0,2

Kalimantan Barat 24,9 13,7 19,6 18,3 5,1 13,1 1,3 4,0

Kalimantan Tengah 12,2 33,9 15,2 21,7 1,7 14,4 – 1,0

Kalimantan Selatan 22,2 21,1 14,7 21,5 3,7 16,0 – 0,8

Kalimantan Timur 14,9 12,5 13,6 37,3 1,4 16,9 – 3,5

Kalimantan Utara 18,0 16,2 5,5 32,2 0,9 23,3 – 3,9

Sulawesi Utara 19,6 14,7 10,1 32,5 7,3 15,8 – –

Sulawesi Tengah 21,8 18,6 17,6 26,2 2,8 12,2 – 0,8

Sulawesi Selatan 25,1 12,4 25,7 23,6 1,7 11,0 – 0,6

Sulawesi Tenggara 18,4 22,5 18,7 24,3 1,5 12,7 0,4 1,5

Gorontalo 18,3 14,8 21,3 22,1 0,5 18,6 – 4,4

Sulawesi Barat 24,0 18,3 10,9 26,3 1,7 16,4 1,2 1,2

Maluku 20,6 7,3 14,5 31,9 4,1 13,9 – 7,7

Maluku Utara 15,9 12,2 25,0 28,6 1,6 13,4 0,9 2,4

Papua Barat 14,9 10,5 12,9 38,5 1,3 21,9 – –

Papua Barat Daya 12,2 8,6 23,6 26,4 2,1 27,2 – –

Papua 11,2 13,2 22,6 32,0 1,8 12,0 – 7,2

Papua Selatan 14,4 5,3 13,4 35,1 7,6 14,2 – 9,9

Papua Tengah 53,1 9,8 – 16,9 8,2 11,9 – –

Papua Pegunungan 52,5 9,5 4,8 25,7 5,5 2,0 – –

Indonesia 16,7 15,6 17,1 34,8 3,1 11,4 0,1 1,1
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Lanjutan Lampiran 9

Lampiran 9 lanjutan

Provinsi
Nonmigran

Tidak Punya 
Ijazah SD

SD/MI/       
Sederajat

SMP/MTs/
Sederajat

SMA/MA/
Sederajat

Diploma I/
II/III

Diploma 
IV/S1 Profesi S2/S3

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 23,4 19,3 19,5 27,5 2,3 7,7 ~0 0,4

Sumatera Utara 22,3 17,4 18,3 33,0 1,8 6,7 ~0 0,3

Sumatera Barat 26,0 19,0 17,7 27,3 2,2 7,3 0,1 0,5

Riau 22,7 22,5 19,5 27,1 1,3 6,5 ~0 0,3

Jambi 22,8 24,4 20,1 24,5 1,4 6,3 0,1 0,4

Sumatera Selatan 24,4 26,8 16,7 25,3 1,5 4,8 ~0 0,3

Bengkulu 24,4 22,5 18,0 24,4 1,6 8,5 0,1 0,5

Lampung 25,4 23,3 22,1 23,2 1,2 4,7 ~0 0,2

Kep. Bangka Belitung 27,6 24,7 14,5 26,0 1,8 5,2 0,1 0,2

Kepulauan Riau 20,7 17,2 15,6 35,9 1,9 8,4 0,1 0,3

DKI Jakarta 16,1 11,8 15,5 41,3 3,2 10,9 ~0 1,1

Jawa Barat 20,4 27,5 19,8 25,1 1,5 5,4 ~0 0,3

Jawa Tengah 25,3 26,0 20,6 21,5 1,3 5,0 ~0 0,2

DI Yogyakarta 23,2 15,2 17,4 31,0 2,7 9,4 0,1 1,1

Jawa Timur 24,9 24,7 18,9 23,6 1,1 6,4 ~0 0,4

Banten 21,1 24,7 19,0 28,1 1,4 5,1 0,1 0,5

Bali 21,6 20,0 17,1 27,6 4,2 8,4 0,2 0,9

Nusa Tenggara Barat 29,9 22,8 18,6 21,2 1,2 5,9 0,1 0,3

Nusa Tenggara Timur 31,6 27,3 17,0 16,3 1,6 5,9 ~0 0,2

Kalimantan Barat 29,9 25,1 17,4 21,0 1,6 4,7 ~0 0,3

Kalimantan Tengah 22,0 27,2 22,2 20,1 1,4 6,8 ~0 0,4

Kalimantan Selatan 25,8 26,0 17,8 22,0 1,3 6,6 0,1 0,3

Kalimantan Timur 20,8 19,4 17,6 31,8 2,5 7,3 ~0 0,5

Kalimantan Utara 23,0 22,5 20,2 25,3 1,3 7,3 0,1 0,3

Sulawesi Utara 21,1 18,2 20,0 30,9 1,3 7,9 0,1 0,5

Sulawesi Tengah 22,3 28,0 20,7 19,3 1,5 7,9 0,1 0,4

Sulawesi Selatan 26,7 21,4 16,9 24,7 1,6 7,9 0,1 0,7

Sulawesi Tenggara 25,0 21,4 21,4 20,1 1,6 9,6 0,1 0,7

Gorontalo 32,8 22,4 16,9 17,8 1,5 8,0 0,1 0,5

Sulawesi Barat 31,8 24,6 14,3 19,4 1,4 7,9 0,1 0,4

Maluku 21,3 20,1 18,5 29,0 1,7 8,7 0,1 0,6

Maluku Utara 23,7 23,8 19,4 23,6 1,7 7,4 ~0 0,4

Papua Barat 27,3 19,2 17,8 25,3 1,9 8,1 ~0 0,4

Papua Barat Daya 23,6 17,9 15,4 31,0 1,4 10,3 0,1 0,3

Papua 21,3 15,9 16,8 32,3 2,1 10,4 0,1 1,1

Papua Selatan 35,8 16,3 16,3 23,6 1,4 6,3 0,1 0,3

Papua Tengah 49,6 16,0 12,2 16,9 1,0 4,3 0,1 0,1

Papua Pegunungan 55,5 16,2 13,3 12,3 0,8 2,0 – ~0

Indonesia 23,8 23,6 18,9 25,4 1,6 6,3 ~0 0,4
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Lampiran 10
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2024

Lampiran 10

Provinsi

Migran

Dapat 
Membaca 

dan Menulis 
Huruf Latin

Tidak Dapat 
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Latin

Dapat
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Arab

Tidak Dapat 
Membaca 

dan Menulis 
Huruf Arab

Dapat
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Lainnya

Tidak Dapat 
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 95,7 4,3 66,1 33,9 5,4 94,6

Sumatera Utara 95,7 4,3 34,3 65,7 3,8 96,2

Sumatera Barat 97,4 2,6 31,2 68,8 2,8 97,2

Riau 92,2 7,8 62,0 38,0 4,8 95,2

Jambi 99,5 0,5 44,9 55,1 6,7 93,3

Sumatera Selatan 97,1 2,9 57,5 42,5 0,9 99,1

Bengkulu 98,7 1,3 35,4 64,6 11,2 88,8

Lampung 98,3 1,7 43,6 56,4 10,1 89,9

Kep. Bangka Belitung 97,5 2,5 36,3 63,7 20,0 80,0

Kepulauan Riau 98,2 1,8 54,1 45,9 13,5 86,5

DKI Jakarta 97,3 2,7 72,4 27,6 1,3 98,7

Jawa Barat 98,0 2,0 68,1 31,9 5,3 94,7

Jawa Tengah 96,8 3,2 57,7 42,3 15,0 85,0

DI Yogyakarta 99,7 0,3 56,0 44,0 23,0 77,0

Jawa Timur 95,9 4,1 60,8 39,2 15,4 84,6

Banten 99,7 0,3 63,0 37,0 3,9 96,1

Bali 97,8 2,2 43,0 57,0 34,9 65,1

Nusa Tenggara Barat 97,1 2,9 42,6 57,4 8,6 91,4

Nusa Tenggara Timur 96,3 3,7 9,8 90,2 1,4 98,6

Kalimantan Barat 98,3 1,7 37,7 62,3 3,9 96,1

Kalimantan Tengah 97,4 2,6 50,4 49,6 10,8 89,2

Kalimantan Selatan 95,0 5,0 38,7 61,3 25,4 74,6

Kalimantan Timur 97,9 2,1 46,1 53,9 9,1 90,9

Kalimantan Utara 96,3 3,7 32,6 67,4 2,8 97,2

Sulawesi Utara 96,0 4,0 28,6 71,4 3,2 96,8

Sulawesi Tengah 97,9 2,1 45,7 54,3 0,8 99,2

Sulawesi Selatan 96,6 3,4 34,9 65,1 16,9 83,1

Sulawesi Tenggara 95,4 4,6 17,2 82,8 4,4 95,6

Gorontalo 98,0 2,0 42,3 57,7 15,8 84,2

Sulawesi Barat 95,7 4,3 30,2 69,8 0,8 99,2

Maluku 96,0 4,0 23,9 76,1 3,3 96,7

Maluku Utara 94,6 5,4 32,0 68,0 3,4 96,6

Papua Barat 95,2 4,8 27,4 72,6 2,3 97,7

Papua Barat Daya 97,8 2,2 1,4 98,6 6,4 93,6

Papua 96,8 3,2 18,3 81,7 7,6 92,4

Papua Selatan 97,4 2,6 30,7 69,3 1,2 98,8

Papua Tengah 99,8 0,2 9,5 90,5 3,8 96,2

Papua Pegunungan 67,1 32,9 – 100,0 – 100,0

Indonesia 97,1 2,9 52,2 47,8 9,9 90,1
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Lanjutan Lampiran 10
Lampiran 10 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Dapat 
Membaca 

dan Menulis 
Huruf Latin

Tidak Dapat 
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Latin

Dapat
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Arab

Tidak Dapat 
Membaca 

dan Menulis 
Huruf Arab

Dapat
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Lainnya

Tidak Dapat 
Membaca dan 
Menulis Huruf 

Lainnya

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 95,8 4,2 60,5 39,5 5,9 94,1

Sumatera Utara 97,4 2,6 49,5 50,5 5,6 94,4

Sumatera Barat 96,9 3,1 36,5 63,5 1,4 98,6

Riau 97,4 2,6 71,2 28,8 6,8 93,2

Jambi 96,0 4,0 54,2 45,8 4,5 95,5

Sumatera Selatan 97,3 2,7 52,1 47,9 2,9 97,1

Bengkulu 96,5 3,5 31,6 68,4 2,6 97,4

Lampung 95,6 4,4 42,2 57,8 11,3 88,7

Kep. Bangka Belitung 96,7 3,3 41,0 59,0 3,4 96,6

Kepulauan Riau 97,2 2,8 54,5 45,5 9,2 90,8

DKI Jakarta 98,4 1,6 62,9 37,1 7,4 92,6

Jawa Barat 97,0 3,0 70,0 30,0 3,6 96,4

Jawa Tengah 93,6 6,4 59,1 40,9 18,4 81,6

DI Yogyakarta 94,3 5,7 48,1 51,9 20,5 79,5

Jawa Timur 93,2 6,8 62,6 37,4 18,3 81,7

Banten 96,9 3,1 64,1 35,9 4,1 95,9

Bali 94,9 5,1 8,5 91,5 54,5 45,5

Nusa Tenggara Barat 88,8 11,2 39,0 61,0 3,3 96,7

Nusa Tenggara Timur 93,8 6,2 4,7 95,3 0,9 99,1

Kalimantan Barat 93,6 6,4 22,1 77,9 3,0 97,0

Kalimantan Tengah 97,4 2,6 47,7 52,3 5,0 95,0

Kalimantan Selatan 96,5 3,5 49,5 50,5 2,8 97,2

Kalimantan Timur 97,3 2,7 27,0 73,0 3,7 96,3

Kalimantan Utara 95,7 4,3 25,1 74,9 4,1 95,9

Sulawesi Utara 98,4 1,6 16,8 83,2 2,0 98,0

Sulawesi Tengah 96,1 3,9 46,0 54,0 3,8 96,2

Sulawesi Selatan 92,3 7,7 42,5 57,5 22,0 78,0

Sulawesi Tenggara 94,1 5,9 24,7 75,3 2,5 97,5

Gorontalo 96,8 3,2 45,2 54,8 1,8 98,2

Sulawesi Barat 92,7 7,3 26,3 73,7 2,0 98,0

Maluku 97,6 2,4 29,0 71,0 2,4 97,6

Maluku Utara 96,7 3,3 31,3 68,7 1,9 98,1

Papua Barat 95,4 4,6 19,2 80,8 3,9 96,1

Papua Barat Daya 95,2 4,8 16,4 83,6 4,2 95,8

Papua 96,9 3,1 12,7 87,3 3,4 96,6

Papua Selatan 88,6 11,4 12,7 87,3 1,5 98,5

Papua Tengah 83,5 16,5 6,1 93,9 1,3 98,7

Papua Pegunungan 70,4 29,6 0,3 99,7 0,2 99,8

Indonesia 95,2 4,8 53,4 46,6 9,8 90,2
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Lampiran 11
Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Status Keluhan Kesehatan Selama 1 Bulan Terakhir, 2024

Lampiran 11

Provinsi

Migran

Jumlah
Tidak

Mengalami 
Keluhan

Kesehatan

Mengalami Keluhan
Kesehatan yang 

Mengganggu Kegiatan 
Sehari-hari

Mengalami Keluhan 
Kesehatan namun 
Tidak Mengganggu 

Kegiatan Sehari-hari

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 86,6 11,1 2,3 100,0

Sumatera Utara 76,0 13,5 10,4 100,0

Sumatera Barat 71,3 12,7 16,0 100,0

Riau 78,3 10,6 11,1 100,0

Jambi 84,8 9,7 5,5 100,0

Sumatera Selatan 77,6 4,5 17,9 100,0

Bengkulu 64,4 19,8 15,8 100,0

Lampung 76,5 11,0 12,5 100,0

Kep. Bangka Belitung 77,1 7,2 15,6 100,0

Kepulauan Riau 74,9 9,4 15,6 100,0

DKI Jakarta 78,1 8,2 13,7 100,0

Jawa Barat 73,9 8,4 17,6 100,0

Jawa Tengah 68,7 12,1 19,2 100,0

DI Yogyakarta 74,3 10,3 15,4 100,0

Jawa Timur 78,1 8,2 13,8 100,0

Banten 80,8 7,7 11,5 100,0

Bali 81,2 4,8 14,0 100,0

Nusa Tenggara Barat 56,9 22,7 20,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 65,7 15,2 19,1 100,0

Kalimantan Barat 78,1 7,0 14,8 100,0

Kalimantan Tengah 85,9 8,0 6,1 100,0

Kalimantan Selatan 75,6 6,5 17,9 100,0

Kalimantan Timur 85,2 5,4 9,4 100,0

Kalimantan Utara 81,1 13,6 5,3 100,0

Sulawesi Utara 66,7 12,5 20,8 100,0

Sulawesi Tengah 82,9 9,3 7,8 100,0

Sulawesi Selatan 80,0 8,3 11,7 100,0

Sulawesi Tenggara 84,2 5,0 10,9 100,0

Gorontalo 73,6 10,3 16,1 100,0

Sulawesi Barat 80,4 5,2 14,4 100,0

Maluku 84,9 11,3 3,8 100,0

Maluku Utara 85,5 7,5 7,0 100,0

Papua Barat 91,5 3,1 5,4 100,0

Papua Barat Daya 80,6 5,8 13,6 100,0

Papua 93,9 5,6 0,5 100,0

Papua Selatan 74,0 5,8 20,2 100,0

Papua Tengah 81,4 2,1 16,5 100,0

Papua Pegunungan 92,7 6,4 0,8 100,0

Indonesia 74,7 10,1 15,1 100,0
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Lanjutan Lampiran 11

Lampiran 11 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Jumlah
Tidak

Mengalami 
Keluhan

Kesehatan

Mengalami Keluhan
Kesehatan yang 

Mengganggu Kegiatan 
Sehari-hari

Mengalami Keluhan 
Kesehatan namun 
Tidak Mengganggu 

Kegiatan Sehari-hari

(1) (6) (7) (8) (9)

Aceh 75,9 12,6 11,5 100,0

Sumatera Utara 77,1 9,4 13,5 100,0

Sumatera Barat 70,8 14,8 14,4 100,0

Riau 77,1 9,8 13,0 100,0

Jambi 77,1 9,5 13,4 100,0

Sumatera Selatan 71,1 9,8 19,1 100,0

Bengkulu 72,9 12,1 15,1 100,0

Lampung 71,5 12,0 16,6 100,0

Kep. Bangka Belitung 72,5 9,4 18,1 100,0

Kepulauan Riau 75,2 9,4 15,4 100,0

DKI Jakarta 77,3 8,3 14,5 100,0

Jawa Barat 72,1 13,3 14,5 100,0

Jawa Tengah 69,3 13,0 17,6 100,0

DI Yogyakarta 72,2 11,7 16,1 100,0

Jawa Timur 72,2 11,4 16,4 100,0

Banten 75,5 10,1 14,3 100,0

Bali 81,7 9,9 8,4 100,0

Nusa Tenggara Barat 62,3 18,5 19,2 100,0

Nusa Tenggara Timur 71,7 12,6 15,7 100,0

Kalimantan Barat 76,5 9,5 13,9 100,0

Kalimantan Tengah 79,1 7,4 13,5 100,0

Kalimantan Selatan 72,0 9,7 18,3 100,0

Kalimantan Timur 80,7 8,0 11,3 100,0

Kalimantan Utara 80,9 8,4 10,7 100,0

Sulawesi Utara 77,3 11,1 11,6 100,0

Sulawesi Tengah 78,2 11,1 10,6 100,0

Sulawesi Selatan 77,4 9,6 13,0 100,0

Sulawesi Tenggara 79,8 10,1 10,1 100,0

Gorontalo 66,6 16,3 17,1 100,0

Sulawesi Barat 77,4 10,5 12,1 100,0

Maluku 86,5 6,2 7,2 100,0

Maluku Utara 87,2 7,2 5,6 100,0

Papua Barat 86,6 5,6 7,8 100,0

Papua Barat Daya 83,8 7,4 8,8 100,0

Papua 86,1 7,3 6,5 100,0

Papua Selatan 79,2 9,9 10,9 100,0

Papua Tengah 89,6 3,3 7,1 100,0

Papua Pegunungan 91,3 3,6 5,0 100,0

Indonesia 73,7 11,4 14,9 100,0
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Lampiran 12
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan 
Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 
dan Fasilitas Pengobatan, 2024

Lampiran 12

Provinsi

Migran

Persentase 
Migran 

Risen yang 
Berobat 

Jalan

Fasilitas Pengobatan

RS
Pemerintah

RS 
Swasta

Praktik 
Dokter/ 

Bidan

Klinik/ 
Praktik 
Dokter 

Bersama

Puskesmas/
Pustu UKBM 1

Praktek 
Pengobatan 
Tradisional

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 74,4 17,3 1,0 3,5 30,2 58,6 1,2 – –

Sumatera Utara 44,8 5,4 7,6 48,2 17,3 15,1 4,7 4,9 –

Sumatera Barat 46,4 4,9 2,1 48,9 14,7 28,5 0,3 1,7 0,7

Riau 45,7 7,6 20,2 44,0 24,7 3,5 – 6,7 –

Jambi 47,2 – 4,1 44,8 33,7 17,5 – – –

Sumatera Selatan 22,7 – – 92,7 5,4 1,8 – – –

Bengkulu 33,7 15,7 – 64,5 – 18,1 – 4,0 –

Lampung 49,7 2,6 4,8 61,4 13,3 19,7 – – 0,1

Kep. Bangka Belitung 26,8 7,8 32,0 19,7 13,3 50,8 – – –

Kepulauan Riau 47,1 12,4 – 6,7 50,2 25,6 – – 5,4

DKI Jakarta 48,1 29,1 4,1 – 30,2 36,6 – – –

Jawa Barat 38,9 12,8 18,7 29,8 28,2 10,5 – – –

Jawa Tengah 33,0 3,5 18,6 40,4 14,1 27,9 1,8 – –

DI Yogyakarta 39,9 22,3 17,0 24,0 3,9 34,1 – – 2,6

Jawa Timur 34,6 9,9 20,1 39,9 14,7 15,9 – 9,3 2,7

Banten 77,0 – 6,9 10,7 51,3 36,5 – – –

Bali 34,0 21,6 – 46,8 17,4 9,9 25,9 – –

Nusa Tenggara Barat 36,1 – 8,0 30,9 20,4 34,6 – 16,4 5,6

Nusa Tenggara Timur 27,9 19,5 9,8 6,2 23,3 57,4 5,7 – 0,8

Kalimantan Barat 37,8 25,4 – 29,8 17,0 31,5 – – –

Kalimantan Tengah 15,3 29,2 – 6,7 18,2 13,1 – – 40,2

Kalimantan Selatan 22,2 12,5 – 23,4 39,3 14,6 13,8 23,4 –

Kalimantan Timur 38,2 23,6 – 21,1 27,1 45,4 – – –

Kalimantan Utara 44,6 27,1 – 67,1 – 11,8 – – –

Sulawesi Utara 21,9 6,3 32,5 12,9 28,5 19,8 – – –

Sulawesi Tengah 28,4 6,1 – 76,6 12,3 11,2 – – –

Sulawesi Selatan 36,0 30,5 – 5,6 20,1 29,1 – 11,2 3,8

Sulawesi Tenggara 17,0 – – 9,6 – 90,4 – – –

Gorontalo 18,4 9,5 – 40,7 44,0 15,3 – – –

Sulawesi Barat 36,6 – – 44,7 2,7 28,7 24,0 – –

Maluku 28,8 9,9 – – 80,2 9,8 – – –

Maluku Utara 15,2 18,8 – – 52,7 28,6 – – –

Papua Barat 42,0 78,0 – – – 22,0 – – –

Papua Barat Daya 47,4 – – 5,8 14,4 85,5 – – –

Papua 31,3 100,0 22,7 – – 77,3 – – –

Papua Selatan 45,8 91,7 – – – 8,3 – – –

Papua Tengah 48,5 – – – – 100,0 – – –

Papua Pegunungan 88,7 100,0 100,0 – – – – 100,0 –

Indonesia 38,3 10,9 11,5 30,7 22,1 25,5 1,1 2,6 1,1
Catatan: 1 UKBM terdiri dari Poskesdes. Polindes. Posyandu. Balai Pengobatan
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Lanjutan Lampiran 12

Lampiran 12 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Persentase 
Nonmigran 
Risen yang 

Berobat 
Jalan

Fasilitas Pengobatan

RS
Pemerintah

RS 
Swasta

Praktik 
Dokter/ 

Bidan

Klinik/ 
Praktik 
Dokter 

Bersama

Puskesmas/
Pustu UKBM 1

Praktek 
Pengobatan 
Tradisional

Lainnya

(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Aceh 49,5 17,1 4,1 28,0 15,1 45,3 2,8 1,6 1,1

Sumatera Utara 34,5 9,6 10,4 42,9 14,4 23,7 1,2 2,7 0,9

Sumatera Barat 50,0 11,7 6,3 37,4 12,2 31,2 3,5 2,5 0,0

Riau 32,7 9,6 14,5 24,8 26,2 25,4 2,7 1,8 0,9

Jambi 32,4 9,8 5,6 42,4 12,6 30,2 0,7 1,9 2,4

Sumatera Selatan 28,8 8,6 6,6 47,2 13,6 19,5 5,7 2,8 1,3

Bengkulu 33,7 8,4 7,2 46,5 8,8 28,5 1,3 1,6 1,7

Lampung 34,6 4,6 7,8 48,9 14,9 25,0 0,8 2,1 0,9

Kep. Bangka Belitung 34,6 16,6 6,8 31,9 13,0 29,5 4,7 2,7 1,4

Kepulauan Riau 32,7 14,1 14,3 11,8 33,5 26,7 2,3 0,9 1,3

DKI Jakarta 41,3 20,2 14,3 3,0 28,7 36,9 0,3 1,2 0,6

Jawa Barat 40,6 8,0 10,8 26,8 29,8 26,2 1,0 1,3 1,4

Jawa Tengah 38,5 8,8 11,5 40,4 16,2 24,3 2,4 1,4 1,0

DI Yogyakarta 46,1 11,4 19,0 24,4 17,2 33,8 0,7 0,8 0,6

Jawa Timur 37,6 9,9 9,5 46,0 12,7 20,8 3,2 1,9 1,6

Banten 36,6 7,3 10,9 20,1 39,3 26,1 0,9 1,9 0,3

Bali 60,4 10,9 11,2 51,2 12,2 16,6 0,5 1,1 0,3

Nusa Tenggara Barat 38,4 8,9 3,2 37,8 12,8 36,8 5,4 3,8 2,9

Nusa Tenggara Timur 31,2 8,8 4,4 11,9 9,6 60,4 9,3 1,2 0,7

Kalimantan Barat 27,2 11,7 4,3 29,4 13,8 38,8 5,2 2,1 0,3

Kalimantan Tengah 19,6 20,2 4,2 26,7 9,7 36,0 5,6 1,9 0,9

Kalimantan Selatan 21,9 19,6 4,9 25,9 10,7 36,4 5,8 2,3 0,9

Kalimantan Timur 38,6 13,0 16,4 12,7 22,2 37,7 3,4 0,8 0,6

Kalimantan Utara 36,7 22,4 3,3 14,9 12,9 49,4 0,8 0,5 –

Sulawesi Utara 41,2 13,0 10,0 29,6 10,4 40,8 1,0 0,3 0,7

Sulawesi Tengah 24,8 15,4 2,7 26,0 4,3 47,0 7,2 1,3 1,4

Sulawesi Selatan 29,3 16,2 5,7 18,2 12,8 47,2 2,7 1,0 1,0

Sulawesi Tenggara 25,6 17,3 4,8 14,3 8,1 55,9 2,3 1,9 0,9

Gorontalo 35,6 8,4 0,6 35,4 16,4 39,4 0,8 0,3 2,8

Sulawesi Barat 27,9 13,0 1,4 15,4 7,8 62,2 2,7 2,2 1,7

Maluku 27,6 11,4 4,6 16,5 6,9 59,2 4,7 1,1 1,1

Maluku Utara 31,0 15,3 0,7 14,6 5,1 55,5 9,9 1,3 1,1

Papua Barat 26,8 19,9 2,2 11,3 8,2 64,5 0,7 0,0 0,1

Papua Barat Daya 37,5 16,1 4,4 5,9 14,7 61,0 0,8 0,9 0,6

Papua 42,6 16,5 6,1 8,1 10,1 61,1 1,5 0,5 0,6

Papua Selatan 38,5 18,3 3,9 2,2 5,8 67,1 5,0 – 0,6

Papua Tengah 23,1 29,8 2,3 5,7 18,1 49,0 0,4 0,3 0,2

Papua Pegunungan 26,7 4,2 – 0,4 0,3 92,7 2,5 0,4 –

Indonesia 37,2 10,2 9,6 33,1 19,2 28,6 2,4 1,7 1,1
Catatan: 1 UKBM terdiri dari Poskesdes. Polindes. Posyandu. Balai Pengobatan
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Lampiran 13
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin Menurut Provinsi, Status 
Migrasi Risen Antarprovinsi, Jenis Kelamin, dan Umur Kawin Pertama, 2024

Lampiran 13

Laki-laki

Provinsi
Migran Nonmigran

10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah 10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh – 0,3 19,7 80,0 100,0 0,2 1,7 29,0 69,2 100,0

Sumatera Utara 0,1 1,4 32,8 65,8 100,0 0,2 2,7 41,0 56,1 100,0

Sumatera Barat – 0,5 26,9 72,6 100,0 0,2 2,8 35,3 61,7 100,0

Riau – 3,4 37,4 59,2 100,0 0,3 2,6 41,3 55,8 100,0

Jambi – 2,0 34,8 63,1 100,0 0,6 5,4 45,6 48,4 100,0

Sumatera Selatan 2,1 0,5 56,4 41,1 100,0 0,7 6,2 47,1 46,0 100,0

Bengkulu – 6,4 36,2 57,3 100,0 0,7 7,1 48,7 43,5 100,0

Lampung 8,5 – 30,1 61,3 100,0 0,5 3,4 46,2 49,9 100,0

Kep. Bangka Belitung – 5,5 42,9 51,5 100,0 0,4 5,8 46,9 46,9 100,0

Kepulauan Riau – – 26,7 73,3 100,0 ~0 1,7 33,7 64,5 100,0

DKI Jakarta 0,5 – 30,5 69,0 100,0 0,3 1,7 29,0 69,0 100,0

Jawa Barat – 0,4 32,5 67,1 100,0 1,0 6,0 47,2 45,8 100,0

Jawa Tengah 0,2 2,7 42,7 54,3 100,0 0,6 4,4 46,8 48,2 100,0

DI Yogyakarta – 3,8 35,3 60,9 100,0 0,2 2,6 39,0 58,2 100,0

Jawa Timur 2,2 6,1 33,8 57,9 100,0 1,0 5,4 45,5 48,2 100,0

Banten – – 41,9 58,1 100,0 0,6 3,6 42,8 53,0 100,0

Bali – – 49,0 51,0 100,0 0,2 3,9 43,2 52,7 100,0

Nusa Tenggara Barat 0,2 6,7 55,4 37,8 100,0 1,0 8,3 48,7 42,0 100,0

Nusa Tenggara Timur – 1,9 35,5 62,7 100,0 0,2 2,6 37,8 59,3 100,0

Kalimantan Barat – 12,4 37,2 50,4 100,0 0,5 5,6 45,1 48,8 100,0

Kalimantan Tengah 1,5 5,8 43,9 48,8 100,0 0,6 6,6 47,5 45,3 100,0

Kalimantan Selatan – 14,9 18,5 66,5 100,0 0,7 6,1 47,7 45,5 100,0

Kalimantan Timur – 0,2 43,1 56,7 100,0 0,2 4,0 41,1 54,7 100,0

Kalimantan Utara – 1,0 35,1 63,9 100,0 0,3 3,7 35,8 60,1 100,0

Sulawesi Utara – 0,5 30,0 69,5 100,0 0,2 5,1 47,0 47,6 100,0

Sulawesi Tengah 3,9 4,8 44,0 47,3 100,0 0,7 6,1 46,8 46,4 100,0

Sulawesi Selatan 1,2 8,9 40,6 49,3 100,0 1,1 6,9 41,9 50,1 100,0

Sulawesi Tenggara – 10,5 44,1 45,4 100,0 0,8 6,0 46,6 46,6 100,0

Gorontalo – 2,2 50,8 47,0 100,0 1,1 7,9 51,0 40,0 100,0

Sulawesi Barat – 1,7 47,0 51,3 100,0 1,4 7,2 44,6 46,8 100,0

Maluku – – 39,7 60,3 100,0 0,2 4,1 42,9 52,7 100,0

Maluku Utara – 1,8 43,6 54,7 100,0 0,3 5,8 48,1 45,8 100,0

Papua Barat 5,3 2,2 37,8 54,8 100,0 1,2 7,5 42,3 49,1 100,0

Papua Barat Daya – 3,3 22,9 73,8 100,0 0,8 4,4 40,1 54,7 100,0

Papua – – 29,2 70,8 100,0 0,2 4,0 35,5 60,3 100,0

Papua Selatan 6,9 11,9 38,4 42,9 100,0 1,0 6,9 42,6 49,4 100,0

Papua Tengah – – 61,5 38,5 100,0 1,9 7,5 45,1 45,4 100,0

Papua Pegunungan – 14,7 27,6 57,7 100,0 0,5 5,7 55,6 38,2 100,0

Indonesia 0,7 3,0 37,8 58,5 100,0 0,7 4,8 44,2 50,4 100,0
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Lanjutan Lampiran 13
Lampiran 13 lanjutan

Provinsi
Migran Nonmigran

10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah 10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0,9 4,5 52,6 42,0 100,0 4,2 20,5 53,5 21,8 100,0

Sumatera Utara 1,3 6,5 42,1 50,1 100,0 2,0 15,5 57,3 25,2 100,0

Sumatera Barat 1,9 4,5 59,7 34,0 100,0 3,7 18,0 55,5 22,8 100,0

Riau 2,1 17,2 45,8 34,9 100,0 4,2 20,7 54,7 20,3 100,0

Jambi 7,1 17,3 53,6 22,0 100,0 8,8 28,7 48,6 13,9 100,0

Sumatera Selatan 5,4 16,6 64,4 13,6 100,0 7,0 26,0 51,0 16,1 100,0

Bengkulu 4,6 17,6 47,4 30,3 100,0 7,6 29,6 49,4 13,4 100,0

Lampung 3,7 10,2 62,7 23,5 100,0 6,6 27,0 53,9 12,5 100,0

Kep. Bangka Belitung 3,7 7,7 73,7 15,0 100,0 6,1 26,0 52,3 15,7 100,0

Kepulauan Riau 1,6 17,6 50,8 30,0 100,0 1,9 12,2 55,3 30,5 100,0

DKI Jakarta 1,2 18,0 43,9 36,9 100,0 3,3 12,3 51,5 33,0 100,0

Jawa Barat 3,9 11,5 51,6 32,9 100,0 12,1 28,9 46,6 12,4 100,0

Jawa Tengah 1,7 15,6 56,6 26,1 100,0 8,6 28,8 48,8 13,8 100,0

DI Yogyakarta 1,4 10,8 45,4 42,4 100,0 3,3 15,7 55,7 25,4 100,0

Jawa Timur 2,7 17,3 51,8 28,2 100,0 11,5 28,9 46,4 13,2 100,0

Banten – 3,1 53,9 42,9 100,0 7,9 23,1 51,1 18,0 100,0

Bali 10,8 25,1 36,0 28,1 100,0 2,6 16,2 56,9 24,3 100,0

Nusa Tenggara Barat 4,5 9,9 59,9 25,8 100,0 7,6 29,3 48,2 14,9 100,0

Nusa Tenggara Timur 3,2 6,4 55,5 34,9 100,0 1,6 15,1 53,7 29,7 100,0

Kalimantan Barat 5,4 12,2 51,1 31,3 100,0 5,9 26,2 49,9 18,0 100,0

Kalimantan Tengah 11,7 21,1 41,3 25,9 100,0 10,8 28,8 46,9 13,5 100,0

Kalimantan Selatan 30,8 11,7 41,2 16,4 100,0 12,5 29,3 45,0 13,3 100,0

Kalimantan Timur 3,6 6,5 55,0 34,9 100,0 5,6 24,0 51,5 19,0 100,0

Kalimantan Utara 7,6 15,4 34,0 43,1 100,0 7,7 22,7 49,6 20,0 100,0

Sulawesi Utara 3,2 12,8 41,4 42,7 100,0 2,7 22,7 53,1 21,5 100,0

Sulawesi Tengah 1,5 17,8 57,2 23,4 100,0 7,2 25,8 48,5 18,5 100,0

Sulawesi Selatan 6,8 13,6 43,4 36,2 100,0 9,2 23,3 44,6 22,9 100,0

Sulawesi Tenggara 10,5 21,9 42,1 25,4 100,0 8,0 27,3 46,9 17,8 100,0

Gorontalo 12,2 31,6 44,9 11,3 100,0 7,1 25,5 51,4 16,0 100,0

Sulawesi Barat 2,5 10,4 52,0 35,1 100,0 8,6 25,8 47,4 18,2 100,0

Maluku – 8,1 61,0 30,8 100,0 2,9 15,4 52,8 28,9 100,0

Maluku Utara – 21,4 52,2 26,4 100,0 4,0 23,4 51,3 21,3 100,0

Papua Barat 0,2 28,7 41,1 30,0 100,0 6,3 20,8 51,4 21,5 100,0

Papua Barat Daya 0,6 8,9 40,9 49,7 100,0 5,7 19,3 50,3 24,7 100,0

Papua – 10,8 74,1 15,0 100,0 2,8 15,9 50,9 30,5 100,0

Papua Selatan 10,8 3,0 48,3 37,9 100,0 8,4 24,9 47,8 18,9 100,0

Papua Tengah – 12,0 61,5 26,4 100,0 6,1 20,5 50,4 23,0 100,0

Papua Pegunungan – 14,2 38,8 47,0 100,0 2,8 22,8 58,9 15,5 100,0

Indonesia 3,4 13,4 52,0 31,2 100,0 8,2 25,2 49,6 17,1 100,0

Perempuan
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Lanjutan Lampiran 13
Lampiran 13 lanjutan

Provinsi
Migran Nonmigran

10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah 10–15 16–18 19–24 25+ Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 0,4 2,3 35,7 61,5 100,0 2,4 11,9 42,4 43,3 100,0

Sumatera Utara 0,7 4,0 37,7 57,5 100,0 1,2 9,5 49,7 39,6 100,0

Sumatera Barat 1,0 2,6 44,1 52,3 100,0 2,1 11,0 46,2 40,6 100,0

Riau 1,2 11,3 42,2 45,4 100,0 2,3 12,1 48,4 37,2 100,0

Jambi 3,7 10,0 44,7 41,6 100,0 5,0 17,7 47,2 30,2 100,0

Sumatera Selatan 3,9 9,3 60,8 26,1 100,0 4,0 16,6 49,1 30,2 100,0

Bengkulu 2,6 12,7 42,6 42,1 100,0 4,3 18,9 49,1 27,8 100,0

Lampung 5,7 5,9 48,9 39,5 100,0 3,7 15,7 50,2 30,4 100,0

Kep. Bangka Belitung 1,7 6,6 57,6 34,1 100,0 3,3 16,3 49,7 30,6 100,0

Kepulauan Riau 1,0 10,8 41,4 46,9 100,0 1,0 7,2 44,9 46,9 100,0

DKI Jakarta 0,9 10,3 38,1 50,7 100,0 1,9 7,3 41,1 49,7 100,0

Jawa Barat 2,1 6,4 42,7 48,8 100,0 6,9 18,1 46,9 28,1 100,0

Jawa Tengah 0,8 8,2 48,6 42,4 100,0 5,0 17,7 47,9 29,5 100,0

DI Yogyakarta 0,8 7,7 41,0 50,5 100,0 1,9 9,6 48,0 40,5 100,0

Jawa Timur 2,5 11,8 42,9 42,9 100,0 6,7 18,1 46,0 29,2 100,0

Banten – 1,8 48,8 49,4 100,0 4,4 13,9 47,1 34,6 100,0

Bali 5,2 12,2 42,7 39,9 100,0 1,5 10,3 50,4 37,8 100,0

Nusa Tenggara Barat 1,3 7,5 56,5 34,7 100,0 4,6 19,7 48,5 27,2 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,5 4,0 44,8 49,8 100,0 1,0 9,4 46,4 43,2 100,0

Kalimantan Barat 2,9 12,3 44,6 40,3 100,0 3,4 16,5 47,6 32,5 100,0

Kalimantan Tengah 6,9 14,0 42,5 36,6 100,0 5,9 18,0 47,2 28,9 100,0

Kalimantan Selatan 15,8 13,3 30,2 40,8 100,0 7,0 18,4 46,2 28,3 100,0

Kalimantan Timur 2,3 4,2 50,6 42,9 100,0 3,0 14,4 46,5 36,2 100,0

Kalimantan Utara 3,4 7,5 34,6 54,5 100,0 4,1 13,5 42,9 39,4 100,0

Sulawesi Utara 1,7 7,0 36,0 55,3 100,0 1,5 14,4 50,2 33,9 100,0

Sulawesi Tengah 2,6 11,7 51,1 34,6 100,0 4,1 16,4 47,6 31,8 100,0

Sulawesi Selatan 4,2 11,4 42,1 42,4 100,0 5,5 15,8 43,4 35,4 100,0

Sulawesi Tenggara 5,4 16,3 43,1 35,2 100,0 4,6 17,5 46,8 31,1 100,0

Gorontalo 5,1 14,3 48,3 32,3 100,0 4,2 17,2 51,2 27,4 100,0

Sulawesi Barat 1,4 6,6 49,8 42,1 100,0 5,2 17,0 46,1 31,7 100,0

Maluku – 4,3 51,1 44,6 100,0 1,6 10,1 48,1 40,2 100,0

Maluku Utara – 12,1 48,1 39,8 100,0 2,2 15,0 49,8 33,0 100,0

Papua Barat 2,5 16,7 39,6 41,3 100,0 3,8 14,3 47,0 35,0 100,0

Papua Barat Daya 0,4 7,0 34,9 57,7 100,0 3,3 12,0 45,3 39,4 100,0

Papua – 7,5 60,4 32,1 100,0 1,5 10,2 43,4 44,9 100,0

Papua Selatan 8,9 7,2 43,6 40,3 100,0 4,8 16,3 45,3 33,6 100,0

Papua Tengah – 7,0 61,5 31,4 100,0 4,0 14,1 47,8 34,1 100,0

Papua Pegunungan – 14,4 33,3 52,2 100,0 1,6 14,2 57,2 27,0 100,0

Indonesia 2,1 8,2 45,0 44,7 100,0 4,7 15,7 47,0 32,6 100,0

Laki-laki + Perempuan
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Lampiran 14
Persentase Wanita Berumur 10–54 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Provinsi, 
Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Penggunaan Alat/Cara KB, 2024

Lampiran 14

Provinsi

Migran Nonmigran

Penggunaan Alat/Cara KB
Jumlah

Penggunaan Alat/Cara KB
Jumlah

Ya, Pernah Ya, Sedang Tidak Ya, Pernah Ya, Sedang Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 26,9 44,9 28,3 100,0 26,5 37,6 35,9 100,0

Sumatera Utara 22,1 32,3 45,6 100,0 24,2 35,8 40,0 100,0

Sumatera Barat 28,6 31,5 39,9 100,0 28,7 38,8 32,5 100,0

Riau 16,4 41,1 42,5 100,0 25,4 42,0 32,6 100,0

Jambi 19,2 41,8 39,0 100,0 21,1 55,7 23,2 100,0

Sumatera Selatan 20,3 47,1 32,6 100,0 20,1 55,5 24,4 100,0

Bengkulu 12,8 49,4 37,8 100,0 20,0 55,9 24,1 100,0

Lampung 17,9 52,2 29,9 100,0 18,9 58,9 22,2 100,0

Kep. Bangka Belitung 13,6 62,9 23,6 100,0 19,0 55,5 25,5 100,0

Kepulauan Riau 9,7 37,1 53,2 100,0 19,0 38,2 42,7 100,0

DKI Jakarta 24,1 44,6 31,4 100,0 19,5 40,8 39,7 100,0

Jawa Barat 25,5 35,0 39,5 100,0 22,9 50,0 27,1 100,0

Jawa Tengah 15,7 51,1 33,2 100,0 22,9 49,4 27,7 100,0

DI Yogyakarta 16,0 37,1 46,9 100,0 20,2 45,3 34,5 100,0

Jawa Timur 23,9 35,5 40,7 100,0 19,1 53,5 27,5 100,0

Banten 10,5 34,0 55,4 100,0 18,8 52,1 29,1 100,0

Bali 0,3 66,0 33,7 100,0 17,5 47,8 34,7 100,0

Nusa Tenggara Barat 40,6 32,9 26,5 100,0 29,6 50,8 19,6 100,0

Nusa Tenggara Timur 12,4 32,2 55,3 100,0 22,7 34,3 43,0 100,0

Kalimantan Barat 22,0 47,5 30,6 100,0 25,3 53,2 21,5 100,0

Kalimantan Tengah 8,6 68,1 23,3 100,0 21,7 56,3 22,0 100,0

Kalimantan Selatan 28,1 51,2 20,7 100,0 22,6 59,2 18,2 100,0

Kalimantan Timur 13,0 36,1 50,8 100,0 19,7 46,4 33,9 100,0

Kalimantan Utara 26,5 50,0 23,5 100,0 28,3 37,4 34,3 100,0

Sulawesi Utara 7,8 48,7 43,5 100,0 23,5 51,2 25,3 100,0

Sulawesi Tengah 18,0 42,0 39,9 100,0 22,4 46,5 31,1 100,0

Sulawesi Selatan 23,7 29,5 46,8 100,0 24,7 39,4 36,0 100,0

Sulawesi Tenggara 23,3 28,2 48,4 100,0 24,1 38,4 37,5 100,0

Gorontalo 10,8 38,5 50,6 100,0 22,6 47,7 29,7 100,0

Sulawesi Barat 24,0 28,9 47,1 100,0 24,4 39,7 35,9 100,0

Maluku 29,9 23,2 46,9 100,0 25,3 29,7 45,0 100,0

Maluku Utara 17,1 51,1 31,8 100,0 26,7 38,8 34,5 100,0

Papua Barat 9,5 33,0 57,5 100,0 17,3 28,6 54,1 100,0

Papua Barat Daya 27,7 6,2 66,1 100,0 21,5 25,3 53,3 100,0

Papua 12,4 47,3 40,4 100,0 26,5 21,8 51,7 100,0

Papua Selatan 15,2 50,7 34,1 100,0 18,3 23,4 58,3 100,0

Papua Tengah 6,6 11,9 81,5 100,0 7,1 9,8 83,1 100,0

Papua Pegunungan 15,8 69,5 14,8 100,0 12,2 22,2 65,6 100,0

Indonesia 20,2 40,6 39,2 100,0 22,0 48,0 30,0 100,0

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



128 |     Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Lampiran 15
Persentase Wanita Pernah Kawin Berumur 10-54 Tahun yang Sedang Menggunakan Alat/
Cara KB Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Alat/Cara KB yang 
Digunakan, 2024

Lampiran 15

Provinsi

Migran

Alat/Cara KB yang Digunakan

Jumlah
Sterilisasi 

Wanita/
Tubektomi/

MOW

Sterilisasi 
Pria/

Vasektomi/
MOP

IUD/
AKDR/
Spiral

Suntikan
Susuk 

KB/ 
Implan

Pil
Kondom 

Pria/ 
Karet KB

Intravag/ 
Kondom 
Wanita/ 

Diafragma

Metode 
Menyusui 

Alami

Pantang 
Berkala/
Kalender

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 23,8 – 3,9 45,6 – 26,4 – 0,3 – – – 100,0

Sumatera Utara 4,2 0,4 11,3 44,3 14,1 15,2 7,3 – – 3,2 – 100,0

Sumatera Barat 11,0 – 5,7 32,6 13,2 25,0 7,7 – – 4,5 0,3 100,0

Riau – – 7,6 58,2 19,8 4,9 5,6 – – 3,9 – 100,0

Jambi – – 9,6 44,6 11,0 34,8 – – – – – 100,0

Sumatera Selatan – – 10,8 50,1 39,1 – – – – – – 100,0

Bengkulu – – – 63,6 20,2 5,8 10,3 – – – – 100,0

Lampung 1,6 – 7,3 67,1 8,6 9,9 – – – 5,6 – 100,0

Kep. Bangka Belitung 14,4 – – 35,8 28,5 21,4 – – – – – 100,0

Kepulauan Riau – – 1,3 75,4 21,9 1,1 0,3 – – – – 100,0

DKI Jakarta 3,0 – 23,0 33,5 – 14,2 5,8 – – 20,5 – 100,0

Jawa Barat 2,7 – 23,8 43,1 8,8 21,7 – – – – – 100,0

Jawa Tengah 3,3 – 16,4 51,8 14,0 6,0 4,9 – – 3,5 – 100,0

DI Yogyakarta – – 32,7 38,4 12,4 14,2 – – – 2,4 – 100,0

Jawa Timur 8,3 0,4 15,7 34,2 6,5 26,1 0,3 4,2 4,1 – 0,2 100,0

Banten 21,4 – 16,8 41,1 – 8,4 – – – 12,3 – 100,0

Bali – – 21,0 25,2 34,9 18,9 – – – – – 100,0

Nusa Tenggara Barat – – 13,1 46,7 40,1 0,1 – – – – – 100,0

Nusa Tenggara Timur 6,1 – 14,0 29,7 17,0 13,7 – – – 19,4 – 100,0

Kalimantan Barat 8,0 – 36,7 42,9 5,9 6,6 – – – – – 100,0

Kalimantan Tengah – – 1,6 65,2 7,7 25,5 – – – – – 100,0

Kalimantan Selatan 2,9 – – 28,3 26,2 42,7 – – – – – 100,0

Kalimantan Timur – – 13,7 36,7 4,1 24,4 14,7 – – – 6,4 100,0

Kalimantan Utara – – 20,7 31,9 33,9 13,5 – – – – – 100,0

Sulawesi Utara – – 18,4 31,8 49,8 – – – – – – 100,0

Sulawesi Tengah – – 22,7 29,5 22,9 24,9 – – – – – 100,0

Sulawesi Selatan 3,1 – 29,9 41,0 18,6 7,4 – – – – – 100,0

Sulawesi Tenggara – – – 23,1 35,9 41,1 – – – – – 100,0

Gorontalo – – – 45,3 17,7 11,7 25,3 – – – – 100,0

Sulawesi Barat – – 5,8 18,7 25,0 32,0 – – 11,0 7,6 – 100,0

Maluku 1,6 – 25,0 46,8 12,0 14,6 – – – – – 100,0

Maluku Utara – – 7,9 78,0 14,1 – – – – – – 100,0

Papua Barat – – 7,3 55,5 22,3 15,0 – – – – – 100,0

Papua Barat Daya – – 3,8 96,2 – – – – – – – 100,0

Papua – – – 65,7 – 24,9 9,4 – – – – 100,0

Papua Selatan – – 29,6 29,1 26,6 13,0 0,3 – – 1,3 – 100,0

Papua Tengah – – – 100,0 – – – – – – – 100,0

Papua Pegunungan – – – 28,6 – – – – – – 71,4 100,0

Indonesia 3,9 ~0 15,6 45,5 13,0 14,6 2,5 0,4 0,4 3,8 0,4 100,0
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Lanjutan Lampiran 15

Lampiran 15 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Alat/Cara KB yang Digunakan

Jumlah
Sterilisasi 

Wanita/ 
Tubektomi/ 

MOW

Sterilisasi 
Pria/

Vasektomi/ 
MOP

IUD/
AKDR/
Spiral

Suntikan
Susuk 

KB/ 
Implan

Pil
Kondom 

Pria/ 
Karet KB

Intravag/ 
Kondom 
Wanita/ 

Diafragma

Metode 
Menyusui 

Alami

Pantang 
Berkala/ 
Kalender

Lainnya

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

Aceh 1,8 0,4 5,3 63,2 7,9 18,6 0,9 ~0 0,1 1,4 0,2 100,0

Sumatera Utara 7,9 0,4 6,3 40,2 17,9 20,5 1,7 – 0,6 3,2 1,1 100,0

Sumatera Barat 6,6 0,7 10,3 44,1 16,4 16,5 3,2 ~0 0,4 1,5 0,1 100,0

Riau 3,8 0,2 4,4 53,4 11,3 23,5 1,7 0,1 0,1 0,9 0,7 100,0

Jambi 3,1 0,4 4,4 54,7 11,5 23,3 1,6 – ~0 0,6 0,3 100,0

Sumatera Selatan 1,9 0,2 3,8 62,9 16,4 12,6 0,8 0,1 0,1 1,0 0,1 100,0

Bengkulu 2,6 0,3 6,9 57,1 16,5 12,9 2,4 0,1 ~0 1,0 0,1 100,0

Lampung 2,4 0,3 4,0 59,1 15,5 15,6 1,1 0,1 0,1 1,5 0,3 100,0

Kep. Bangka Belitung 3,5 0,1 5,2 50,9 8,5 26,7 1,3 0,1 – 3,6 0,3 100,0

Kepulauan Riau 8,2 0,2 22,3 31,0 8,8 19,3 3,6 0,1 0,5 4,8 1,0 100,0

DKI Jakarta 5,1 0,1 24,3 43,0 5,2 16,7 2,1 0,2 – 3,1 0,2 100,0

Jawa Barat 3,5 0,2 10,4 53,7 6,6 22,8 1,5 0,1 0,1 1,0 ~0 100,0

Jawa Tengah 5,6 0,5 11,7 51,1 15,5 11,6 1,7 0,1 0,2 1,8 0,3 100,0

DI Yogyakarta 6,7 0,8 31,5 22,6 13,3 9,6 8,9 0,3 0,4 5,5 0,3 100,0

Jawa Timur 5,0 0,3 9,3 55,6 8,7 18,6 1,1 0,1 ~0 1,2 0,1 100,0

Banten 3,4 0,5 5,8 65,8 4,9 16,9 1,2 ~0 0,1 1,2 0,3 100,0

Bali 8,2 0,8 32,8 35,7 3,9 10,2 1,9 0,1 0,3 5,3 0,7 100,0

Nusa Tenggara Barat 1,9 0,5 7,0 64,8 19,7 4,7 0,6 – 0,1 0,5 0,2 100,0

Nusa Tenggara Timur 6,4 0,3 12,6 34,7 34,2 7,9 0,3 ~0 0,5 2,8 0,3 100,0

Kalimantan Barat 1,9 0,3 4,6 56,7 6,2 28,5 0,8 0,1 0,1 0,6 0,2 100,0

Kalimantan Tengah 1,7 0,1 1,6 61,7 8,5 24,6 0,7 ~0 0,1 0,9 ~0 100,0

Kalimantan Selatan 2,3 0,3 3,6 44,2 7,5 40,2 1,1 – 0,1 0,6 ~0 100,0

Kalimantan Timur 4,2 0,3 15,9 35,9 9,7 30,1 2,4 0,2 0,1 1,0 0,2 100,0

Kalimantan Utara 3,9 0,1 9,9 44,0 13,1 25,0 2,3 ~0 – 0,8 0,8 100,0

Sulawesi Utara 3,4 0,1 8,6 44,3 20,6 21,7 0,2 0,1 – 1,0 0,1 100,0

Sulawesi Tengah 1,3 0,3 7,1 43,3 20,1 26,8 0,3 0,2 ~0 0,4 0,1 100,0

Sulawesi Selatan 1,8 0,3 7,2 48,3 22,9 18,0 0,6 ~0 0,1 0,6 0,1 100,0

Sulawesi Tenggara 2,0 0,4 6,6 43,8 20,3 24,6 0,7 – – 1,1 0,4 100,0

Gorontalo 1,7 ~0 7,2 39,8 32,7 17,0 0,1 – 0,4 0,7 0,3 100,0

Sulawesi Barat 0,8 0,2 3,5 45,2 22,0 25,9 0,8 – – 1,5 0,1 100,0

Maluku 1,4 0,1 3,5 56,2 27,2 8,4 0,2 – 0,1 2,6 0,4 100,0

Maluku Utara 0,8 0,1 4,0 62,0 27,3 5,3 0,1 – 0,1 0,2 ~0 100,0

Papua Barat 3,1 ~0 4,8 53,4 18,5 14,0 3,1 ~0 0,7 2,3 0,2 100,0

Papua Barat Daya 4,4 – 2,8 63,4 11,3 14,6 2,5 – – ~0 1,0 100,0

Papua 5,6 0,1 4,5 54,1 23,7 6,1 3,5 – 2,3 – 0,1 100,0

Papua Selatan 2,3 – 4,0 51,0 18,6 17,3 4,5 – 1,6 0,1 0,6 100,0

Papua Tengah 2,5 – 6,0 54,9 16,7 7,3 10,5 – 1,3 0,9 – 100,0

Papua Pegunungan 0,2 ~0 0,2 4,6 2,5 0,6 1,3 – 1,6 1,7 87,2 100,0

Indonesia 4,1 0,3 9,7 52,3 11,6 18,4 1,5 0,1 0,1 1,5 0,4 100,0
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Lampiran 16
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Kondisi Pernah/Tidak Mengalami Tindak Kejahatan selama 1 Januari–31 
Desember 2023

Lampiran 16

Provinsi

Migran Nonmigran

Pernah Mengalami Tindak 
Kejahatan Jumlah

Pernah Mengalami Tindak 
Kejahatan Jumlah

Ya Tidak Ya Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 2,7 97,3 100,0 0,3 99,7 100,0

Sumatera Utara 1,3 98,7 100,0 0,4 99,6 100,0

Sumatera Barat 1,0 99,0 100,0 0,6 99,4 100,0

Riau – 100,0 100,0 0,5 99,5 100,0

Jambi ~0 100,0 100,0 0,5 99,5 100,0

Sumatera Selatan 0,3 99,7 100,0 0,6 99,4 100,0

Bengkulu – 100,0 100,0 0,7 99,3 100,0

Lampung – 100,0 100,0 0,7 99,3 100,0

Kep. Bangka Belitung 0,7 99,3 100,0 0,4 99,6 100,0

Kepulauan Riau 0,7 99,3 100,0 0,4 99,6 100,0

DKI Jakarta 0,6 99,4 100,0 0,7 99,3 100,0

Jawa Barat 0,9 99,1 100,0 0,7 99,3 100,0

Jawa Tengah 0,8 99,2 100,0 0,4 99,6 100,0

DI Yogyakarta 2,7 97,3 100,0 0,4 99,6 100,0

Jawa Timur 0,5 99,5 100,0 0,3 99,7 100,0

Banten 1,5 98,5 100,0 0,4 99,6 100,0

Bali 0,8 99,2 100,0 0,1 99,9 100,0

Nusa Tenggara Barat 4,0 96,0 100,0 1,1 98,9 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,0 99,0 100,0 0,4 99,6 100,0

Kalimantan Barat – 100,0 100,0 0,3 99,7 100,0

Kalimantan Tengah 1,5 98,5 100,0 0,3 99,7 100,0

Kalimantan Selatan – 100,0 100,0 0,3 99,7 100,0

Kalimantan Timur – 100,0 100,0 0,2 99,8 100,0

Kalimantan Utara 0,1 99,9 100,0 0,5 99,5 100,0

Sulawesi Utara – 100,0 100,0 0,5 99,5 100,0

Sulawesi Tengah 0,7 99,3 100,0 0,6 99,4 100,0

Sulawesi Selatan 0,6 99,4 100,0 0,4 99,6 100,0

Sulawesi Tenggara 0,4 99,6 100,0 0,4 99,6 100,0

Gorontalo – 100,0 100,0 0,4 99,6 100,0

Sulawesi Barat – 100,0 100,0 0,3 99,7 100,0

Maluku 2,5 97,5 100,0 0,8 99,2 100,0

Maluku Utara – 100,0 100,0 0,5 99,5 100,0

Papua Barat 1,9 98,1 100,0 0,4 99,6 100,0

Papua Barat Daya – 100,0 100,0 1,3 98,7 100,0

Papua 1,2 98,8 100,0 1,1 98,9 100,0

Papua Selatan – 100,0 100,0 0,9 99,1 100,0

Papua Tengah – 100,0 100,0 0,2 99,8 100,0

Papua Pegunungan – 100,0 100,0 0,3 99,7 100,0

Indonesia 0,9 99,1 100,0 0,5 99,5 100,0

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



131Lampiran     |

Lampiran 17

Provinsi

Migran

Persentase 
Migran yang 
Mengakses 

Internet

Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet

Komputer 
Dekstop

Laptop/
Notebook Tablet HP/

Ponsel Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 85,4 2,6 21,3 – 98,9 –

Sumatera Utara 79,2 1,5 10,2 0,5 99,5 0,2

Sumatera Barat 86,8 6,8 13,1 1,2 98,7 –

Riau 83,8 3,2 9,7 0,3 96,5 1,4

Jambi 75,3 3,7 16,2 2,4 97,6 1,3

Sumatera Selatan 76,7 3,9 6,5 – 100,0 0,8

Bengkulu 84,6 – 16,4 – 100,0 2,7

Lampung 79,7 5,0 10,3 – 100,0 ~0

Kep. Bangka Belitung 89,5 2,7 14,9 0,3 100,0 –

Kepulauan Riau 91,6 8,6 15,4 1,9 97,5 1,1

DKI Jakarta 91,8 3,6 22,1 5,0 99,3 –

Jawa Barat 91,8 3,8 17,2 1,1 98,9 –

Jawa Tengah 91,7 3,9 6,4 1,0 99,2 0,4

DI Yogyakarta 97,2 9,5 50,3 3,1 98,8 0,7

Jawa Timur 89,5 2,8 12,6 1,2 98,7 –

Banten 91,9 6,1 18,2 2,2 98,7 0,3

Bali 89,5 5,0 16,1 – 99,1 –

Nusa Tenggara Barat 85,4 4,9 10,7 0,5 99,3 –

Nusa Tenggara Timur 78,0 0,4 9,1 0,3 100,0 –

Kalimantan Barat 85,5 0,9 23,9 – 100,0 –

Kalimantan Tengah 89,2 3,9 19,2 0,8 100,0 –

Kalimantan Selatan 78,5 6,2 14,2 – 96,1 –

Kalimantan Timur 97,9 5,0 15,2 2,0 97,2 –

Kalimantan Utara 89,2 0,4 11,3 0,6 99,4 –

Sulawesi Utara 81,2 1,1 8,3 0,4 100,0 –

Sulawesi Tengah 73,3 4,7 17,1 – 100,0 –

Sulawesi Selatan 78,2 0,9 14,4 1,6 99,2 –

Sulawesi Tenggara 82,3 2,3 15,7 – 99,6 –

Gorontalo 80,3 10,2 27,0 8,0 100,0 –

Sulawesi Barat 86,6 2,2 14,9 – 96,5 –

Maluku 81,8 9,7 17,3 0,9 99,1 –

Maluku Utara 80,2 1,4 12,0 – 100,0 –

Papua Barat 82,7 3,3 14,7 4,7 97,8 –

Papua Barat Daya 79,9 6,1 2,1 1,0 100,0 –

Papua 93,7 7,2 18,0 – 94,8 –

Papua Selatan 88,4 3,2 23,0 0,8 96,1 –

Papua Tengah 39,7 11,3 6,7 – 100,0 –

Papua Pegunungan 26,4 0,3 – 42,2 57,8 –

Indonesia 87,8 4,2 15,3 1,4 98,9 0,2

Lampiran 17
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi 
Risen Antarprovinsi, dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet dalam 
3 Bulan Terakhir, 2024
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Lanjutan Lampiran 17

Lampiran 17 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Persentase 
Nonmigran yang 

Mengakses 
Internet

Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet

Komputer 
Dekstop

Laptop/
Notebook Tablet HP/

Ponsel Lainnya

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 62,9 2,1 8,1 0,4 99,2 0,3

Sumatera Utara 74,1 1,7 7,4 0,5 99,0 0,2

Sumatera Barat 74,4 3,1 8,1 0,4 99,3 0,1

Riau 77,6 2,1 6,7 0,5 99,3 0,2

Jambi 71,7 1,9 7,5 0,6 99,2 0,3

Sumatera Selatan 70,5 1,4 6,5 0,4 99,2 0,3

Bengkulu 70,6 1,5 8,8 0,3 99,3 0,3

Lampung 73,3 1,4 5,6 0,2 99,4 0,1

Kep. Bangka Belitung 75,9 2,2 8,2 0,5 99,3 0,2

Kepulauan Riau 89,2 3,7 13,9 0,5 98,4 1,1

DKI Jakarta 87,8 3,4 20,0 1,7 98,4 0,3

Jawa Barat 76,5 2,8 10,0 0,7 99,1 0,2

Jawa Tengah 72,9 3,0 7,8 0,4 99,3 0,3

DI Yogyakarta 79,6 4,4 15,9 1,0 98,8 0,7

Jawa Timur 69,3 2,9 9,6 0,7 99,0 0,2

Banten 75,1 3,2 12,1 1,0 98,6 1,0

Bali 77,5 3,9 14,6 1,0 99,2 –

Nusa Tenggara Barat 68,3 1,6 7,7 0,3 99,5 ~0

Nusa Tenggara Timur 54,5 2,4 8,6 0,5 99,0 0,2

Kalimantan Barat 71,5 1,8 7,2 0,5 99,4 0,1

Kalimantan Tengah 75,1 1,8 8,4 0,5 99,4 0,2

Kalimantan Selatan 74,8 2,1 9,1 0,6 99,3 0,1

Kalimantan Timur 84,3 2,8 12,0 1,0 99,1 0,3

Kalimantan Utara 77,3 2,0 8,4 0,6 99,1 1,0

Sulawesi Utara 68,4 2,0 7,4 0,9 99,1 0,1

Sulawesi Tengah 62,3 2,5 8,5 0,6 99,2 0,2

Sulawesi Selatan 70,0 1,8 10,3 0,7 99,1 0,3

Sulawesi Tenggara 70,2 1,7 8,8 0,4 99,3 0,1

Gorontalo 65,8 3,5 9,4 0,2 99,1 0,2

Sulawesi Barat 66,4 1,8 6,4 0,7 98,8 0,1

Maluku 59,8 2,8 9,8 0,4 99,2 0,2

Maluku Utara 59,0 1,3 7,7 0,6 99,4 0,2

Papua Barat 62,6 1,6 8,3 0,3 99,3 0,2

Papua Barat Daya 65,6 1,6 7,8 0,4 98,9 0,9

Papua 62,0 2,7 11,6 1,3 98,6 2,0

Papua Selatan 47,8 4,9 11,6 0,9 98,2 0,2

Papua Tengah 28,7 1,7 9,0 0,8 97,8 0,3

Papua Pegunungan 6,7 1,5 6,8 – 99,3 0,3

Indonesia 72,6 2,6 9,6 0,7 99,1 0,3
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Lampiran 18
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Lokasi Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Lampiran 18

Provinsi

Migran

Persentase 
yang

Mengakses 
Internet

Lokasi Mengakses

Rumah 
Sendiri

Bukan 
Rumah 
Sendiri

Tempat 
Bekerja/
Kantor

Gedung 
Sekolah/
Kampus

Tempat 
Umum

Dalam 
Kondisi 

Bergerak

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 85,4 99,2 39,7 23,3 13,4 61,8 36,8

Sumatera Utara 79,2 93,6 40,1 26,4 6,4 44,6 30,8

Sumatera Barat 86,8 99,1 45,5 25,5 11,9 54,3 44,7

Riau 83,8 98,9 38,0 25,7 4,1 45,1 28,2

Jambi 75,3 93,6 49,1 28,6 10,3 52,7 27,6

Sumatera Selatan 76,7 96,3 24,6 23,6 4,3 36,1 26,6

Bengkulu 84,6 98,3 39,4 23,5 10,1 47,8 49,2

Lampung 79,7 98,3 50,4 29,1 3,4 49,7 34,5

Kep. Bangka Belitung 89,5 99,4 52,0 33,2 11,4 51,2 32,8

Kepulauan Riau 91,6 88,2 36,3 52,3 11,8 51,6 36,4

DKI Jakarta 91,8 91,8 33,9 36,6 11,1 39,7 39,0

Jawa Barat 91,8 98,7 42,7 40,1 7,8 57,5 40,6

Jawa Tengah 91,7 95,1 51,0 34,5 5,7 56,8 42,2

DI Yogyakarta 97,2 95,4 53,2 34,2 39,8 77,6 41,7

Jawa Timur 89,5 97,4 44,1 26,4 10,7 51,0 36,9

Banten 91,9 97,3 32,8 36,1 11,8 54,2 46,5

Bali 89,5 91,4 48,9 44,9 12,7 61,4 26,2

Nusa Tenggara Barat 85,4 96,6 56,4 25,0 5,2 52,9 31,2

Nusa Tenggara Timur 78,0 92,1 55,4 23,1 7,8 52,1 40,2

Kalimantan Barat 85,5 97,9 39,1 29,0 9,5 62,0 31,6

Kalimantan Tengah 89,2 96,8 31,7 35,0 6,3 60,4 26,8

Kalimantan Selatan 78,5 98,9 42,2 36,4 6,2 53,9 27,2

Kalimantan Timur 97,9 99,6 44,0 33,6 6,4 58,0 32,3

Kalimantan Utara 89,2 97,0 24,2 43,9 2,2 36,2 23,1

Sulawesi Utara 81,2 91,0 35,6 19,3 5,4 53,8 31,1

Sulawesi Tengah 73,3 88,4 37,0 25,2 12,9 51,7 29,0

Sulawesi Selatan 78,2 99,1 47,4 20,7 17,6 59,8 46,6

Sulawesi Tenggara 82,3 95,2 47,4 22,0 5,7 51,6 28,3

Gorontalo 80,3 100,0 27,5 47,2 5,6 60,2 37,2

Sulawesi Barat 86,6 92,8 46,9 30,0 14,5 58,2 45,9

Maluku 81,8 95,9 24,5 27,0 20,0 50,8 53,3

Maluku Utara 80,2 98,1 19,4 18,2 5,2 26,0 19,6

Papua Barat 82,7 96,8 34,2 26,1 10,7 48,4 30,2

Papua Barat Daya 79,9 69,1 29,6 16,1 7,3 35,6 55,4

Papua 93,7 93,1 25,4 15,7 2,4 29,6 41,6

Papua Selatan 88,4 97,0 41,8 30,5 0,5 41,2 53,4

Papua Tengah 39,7 93,7 30,5 45,8 ~0 51,2 44,0

Papua Pegunungan 26,4 100,0 1,6 12,0 ~0 68,5 52,5

Indonesia 87,8 95,9 44,0 32,7 10,1 54,1 38,5
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Lanjutan Lampiran 18

Lampiran 18 lanjutan

Provinsi

Nonmigran

Persentase 
yang

Mengakses 
Internet

Lokasi Mengakses

Rumah 
Sendiri

Bukan 
Rumah 
Sendiri

Tempat 
Bekerja/
Kantor

Gedung 
Sekolah/
Kampus

Tempat 
Umum

Dalam 
Kondisi 

Bergerak

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 62,9 97,2 42,6 27,2 10,6 60,2 29,8

Sumatera Utara 74,1 97,3 39,4 29,2 11,4 51,0 29,7

Sumatera Barat 74,4 98,4 37,2 26,2 12,9 50,4 34,4

Riau 77,6 97,6 36,4 28,3 10,2 51,6 25,8

Jambi 71,7 97,4 44,4 28,3 12,1 52,9 28,9

Sumatera Selatan 70,5 98,0 41,5 26,6 10,2 49,6 34,3

Bengkulu 70,6 96,6 47,6 30,9 11,5 51,4 38,2

Lampung 73,3 98,2 43,1 25,2 10,7 45,7 31,6

Kep. Bangka Belitung 75,9 99,6 60,0 32,0 10,0 59,7 32,4

Kepulauan Riau 89,2 98,8 38,6 36,5 10,2 56,1 36,0

DKI Jakarta 87,8 96,9 31,6 38,5 13,3 51,4 37,3

Jawa Barat 76,5 97,5 38,6 30,0 10,7 51,9 33,1

Jawa Tengah 72,9 98,0 45,0 31,2 12,3 55,3 37,7

DI Yogyakarta 79,6 97,9 46,2 36,4 14,5 56,7 33,7

Jawa Timur 69,3 97,2 35,5 29,0 12,0 50,2 31,7

Banten 75,1 97,1 41,5 34,5 13,4 54,8 37,0

Bali 77,5 99,1 40,4 43,6 14,3 57,3 31,7

Nusa Tenggara Barat 68,3 99,0 49,0 21,8 12,2 45,1 30,6

Nusa Tenggara Timur 54,5 96,2 42,4 22,7 15,3 44,9 33,9

Kalimantan Barat 71,5 95,2 34,4 25,7 9,6 49,7 27,1

Kalimantan Tengah 75,1 96,2 36,4 30,4 10,4 49,6 35,9

Kalimantan Selatan 74,8 98,7 47,7 31,5 11,4 59,3 36,7

Kalimantan Timur 84,3 97,4 34,5 32,1 11,8 48,8 25,9

Kalimantan Utara 77,3 92,2 19,6 30,4 10,7 36,8 25,5

Sulawesi Utara 68,4 95,3 42,6 28,1 13,3 55,6 46,5

Sulawesi Tengah 62,3 95,5 35,6 25,9 11,7 44,2 28,1

Sulawesi Selatan 70,0 97,6 40,7 26,7 14,1 50,9 34,1

Sulawesi Tenggara 70,2 97,7 40,8 25,5 10,6 44,9 26,0

Gorontalo 65,8 96,4 37,3 28,6 12,2 47,5 32,8

Sulawesi Barat 66,4 95,5 38,9 21,4 11,4 42,3 27,5

Maluku 59,8 89,8 28,7 19,7 12,0 38,4 41,5

Maluku Utara 59,0 88,8 26,5 21,9 12,2 38,6 31,7

Papua Barat 62,6 93,1 25,4 20,5 11,8 41,7 19,9

Papua Barat Daya 65,6 88,7 18,1 22,5 8,6 30,4 28,9

Papua 62,0 89,2 21,5 22,8 11,8 38,9 32,9

Papua Selatan 47,8 93,6 32,2 25,1 11,3 47,1 34,0

Papua Tengah 28,7 88,1 25,2 18,0 12,0 39,3 20,1

Papua Pegunungan 6,7 74,5 16,7 15,7 10,4 59,7 36,3

Indonesia 72,6 97,3 39,5 29,9 11,8 51,6 33,3
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Lampiran 19
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Lampiran 19

Provinsi
Status Migrasi Risen Antarprovinsi

Jumlah
Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

(1) (2) (3) (4)

Aceh 0,7 99,3 100,0

Sumatera Utara 1,2 98,8 100,0

Sumatera Barat 3,4 96,6 100,0

Riau 1,5 98,5 100,0

Jambi 1,7 98,3 100,0

Sumatera Selatan 1,4 98,6 100,0

Bengkulu 2,3 97,7 100,0

Lampung 2,0 98,0 100,0

Kep. Bangka Belitung 2,5 97,5 100,0

Kepulauan Riau 8,1 91,9 100,0

DKI Jakarta 2,8 97,2 100,0

Jawa Barat 1,3 98,7 100,0

Jawa Tengah 2,9 97,1 100,0

DI Yogyakarta 7,2 92,8 100,0

Jawa Timur 1,2 98,8 100,0

Banten 1,3 98,7 100,0

Bali 1,5 98,5 100,0

Nusa Tenggara Barat 3,9 96,1 100,0

Nusa Tenggara Timur 3,5 96,5 100,0

Kalimantan Barat 0,9 99,1 100,0

Kalimantan Tengah 2,2 97,8 100,0

Kalimantan Selatan 1,4 98,6 100,0

Kalimantan Timur 1,9 98,1 100,0

Kalimantan Utara 2,4 97,6 100,0

Sulawesi Utara 1,0 99,0 100,0

Sulawesi Tengah 1,7 98,3 100,0

Sulawesi Selatan 2,1 97,9 100,0

Sulawesi Tenggara 2,7 97,3 100,0

Gorontalo 1,6 98,4 100,0

Sulawesi Barat 2,4 97,6 100,0

Maluku 2,4 97,6 100,0

Maluku Utara 2,2 97,8 100,0

Papua Barat 4,4 95,6 100,0

Papua Barat Daya 2,2 97,8 100,0

Papua 2,0 98,0 100,0

Papua Selatan 3,0 97,0 100,0

Papua Tengah 0,7 99,3 100,0

Papua Pegunungan 0,6 99,4 100,0

Indonesia 2,0 98,0 100,0
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Lampiran 20
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 
dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, 2024

Lampiran 20

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
JumlahMilik 

Sendiri
Kontrak/

Sewa Bebas Sewa Dinas Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 65,9 22,5 8,0 3,6 – 100,0

Sumatera Utara 63,1 13,8 19,0 4,1 – 100,0

Sumatera Barat 63,6 13,5 19,1 3,8 – 100,0

Riau 51,4 28,9 12,1 7,6 – 100,0

Jambi 77,6 12,1 9,8 0,5 – 100,0

Sumatera Selatan 89,6 4,8 5,5 ~0 – 100,0

Bengkulu 78,0 14,6 7,4 – – 100,0

Lampung 91,5 4,5 3,8 0,2 – 100,0

Kep. Bangka Belitung 68,1 8,6 16,0 7,3 – 100,0

Kepulauan Riau 32,3 57,9 7,7 2,1 – 100,0

DKI Jakarta 54,1 22,3 22,5 1,1 – 100,0

Jawa Barat 74,7 18,4 4,6 2,3 – 100,0

Jawa Tengah 92,0 1,7 6,3 ~0 – 100,0

DI Yogyakarta 61,9 29,5 7,7 1,0 – 100,0

Jawa Timur 86,4 7,0 4,9 1,8 – 100,0

Banten 75,4 5,4 11,0 8,2 – 100,0

Bali 53,6 37,4 3,6 5,4 – 100,0

Nusa Tenggara Barat 86,1 2,4 8,5 2,9 – 100,0

Nusa Tenggara Timur 89,6 4,6 4,9 0,9 – 100,0

Kalimantan Barat 94,5 2,0 1,8 1,6 – 100,0

Kalimantan Tengah 53,9 5,4 15,8 24,8 – 100,0

Kalimantan Selatan 68,6 12,1 12,3 7,0 – 100,0

Kalimantan Timur 50,8 40,2 6,6 2,4 – 100,0

Kalimantan Utara 63,2 13,7 10,7 12,5 – 100,0

Sulawesi Utara 67,7 0,5 31,8 – – 100,0

Sulawesi Tengah 68,0 20,6 8,2 3,2 – 100,0

Sulawesi Selatan 84,9 8,5 6,5 – 0,1 100,0

Sulawesi Tenggara 85,1 2,0 10,8 2,0 – 100,0

Gorontalo 66,2 4,5 29,3 – – 100,0

Sulawesi Barat 91,8 0,8 6,2 1,2 – 100,0

Maluku 80,1 9,7 8,5 1,6 – 100,0

Maluku Utara 80,1 6,4 13,2 0,3 – 100,0

Papua Barat 57,0 23,0 7,7 12,3 – 100,0

Papua Barat Daya 70,2 12,9 15,2 1,7 – 100,0

Papua 52,8 19,2 24,1 3,8 – 100,0

Papua Selatan 71,0 13,9 5,0 10,1 – 100,0

Papua Tengah 57,8 35,7 0,3 6,2 – 100,0

Papua Pegunungan 77,5 22,1 0,4 – – 100,0

Indonesia 75,7 13,4 8,6 2,3 ~0 100,0
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Lanjutan Lampiran 20

Lampiran 20 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
JumlahMilik 

Sendiri
Kontrak/

Sewa Bebas Sewa Dinas Lainnya

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 85,3 3,9 9,7 1,1 – 100,0

Sumatera Utara 73,0 9,4 15,1 2,4 ~0 100,0

Sumatera Barat 73,0 6,9 18,9 1,2 ~0 100,0

Riau 78,9 7,7 9,0 4,5 – 100,0

Jambi 89,5 2,7 7,0 0,8 – 100,0

Sumatera Selatan 85,8 3,2 10,4 0,6 – 100,0

Bengkulu 90,0 3,2 5,8 1,0 ~0 100,0

Lampung 93,1 1,9 4,9 0,1 – 100,0

Kep. Bangka Belitung 90,2 2,6 6,3 0,9 – 100,0

Kepulauan Riau 78,9 15,4 5,4 0,3 – 100,0

DKI Jakarta 54,5 21,3 23,1 1,2 ~0 100,0

Jawa Barat 83,6 5,7 10,4 0,3 ~0 100,0

Jawa Tengah 90,9 1,1 7,9 0,1 – 100,0

DI Yogyakarta 85,2 4,6 9,9 0,4 – 100,0

Jawa Timur 91,0 2,6 6,3 0,2 – 100,0

Banten 86,6 6,2 6,9 0,3 – 100,0

Bali 84,0 10,6 5,1 0,4 – 100,0

Nusa Tenggara Barat 92,2 1,2 6,4 0,2 – 100,0

Nusa Tenggara Timur 91,5 2,9 4,7 0,8 0,1 100,0

Kalimantan Barat 91,9 1,4 6,3 0,4 – 100,0

Kalimantan Tengah 83,7 3,0 7,7 5,6 ~0 100,0

Kalimantan Selatan 84,8 4,3 9,3 1,7 – 100,0

Kalimantan Timur 77,5 9,6 11,4 1,5 – 100,0

Kalimantan Utara 78,7 9,2 10,6 1,5 – 100,0

Sulawesi Utara 79,6 2,2 17,7 0,5 ~0 100,0

Sulawesi Tengah 89,0 2,6 7,9 0,5 ~0 100,0

Sulawesi Selatan 88,3 2,0 9,4 0,2 0,1 100,0

Sulawesi Tenggara 91,5 2,3 5,9 0,2 – 100,0

Gorontalo 86,4 1,0 12,4 0,2 – 100,0

Sulawesi Barat 94,3 0,5 4,3 0,9 – 100,0

Maluku 84,9 3,8 9,6 1,7 – 100,0

Maluku Utara 91,2 1,7 6,5 0,6 ~0 100,0

Papua Barat 83,7 6,1 7,0 3,2 – 100,0

Papua Barat Daya 84,5 6,7 6,8 2,0 – 100,0

Papua 77,2 10,3 8,1 4,3 0,1 100,0

Papua Selatan 76,7 4,7 12,9 5,7 – 100,0

Papua Tengah 88,5 7,6 3,1 0,8 – 100,0

Papua Pegunungan 97,5 1,4 0,4 0,8 – 100,0

Indonesia 85,1 4,9 9,3 0,7 ~0 100,0
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Lampiran 21
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bukti 
Kepemilikan Tanah Bangunan Tinggal Milik Sendiri, 2024

Lampiran 21

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri

Jumlah
Sertifikat Hak 

Milik (SHM) 
Atas Nama 

ART

SHM Bukan 
Atas Nama 
ART dengan 
Perjanjian 

Pemanfaatan 
Tertulis

SHM Bukan 
Atas Nama 
ART tanpa 
Perjanjian 

Pemanfaatan 
Tertulis

Sertifikat 
Selain SHM 

(SHGB, 
SHSRS)

Surat Bukti 
lainnya (Girik, 
AJB, Letter C, 

dll)

Tidak 
Punya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 69,6 7,6 0,9 2,1 7,1 12,7 100,0

Sumatera Utara 38,8 – 3,7 2,2 33,6 21,7 100,0

Sumatera Barat 38,8 1,6 5,4 1,0 18,7 34,4 100,0

Riau 52,0 3,3 3,8 6,5 20,9 13,5 100,0

Jambi 66,4 2,5 6,1 2,5 6,6 15,9 100,0

Sumatera Selatan 54,6 6,5 6,9 6,7 14,1 11,2 100,0

Bengkulu 74,1 5,1 9,5 – 2,6 8,7 100,0

Lampung 64,4 5,5 7,4 2,3 14,4 5,9 100,0

Kep. Bangka Belitung 68,7 4,2 4,4 – 8,9 13,8 100,0

Kepulauan Riau 23,5 – 0,1 61,9 10,2 4,3 100,0

DKI Jakarta 78,5 2,1 2,6 2,0 4,7 10,0 100,0

Jawa Barat 69,9 2,6 4,9 2,1 16,5 4,1 100,0

Jawa Tengah 65,6 2,8 6,2 1,2 20,6 3,7 100,0

DI Yogyakarta 37,0 5,0 7,2 – 3,1 47,7 100,0

Jawa Timur 61,8 1,9 10,8 2,1 18,6 4,8 100,0

Banten 78,1 8,2 7,0 – 5,8 0,9 100,0

Bali 22,8 25,4 10,9 – 5,8 35,1 100,0

Nusa Tenggara Barat 47,6 4,1 7,0 ~0 16,8 24,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 53,6 2,3 6,2 1,1 24,8 12,0 100,0

Kalimantan Barat 79,9 – ~0 – 12,5 7,6 100,0

Kalimantan Tengah 65,7 9,3 – 4,3 11,6 9,0 100,0

Kalimantan Selatan 76,3 2,6 – – 12,3 8,8 100,0

Kalimantan Timur 52,4 0,7 3,0 5,7 19,8 18,5 100,0

Kalimantan Utara 83,7 4,2 6,1 – – 6,0 100,0

Sulawesi Utara 86,7 0,1 – 0,1 11,1 2,0 100,0

Sulawesi Tengah 73,7 3,1 – 0,7 5,5 17,0 100,0

Sulawesi Selatan 57,2 2,1 2,2 1,5 16,6 20,5 100,0

Sulawesi Tenggara 79,6 2,1 3,9 – 1,7 12,7 100,0

Gorontalo 60,2 3,9 9,7 3,4 18,2 4,5 100,0

Sulawesi Barat 71,1 0,1 3,3 – 16,5 8,9 100,0

Maluku 55,7 2,8 – 2,0 0,9 38,5 100,0

Maluku Utara 74,4 8,8 3,0 – 0,8 13,0 100,0

Papua Barat 56,4 0,2 2,9 2,8 6,2 31,5 100,0

Papua Barat Daya 63,1 6,3 – – 11,7 18,9 100,0

Papua 64,2 – 19,1 1,4 – 15,3 100,0

Papua Selatan 50,8 – 11,8 6,7 0,3 30,4 100,0

Papua Tengah 17,9 – 19,4 – – 62,8 100,0

Papua Pegunungan – – – – – 100,0 100,0

Indonesia 61,0 3,2 5,9 2,6 15,6 11,7 100,0
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Lanjutan Lampiran 21

Lampiran 21 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Bukti Kepemilikan Tanah Bangunan Tempat Tinggal Milik Sendiri

JumlahSertifikat Hak 
Milik (SHM) 

atas nama ART

SHM Bukan 
Atas Nama 
ART dengan 
Perjanjian 

Pemanfaatan 
Tertulis

SHM Bukan 
Atas Nama 
ART tanpa 
Perjanjian 

Pemanfaatan 
Tertulis

Sertifikat 
Selain SHM 

(SHGB, 
SHSRS)

Surat Bukti 
lainnya (Girik, 
AJB, Letter C, 

dll)

Tidak 
Punya

(1) (͘) (1͏) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 64,4 2,3 1,3 1,5 15,3 15,2 100,0

Sumatera Utara 44,1 1,6 2,3 2,5 33,2 16,3 100,0

Sumatera Barat 32,9 2,8 5,2 1,7 18,8 38,7 100,0

Riau 56,8 2,9 2,2 4,0 20,7 13,5 100,0

Jambi 65,4 4,4 4,3 1,7 12,1 12,0 100,0

Sumatera Selatan 57,4 4,0 3,4 2,7 15,8 16,7 100,0

Bengkulu 74,3 5,9 5,0 0,8 6,4 7,5 100,0

Lampung 67,8 5,6 6,5 2,0 11,4 6,6 100,0

Kep. Bangka Belitung 65,3 2,0 3,0 1,5 14,3 13,8 100,0

Kepulauan Riau 31,5 1,3 0,8 48,2 9,8 8,4 100,0

DKI Jakarta 67,7 3,9 3,0 5,6 12,1 7,8 100,0

Jawa Barat 54,7 2,8 4,3 2,6 27,2 8,4 100,0

Jawa Tengah 70,4 3,1 7,4 0,7 15,6 2,7 100,0

DI Yogyakarta 66,7 4,5 19,3 0,4 3,9 5,3 100,0

Jawa Timur 63,1 3,0 4,4 1,8 23,4 4,2 100,0

Banten 63,6 3,9 4,1 1,4 19,6 7,3 100,0

Bali 54,3 14,9 15,5 1,2 6,0 8,1 100,0

Nusa Tenggara Barat 52,6 5,2 10,3 1,6 15,0 15,2 100,0

Nusa Tenggara Timur 52,0 3,4 4,4 1,0 25,8 13,5 100,0

Kalimantan Barat 62,3 2,7 3,3 1,5 16,1 14,0 100,0

Kalimantan Tengah 69,0 2,8 2,4 1,2 15,0 9,6 100,0

Kalimantan Selatan 65,2 2,0 2,6 2,6 14,5 13,2 100,0

Kalimantan Timur 62,6 4,5 3,6 3,8 16,3 9,2 100,0

Kalimantan Utara 71,9 1,5 3,3 2,4 11,0 9,8 100,0

Sulawesi Utara 61,3 3,0 3,0 1,8 16,1 14,9 100,0

Sulawesi Tengah 66,7 3,6 3,1 1,0 10,0 15,6 100,0

Sulawesi Selatan 50,8 2,7 3,9 1,4 16,1 25,0 100,0

Sulawesi Tenggara 74,8 6,1 6,1 0,4 4,2 8,3 100,0

Gorontalo 74,0 1,8 3,8 1,9 10,4 8,1 100,0

Sulawesi Barat 59,1 3,0 3,3 1,6 20,5 12,5 100,0

Maluku 59,9 1,9 2,8 1,0 6,4 27,9 100,0

Maluku Utara 82,0 2,1 1,4 0,4 2,0 12,2 100,0

Papua Barat 48,9 3,0 4,7 0,5 3,7 39,2 100,0

Papua Barat Daya 49,0 2,5 3,2 0,6 10,2 34,5 100,0

Papua 56,9 3,3 2,0 0,5 3,6 33,7 100,0

Papua Selatan 41,0 1,4 2,9 0,9 4,7 49,0 100,0

Papua Tengah 22,9 1,0 1,0 ~0 1,5 73,5 100,0

Papua Pegunungan 2,2 0,2 0,3 – 1,1 96,3 100,0

Indonesia 59,9 3,4 4,9 2,3 19,2 10,3 100,0
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Lampiran 22
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Rata-
Rata Luas Lantai Tempat Tinggal per Kapita, 2024

Lampiran 22

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Rata-Rata Luas Lantai Rumah 
Bangunan Tempat Tinggal per 

Kapita (m2) Jumlah

Rata-Rata Luas Lantai Rumah 
Bangunan Tempat Tinggal per 

Kapita (m2) Jumlah

<7,2 ѵ7,2 <7,2 ѵ7,2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 5,2 94,8 100,0 7,0 93,0 100,0

Sumatera Utara 4,1 95,9 100,0 7,0 93,0 100,0

Sumatera Barat 4,4 95,6 100,0 4,6 95,4 100,0

Riau 9,0 91,0 100,0 5,3 94,7 100,0

Jambi 3,8 96,2 100,0 3,7 96,3 100,0

Sumatera Selatan 3,6 96,4 100,0 8,8 91,2 100,0

Bengkulu 9,4 90,6 100,0 4,2 95,8 100,0

Lampung 0,6 99,4 100,0 1,5 98,5 100,0

Kep. Bangka Belitung 10,4 89,6 100,0 3,1 96,9 100,0

Kepulauan Riau 10,0 90,0 100,0 4,4 95,6 100,0

DKI Jakarta 18,1 81,9 100,0 21,6 78,4 100,0

Jawa Barat 8,6 91,4 100,0 5,7 94,3 100,0

Jawa Tengah 1,2 98,8 100,0 1,7 98,3 100,0

DI Yogyakarta 6,1 93,9 100,0 3,6 96,4 100,0

Jawa Timur 1,8 98,2 100,0 2,6 97,4 100,0

Banten 0,8 99,2 100,0 4,0 96,0 100,0

Bali 11,5 88,5 100,0 4,6 95,4 100,0

Nusa Tenggara Barat 9,1 90,9 100,0 8,6 91,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 15,4 84,6 100,0 11,9 88,1 100,0

Kalimantan Barat 2,6 97,4 100,0 2,6 97,4 100,0

Kalimantan Tengah 4,3 95,7 100,0 3,6 96,4 100,0

Kalimantan Selatan 6,8 93,2 100,0 3,5 96,5 100,0

Kalimantan Timur 5,9 94,1 100,0 5,8 94,2 100,0

Kalimantan Utara 3,4 96,6 100,0 7,7 92,3 100,0

Sulawesi Utara 7,5 92,5 100,0 7,5 92,5 100,0

Sulawesi Tengah 9,4 90,6 100,0 10,4 89,6 100,0

Sulawesi Selatan 5,6 94,4 100,0 5,5 94,5 100,0

Sulawesi Tenggara 6,2 93,8 100,0 7,0 93,0 100,0

Gorontalo 12,6 87,4 100,0 11,0 89,0 100,0

Sulawesi Barat 9,0 91,0 100,0 8,3 91,7 100,0

Maluku 12,7 87,3 100,0 10,8 89,2 100,0

Maluku Utara 6,5 93,5 100,0 6,3 93,7 100,0

Papua Barat 13,8 86,2 100,0 11,0 89,0 100,0

Papua Barat Daya 10,4 89,6 100,0 12,9 87,1 100,0

Papua 6,1 93,9 100,0 13,1 86,9 100,0

Papua Selatan 17,9 82,1 100,0 21,0 79,0 100,0

Papua Tengah 27,1 72,9 100,0 33,2 66,8 100,0

Papua Pegunungan – 100,0 100,0 43,0 57,0 100,0

Indonesia 6,1 93,9 100,0 5,7 94,3 100,0
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Lampiran 23
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan 
Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas, 2024

Lampiran 23

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Jumlah
Tembok

Plesteran 
Anyaman 
Bambu/
Kawat

Kayu/
Papan

Anyaman 
Bambu

Batang 
Kayu Bambu Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 72,4 – 26,8 – 0,7 – – 100,0

Sumatera Utara 69,0 – 28,5 1,9 0,1 – 0,4 100,0

Sumatera Barat 79,5 2,0 18,3 – 0,2 – ~0 100,0

Riau 69,0 3,3 27,1 – 0,6 – – 100,0

Jambi 81,9 – 18,1 – – – – 100,0

Sumatera Selatan 79,8 1,4 17,3 – 1,6 – – 100,0

Bengkulu 80,2 5,6 14,2 – – – – 100,0

Lampung 94,2 – 4,2 0,9 – – 0,6 100,0

Kep. Bangka Belitung 90,2 – 9,8 – – – – 100,0

Kepulauan Riau 97,3 0,3 2,3 – ~0 – 0,1 100,0

DKI Jakarta 99,5 – 0,5 – – – – 100,0

Jawa Barat 95,2 0,1 1,2 3,5 – – – 100,0

Jawa Tengah 89,1 0,6 9,3 0,2 0,4 – 0,4 100,0

DI Yogyakarta 97,5 – 1,2 0,5 – – 0,8 100,0

Jawa Timur 94,0 0,1 4,4 1,1 – – 0,4 100,0

Banten 96,3 – – 2,9 – – 0,9 100,0

Bali 94,6 – 5,4 – – – – 100,0

Nusa Tenggara Barat 87,0 – 5,6 5,3 0,4 0,9 0,8 100,0

Nusa Tenggara Timur 58,5 0,7 10,1 9,3 0,8 11,7 8,9 100,0

Kalimantan Barat 62,4 30,0 7,6 – – – – 100,0

Kalimantan Tengah 50,6 – 49,1 – – – 0,2 100,0

Kalimantan Selatan 61,1 – 37,6 – – – 1,3 100,0

Kalimantan Timur 56,4 – 43,5 – 0,1 – – 100,0

Kalimantan Utara 44,2 – 55,8 – – – – 100,0

Sulawesi Utara 92,2 – 7,1 – – – 0,7 100,0

Sulawesi Tengah 82,2 – 17,8 – – – – 100,0

Sulawesi Selatan 63,7 – 24,9 1,5 1,3 – 8,5 100,0

Sulawesi Tenggara 64,3 – 33,8 0,5 – – 1,4 100,0

Gorontalo 92,6 – 6,1 1,3 – – – 100,0

Sulawesi Barat 69,1 – 30,7 – – – 0,3 100,0

Maluku 89,5 0,8 9,7 – – – – 100,0

Maluku Utara 84,0 – 16,0 – – – – 100,0

Papua Barat 62,7 – 36,9 – – – 0,4 100,0

Papua Barat Daya 81,6 – 18,4 – – – – 100,0

Papua 84,5 – 15,5 – – – – 100,0

Papua Selatan 65,2 – 32,9 1,9 – – – 100,0

Papua Tengah 32,1 – 59,7 – 8,2 – – 100,0

Papua Pegunungan 22,4 – 77,6 – – – – 100,0

Indonesia 86,3 0,6 10,2 1,4 0,2 0,4 0,9 100,0
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Lanjutan Lampiran 23

Lampiran 23 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Jumlah
Tembok

Plesteran 
Anyaman 
Bambu/
Kawat

Kayu/
Papan

Anyaman 
Bambu

Batang 
Kayu Bambu Lainnya

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 59,6 0,2 38,7 0,4 0,4 0,1 0,7 100,0

Sumatera Utara 73,9 0,4 23,9 1,2 0,3 0,1 0,3 100,0

Sumatera Barat 79,6 1,1 18,6 0,2 0,2 0,1 0,2 100,0

Riau 66,3 1,9 30,8 0,1 0,5 0,1 0,4 100,0

Jambi 71,8 0,6 26,6 ~0 0,4 0,1 0,5 100,0

Sumatera Selatan 70,7 0,3 28,1 0,2 0,2 0,1 0,4 100,0

Bengkulu 74,5 4,7 19,1 0,3 0,3 0,4 0,6 100,0

Lampung 86,5 ~0 11,6 1,4 ~0 0,1 0,4 100,0

Kep. Bangka Belitung 89,1 0,1 10,4 ~0 0,1 0,2 0,1 100,0

Kepulauan Riau 87,7 0,6 9,9 ~0 0,1 ~0 1,7 100,0

DKI Jakarta 97,1 0,2 2,7 ~0 – – – 100,0

Jawa Barat 89,8 1,1 3,4 4,5 0,1 0,3 0,7 100,0

Jawa Tengah 85,2 0,3 12,9 0,7 0,1 0,1 0,7 100,0

DI Yogyakarta 96,6 0,4 1,7 0,9 0,1 ~0 0,4 100,0

Jawa Timur 91,7 0,4 6,3 1,2 ~0 ~0 0,3 100,0

Banten 93,1 0,7 1,3 3,9 0,1 0,3 0,6 100,0

Bali 98,9 0,1 0,6 0,3 ~0 ~0 0,1 100,0

Nusa Tenggara Barat 84,9 0,4 9,6 4,1 0,1 0,4 0,7 100,0

Nusa Tenggara Timur 60,4 0,9 10,8 5,8 0,7 8,0 13,4 100,0

Kalimantan Barat 52,4 33,6 13,7 ~0 0,2 ~0 ~0 100,0

Kalimantan Tengah 40,9 1,1 57,7 0,1 0,1 – 0,2 100,0

Kalimantan Selatan 32,9 0,4 66,5 0,1 – – 0,1 100,0

Kalimantan Timur 50,4 0,1 49,4 ~0 ~0 – 0,1 100,0

Kalimantan Utara 42,7 0,2 57,0 – ~0 – 0,1 100,0

Sulawesi Utara 78,3 0,2 19,0 0,2 0,3 0,4 1,6 100,0

Sulawesi Tengah 69,5 0,3 29,0 0,3 0,1 0,0 0,7 100,0

Sulawesi Selatan 56,1 0,2 31,4 1,6 0,9 0,1 9,9 100,0

Sulawesi Tenggara 60,9 0,3 37,7 0,2 – 0,1 0,8 100,0

Gorontalo 87,3 – 11,6 1,0 ~0 0,1 0,1 100,0

Sulawesi Barat 62,4 0,4 31,7 0,6 0,9 0,1 3,9 100,0

Maluku 86,3 0,3 12,4 0,1 0,1 0,1 0,7 100,0

Maluku Utara 84,0 0,8 14,3 0,1 0,2 0,2 0,4 100,0

Papua Barat 73,3 – 26,0 0,1 0,5 0,1 0,1 100,0

Papua Barat Daya 79,6 ~0 19,2 0,1 0,5 0,1 0,4 100,0

Papua 74,0 0,9 24,1 ~0 0,4 0,1 0,5 100,0

Papua Selatan 47,8 0,3 47,7 0,1 2,1 0,1 1,9 100,0

Papua Tengah 17,2 0,2 77,1 0,1 4,2 0,2 1,1 100,0

Papua Pegunungan 4,3 ~0 90,3 ~0 4,8 0,2 0,4 100,0

Indonesia 81,1 1,2 14,5 1,7 0,2 0,3 1,0 100,0
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Lampiran 24
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan 
Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas, 2024

Lampiran 24

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

JumlahMarmer/
Granit Keramik

Parket/
Vinil/

Karpet

Ubin/
Tegel/
Teraso

Kayu/
Papan

Semen/
Bata 

Merah
Bambu  Tanah Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 3,7 46,6 – 0,2 4,4 44,3 – 0,8 – 100,0

Sumatera Utara 0,1 44,6 – 2,2 6,8 44,0 0,2 2,1 – 100,0

Sumatera Barat 4,7 40,1 – 0,7 3,9 50,6 – – – 100,0

Riau – 42,8 – 1,9 17,1 35,1 0,3 2,9 – 100,0

Jambi 7,2 35,8 – – 10,2 44,5 – 2,4 – 100,0

Sumatera Selatan 1,7 49,5 – 3,3 5,0 38,7 – 1,7 – 100,0

Bengkulu – 57,7 2,0 3,4 2,7 34,3 – – – 100,0

Lampung 1,6 48,0 – 0,6 2,4 46,0 – 1,3 – 100,0

Kep. Bangka Belitung 0,6 70,0 – – – 26,3 – 3,1 – 100,0

Kepulauan Riau 3,0 88,7 – 0,1 0,6 7,6 – – – 100,0

DKI Jakarta 5,0 91,3 – 2,8 0,7 0,1 – – – 100,0

Jawa Barat 8,0 86,2 0,3 2,0 1,0 0,4 0,8 1,3 – 100,0

Jawa Tengah 3,3 66,7 0,6 6,8 1,0 16,7 – 5,0 – 100,0

DI Yogyakarta 0,4 83,1 – 7,3 – 8,0 – 1,2 – 100,0

Jawa Timur 4,1 68,8 1,3 5,5 0,9 16,1 – 3,4 ~0 100,0

Banten 7,5 87,5 – 1,4 – 0,8 2,8 – – 100,0

Bali 4,8 79,3 5,4 4,4 – 6,1 – – – 100,0

Nusa Tenggara Barat 0,7 56,0 1,4 – 5,0 36,5 – 0,5 – 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,3 25,3 – 0,0 1,7 62,0 2,1 7,2 0,5 100,0

Kalimantan Barat – 65,2 – 0,9 19,9 14,1 – – – 100,0

Kalimantan Tengah 4,1 31,6 – 1,9 41,9 20,5 – – – 100,0

Kalimantan Selatan 1,1 52,4 – 1,7 33,8 10,9 – – – 100,0

Kalimantan Timur – 50,6 – 1,1 39,2 9,0 – – – 100,0

Kalimantan Utara – 31,0 4,6 1,9 47,2 15,4 – – – 100,0

Sulawesi Utara 3,4 41,1 – 4,5 4,6 45,1 – – 1,4 100,0

Sulawesi Tengah 2,7 38,7 – 13,3 1,4 44,0 – – – 100,0

Sulawesi Selatan 2,5 46,1 – 3,1 26,5 21,5 – 0,3 – 100,0

Sulawesi Tenggara 2,6 38,6 – 2,8 15,5 39,3 1,2 – – 100,0

Gorontalo – 52,6 – 3,9 3,5 40,0 – – – 100,0

Sulawesi Barat 4,9 35,4 – 7,6 19,7 32,3 – – – 100,0

Maluku 0,4 48,5 0,3 10,8 0,6 39,2 – – 0,1 100,0

Maluku Utara 0,4 42,2 0,6 6,8 10,4 38,5 – 1,1 – 100,0

Papua Barat – 39,5 – 3,4 23,1 31,4 0,8 1,8 – 100,0

Papua Barat Daya – 47,9 0,1 8,1 12,1 29,4 – 2,4 – 100,0

Papua 5,4 66,2 0,3 3,0 8,2 16,9 – – – 100,0

Papua Selatan 2,5 57,2 2,2 – 25,9 3,9 – 8,4 – 100,0

Papua Tengah – 56,0 – 1,6 6,6 14,8 – 21,1 – 100,0

Papua Pegunungan – – – – 19,3 26,6 – 54,1 – 100,0

Indonesia 3,5 65,3 0,4 3,6 4,9 19,8 0,3 2,2 ~0 100,0
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Lanjutan Lampiran 24

Lampiran 24 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

JumlahMarmer/
Granit Keramik

Parket/
Vinil/

Karpet

Ubin/
Tegel/
Teraso

Kayu/
Papan

Semen/
Bata 

Merah
Bambu  Tanah Lainnya

(1) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Aceh 3,0 27,0 0,4 0,6 7,1 60,0 0,4 1,5 0,1 100,0

Sumatera Utara 1,3 46,6 ~0 1,0 5,2 44,7 0,1 0,9 ~0 100,0

Sumatera Barat 1,8 34,1 0,2 1,2 6,2 56,0 0,2 0,3 – 100,0

Riau 2,1 37,8 0,4 1,6 18,0 39,4 0,3 0,4 – 100,0

Jambi 2,2 34,0 0,5 0,8 16,3 44,9 0,5 0,8 ~0 100,0

Sumatera Selatan 1,9 41,6 0,3 1,0 20,4 33,2 0,2 1,4 ~0 100,0

Bengkulu 1,9 49,6 0,3 1,6 4,5 41,3 0,1 0,6 ~0 100,0

Lampung 2,1 41,7 ~0 1,5 2,2 50,4 0,1 2,0 – 100,0

Kep. Bangka Belitung 1,6 67,1 0,1 0,8 1,2 29,2 ~0 ~0 – 100,0

Kepulauan Riau 2,4 69,3 0,4 0,7 7,8 19,4 ~0 ~0 ~0 100,0

DKI Jakarta 3,0 89,6 0,3 4,0 1,2 1,8 ~0 0,1 – 100,0

Jawa Barat 2,3 79,8 0,3 5,3 4,7 6,0 0,8 0,8 ~0 100,0

Jawa Tengah 2,2 61,5 0,4 7,4 0,8 20,0 0,1 7,5 0,1 100,0

DI Yogyakarta 1,1 66,1 0,1 7,7 0,4 23,2 ~0 1,2 0,1 100,0

Jawa Timur 2,2 68,4 0,4 5,8 0,4 17,5 0,2 5,0 0,1 100,0

Banten 2,9 87,4 0,1 2,9 1,2 2,8 1,6 1,1 – 100,0

Bali 2,2 82,5 0,3 1,3 0,2 13,2 – 0,2 ~0 100,0

Nusa Tenggara Barat 1,3 48,9 0,1 0,7 8,1 39,8 0,3 0,8 ~0 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,0 23,9 0,2 0,3 3,7 56,7 4,1 9,9 0,2 100,0

Kalimantan Barat 0,6 45,7 0,2 1,2 32,4 19,8 0,1 ~0 – 100,0

Kalimantan Tengah 0,9 30,3 0,6 1,0 52,4 14,6 ~0 0,2 ~0 100,0

Kalimantan Selatan 0,2 28,1 – 0,8 61,2 9,5 ~0 0,2 – 100,0

Kalimantan Timur 1,0 46,0 1,1 0,8 41,6 9,2 0,1 0,1 – 100,0

Kalimantan Utara 1,0 32,8 1,0 3,1 49,8 12,2 – 0,1 – 100,0

Sulawesi Utara 1,3 34,7 0,6 9,8 5,5 45,7 0,5 1,9 0,1 100,0

Sulawesi Tengah 1,0 32,1 0,6 7,4 9,4 47,5 0,5 1,2 0,1 100,0

Sulawesi Selatan 1,6 36,5 0,4 5,4 33,7 21,8 0,2 0,4 0,1 100,0

Sulawesi Tenggara 1,4 38,4 – 2,9 15,8 39,9 0,8 0,8 – 100,0

Gorontalo 0,3 40,4 ~0 0,5 1,5 56,6 0,2 0,4 – 100,0

Sulawesi Barat 1,7 28,4 0,4 6,0 22,9 38,9 0,4 1,2 0,1 100,0

Maluku 0,8 43,0 1,1 8,4 3,9 40,1 0,5 2,1 0,1 100,0

Maluku Utara 1,6 33,9 0,6 6,5 4,0 49,4 0,5 3,4 0,1 100,0

Papua Barat 0,1 40,8 1,4 4,8 15,4 36,5 0,2 0,7 0,0 100,0

Papua Barat Daya 0,1 49,9 0,6 5,0 12,7 29,7 0,1 1,4 0,4 100,0

Papua 1,2 37,7 1,1 4,5 19,8 34,7 0,3 0,6 0,1 100,0

Papua Selatan 0,8 21,7 0,7 5,2 37,3 31,9 0,3 1,4 0,7 100,0

Papua Tengah 0,5 16,6 4,3 3,0 43,7 13,9 0,4 17,5 0,1 100,0

Papua Pegunungan 0,1 0,4 0,4 0,2 34,2 12,7 4,1 39,0 8,8 100,0

Indonesia 2,0 59,8 0,3 4,1 8,1 22,3 0,5 2,7 0,1 100,0
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Lampiran 25
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan 
Bangunan Utama Atap Rumah Terluas, 2024

Lampiran 25

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Jumlah
Beton Genteng Seng Asbes Bambu Kayu/

Sirap

Jerami/
Ijuk/Daun-

Daunan/
Rumbia

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 4,5 0,3 95,2 – – – – – 100,0

Sumatera Utara 2,4 0,6 92,2 ~0 2,3 ~0 2,5 – 100,0

Sumatera Barat 0,6 3,6 94,3 1,4 ~0 0,1 – – 100,0

Riau 2,1 1,3 90,2 5,7 – 0,7 – – 100,0

Jambi 5,3 21,3 70,0 3,4 – 0,0 – – 100,0

Sumatera Selatan 1,7 50,9 39,5 7,4 – 0,5 – – 100,0

Bengkulu 1,3 5,1 93,4 0,2 – – – – 100,0

Lampung 0,0 93,4 1,5 5,1 – – – – 100,0

Kep. Bangka Belitung 1,1 15,9 30,7 52,3 – – – – 100,0

Kepulauan Riau 4,3 12,1 63,3 20,3 – – – – 100,0

DKI Jakarta 5,3 50,4 2,2 42,0 – – – – 100,0

Jawa Barat 5,5 73,1 1,7 19,7 – – – – 100,0

Jawa Tengah 2,0 85,4 7,8 4,6 – – – 0,2 100,0

DI Yogyakarta 0,5 95,7 0,4 3,4 – – – – 100,0

Jawa Timur 3,8 88,9 2,2 5,1 – – – – 100,0

Banten ~0 80,0 1,1 18,9 – – – – 100,0

Bali 2,7 76,8 4,2 16,2 – – – – 100,0

Nusa Tenggara Barat 2,4 51,4 38,9 6,9 0,5 – – – 100,0

Nusa Tenggara Timur 0,1 1,9 96,8 0,2 – – 1,1 – 100,0

Kalimantan Barat – 6,2 93,8 – – – – – 100,0

Kalimantan Tengah – 16,2 78,5 3,9 – 1,4 – – 100,0

Kalimantan Selatan – 2,0 87,1 7,1 – 3,8 – – 100,0

Kalimantan Timur 1,6 9,1 84,9 0,9 – 3,5 – – 100,0

Kalimantan Utara 3,3 – 96,7 – – – – – 100,0

Sulawesi Utara 0,6 0,5 96,5 2,4 – – – – 100,0

Sulawesi Tengah – 2,1 95,0 1,7 1,2 – ~0 – 100,0

Sulawesi Selatan 1,1 4,1 91,6 2,5 0,4 – 0,3 – 100,0

Sulawesi Tenggara 2,4 1,5 90,9 3,1 2,1 – 0,2 – 100,0

Gorontalo – – 98,7 – – – 1,3 – 100,0

Sulawesi Barat – 2,9 92,3 1,5 – 0,4 1,9 0,9 100,0

Maluku 3,7 – 95,7 0,5 0,1 0,0 – – 100,0

Maluku Utara 0,7 0,1 96,7 2,5 0,1 – – – 100,0

Papua Barat 0,1 – 98,7 – 1,0 0,2 – – 100,0

Papua Barat Daya – – 99,4 0,6 – – – – 100,0

Papua 0,1 – 96,3 3,5 – – – – 100,0

Papua Selatan 0,6 16,8 77,0 – 5,6 – – – 100,0

Papua Tengah – – 100,0 – – – – – 100,0

Papua Pegunungan – – 45,9 – – – 54,1 – 100,0

Indonesia 2,5 54,7 32,7 9,6 0,2 0,1 0,2 ~0 100,0
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Lanjutan Lampiran 25

Lampiran 25 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Jumlah
Beton Genteng Seng Asbes Bambu Kayu/

Sirap

Jerami/
Ijuk/Daun-

Daunan/
Rumbia

Lainnya

(1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Aceh 2,2 2,7 92,4 1,2 0,2 0,3 0,9 ~0 100,0

Sumatera Utara 2,1 2,2 91,7 2,2 1,2 0,1 0,5 ~0 100,0

Sumatera Barat 1,1 1,8 95,6 0,8 0,2 0,1 0,3 – 100,0

Riau 1,4 2,7 93,2 2,1 0,1 0,2 0,3 ~0 100,0

Jambi 1,8 17,8 77,8 2,3 0,2 0,1 0,1 ~0 100,0

Sumatera Selatan 2,1 52,8 37,3 6,9 0,2 0,2 0,4 0,3 100,0

Bengkulu 1,0 4,0 92,3 1,9 0,6 0,1 – 0,1 100,0

Lampung 0,2 87,1 4,7 7,6 0,3 ~0 ~0 ~0 100,0

Kep. Bangka Belitung 1,6 8,3 32,3 57,6 – – 0,1 0,1 100,0

Kepulauan Riau 3,2 7,1 55,3 33,9 0,1 ~0 0,2 0,2 100,0

DKI Jakarta 4,1 37,3 3,5 55,0 ~0 ~0 – – 100,0

Jawa Barat 3,4 79,8 1,4 15,3 0,1 ~0 ~0 ~0 100,0

Jawa Tengah 1,2 85,2 7,6 5,8 0,1 ~0 – 0,1 100,0

DI Yogyakarta 1,4 93,3 2,5 2,7 ~0 – – ~0 100,0

Jawa Timur 2,0 90,6 1,3 5,9 ~0 ~0 ~0 ~0 100,0

Banten 2,5 77,6 1,0 18,4 0,1 ~0 0,3 ~0 100,0

Bali 2,1 79,6 12,5 5,7 0,1 – ~0 ~0 100,0

Nusa Tenggara Barat 2,2 44,7 41,5 11,2 0,3 0,1 ~0 ~0 100,0

Nusa Tenggara Timur 0,2 1,0 95,0 0,1 0,2 0,1 3,1 0,2 100,0

Kalimantan Barat 0,4 2,2 95,5 0,6 0,1 0,7 0,4 – 100,0

Kalimantan Tengah 1,0 8,3 81,5 4,0 0,1 4,9 0,2 ~0 100,0

Kalimantan Selatan 0,6 4,9 82,7 7,5 0,1 3,3 0,8 – 100,0

Kalimantan Timur 1,0 5,5 89,3 2,5 0,1 1,4 0,1 ~0 100,0

Kalimantan Utara 1,0 2,3 96,1 0,5 – 0,1 – – 100,0

Sulawesi Utara 1,7 2,3 94,3 1,3 0,1 0,1 0,2 ~0 100,0

Sulawesi Tengah 1,4 2,1 92,5 0,6 0,4 0,4 2,5 ~0 100,0

Sulawesi Selatan 1,1 2,3 94,2 1,3 0,1 0,2 0,5 0,3 100,0

Sulawesi Tenggara 0,9 2,2 92,5 3,3 0,3 0,2 0,5 0,1 100,0

Gorontalo 0,1 0,5 98,6 0,2 ~0 – 0,6 ~0 100,0

Sulawesi Barat 0,8 1,5 94,9 0,9 ~0 0,1 1,6 0,3 100,0

Maluku 2,2 1,5 91,8 2,4 0,6 0,1 1,4 0,1 100,0

Maluku Utara 1,3 1,4 94,3 1,5 0,3 0,2 0,9 ~0 100,0

Papua Barat ~0 2,5 96,7 0,2 ~0 0,4 0,2 – 100,0

Papua Barat Daya 0,1 2,6 96,0 0,6 – ~0 0,8 – 100,0

Papua 1,2 2,8 93,7 1,6 0,2 0,3 0,1 – 100,0

Papua Selatan 0,1 0,6 90,0 0,8 1,6 0,5 6,2 0,2 100,0

Papua Tengah 0,3 0,6 77,9 0,1 0,4 1,7 19,0 ~0 100,0

Papua Pegunungan ~0 ~0 51,1 0,1 0,4 0,8 42,0 5,6 100,0

Indonesia 2,0 54,9 32,4 9,7 0,2 0,2 0,5 0,1 100,0
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Lampiran 26
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan 
Sumber Air Utama Minum Rumah Tangga, 2024

Lampiran 26

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Sumber Air
Minum Bersih1

Akses Air Minum 
Layak2

Sumber Air
Minum Bersih1

Akses Air Minum 
Layak2

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 79,1 87,3 74,7 90,1

Sumatera Utara 69,3 95,0 74,6 92,9

Sumatera Barat 82,3 88,0 79,6 86,8

Riau 82,3 88,7 74,9 92,3

Jambi 72,3 77,4 68,3 82,2

Sumatera Selatan 70,1 97,3 69,4 87,1

Bengkulu 65,5 84,0 57,0 71,8

Lampung 76,1 86,8 69,8 84,5

Kep. Bangka Belitung 94,2 84,4 87,5 82,9

Kepulauan Riau 99,1 98,6 94,1 94,4

DKI Jakarta 93,7 100,0 94,6 100,0

Jawa Barat 87,9 97,6 80,0 94,9

Jawa Tengah 78,4 95,0 83,4 95,4

DI Yogyakarta 93,0 98,8 76,8 96,8

Jawa Timur 85,9 96,8 81,9 96,9

Banten 87,5 96,5 78,2 94,0

Bali 97,3 100,0 88,5 98,3

Nusa Tenggara Barat 77,5 94,5 75,3 96,2

Nusa Tenggara Timur 74,9 92,3 67,8 88,4

Kalimantan Barat 49,6 98,9 40,4 82,0

Kalimantan Tengah 85,4 76,6 73,7 78,8

Kalimantan Selatan 82,2 79,3 79,9 77,3

Kalimantan Timur 99,1 97,4 95,6 88,9

Kalimantan Utara 82,6 91,3 83,6 89,4

Sulawesi Utara 88,5 94,3 83,9 94,5

Sulawesi Tengah 84,1 92,0 76,5 87,8

Sulawesi Selatan 84,1 95,3 82,4 92,2

Sulawesi Tenggara 90,7 95,1 86,7 95,3

Gorontalo 98,3 98,4 90,2 96,1

Sulawesi Barat 68,0 82,8 72,0 80,1

Maluku 83,8 94,4 74,7 93,3

Maluku Utara 71,2 90,7 70,6 88,9

Papua Barat 76,2 80,3 53,5 82,5

Papua Barat Daya 77,1 84,9 70,8 81,6

Papua 96,5 100,0 71,6 85,6

Papua Selatan 88,6 82,7 51,2 71,6

Papua Tengah 52,7 98,4 32,7 81,4

Papua Pegunungan 27,0 29,1 13,3 30,7

Indonesia 83,5 94,6 78,6 92,6
Catatan: 1 Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan
	 			jarak	ke	Tempat	Penampungan	Limbah/Kotoran/Tinja	Terdekat	≥	10	m]
 2 Terdiri dari leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung serta jika sumber air minum
    dari kemasan/air isi ulang dimana sumber air cuci/masak/mandi/dll menggunakan leding, air hujan, sumur bor/pompa,
    sumur terlindung, dan mata air terlindung

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



148 |     Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Lampiran 27
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Bahan 
Bakar Utama untuk Memasak, 2024

Lampiran 27

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Listrik
Elpiji/ 

Gas Kota/ 
Biogas

Minyak 
Tanah

Arang/
Briket

Kayu 
Bakar Lainnya

Tidak
Memasak 
di Rumah

Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 4,2 91,8 1,9 – 1,8 ~0 0,3 100,0

Sumatera Utara 0,6 94,6 – – 4,5 – 0,2 100,0

Sumatera Barat 1,4 86,7 0,8 – 7,2 – 3,9 100,0

Riau 0,6 94,8 0,4 – 2,9 – 1,2 100,0

Jambi – 95,7 2,8 – 1,6 – – 100,0

Sumatera Selatan 0,2 95,2 – – 4,5 – – 100,0

Bengkulu – 98,0 – – 0,8 – 1,2 100,0

Lampung 3,0 92,7 – – 4,4 – – 100,0

Kep. Bangka Belitung 0,6 99,0 – – – – 0,4 100,0

Kepulauan Riau 5,6 74,2 1,9 – – – 18,3 100,0

DKI Jakarta 1,9 96,5 – – – – 1,6 100,0

Jawa Barat 1,4 92,1 – – 0,7 – 5,8 100,0

Jawa Tengah 0,2 91,9 – – 7,6 – 0,3 100,0

DI Yogyakarta 12,6 54,8 – – 3,1 1,8 27,7 100,0

Jawa Timur 0,2 87,6 – – 11,9 – 0,3 100,0

Banten – 97,4 – – 2,6 – – 100,0

Bali 3,1 76,8 – – 1,1 – 19,0 100,0

Nusa Tenggara Barat – 94,4 1,1 – 4,5 – 0,1 100,0

Nusa Tenggara Timur 3,7 2,9 30,2 0,4 62,8 – – 100,0

Kalimantan Barat 0,6 93,9 – – 5,6 – – 100,0

Kalimantan Tengah – 98,1 ~0 – 1,3 – 0,6 100,0

Kalimantan Selatan 1,0 97,2 0,2 – 1,6 – – 100,0

Kalimantan Timur 2,4 97,6 – – ~0 – – 100,0

Kalimantan Utara 1,7 97,7 – – 0,5 – – 100,0

Sulawesi Utara 3,9 91,9 1,0 – 3,2 – – 100,0

Sulawesi Tengah – 83,5 7,4 0,4 6,9 – 1,8 100,0

Sulawesi Selatan 0,2 95,7 – – 4,1 – 0,1 100,0

Sulawesi Tenggara – 67,9 17,8 – 13,3 – 0,9 100,0

Gorontalo 1,0 97,0 – – 2,0 – – 100,0

Sulawesi Barat – 79,3 – – 20,7 – – 100,0

Maluku – 6,4 70,1 – 20,1 2,0 1,5 100,0

Maluku Utara – 4,7 57,8 – 37,5 – – 100,0

Papua Barat – 5,2 81,2 – 13,6 – 0,1 100,0

Papua Barat Daya 0,1 10,6 67,2 – 22,1 – – 100,0

Papua 1,7 13,0 78,0 – 7,4 – – 100,0

Papua Selatan – 10,7 73,4 – 11,2 – 4,8 100,0

Papua Tengah – 22,8 39,1 – 36,4 – 1,8 100,0

Papua Pegunungan – – 24,7 – 75,3 – – 100,0

Indonesia 1,8 84,2 3,1 ~0 7,0 0,1 3,9 100,0
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Lanjutan Lampiran 27

Lampiran 27 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Listrik
Elpiji/ 

Gas Kota/ 
Biogas

Minyak 
Tanah

Arang/
Briket

Kayu 
Bakar Lainnya

Tidak
Memasak 
di Rumah

Jumlah

(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Aceh 0,4 95,9 1,9 ~0 1,5 – 0,4 100,0

Sumatera Utara 0,5 93,7 0,8 – 4,9 – 0,2 100,0

Sumatera Barat 0,3 88,3 1,6 – 9,2 – 0,6 100,0

Riau 0,1 96,7 1,0 0,5 1,6 – 0,2 100,0

Jambi 0,2 94,1 1,2 0,1 4,3 ~0 0,1 100,0

Sumatera Selatan 0,3 97,2 0,2 – 2,2 – 0,1 100,0

Bengkulu 0,3 96,0 0,1 – 3,5 – 0,2 100,0

Lampung 0,5 94,0 ~0 ~0 5,4 ~0 0,1 100,0

Kep. Bangka Belitung 0,1 97,7 0,7 – 1,4 – 0,1 100,0

Kepulauan Riau 2,4 89,8 6,5 – 0,4 0,1 0,8 100,0

DKI Jakarta 0,6 97,3 0,5 – ~0 ~0 1,5 100,0

Jawa Barat 0,5 94,1 0,1 ~0 4,7 ~0 0,6 100,0

Jawa Tengah 0,3 91,2 ~0 ~0 8,2 ~0 0,3 100,0

DI Yogyakarta 0,8 86,3 ~0 0,1 10,8 ~0 1,9 100,0

Jawa Timur 0,6 89,9 0,1 ~0 9,0 ~0 0,3 100,0

Banten 0,2 93,1 0,1 ~0 6,4 – 0,1 100,0

Bali 0,6 90,0 ~0 – 8,4 ~0 0,9 100,0

Nusa Tenggara Barat 0,4 92,6 1,1 – 5,5 0,1 0,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 1,1 1,3 29,7 ~0 67,7 0,1 0,1 100,0

Kalimantan Barat ~0 97,3 0,1 – 2,5 – 0,1 100,0

Kalimantan Tengah 0,2 95,1 0,8 ~0 3,9 ~0 0,1 100,0

Kalimantan Selatan 0,1 92,6 0,7 – 6,3 ~0 0,3 100,0

Kalimantan Timur 0,4 98,6 0,2 – 0,6 – 0,2 100,0

Kalimantan Utara 1,4 87,5 1,6 – 9,4 – 0,1 100,0

Sulawesi Utara 0,3 85,5 10,1 – 3,9 – 0,2 100,0

Sulawesi Tengah ~0 76,7 4,0 0,6 18,4 ~0 0,2 100,0

Sulawesi Selatan 0,3 95,4 0,1 0,1 4,2 ~0 ~0 100,0

Sulawesi Tenggara – 71,2 17,3 0,1 11,4 – 0,1 100,0

Gorontalo 0,3 97,0 0,3 – 2,3 – 0,1 100,0

Sulawesi Barat 0,5 85,3 – 0,1 13,8 – 0,2 100,0

Maluku 0,2 1,4 69,4 ~0 28,7 0,1 0,1 100,0

Maluku Utara 0,3 2,2 58,2 ~0 39,1 ~0 0,1 100,0

Papua Barat 1,1 2,7 61,9 – 33,9 – 0,4 100,0

Papua Barat Daya 0,4 4,8 70,4 – 24,1 – 0,4 100,0

Papua 0,4 4,8 70,0 0,1 24,5 ~0 0,2 100,0

Papua Selatan – 4,0 49,5 0,2 46,3 ~0 0,1 100,0

Papua Tengah 0,2 4,6 24,5 ~0 70,7 ~0 0,1 100,0

Papua Pegunungan ~0 0,1 4,5 0,1 95,3 – – 100,0

Indonesia 0,4 88,7 2,4 ~0 8,1 ~0 0,4 100,0
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Lampiran 28
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Fasilitas 
Tempat Buang Air Besar, 2024

Lampiran 28

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ada, 
Digunakan 
Hanya ART 

Sendiri

Ada,
Digunakan 

Bersama ART 
Rumah Tangga 

Tertentu

Ada,
di MCK 

Komunal

Ada, di MCK 
Umum/

Siapapun
Menggunakan

Ada, ART Tidak 
Menggunakan

Tidak Ada 
Fasilitas Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 90,6 7,0 – 1,4 – 1,0 100,0

Sumatera Utara 90,5 4,9 – 0,2 0,2 4,1 100,0

Sumatera Barat 82,9 9,4 – 3,3 – 4,5 100,0

Riau 95,2 2,7 – 2,1 – ~0 100,0

Jambi 88,2 4,9 – 0,9 – 6,0 100,0

Sumatera Selatan 95,0 1,8 – 0,1 – 3,1 100,0

Bengkulu 93,8 0,8 2,7 – – 2,8 100,0

Lampung 97,1 2,3 – – – 0,6 100,0

Kep. Bangka Belitung 88,0 9,4 – 0,9 – 1,7 100,0

Kepulauan Riau 77,9 16,7 0,8 4,6 – 0,1 100,0

DKI Jakarta 95,5 4,3 – 0,1 – 0,1 100,0

Jawa Barat 93,5 5,5 – – 0,8 0,1 100,0

Jawa Tengah 91,6 6,0 – 0,6 0,1 1,8 100,0

DI Yogyakarta 65,0 34,4 0,2 0,4 – – 100,0

Jawa Timur 93,0 4,7 – 0,8 – 1,4 100,0

Banten 95,7 1,7 – – – 2,6 100,0

Bali 88,2 11,8 – – – – 100,0

Nusa Tenggara Barat 83,7 11,4 0,1 0,3 1,6 3,0 100,0

Nusa Tenggara Timur 85,6 8,9 0,5 0,5 0,1 4,4 100,0

Kalimantan Barat 94,4 0,8 – – – 4,7 100,0

Kalimantan Tengah 90,9 7,5 – 1,6 – – 100,0

Kalimantan Selatan 91,5 2,5 – – – 6,0 100,0

Kalimantan Timur 92,6 5,8 – 0,1 0,1 1,5 100,0

Kalimantan Utara 90,4 3,8 – – – 5,8 100,0

Sulawesi Utara 89,2 7,5 – 0,7 – 2,6 100,0

Sulawesi Tengah 85,1 6,5 – 4,3 – 4,1 100,0

Sulawesi Selatan 95,2 3,9 – – 0,7 0,3 100,0

Sulawesi Tenggara 88,1 5,3 – 0,4 – 6,2 100,0

Gorontalo 68,2 27,8 2,0 0,6 – 1,3 100,0

Sulawesi Barat 89,7 5,3 – 2,8 1,6 0,5 100,0

Maluku 79,1 12,1 – 2,5 – 6,3 100,0

Maluku Utara 89,0 2,6 – 5,6 – 2,9 100,0

Papua Barat 83,8 3,6 2,4 6,3 1,0 2,9 100,0

Papua Barat Daya 76,7 11,8 1,7 9,6 – 0,3 100,0

Papua 96,7 1,5 1,8 – – – 100,0

Papua Selatan 77,9 8,6 – 0,2 – 13,2 100,0

Papua Tengah 63,7 14,8 9,3 – – 12,1 100,0

Papua Pegunungan 100,0 – – – – – 100,0

Indonesia 89,3 7,9 0,1 0,8 0,2 1,7 100,0

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



151Lampiran     |

Lanjutan Lampiran 28

Lampiran 28 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ada, 
Digunakan 
Hanya ART 

Sendiri

Ada,
Digunakan 

Bersama ART 
Rumah Tangga 

Tertentu

Ada,
di MCK 

Komunal

Ada, di MCK 
Umum/

Siapapun
Menggunakan

Ada, ART Tidak 
Menggunakan

Tidak Ada 
Fasilitas Jumlah

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 86,4 4,0 0,1 1,7 0,3 7,5 100,0

Sumatera Utara 91,3 3,2 0,1 0,9 ~0 4,4 100,0

Sumatera Barat 83,5 6,5 0,7 2,1 0,2 7,0 100,0

Riau 95,7 2,3 0,1 0,5 ~0 1,3 100,0

Jambi 90,8 3,6 0,2 0,5 0,1 4,7 100,0

Sumatera Selatan 88,5 4,3 0,6 1,9 0,1 4,6 100,0

Bengkulu 93,2 2,1 0,1 0,2 0,1 4,3 100,0

Lampung 95,7 2,8 0,1 0,4 ~0 1,0 100,0

Kep. Bangka Belitung 96,0 1,4 0,2 0,6 0,1 1,7 100,0

Kepulauan Riau 97,4 1,7 ~0 0,3 ~0 0,6 100,0

DKI Jakarta 89,3 9,0 0,3 1,2 ~0 0,2 100,0

Jawa Barat 89,8 7,0 0,5 1,4 0,1 1,3 100,0

Jawa Tengah 91,0 6,4 0,1 0,5 0,1 1,9 100,0

DI Yogyakarta 88,2 10,1 0,6 0,5 ~0 0,6 100,0

Jawa Timur 88,1 7,3 0,1 0,5 0,1 3,9 100,0

Banten 92,7 3,3 0,1 0,8 0,1 3,1 100,0

Bali 88,8 9,2 ~0 0,2 0,1 1,7 100,0

Nusa Tenggara Barat 82,2 9,5 0,1 0,7 0,2 7,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 86,3 7,2 0,4 0,5 0,1 5,4 100,0

Kalimantan Barat 90,8 3,2 0,2 0,7 – 5,1 100,0

Kalimantan Tengah 89,3 5,0 0,4 3,3 ~0 1,9 100,0

Kalimantan Selatan 90,6 5,8 0,1 2,1 ~0 1,4 100,0

Kalimantan Timur 96,3 2,1 0,2 0,6 ~0 0,7 100,0

Kalimantan Utara 94,5 3,3 0,2 0,9 – 1,1 100,0

Sulawesi Utara 85,9 8,0 0,3 1,0 ~0 4,7 100,0

Sulawesi Tengah 82,6 4,9 0,3 3,0 0,2 9,1 100,0

Sulawesi Selatan 92,7 4,7 0,1 0,7 0,1 1,7 100,0

Sulawesi Tenggara 91,2 4,1 0,3 0,4 0,1 3,8 100,0

Gorontalo 71,8 13,4 4,6 3,4 0,1 6,8 100,0

Sulawesi Barat 83,2 5,0 0,7 1,4 2,8 6,9 100,0

Maluku 81,4 5,8 0,7 3,8 0,1 8,2 100,0

Maluku Utara 82,4 5,4 1,4 4,9 0,1 5,9 100,0

Papua Barat 80,2 8,3 1,8 5,8 0,2 3,7 100,0

Papua Barat Daya 82,7 6,4 0,5 8,0 0,1 2,3 100,0

Papua 87,7 5,9 0,9 2,8 ~0 2,7 100,0

Papua Selatan 73,2 6,4 0,3 2,4 0,2 17,5 100,0

Papua Tengah 58,0 11,9 0,9 5,4 0,7 23,1 100,0

Papua Pegunungan 44,1 11,0 3,4 6,4 0,5 34,7 100,0

Indonesia 89,4 6,0 0,3 1,0 0,1 3,1 100,0
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Lampiran 29
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis 
Kloset yang Digunakan, 2024

Lampiran 29

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Leher Angsa Plengsengan/
Cemplung/Cubluk Leher Angsa Plengsengan/

Cemplung/Cubluk

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 100,0 – 97.5 2.5

Sumatera Utara 96,9 3,1 96.9 3.1

Sumatera Barat 96,7 3,3 95.9 4.1

Riau 94,5 5,5 93.4 6.6

Jambi 92,3 7,7 96.7 3.3

Sumatera Selatan 94,8 5,2 93.3 6.7

Bengkulu 96,5 3,5 97.9 2.1

Lampung 98,8 1,2 97.4 2.6

Kep. Bangka Belitung 99,4 0,6 99.6 0.4

Kepulauan Riau 98,6 1,4 95.3 4.7

DKI Jakarta 100,0 ~0 99.7 0.3

Jawa Barat 99,7 0,3 97.1 2.9

Jawa Tengah 98,6 1,4 98.4 1.6

DI Yogyakarta 99,4 0,6 99.2 0.8

Jawa Timur 95,5 4,5 95.6 4.4

Banten 100,0 – 99.3 0.7

Bali 100,0 – 99.3 0.7

Nusa Tenggara Barat 100,0 – 99.3 0.7

Nusa Tenggara Timur 92,5 7,5 89.8 10.2

Kalimantan Barat 94,3 5,7 96.7 3.3

Kalimantan Tengah 90,8 9,2 89.6 10.4

Kalimantan Selatan 95,7 4,3 92.3 7.7

Kalimantan Timur 96,8 3,2 96.2 3.8

Kalimantan Utara 93,2 6,8 95.2 4.8

Sulawesi Utara 100,0 – 98.6 1.4

Sulawesi Tengah 99,3 0,7 96.9 3.1

Sulawesi Selatan 98,4 1,6 98.4 1.6

Sulawesi Tenggara 99,5 0,5 97.8 2.2

Gorontalo 100,0 – 99.2 0.8

Sulawesi Barat 96,3 3,7 98.3 1.7

Maluku 99,3 0,7 96.9 3.1

Maluku Utara 96,8 3,2 96.9 3.1

Papua Barat 98,2 1,8 97.8 2.2

Papua Barat Daya 100,0 – 94.4 5.6

Papua 89,9 10,1 88.2 11.8

Papua Selatan 90,3 9,7 80.7 19.3

Papua Tengah 99,6 0,4 60.8 39.2

Papua Pegunungan 29,1 70,9 22.4 77.6

Indonesia 97,9 2,1 96.6 3.4
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Lampiran 30
Persentase Rumah Tangga1 Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 
dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2024

Lampiran 30

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Tangki Septik/IPAL Selain Tangki 
Septik/IPAL2 Tangki Septik/IPAL Selain Tangki 

Septik/IPAL2

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 84,4 15,6 85,4 14,6

Sumatera Utara 87,9 12,1 87,7 12,3

Sumatera Barat 77,6 22,4 72,9 27,1

Riau 89,1 10,9 81,2 18,8

Jambi 75,7 24,3 75,3 24,7

Sumatera Selatan 83,8 16,2 83,3 16,7

Bengkulu 53,6 46,4 42,7 57,3

Lampung 63,6 36,4 59,5 40,5

Kep. Bangka Belitung 98,6 1,4 96,3 3,7

Kepulauan Riau 99,5 0,5 92,2 7,8

DKI Jakarta 97,8 2,2 95,3 4,7

Jawa Barat 86,5 13,5 73,6 26,4

Jawa Tengah 82,3 17,7 82,0 18,0

DI Yogyakarta 99,6 0,4 97,1 2,9

Jawa Timur 91,3 8,7 84,2 15,8

Banten 93,1 6,9 86,8 13,2

Bali 100,0 – 99,3 0,7

Nusa Tenggara Barat 97,5 2,5 94,7 5,3

Nusa Tenggara Timur 72,0 28,0 68,5 31,5

Kalimantan Barat 78,2 21,8 63,4 36,6

Kalimantan Tengah 79,6 20,4 77,7 22,3

Kalimantan Selatan 84,9 15,1 77,1 22,9

Kalimantan Timur 91,2 8,8 90,4 9,6

Kalimantan Utara 77,9 22,1 73,2 26,8

Sulawesi Utara 90,9 9,1 91,1 8,9

Sulawesi Tengah 93,0 7,0 87,6 12,4

Sulawesi Selatan 93,3 6,7 91,1 8,9

Sulawesi Tenggara 96,6 3,4 93,2 6,8

Gorontalo 97,4 2,6 92,6 7,4

Sulawesi Barat 91,9 8,1 92,2 7,8

Maluku 90,6 9,4 90,9 9,1

Maluku Utara 91,5 8,5 91,0 9,0

Papua Barat 85,2 14,8 85,3 14,7

Papua Barat Daya 99,2 0,8 85,6 14,4

Papua 90,5 9,5 82,9 17,1

Papua Selatan 66,4 33,6 70,2 29,8

Papua Tengah 83,2 16,8 46,2 53,8

Papua Pegunungan 29,1 70,9 13,3 86,7

Indonesia 87,5 12,5 81,4 18,6
Catatan: 1 Hanya untuk rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan: Ada, digunakan hanya  
    ART sendiri; Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu; Ada, di MCK komunal
 2 Terdiri dari Kolam/sawah/sungai/danau/laut, Lubang tanah, Pantai/tanah lapang/kebun, Lainnya
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Lampiran 31
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan 
Sumber Penerangan yang Digunakan, 2024

Lampiran 31

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Listrik PLN 
dengan 
Meteran

Listrik PLN 
Tanpa

Meteran

Listrik 
Non 
PLN

Bukan 
Listrik

Listrik PLN 
dengan 
Meteran

Listrik PLN 
Tanpa

Meteran

Listrik 
Non 
PLN

Bukan 
Listrik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 97,8 0,5 1,8 – 98,2 1,5 0,1 0,1

Sumatera Utara 96,1 3,2 – 0,7 97,1 2,1 0,5 0,3

Sumatera Barat 96,5 2,5 1,0 ~0 94,6 4,4 0,4 0,6

Riau 90,6 3,9 4,2 1,3 93,1 3,5 2,9 0,5

Jambi 95,3 3,4 – 1,3 95,3 3,6 0,7 0,4

Sumatera Selatan 96,6 1,7 1,7 – 92,8 4,2 2,6 0,4

Bengkulu 92,2 7,8 – – 96,8 2,9 0,1 0,1

Lampung 95,6 4,4 – – 95,0 4,2 0,7 0,1

Kep. Bangka Belitung 93,9 3,4 2,7 – 97,7 2,0 0,2 0,1

Kepulauan Riau 97,1 2,9 – – 94,4 3,8 1,7 0,1

DKI Jakarta 97,4 2,6 – – 97,3 2,7 ~0 –

Jawa Barat 97,0 3,0 – – 96,0 3,9 0,1 ~0

Jawa Tengah 97,7 2,3 – – 96,7 3,2 0,1 ~0

DI Yogyakarta 88,0 12,0 – – 95,6 4,4 – –

Jawa Timur 96,9 2,7 0,5 – 96,5 3,2 0,3 ~0

Banten 96,8 3,2 – – 97,6 2,2 ~0 0,2

Bali 83,1 16,9 – – 96,6 3,3 0,1 ~0

Nusa Tenggara Barat 93,3 5,4 1,3 – 93,5 6,5 ~0 ~0

Nusa Tenggara Timur 86,5 5,2 6,6 1,7 85,4 5,6 5,8 3,2

Kalimantan Barat 92,1 5,6 2,3 – 90,8 2,1 6,2 0,9

Kalimantan Tengah 74,5 3,0 22,5 – 85,2 4,1 9,9 0,8

Kalimantan Selatan 97,5 0,4 2,1 – 94,5 4,4 1,0 0,1

Kalimantan Timur 89,8 5,7 4,4 0,1 94,0 2,5 3,5 ~0

Kalimantan Utara 89,0 10,2 0,8 – 92,0 4,1 3,4 0,5

Sulawesi Utara 96,0 4,0 – – 96,3 3,4 0,2 0,1

Sulawesi Tengah 91,8 8,0 0,2 – 91,4 5,1 2,7 0,7

Sulawesi Selatan 94,8 4,4 0,8 – 94,2 4,0 1,5 0,3

Sulawesi Tenggara 95,0 3,8 1,2 – 93,7 4,1 2,1 0,1

Gorontalo 93,6 4,3 2,0 – 95,2 3,8 0,7 0,3

Sulawesi Barat 89,1 10,5 0,2 0,2 87,4 7,4 4,7 0,4

Maluku 98,1 0,4 1,3 0,2 93,7 1,6 1,9 2,8

Maluku Utara 92,1 1,9 4,4 1,6 92,7 1,6 4,4 1,3

Papua Barat 85,2 3,8 8,1 2,9 78,2 3,8 14,3 3,7

Papua Barat Daya 87,9 3,6 8,5 – 86,1 1,7 10,2 2,0

Papua 96,2 2,5 1,2 0,1 88,0 2,0 5,9 4,0

Papua Selatan 92,7 2,3 5,0 – 62,7 3,5 13,8 20,0

Papua Tengah 57,6 – 15,5 26,9 32,0 3,1 20,8 44,0

Papua Pegunungan 27,0 – 54,1 18,9 12,8 1,6 59,2 26,4

Indonesia 94,8 3,9 1,1 0,2 94,8 3,5 1,2 0,5
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Lampiran 32
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan 
Kepemilikan Aset Rumah Tangga, 2024

Lampiran 32

Provinsi

Persentase 
Rumah Tangga 

Migran yang 
Memiliki Aset

Rumah Tangga Migran

Tabung Gas 
5,5 Kg atau 

Lebih

Lemari Es/
Kulkas AC Pemanas 

Air
Telepon 
Rumah

Komputer/ 
Laptop/
Tablet

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 99,4 17,5 70,5 18,2 1,5 – 25,5

Sumatera Utara 96,4 8,1 61,3 11,3 1,0 1,6 15,8

Sumatera Barat 96,6 14,1 74,9 6,8 0,6 1,7 29,3

Riau 97,2 11,4 74,8 18,4 1,3 0,5 27,0

Jambi 96,9 16,7 83,2 11,7 5,0 1,9 28,0

Sumatera Selatan 98,2 9,6 73,5 8,7 0,2 0,5 17,8

Bengkulu 100,0 16,0 85,0 13,3 1,3 5,0 30,0

Lampung 99,8 7,7 84,6 8,8 2,3 3,9 16,0

Kep. Bangka Belitung 99,2 38,5 94,6 34,8 3,7 – 35,8

Kepulauan Riau 89,7 11,7 64,3 38,0 0,9 0,6 28,1

DKI Jakarta 99,2 26,1 96,6 59,2 10,4 13,8 51,6

Jawa Barat 98,3 12,8 82,1 32,2 3,7 2,3 38,7

Jawa Tengah 99,4 6,4 77,8 5,6 3,2 0,6 15,7

DI Yogyakarta 97,6 13,9 40,5 6,1 1,2 1,4 63,8

Jawa Timur 99,7 6,3 78,9 11,9 4,5 0,7 24,9

Banten 99,8 35,8 91,1 63,9 8,7 1,4 56,7

Bali 88,3 10,5 49,3 18,0 7,6 5,4 35,7

Nusa Tenggara Barat 98,7 5,6 59,8 5,1 – 0,5 13,5

Nusa Tenggara Timur 98,5 5,0 32,7 3,8 1,0 – 23,4

Kalimantan Barat 100,0 31,8 86,7 26,5 5,3 8,9 42,7

Kalimantan Tengah 99,3 43,1 77,5 13,9 1,8 – 26,2

Kalimantan Selatan 98,8 23,2 82,6 21,7 – 0,3 25,7

Kalimantan Timur 97,6 29,6 83,1 32,8 2,6 – 41,4

Kalimantan Utara 100,0 58,6 83,2 17,8 – – 38,6

Sulawesi Utara 96,7 3,6 94,5 15,3 – – 33,6

Sulawesi Tengah 100,0 16,8 76,3 13,8 1,0 – 27,2

Sulawesi Selatan 98,8 22,2 86,8 26,7 1,3 3,8 36,4

Sulawesi Tenggara 98,5 26,8 76,5 12,1 – – 36,9

Gorontalo 95,8 27,3 76,4 34,0 5,2 – 43,6

Sulawesi Barat 99,6 5,8 55,3 9,8 2,1 2,1 19,6

Maluku 89,9 6,8 64,6 8,1 0,2 0,6 18,8

Maluku Utara 97,3 5,3 60,7 11,2 7,2 – 25,2

Papua Barat 91,8 8,2 60,8 14,9 2,7 – 34,3

Papua Barat Daya 87,7 10,7 44,7 27,8 – – 23,2

Papua 99,8 16,4 83,6 26,6 0,2 0,2 46,3

Papua Selatan 96,0 10,7 73,3 36,8 16,6 0,6 43,6

Papua Tengah 100,0 24,3 57,6 29,9 – – 24,9

Papua Pegunungan 28,2 – 7,6 – – – –

Indonesia 98,0 13,1 74,2 19,0 3,2 2,0 30,3
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Lanjutan Lampiran 32

Lampiran 32 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Emas/
Perhiasan 

(Minimal 10 
Gram)

Sepeda 
Motor Perahu Perahu 

Motor Mobil
Televisi Layar 

Datar (Minimal 
30 Inch)

Tanah/
Lahan

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 25,0 94,6 0,5 0,6 22,1 24,5 63,0

Sumatera Utara 20,4 85,7 0,4 1,2 12,6 24,6 65,8

Sumatera Barat 20,7 85,7 0,2 0,3 24,3 22,4 44,5

Riau 22,8 90,2 – 3,0 17,8 27,3 54,2

Jambi 25,6 91,7 0,3 0,7 26,9 31,5 79,4

Sumatera Selatan 25,2 94,5 0,1 – 14,6 19,3 76,6

Bengkulu 29,8 88,9 1,6 – 16,8 21,1 78,9

Lampung 18,5 90,7 0,6 – 11,1 19,8 87,0

Kep. Bangka Belitung 34,8 91,9 3,2 0,8 29,6 35,3 66,9

Kepulauan Riau 21,3 84,7 0,7 2,8 16,9 25,7 13,7

DKI Jakarta 50,8 88,5 ~0 0,1 31,8 70,1 53,1

Jawa Barat 28,7 86,9 0,3 – 26,1 47,7 75,2

Jawa Tengah 23,5 92,0 – 0,8 10,1 20,7 85,6

DI Yogyakarta 11,8 78,7 1,2 1,3 11,7 19,6 33,9

Jawa Timur 24,3 94,9 – 1,5 22,2 28,9 81,8

Banten 37,0 93,1 1,8 – 40,0 61,3 73,1

Bali 23,0 77,8 – 3,2 23,0 24,4 30,3

Nusa Tenggara Barat 15,5 82,6 2,8 1,6 8,5 10,5 78,8

Nusa Tenggara Timur 8,0 68,3 0,9 1,7 8,9 14,0 88,6

Kalimantan Barat 41,8 89,7 0,8 2,3 29,4 51,2 91,5

Kalimantan Tengah 32,3 92,9 1,6 1,8 15,6 21,8 79,4

Kalimantan Selatan 31,6 92,0 12,0 3,0 19,7 41,5 75,5

Kalimantan Timur 38,4 93,3 0,1 4,8 25,3 36,0 57,0

Kalimantan Utara 29,5 92,7 3,0 3,0 17,5 40,1 76,9

Sulawesi Utara 9,6 88,8 0,4 2,1 24,4 42,0 74,0

Sulawesi Tengah 12,7 89,8 1,4 – 19,6 28,2 68,4

Sulawesi Selatan 41,0 88,8 1,4 2,0 24,1 30,8 84,1

Sulawesi Tenggara 23,1 82,3 5,4 2,3 18,6 19,5 83,4

Gorontalo 25,0 79,1 1,8 5,8 25,7 28,4 71,3

Sulawesi Barat 3,8 92,7 5,8 5,8 12,7 11,3 87,5

Maluku 6,9 60,3 4,2 7,1 8,8 22,2 68,7

Maluku Utara 12,7 78,7 9,3 4,2 8,8 19,0 87,3

Papua Barat 13,0 70,1 8,4 9,9 15,0 29,2 63,6

Papua Barat Daya 19,6 50,6 3,3 21,0 11,7 29,2 69,5

Papua 23,8 75,9 3,2 9,2 28,7 42,4 57,6

Papua Selatan 31,6 79,1 0,6 0,2 20,5 43,5 67,7

Papua Tengah 17,4 73,2 9,3 – 12,7 34,4 65,6

Papua Pegunungan 4,9 10,3 1,1 – – 5,7 19,0

Indonesia 25,0 87,7 0,9 1,2 18,6 30,4 70,3
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Lanjutan Lampiran 32

Lampiran 32 lanjutan

Provinsi

Persentase 
Rumah Tangga 

Nonmigran yang 
Memiliki Aset

Rumah Tangga Nonmigran

Tabung Gas 
5,5 Kg atau 

Lebih

Lemari Es/
Kulkas AC Pemanas 

Air
Telepon 
Rumah

Komputer/ 
Laptop/
Tablet

(1) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

Aceh 98,8 13,1 77,1 10,8 1,5 0,4 15,4

Sumatera Utara 97,0 5,0 68,6 12,4 1,0 0,5 15,3

Sumatera Barat 96,8 8,5 71,1 5,4 0,8 0,5 20,2

Riau 99,2 7,6 81,9 14,2 1,2 0,6 17,8

Jambi 99,1 13,8 80,0 7,8 1,2 0,4 17,4

Sumatera Selatan 98,4 5,3 74,0 8,5 0,7 0,5 14,9

Bengkulu 99,3 11,5 78,2 6,0 0,8 0,4 19,5

Lampung 98,9 4,3 70,5 4,8 0,3 0,4 10,8

Kep. Bangka Belitung 99,4 33,4 91,9 15,7 0,7 0,3 18,9

Kepulauan Riau 98,3 11,7 88,5 47,4 1,7 0,7 30,6

DKI Jakarta 97,8 17,8 90,8 41,9 4,4 5,8 39,0

Jawa Barat 97,7 7,4 74,1 11,5 1,4 1,2 18,3

Jawa Tengah 98,5 5,2 70,2 4,4 2,1 0,8 14,8

DI Yogyakarta 98,3 13,1 73,0 8,2 2,9 2,6 29,0

Jawa Timur 98,3 3,4 72,5 6,0 2,2 0,7 16,6

Banten 98,1 7,2 81,9 23,9 1,6 1,3 20,4

Bali 98,6 12,4 76,7 22,6 4,4 1,6 26,5

Nusa Tenggara Barat 95,9 3,7 53,8 4,0 0,2 0,3 11,7

Nusa Tenggara Timur 95,9 2,1 29,7 3,4 1,0 0,2 13,4

Kalimantan Barat 99,3 11,3 72,2 11,0 0,4 0,4 16,3

Kalimantan Tengah 98,8 30,5 75,0 10,8 1,3 0,0 19,3

Kalimantan Selatan 98,4 13,6 77,4 11,9 0,4 0,6 18,4

Kalimantan Timur 99,3 27,7 88,0 23,5 2,3 0,7 30,3

Kalimantan Utara 99,2 39,2 82,0 19,2 0,5 0,8 24,7

Sulawesi Utara 95,6 4,7 77,6 10,0 1,6 0,3 17,6

Sulawesi Tengah 98,6 13,5 64,4 8,7 0,6 0,5 16,1

Sulawesi Selatan 98,6 11,6 82,6 14,2 1,3 0,6 21,8

Sulawesi Tenggara 98,9 7,5 73,9 8,5 0,4 – 19,3

Gorontalo 98,1 8,2 71,8 16,9 0,2 0,0 16,8

Sulawesi Barat 98,6 8,9 59,7 5,2 0,7 0,4 13,8

Maluku 92,2 2,8 57,6 7,7 1,3 0,6 17,7

Maluku Utara 98,0 3,0 52,8 10,8 2,3 0,4 16,8

Papua Barat 92,2 3,2 45,8 7,1 0,2 ~0 17,6

Papua Barat Daya 92,6 8,3 59,5 18,3 0,3 – 19,5

Papua 94,2 7,7 58,1 16,4 1,7 1,3 24,1

Papua Selatan 80,6 7,0 44,4 12,7 1,8 0,4 16,2

Papua Tengah 77,4 6,0 22,1 9,1 1,0 0,1 7,8

Papua Pegunungan 47,9 0,1 2,8 ~0 0,9 – 2,3

Indonesia 97,7 7,9 72,8 11,4 1,6 1,0 18,3

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



158 |     Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024

Lanjutan Lampiran 32

Lampiran 32 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Emas/
Perhiasan 

(Minimal 10 
Gram)

Sepeda 
Motor Perahu Perahu 

Motor Mobil
Televisi Layar 

Datar (Minimal 
30 Inch)

Tanah/
Lahan

(1) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

Aceh 21,5 88,2 1,5 1,4 12,2 18,0 81,8

Sumatera Utara 16,2 85,2 1,0 0,9 12,7 22,2 63,6

Sumatera Barat 18,7 88,1 1,1 1,3 18,0 23,2 51,0

Riau 16,1 91,4 2,6 3,0 17,5 27,3 74,3

Jambi 23,1 91,6 3,0 2,2 17,8 22,1 85,4

Sumatera Selatan 17,0 88,0 3,2 2,5 13,7 22,7 78,4

Bengkulu 18,3 91,7 0,9 0,8 19,2 18,7 88,3

Lampung 11,5 91,1 0,7 0,7 11,1 13,2 86,1

Kep. Bangka Belitung 24,3 93,8 2,3 2,0 20,8 30,0 86,7

Kepulauan Riau 27,8 89,6 2,6 4,1 21,0 52,9 39,8

DKI Jakarta 30,1 85,0 ~0 0,1 21,9 54,1 47,8

Jawa Barat 18,1 79,8 0,6 0,4 11,5 30,6 77,6

Jawa Tengah 19,3 86,4 0,5 0,6 12,4 19,6 84,7

DI Yogyakarta 24,3 85,1 0,6 0,6 18,4 26,3 75,7

Jawa Timur 18,1 87,4 0,8 0,9 13,6 17,7 81,1

Banten 18,2 86,0 0,7 1,1 15,2 31,6 77,0

Bali 33,4 93,1 0,9 0,4 27,1 28,4 62,4

Nusa Tenggara Barat 14,2 77,9 1,6 1,4 7,8 8,4 80,7

Nusa Tenggara Timur 5,5 61,8 2,1 1,4 6,3 10,2 85,2

Kalimantan Barat 16,4 91,9 5,4 4,6 11,0 20,3 88,9

Kalimantan Tengah 23,7 87,6 6,0 8,1 17,7 22,3 83,4

Kalimantan Selatan 26,1 86,9 4,6 4,7 16,0 22,8 79,8

Kalimantan Timur 35,9 92,6 5,4 3,9 25,4 40,1 74,6

Kalimantan Utara 20,0 88,6 11,2 12,2 12,9 30,1 78,5

Sulawesi Utara 10,9 67,9 2,9 2,2 14,9 25,7 71,5

Sulawesi Tengah 11,2 83,2 4,4 4,2 11,4 15,5 85,9

Sulawesi Selatan 30,9 86,4 2,3 2,5 18,1 23,4 78,8

Sulawesi Tenggara 17,2 83,5 5,0 6,1 15,1 17,3 88,0

Gorontalo 6,5 77,5 1,8 3,2 10,4 16,3 82,4

Sulawesi Barat 12,4 83,2 4,4 3,1 13,6 10,7 88,5

Maluku 10,3 57,3 7,9 6,5 4,8 17,6 68,9

Maluku Utara 10,8 65,8 5,9 6,5 8,2 17,7 89,9

Papua Barat 9,3 61,0 7,2 11,8 8,6 14,1 71,8

Papua Barat Daya 14,8 64,1 8,0 9,9 10,0 19,9 65,0

Papua 15,1 65,3 12,6 6,2 14,5 29,4 67,8

Papua Selatan 14,5 51,7 16,8 6,2 8,8 20,7 53,5

Papua Tengah 6,7 30,8 2,5 1,6 5,0 9,6 65,9

Papua Pegunungan 1,0 6,9 0,1 0,2 0,2 2,5 44,1

Indonesia 19,0 84,2 1,5 1,5 13,9 24,2 76,9
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Lampiran 33
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis 
Alat Komunikasi dan Informasi yang Digunakan dalam 3 Bulan Terakhir, 2024

Lampiran 33

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Jenis Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telepon 
Seluler (HP)/

Nirkabel
Komputer1 Internet

Telepon 
Seluler (HP)/

Nirkabel
Komputer1 Internet

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 98,4 42,3 98,1 94,2 22,0 88,9

Sumatera Utara 98,1 22,6 95,0 96,5 22,6 92,3

Sumatera Barat 98,9 39,3 96,2 96,3 30,9 91,7

Riau 100,0 26,1 99,0 97,7 24,5 94,1

Jambi 100,0 32,5 98,6 95,5 23,4 90,4

Sumatera Selatan 95,5 24,1 91,3 95,3 20,5 90,9

Bengkulu 99,2 38,4 94,2 94,8 25,8 90,5

Lampung 98,8 28,2 97,6 95,4 19,1 91,4

Kep. Bangka Belitung 99,3 44,8 98,9 96,2 25,6 92,0

Kepulauan Riau 99,9 42,5 99,8 99,1 37,3 97,4

DKI Jakarta 99,8 54,9 99,4 98,4 44,9 98,1

Jawa Barat 98,7 45,9 98,1 92,3 29,1 90,5

Jawa Tengah 99,2 27,2 98,5 90,3 22,7 88,6

DI Yogyakarta 99,9 77,9 99,9 90,2 36,8 88,7

Jawa Timur 99,2 32,5 98,3 90,2 23,7 86,8

Banten 99,9 57,5 99,0 93,8 28,5 92,9

Bali 100,0 42,8 94,6 95,5 34,2 92,1

Nusa Tenggara Barat 99,6 28,0 97,9 91,7 22,4 86,1

Nusa Tenggara Timur 97,5 35,0 93,9 91,1 27,2 82,0

Kalimantan Barat 98,0 52,5 95,5 95,1 21,7 92,6

Kalimantan Tengah 99,9 35,1 97,8 95,9 23,3 92,0

Kalimantan Selatan 99,3 39,3 97,7 92,7 24,7 89,1

Kalimantan Timur 99,1 46,4 100,0 98,4 34,6 95,4

Kalimantan Utara 100,0 40,5 98,7 97,9 30,6 94,5

Sulawesi Utara 100,0 45,5 95,8 95,3 23,7 89,2

Sulawesi Tengah 99,1 35,3 97,3 93,3 24,7 87,8

Sulawesi Selatan 99,4 39,3 97,0 96,6 29,8 92,1

Sulawesi Tenggara 100,0 36,8 96,4 97,2 28,0 91,6

Gorontalo 97,1 56,9 97,1 95,0 30,0 90,1

Sulawesi Barat 100,0 35,3 94,2 94,8 24,4 89,6

Maluku 99,1 27,5 92,2 94,3 27,6 87,2

Maluku Utara 97,0 26,4 93,1 94,6 25,6 87,2

Papua Barat 97,4 43,5 98,0 92,3 24,3 84,9

Papua Barat Daya 99,1 40,8 95,8 93,5 24,0 88,3

Papua 96,5 52,8 96,2 90,2 28,9 81,7

Papua Selatan 100,0 52,6 91,6 72,9 24,8 64,9

Papua Tengah 73,5 49,2 73,1 48,0 9,0 35,8

Papua Pegunungan 47,7 18,2 42,6 31,6 2,9 12,0

Indonesia 99,0 39,2 97,7 92,8 26,4 89,6
Catatan: 1 Terdiri dari PC/Desktop, Laptop/Notebook, dan Tablet

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Jenis Alat Komunikasi dan Informasi
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Lampiran 34
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai/Program 
Sembako Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Jumlah Bulan Penerimaan Bantuan, 2024

Lampiran 34

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Menerima 

Bantuan Pangan

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Menerima 

Bantuan Pangan
4 Bulan Terakhir

Jumlah Bulan Penerimaan

1 2 3 4 Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 14,0 14,0 4,4 12,5 3,0 80,1 100,0

Sumatera Utara 16,0 16,0 46,7 12,4 8,3 32,6 100,0

Sumatera Barat 14,2 13,9 36,2 24,6 10,6 28,6 100,0

Riau 7,4 7,4 – 12,1 19,6 68,4 100,0

Jambi 9,7 9,7 24,7 24,4 8,3 42,5 100,0

Sumatera Selatan 9,5 9,5 39,3 5,2 9,6 45,9 100,0

Bengkulu 14,9 14,9 6,3 17,4 25,3 50,9 100,0

Lampung 19,8 19,8 16,5 15,2 34,8 33,5 100,0

Kep. Bangka Belitung 4,2 4,2 – 60,4 – 39,6 100,0

Kepulauan Riau 2,3 2,3 9,7 0,9 50,1 39,4 100,0

DKI Jakarta 0,5 0,5 38,9 5,0 – 56,1 100,0

Jawa Barat 12,4 12,4 – 17,6 43,2 39,3 100,0

Jawa Tengah 29,5 29,5 15,4 27,1 31,4 26,1 100,0

DI Yogyakarta 11,1 11,1 31,5 18,4 13,2 36,9 100,0

Jawa Timur 15,4 15,1 24,5 18,3 13,0 44,2 100,0

Banten 5,1 5,1 – 67,9 21,4 10,7 100,0

Bali 2,3 2,3 – – – 100,0 100,0

Nusa Tenggara Barat 27,2 27,2 22,5 42,4 8,9 26,2 100,0

Nusa Tenggara Timur 27,6 27,6 40,8 19,5 20,7 19,0 100,0

Kalimantan Barat 21,2 21,2 11,5 6,3 45,7 36,4 100,0

Kalimantan Tengah 3,8 3,8 82,4 17,6 – – 100,0

Kalimantan Selatan 4,8 4,8 – 52,4 33,0 14,6 100,0

Kalimantan Timur 4,1 4,1 11,2 – – 88,8 100,0

Kalimantan Utara 1,8 1,8 75,8 – – 24,2 100,0

Sulawesi Utara 14,8 14,8 47,5 13,7 – 38,8 100,0

Sulawesi Tengah 9,4 9,4 24,2 10,1 18,6 47,1 100,0

Sulawesi Selatan 20,3 20,1 22,5 31,1 29,6 16,9 100,0

Sulawesi Tenggara 17,7 17,7 19,1 31,9 23,9 25,1 100,0

Gorontalo 20,4 20,4 9,9 43,9 27,2 18,9 100,0

Sulawesi Barat 12,3 12,3 23,1 5,8 41,4 29,7 100,0

Maluku 8,8 8,8 3,9 25,1 56,9 14,1 100,0

Maluku Utara 5,4 5,4 13,2 30,1 56,7 – 100,0

Papua Barat 7,0 7,0 59,9 40,1 – – 100,0

Papua Barat Daya 25,6 25,6 60,6 3,4 36,1 – 100,0

Papua 9,1 9,1 32,2 37,5 – 30,3 100,0

Papua Selatan 0,7 0,7 43,1 56,9 – – 100,0

Papua Tengah 4,9 4,9 100,0 – – – 100,0

Papua Pegunungan 58,1 58,1 100,0 – – – 100,0

Indonesia 15,8 15,8 20,0 23,9 25,2 30,8 100,0
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Lanjutan Lampiran 34

Lampiran 34 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Menerima 

Bantuan Pangan

Persentase 
Rumah Tangga 
yang Menerima 

Bantuan Pangan
4 Bulan Terakhir

Jumlah Bulan Penerimaan

1 2 3 4 Jumlah

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 32,5 32,5 20,7 12,6 20,8 45,8 100,0

Sumatera Utara 16,2 16,1 30,1 17,2 12,2 40,6 100,0

Sumatera Barat 21,2 21,0 26,6 26,4 13,5 33,6 100,0

Riau 13,8 13,6 29,6 21,4 12,8 36,2 100,0

Jambi 11,9 11,8 29,4 24,2 12,8 33,6 100,0

Sumatera Selatan 17,0 16,9 34,5 18,4 12,1 35,1 100,0

Bengkulu 22,4 22,3 18,9 21,4 20,4 39,3 100,0

Lampung 25,1 24,9 14,5 23,4 19,1 43,0 100,0

Kep. Bangka Belitung 9,0 9,0 25,9 19,0 11,6 43,5 100,0

Kepulauan Riau 8,7 8,7 33,2 18,3 12,9 35,6 100,0

DKI Jakarta 4,6 4,5 24,8 16,7 20,1 38,5 100,0

Jawa Barat 24,6 24,5 14,2 16,0 23,3 46,5 100,0

Jawa Tengah 26,2 26,1 20,3 26,6 22,7 30,4 100,0

DI Yogyakarta 29,6 29,5 9,9 19,3 27,9 42,9 100,0

Jawa Timur 23,4 23,3 17,6 20,4 18,1 43,9 100,0

Banten 13,6 13,5 28,3 14,8 14,4 42,4 100,0

Bali 6,7 6,7 25,1 18,7 16,3 39,9 100,0

Nusa Tenggara Barat 25,3 25,2 11,6 29,0 25,0 34,4 100,0

Nusa Tenggara Timur 30,4 30,2 37,4 28,7 14,2 19,7 100,0

Kalimantan Barat 14,0 13,8 31,1 21,6 15,1 32,3 100,0

Kalimantan Tengah 7,9 7,8 31,7 14,5 18,8 35,0 100,0

Kalimantan Selatan 10,3 10,2 17,3 16,2 16,1 50,5 100,0

Kalimantan Timur 6,0 5,7 36,2 10,0 9,0 44,8 100,0

Kalimantan Utara 10,9 10,6 36,2 23,3 16,9 23,5 100,0

Sulawesi Utara 14,4 14,3 18,3 16,5 15,6 49,6 100,0

Sulawesi Tengah 21,6 21,5 28,2 20,0 13,0 38,8 100,0

Sulawesi Selatan 20,1 19,9 20,7 24,5 18,7 36,1 100,0

Sulawesi Tenggara 19,9 19,8 27,8 19,3 10,9 42,0 100,0

Gorontalo 33,7 33,6 11,6 17,5 22,8 48,1 100,0

Sulawesi Barat 20,6 20,5 34,5 24,1 12,7 28,7 100,0

Maluku 12,8 12,8 43,3 20,9 11,9 23,9 100,0

Maluku Utara 8,3 8,3 45,0 19,0 7,6 28,4 100,0

Papua Barat 17,4 17,2 55,3 21,3 13,0 10,3 100,0

Papua Barat Daya 24,4 23,7 61,0 22,3 9,4 7,3 100,0

Papua 17,2 17,1 53,8 21,3 9,6 15,3 100,0

Papua Selatan 15,5 15,5 57,0 15,5 10,0 17,5 100,0

Papua Tengah 1,8 1,8 68,5 8,8 8,3 14,4 100,0

Papua Pegunungan 23,3 23,3 99,9 0,1 – – 100,0

Indonesia 20,5 20,4 20,8 20,4 19,4 39,5 100,0
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Lampiran 35
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Setahun 
Terakhir Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Lampiran 35

Provinsi
Status Migrasi Risen Antarprovinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

(1) (2) (3)

Aceh 14,3 17,9

Sumatera Utara 9,1 11,0

Sumatera Barat 18,9 17,2

Riau 1,8 9,0

Jambi 10,7 8,5

Sumatera Selatan 5,2 9,5

Bengkulu 8,9 13,9

Lampung 12,4 14,9

Kep. Bangka Belitung 7,2 4,7

Kepulauan Riau 2,0 7,9

DKI Jakarta 0,1 5,2

Jawa Barat 5,7 13,0

Jawa Tengah 17,4 16,8

DI Yogyakarta 8,1 15,9

Jawa Timur 9,1 11,4

Banten 4,8 9,7

Bali 0,9 4,8

Nusa Tenggara Barat 20,7 14,0

Nusa Tenggara Timur 17,9 17,6

Kalimantan Barat 10,0 9,1

Kalimantan Tengah 4,3 4,9

Kalimantan Selatan 1,8 6,6

Kalimantan Timur 15,5 9,8

Kalimantan Utara 5,4 9,1

Sulawesi Utara 13,7 10,7

Sulawesi Tengah 13,2 16,0

Sulawesi Selatan 21,1 14,1

Sulawesi Tenggara 12,7 17,3

Gorontalo 10,2 19,2

Sulawesi Barat 21,0 24,8

Maluku 8,7 8,2

Maluku Utara 6,4 4,9

Papua Barat 5,0 5,8

Papua Barat Daya 8,1 10,3

Papua – 7,5

Papua Selatan 10,7 11,0

Papua Tengah 9,3 3,9

Papua Pegunungan 46,2 25,4

Indonesia 10,7 12,4
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Lampiran 36
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun 
Terakhir Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan Jenis Jaminan Sosial, 2024

Lampiran 36

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Persentase 
Rumah Tangga 

Migran Risen yang
Memiliki atau

Menerima
Jaminan Sosial

Jenis Jaminan Sosial

Jaminan
Pensiun/
Veteran

Jaminan 
Hari Tua

Asuransi 
Kecelakaan 

Kerja

Jaminan/
Asuransi 
Kematian

Jaminan 
Kehilangan 
Pekerjaan 

(JKP)

Pesangon 
Pemutusan 
Hubungan 

Kerja (PHK)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Aceh 29,0 25,4 19,2 21,2 18,3 1,1 1,1

Sumatera Utara 19,7 12,3 13,7 14,3 16,3 2,7 5,5

Sumatera Barat 15,6 13,8 13,1 12,5 13,8 0,5 1,8

Riau 16,6 3,0 7,0 14,2 12,2 0,6 7,2

Jambi 25,8 16,5 12,5 22,8 18,4 4,1 6,3

Sumatera Selatan 16,3 6,9 9,3 11,8 8,2 1,4 –

Bengkulu 17,1 11,5 13,6 13,4 11,4 1,0 1,3

Lampung 14,4 11,1 10,1 9,8 9,5 3,3 4,2

Kep. Bangka Belitung 30,6 17,9 25,7 30,6 27,5 4,0 7,6

Kepulauan Riau 35,0 12,7 29,4 32,5 26,6 4,6 4,5

DKI Jakarta 44,0 13,9 19,8 36,4 20,1 1,2 1,2

Jawa Barat 29,4 9,0 21,3 26,9 23,6 6,5 9,8

Jawa Tengah 13,7 5,4 9,6 11,3 8,5 2,0 2,4

DI Yogyakarta 16,8 7,7 12,2 12,6 9,3 2,2 2,2

Jawa Timur 10,2 7,1 5,2 8,8 6,5 1,8 2,0

Banten 37,6 13,7 30,5 34,5 33,6 7,4 12,9

Bali 7,8 2,9 3,8 6,2 6,2 0,9 1,3

Nusa Tenggara Barat 12,5 8,2 8,7 11,7 10,9 1,0 1,6

Nusa Tenggara Timur 23,5 14,6 12,1 11,4 11,5 0,9 2,9

Kalimantan Barat 33,7 30,8 24,4 27,6 25,8 3,2 11,2

Kalimantan Tengah 48,5 31,6 24,1 41,5 39,7 7,8 5,5

Kalimantan Selatan 34,8 19,0 18,5 27,6 22,8 1,5 2,9

Kalimantan Timur 29,6 14,0 22,9 25,5 23,0 2,7 6,1

Kalimantan Utara 32,2 20,2 23,9 31,9 30,8 2,4 8,5

Sulawesi Utara 20,6 13,7 13,8 13,0 7,8 3,1 8,7

Sulawesi Tengah 18,9 11,3 8,1 14,4 7,9 0,9 2,2

Sulawesi Selatan 19,7 13,4 9,9 14,5 13,2 0,7 1,2

Sulawesi Tenggara 20,2 15,6 16,7 17,2 16,5 1,6 1,5

Gorontalo 27,5 15,9 24,8 27,1 23,6 3,1 3,1

Sulawesi Barat 29,4 13,9 13,6 27,0 21,8 1,3 4,6

Maluku 24,7 19,6 13,5 16,0 18,0 – –

Maluku Utara 18,1 9,6 12,4 16,2 16,1 5,3 6,9

Papua Barat 18,7 13,1 12,2 10,1 11,5 – 1,7

Papua Barat Daya 41,2 30,2 23,4 26,3 23,8 – –

Papua 22,0 16,0 6,8 12,8 9,8 1,2 0,5

Papua Selatan 24,3 14,9 9,7 16,4 18,8 5,2 14,5

Papua Tengah 16,4 16,4 5,3 0,1 0,1 – –

Papua Pegunungan – – – – – – –

Indonesia 21,6 10,3 14,1 17,9 14,9 2,7 4,0
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Lanjutan Lampiran 36

Lampiran 36 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Persentas Rumah 
Tangga Nonmigran 

Risen yang
Memiliki atau

Menerima
Jaminan Sosial

Jenis Jaminan Sosial

Jaminan
Pensiun/
Veteran

Jaminan 
Hari Tua

Asuransi 
Kecelakaan 

Kerja

Jaminan/
Asuransi 
Kematian

Jaminan 
Kehilangan 
Pekerjaan 

(JKP)

Pesangon 
Pemutusan 
Hubungan 

Kerja (PHK)

(1) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Aceh 13,3 10,0 8,7 9,8 9,4 1,1 1,3

Sumatera Utara 15,1 9,1 8,4 11,0 9,2 1,4 3,2

Sumatera Barat 16,2 10,0 9,3 12,6 11,3 0,8 2,0

Riau 17,0 8,1 9,3 15,0 10,8 2,2 4,8

Jambi 12,0 6,8 7,3 9,2 7,8 1,3 2,0

Sumatera Selatan 18,3 6,8 7,5 10,0 14,2 1,9 3,0

Bengkulu 13,0 8,7 8,3 10,1 8,6 0,9 2,1

Lampung 7,5 4,1 3,8 5,5 3,9 0,7 1,4

Kep. Bangka Belitung 17,9 9,1 12,1 15,6 13,4 1,9 4,0

Kepulauan Riau 38,0 14,0 29,8 35,4 27,3 6,6 10,5

DKI Jakarta 21,6 8,5 12,0 16,4 11,9 2,5 3,0

Jawa Barat 17,0 7,8 11,1 13,3 10,8 2,5 4,2

Jawa Tengah 15,1 6,3 9,4 11,9 9,4 1,7 2,8

DI Yogyakarta 21,2 10,9 13,0 15,9 12,1 1,6 2,9

Jawa Timur 11,1 5,4 6,1 8,3 6,4 1,0 1,9

Banten 23,3 8,6 16,3 20,1 16,1 5,0 8,6

Bali 18,1 8,9 10,7 14,2 11,3 1,4 2,4

Nusa Tenggara Barat 9,8 6,1 5,7 7,2 7,3 1,1 1,5

Nusa Tenggara Timur 13,8 10,2 8,6 9,4 8,5 1,2 1,4

Kalimantan Barat 14,9 8,8 9,3 11,4 9,5 1,6 3,1

Kalimantan Tengah 20,7 13,6 13,4 16,1 14,2 2,8 1,2

Kalimantan Selatan 18,5 9,5 10,7 14,9 12,5 1,9 4,0

Kalimantan Timur 27,8 11,6 17,9 23,0 18,0 3,7 9,0

Kalimantan Utara 23,1 12,7 14,1 19,6 14,7 2,1 3,3

Sulawesi Utara 16,3 10,2 9,9 11,1 10,9 1,8 2,5

Sulawesi Tengah 13,5 8,6 7,2 9,7 8,8 1,5 1,9

Sulawesi Selatan 15,2 9,7 8,4 10,2 9,0 0,9 1,5

Sulawesi Tenggara 15,5 10,8 10,5 12,1 12,1 1,6 2,8

Gorontalo 19,8 10,9 10,3 15,8 16,0 1,7 1,3

Sulawesi Barat 11,0 8,4 7,8 8,9 8,5 0,8 1,5

Maluku 15,7 12,9 8,9 8,2 8,1 0,9 0,9

Maluku Utara 13,2 8,7 8,0 9,4 8,7 1,6 2,7

Papua Barat 15,6 12,3 9,3 10,5 8,9 1,5 2,8

Papua Barat Daya 18,1 11,3 11,7 12,2 11,4 1,5 3,9

Papua 21,4 18,1 12,0 12,1 10,9 1,2 1,7

Papua Selatan 12,8 10,6 9,3 9,3 9,3 1,7 1,1

Papua Tengah 7,4 5,5 4,3 5,2 4,3 0,9 2,0

Papua Pegunungan 2,1 2,0 1,8 0,5 1,3 – –

Indonesia 15,8 7,8 9,6 12,1 10,0 1,9 3,2
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Lampiran 37
Persentase Rumah Tangga Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) Menurut Provinsi dan Status Migrasi Risen Antarprovinsi, 2024

Lampiran 37

Provinsi
Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

KKS PKH KKS PKH

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 11,2 7,6 16,8 20,6

Sumatera Utara 5,1 7,1 11,2 14,4

Sumatera Barat 12,7 10,3 15,8 17,2

Riau 10,9 7,9 14,8 12,8

Jambi 10,7 10,8 8,9 12,3

Sumatera Selatan 9,0 7,0 13,1 15,6

Bengkulu 13,8 11,8 15,9 17,5

Lampung 19,2 12,2 20,3 21,3

Kep. Bangka Belitung 2,5 1,5 7,2 8,3

Kepulauan Riau 0,8 2,1 8,4 8,8

DKI Jakarta 3,0 2,5 4,4 4,3

Jawa Barat 13,2 6,8 19,5 13,8

Jawa Tengah 25,2 18,4 22,3 20,2

DI Yogyakarta 8,4 5,6 25,4 20,9

Jawa Timur 17,4 12,0 17,5 16,2

Banten 4,8 3,7 10,5 11,2

Bali 2,3 – 8,6 8,0

Nusa Tenggara Barat 22,1 23,9 24,1 26,2

Nusa Tenggara Timur 21,1 36,6 19,6 33,6

Kalimantan Barat 10,4 15,6 11,6 13,4

Kalimantan Tengah 1,8 4,6 5,1 8,0

Kalimantan Selatan 6,1 1,2 8,4 9,1

Kalimantan Timur 1,1 3,1 5,9 6,2

Kalimantan Utara 1,7 5,7 8,6 10,5

Sulawesi Utara 16,8 15,9 12,5 14,3

Sulawesi Tengah 11,7 9,1 16,8 20,7

Sulawesi Selatan 16,4 17,5 17,8 17,7

Sulawesi Tenggara 16,2 16,4 18,6 22,7

Gorontalo 22,2 16,5 28,4 26,7

Sulawesi Barat 34,6 20,4 22,0 23,4

Maluku 12,6 15,6 11,6 21,4

Maluku Utara 10,5 7,1 5,4 13,8

Papua Barat 9,7 7,0 7,0 17,8

Papua Barat Daya 13,0 11,2 6,8 16,3

Papua 6,9 16,2 6,3 12,4

Papua Selatan 0,4 – 4,0 9,1

Papua Tengah – – 1,8 3,4

Papua Pegunungan 9,0 – 5,3 8,9

Indonesia 14,2 11,5 16,3 15,6
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Lampiran 38
Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen 
Antarprovinsi, dan Jenis Kredit, 2024

Lampiran 38

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Persentase Rumah 
Tangga Migran yang 

Menerima Kredit

Jenis Kredit

Kredit Usaha 
Rakyat (KUR)

Kredit dari 
Bank Umum 
Selain KUR

Kredit dari 
Bank

Perkreditan 
Rakyat (BPR)

Kredit dari 
Koperasi

Perorangan 
(Dengan 
Bunga)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 16,0 3,1 2,6 – – –

Sumatera Utara 27,2 10,8 3,4 0,2 2,9 1,1

Sumatera Barat 26,4 9,7 3,4 1,6 1,1 0,6

Riau 22,9 7,3 9,6 1,4 1,6 1,4

Jambi 24,1 12,0 3,4 0,6 – –

Sumatera Selatan 25,2 8,9 5,5 1,1 1,4 –

Bengkulu 26,1 14,5 6,1 – 1,9 –

Lampung 35,3 16,8 1,9 – 2,1 –

Kep. Bangka Belitung 21,4 2,6 9,8 – 2,5 0,6

Kepulauan Riau 6,4 0,9 1,7 0,2 0,2 –

DKI Jakarta 7,5 ~0 2,0 – – –

Jawa Barat 20,8 7,3 5,9 1,6 1,8 0,8

Jawa Tengah 28,2 11,2 4,3 0,5 5,0 1,1

DI Yogyakarta 15,4 9,1 0,5 0,5 ~0 –

Jawa Timur 25,7 8,3 3,5 1,2 1,3 0,1

Banten 17,1 2,5 5,6 – 0,8 0,8

Bali 14,6 7,7 3,2 – 1,9 –

Nusa Tenggara Barat 35,5 7,4 5,5 1,8 2,2 2,1

Nusa Tenggara Timur 46,0 4,7 11,1 0,2 12,6 2,3

Kalimantan Barat 24,7 9,4 12,3 1,9 1,5 –

Kalimantan Tengah 11,0 3,3 – – 2,7 –

Kalimantan Selatan 28,1 8,2 9,7 0,2 – 1,1

Kalimantan Timur 20,8 7,2 5,6 – – 1,3

Kalimantan Utara 29,1 4,7 10,3 – 1,0 –

Sulawesi Utara 46,9 16,9 5,0 – 3,2 2,4

Sulawesi Tengah 28,6 13,4 1,8 2,0 0,6 –

Sulawesi Selatan 20,4 10,3 2,5 – 4,0 –

Sulawesi Tenggara 19,4 14,2 2,9 – 1,1 –

Gorontalo 30,3 6,6 5,5 – – –

Sulawesi Barat 49,7 20,0 3,9 2,4 5,9 –

Maluku 13,3 3,8 7,2 0,5 1,8 –

Maluku Utara 14,5 5,4 3,6 1,2 1,2 0,1

Papua Barat 31,6 18,5 8,2 – – –

Papua Barat Daya 17,5 0,5 17,0 – – –

Papua 6,2 1,7 3,7 0,8 – –

Papua Selatan 26,5 18,9 5,4 2,2 – –

Papua Tengah 0,1 – – – 0,1 –

Papua Pegunungan 19,0 19,0 – – – –

Indonesia 23,6 8,3 4,3 0,7 2,4 0,6
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Lanjutan Lampiran 38

Lampiran 38 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Migran

Jenis Kredit

Pegadaian Perusahaan 
Leasing

Badan Usaha 
Milik Desa 
(BUMDes)

Pinjaman 
Online PNM Mekaar Lainnya

(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh – 1,5 – – 7,9 1,0

Sumatera Utara – 0,6 0,3 – 12,4 1,3

Sumatera Barat 0,6 0,8 – – 10,1 1,3

Riau 1,7 1,6 – – 1,4 –

Jambi 1,4 3,6 1,4 – 1,9 1,3

Sumatera Selatan 0,1 1,9 – – 6,9 1,8

Bengkulu – 1,4 – – 3,9 0,9

Lampung 0,6 3,8 – – 8,8 2,5

Kep. Bangka Belitung – 10,5 – – 0,9 –

Kepulauan Riau 0,7 2,3 0,1 0,1 0,8 0,8

DKI Jakarta 0,9 1,8 – 2,0 0,9 0,8

Jawa Barat 0,6 2,6 – 0,2 2,0 3,4

Jawa Tengah 0,6 3,0 1,3 – 7,9 2,7

DI Yogyakarta – 1,9 – 0,7 0,6 2,6

Jawa Timur 0,8 0,6 0,6 0,4 7,6 3,4

Banten – 2,2 – – – 5,9

Bali – 1,7 0,1 – – –

Nusa Tenggara Barat 6,5 1,5 – – 9,2 8,3

Nusa Tenggara Timur 3,8 – 0,7 – 15,7 2,7

Kalimantan Barat 0,8 6,3 – – 1,0 –

Kalimantan Tengah 1,4 3,6 – – – –

Kalimantan Selatan – 14,4 – – – 2,8

Kalimantan Timur 2,3 6,5 – – 1,2 –

Kalimantan Utara 1,2 8,1 – – – 4,7

Sulawesi Utara 7,9 10,4 – – 17,6 10,8

Sulawesi Tengah ~0 6,0 1,3 – 2,8 1,4

Sulawesi Selatan 0,4 3,0 ~0 – 2,5 0,3

Sulawesi Tenggara 0,9 0,4 0,4 – 1,3 0,9

Gorontalo – 14,6 – – 8,7 4,5

Sulawesi Barat – – – – 18,4 5,6

Maluku 1,4 – – – – –

Maluku Utara 1,1 1,9 – – – –

Papua Barat 1,9 – – – 1,4 1,6

Papua Barat Daya – – – – – –

Papua – – – – – –

Papua Selatan 0,1 – – – – –

Papua Tengah – – – – – –

Papua Pegunungan – – – – – –

Indonesia 1,0 2,4 0,4 0,2 5,1 2,6
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Lanjutan Lampiran 38

Lampiran 38 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Persentase Rumah 
Tangga Nonmigran 

yang Menerima Kredit

Jenis Kredit

Kredit Usaha 
Rakyat (KUR)

Kredit dari 
Bank Umum 
Selain KUR

Kredit dari 
Bank

Perkreditan 
Rakyat (BPR)

Kredit dari 
Koperasi

Perorangan 
(Dengan 
Bunga)

(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Aceh 11,0 2,4 1,6 0,5 0,6 0,1

Sumatera Utara 20,3 6,7 2,4 0,3 1,3 0,7

Sumatera Barat 27,7 11,2 3,6 0,4 1,1 0,3

Riau 20,3 7,4 3,0 0,6 1,1 0,3

Jambi 23,6 8,3 3,9 0,4 1,2 0,4

Sumatera Selatan 19,7 6,2 2,6 0,2 1,1 0,4

Bengkulu 30,3 15,5 4,7 0,3 1,8 0,4

Lampung 22,2 7,4 2,4 0,4 1,7 0,7

Kep. Bangka Belitung 15,3 5,7 2,9 0,3 0,9 0,5

Kepulauan Riau 18,9 4,2 4,1 1,4 0,9 0,4

DKI Jakarta 11,3 2,6 1,7 0,3 0,6 0,7

Jawa Barat 23,6 7,4 3,5 0,6 2,0 1,2

Jawa Tengah 30,1 12,2 4,5 1,1 4,6 0,7

DI Yogyakarta 26,7 11,4 4,2 1,1 4,1 0,5

Jawa Timur 25,7 9,3 3,3 0,8 3,1 0,5

Banten 15,1 2,6 1,6 0,9 2,1 1,4

Bali 27,0 11,8 3,7 1,1 5,3 1,0

Nusa Tenggara Barat 36,4 10,7 5,9 1,2 2,4 2,7

Nusa Tenggara Timur 34,5 8,8 3,6 0,6 11,3 1,2

Kalimantan Barat 18,9 6,6 3,2 0,4 4,8 0,2

Kalimantan Tengah 12,6 5,0 3,7 0,2 1,0 0,4

Kalimantan Selatan 12,7 5,7 2,5 0,7 0,6 0,4

Kalimantan Timur 15,2 5,8 2,4 0,3 1,0 0,2

Kalimantan Utara 16,9 6,5 5,0 0,4 0,5 0,3

Sulawesi Utara 28,6 6,5 4,4 0,9 2,2 1,1

Sulawesi Tengah 26,7 10,5 4,9 0,5 1,4 1,0

Sulawesi Selatan 22,8 12,7 2,9 0,6 1,7 0,2

Sulawesi Tenggara 19,6 10,2 3,6 0,6 1,6 0,4

Gorontalo 40,8 12,4 9,8 0,4 1,9 1,8

Sulawesi Barat 27,7 14,1 4,1 0,5 1,7 0,4

Maluku 14,4 5,7 3,8 0,8 0,9 0,1

Maluku Utara 10,9 3,3 4,0 0,4 0,7 0,3

Papua Barat 10,5 5,4 3,3 0,5 0,8 0,2

Papua Barat Daya 15,3 6,7 4,5 0,3 1,8 0,1

Papua 11,5 4,6 4,1 0,7 1,1 0,2

Papua Selatan 11,6 5,5 4,3 0,3 0,4 0,5

Papua Tengah 4,2 1,9 0,6 0,3 0,5 0,4

Papua Pegunungan 0,3 0,1 ~0 – – 0,1

Indonesia 23,1 8,2 3,3 0,7 2,5 0,8
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Lanjutan Lampiran 38

Lampiran 38 lanjutan

Provinsi

Rumah Tangga Nonmigran

Jenis Kredit

Pegadaian Perusahaan 
Leasing

Badan Usaha 
Milik Desa 
(BUMDes)

Pinjaman 
Online PNM Mekaar Lainnya

(1) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

Aceh 0,3 0,9 0,1 0,1 4,4 1,0

Sumatera Utara 0,5 0,9 0,1 0,1 7,9 1,5

Sumatera Barat 0,2 1,3 0,3 0,4 11,6 0,6

Riau 0,3 3,3 0,8 0,1 4,1 1,1

Jambi 0,4 2,4 0,1 0,3 7,4 1,9

Sumatera Selatan 0,1 1,6 0,1 0,2 7,6 1,8

Bengkulu 0,3 1,3 0,1 0,2 7,8 2,3

Lampung 0,1 1,4 0,1 0,2 7,1 3,1

Kep. Bangka Belitung 0,3 1,7 0,1 ~0 4,1 0,7

Kepulauan Riau 3,0 4,0 0,1 0,2 2,3 1,0

DKI Jakarta 1,0 2,6 – 0,6 1,6 0,9

Jawa Barat 0,5 2,6 0,1 0,5 5,2 3,1

Jawa Tengah 0,6 1,4 0,4 0,2 5,1 3,4

DI Yogyakarta 0,2 1,4 0,6 0,3 1,5 5,4

Jawa Timur 0,9 1,7 0,3 0,2 6,2 3,1

Banten 0,2 3,4 0,1 0,3 2,7 1,9

Bali 0,3 1,3 1,2 0,1 0,4 3,5

Nusa Tenggara Barat 6,2 1,6 0,4 0,1 10,4 5,1

Nusa Tenggara Timur 2,6 0,4 0,1 0,1 11,4 2,6

Kalimantan Barat 0,6 2,1 ~0 0,1 2,5 0,7

Kalimantan Tengah 0,1 1,6 0,1 0,1 0,2 1,0

Kalimantan Selatan 0,2 1,5 0,1 0,1 1,0 0,7

Kalimantan Timur 1,5 4,2 0,1 0,1 0,3 0,9

Kalimantan Utara 1,9 2,0 0,1 0,1 0,8 0,8

Sulawesi Utara 2,9 4,1 0,2 0,4 9,8 1,9

Sulawesi Tengah 1,3 2,8 0,2 0,1 6,4 1,3

Sulawesi Selatan 3,1 1,0 ~0 0,1 2,5 0,8

Sulawesi Tenggara 1,0 2,0 0,2 0,1 1,1 0,8

Gorontalo 2,7 3,5 0,3 0,3 12,9 3,5

Sulawesi Barat 1,1 0,8 ~0 – 5,7 2,6

Maluku 0,8 1,4 0,1 0,1 1,6 0,6

Maluku Utara 0,6 1,3 0,1 ~0 ~0 0,7

Papua Barat 0,2 0,0 – – 0,2 0,4

Papua Barat Daya 1,5 0,7 – – 1,1 0,1

Papua 0,5 0,1 – – 0,6 0,3

Papua Selatan 0,4 0,7 – 0,2 0,2 0,9

Papua Tengah 0,1 0,6 – – – 0,4

Papua Pegunungan – – – – – ~0

Indonesia 0,9 1,9 0,2 0,3 5,1 2,4
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Lampiran 39
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Status Migrasi Risen Antarprovinsi, dan 
Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga, 2024

Lampiran 39

Provinsi

Rumah Tangga Migran Rumah Tangga Nonmigran

Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga Sumber Terbesar Pembiayaan Rumah Tangga

ART 
yang 

Bekerja

Kiriman 
Uang/

Barang
Investasi1 Pensiunan Jumlah

ART 
yang 

Bekerja

Kiriman 
Uang/

Barang
Investasi1 Pensiunan Jumlah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 79,6 13,3 – 7,1 100,0 92,9 5,1 0,2 1,8 100,0

Sumatera Utara 92,4 4,5 0,2 2,9 100,0 94,4 3,1 0,2 2,2 100,0

Sumatera Barat 87,5 11,0 0,4 1,0 100,0 93,7 4,2 0,2 1,9 100,0

Riau 98,0 1,2 – 0,7 100,0 96,0 2,5 0,5 1,0 100,0

Jambi 92,5 5,5 0,5 1,5 100,0 95,6 2,8 0,2 1,4 100,0

Sumatera Selatan 96,9 0,9 – 2,3 100,0 95,5 2,8 0,1 1,7 100,0

Bengkulu 88,6 5,5 1,6 4,3 100,0 96,3 2,1 ~0 1,6 100,0

Lampung 95,9 0,7 0,5 2,9 100,0 95,7 3,3 0,1 0,9 100,0

Kep. Bangka Belitung 92,4 5,1 – 2,5 100,0 93,2 4,9 0,2 1,8 100,0

Kepulauan Riau 88,6 10,6 – 0,8 100,0 95,1 3,7 0,2 1,0 100,0

DKI Jakarta 94,4 3,8 – 1,8 100,0 93,5 3,9 0,3 2,3 100,0

Jawa Barat 96,1 3,6 ~0 0,4 100,0 92,5 5,5 0,1 2,0 100,0

Jawa Tengah 90,6 7,3 ~0 2,1 100,0 91,1 6,9 0,1 1,9 100,0

DI Yogyakarta 51,3 45,1 – 3,6 100,0 88,1 6,7 0,6 4,7 100,0

Jawa Timur 88,7 9,2 ~0 2,1 100,0 92,5 5,7 0,1 1,6 100,0

Banten 98,6 – – 1,4 100,0 94,6 3,8 0,1 1,5 100,0

Bali 88,3 10,6 – 1,1 100,0 95,1 2,8 0,2 1,9 100,0

Nusa Tenggara Barat 95,4 3,7 – 0,9 100,0 88,9 9,6 0,1 1,5 100,0

Nusa Tenggara Timur 92,3 4,8 0,4 2,4 100,0 92,7 4,7 ~0 2,5 100,0

Kalimantan Barat 90,2 3,7 – 6,1 100,0 94,3 3,7 0,1 1,9 100,0

Kalimantan Tengah 96,1 1,0 0,1 2,8 100,0 95,2 2,5 0,2 2,1 100,0

Kalimantan Selatan 95,0 2,0 – 3,0 100,0 91,5 5,7 0,1 2,7 100,0

Kalimantan Timur 87,9 6,8 1,4 3,9 100,0 94,3 3,6 0,1 2,1 100,0

Kalimantan Utara 99,9 0,1 – – 100,0 95,6 2,8 – 1,5 100,0

Sulawesi Utara 94,9 1,9 1,8 1,4 100,0 92,4 4,5 0,1 3,1 100,0

Sulawesi Tengah 96,1 3,9 – – 100,0 94,5 3,3 0,1 2,1 100,0

Sulawesi Selatan 85,3 7,9 0,8 6,0 100,0 92,1 5,1 0,2 2,6 100,0

Sulawesi Tenggara 93,2 5,4 – 1,4 100,0 93,1 4,6 ~0 2,2 100,0

Gorontalo 94,7 1,1 – 4,2 100,0 96,0 2,5 ~0 1,5 100,0

Sulawesi Barat 97,7 2,3 – – 100,0 95,5 3,1 ~0 1,4 100,0

Maluku 87,1 11,5 – 1,3 100,0 92,6 3,7 ~0 3,7 100,0

Maluku Utara 97,6 1,0 – 1,4 100,0 95,9 2,6 ~0 1,5 100,0

Papua Barat 100,0 – – – 100,0 96,1 2,0 – 1,9 100,0

Papua Barat Daya 88,3 4,0 – 7,7 100,0 96,2 2,1 0,3 1,4 100,0

Papua 96,1 – – 3,9 100,0 90,7 2,5 ~0 6,8 100,0

Papua Selatan 91,6 8,4 – – 100,0 96,0 1,5 ~0 2,4 100,0

Papua Tengah 99,9 0,1 – – 100,0 99,0 0,4 ~0 0,6 100,0

Papua Pegunungan 100,0 – – – 100,0 99,7 0,3 – ~0 100,0

Indonesia 89,8 8,1 0,1 2,0 100,0 93,1 4,9 0,1 1,9 100,0
Catatan: 1 deposito, royalti, saham, bunga bank, dan lainnya.
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Lampiran 40
Kesalahan Sampling Migran Seumur Hidup Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 
Berdasarkan Provinsi

Lampiran 40

Provinsi

Estimasi Persentase Migran Seumur Hidup

Persentase Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 3,8 0,2 5,2 3,4 4,2

Sumatera Utara 3,3 0,2 5,0 3,0 3,7

Sumatera Barat 6,9 0,3 5,0 6,3 7,6

Riau 26,7 0,8 2,9 25,2 28,2

Jambi 18,1 0,7 4,1 16,7 19,6

Sumatera Selatan 10,1 0,4 4,3 9,3 11,0

Bengkulu 15,0 0,7 4,6 13,7 16,4

Lampung 13,5 0,4 2,6 12,9 14,3

Kep. Bangka Belitung 13,7 0,8 6,0 12,2 15,4

Kepulauan Riau 42,0 1,2 2,8 39,8 44,4

DKI Jakarta 30,3 0,7 2,3 28,9 31,7

Jawa Barat 10,3 0,4 3,5 9,6 11,0

Jawa Tengah 2,7 0,1 3,2 2,6 2,9

DI Yogyakarta 14,6 0,7 4,9 13,3 16,1

Jawa Timur 2,0 0,1 4,6 1,8 2,2

Banten 19,7 0,9 4,7 17,9 21,5

Bali 7,6 0,6 8,5 6,5 9,0

Nusa Tenggara Barat 2,0 0,2 10,4 1,6 2,5

Nusa Tenggara Timur 3,5 0,2 6,8 3,0 4,0

Kalimantan Barat 5,4 0,3 6,3 4,8 6,1

Kalimantan Tengah 20,0 0,9 4,3 18,4 21,7

Kalimantan Selatan 11,1 0,5 4,7 10,1 12,2

Kalimantan Timur 30,5 0,8 2,7 28,9 32,1

Kalimantan Utara 29,2 1,4 4,8 26,5 32,0

Sulawesi Utara 7,0 0,4 6,2 6,2 7,9

Sulawesi Tengah 14,3 0,7 4,8 13,0 15,7

Sulawesi Selatan 3,6 0,2 5,9 3,2 4,0

Sulawesi Tenggara 15,9 0,6 3,9 14,7 17,2

Gorontalo 5,0 0,4 7,8 4,3 5,8

Sulawesi Barat 10,8 0,7 6,8 9,4 12,3

Maluku 6,7 0,6 9,1 5,6 8,0

Maluku Utara 8,5 0,5 6,5 7,4 9,6

Papua Barat 26,2 1,4 5,5 23,4 29,1

Papua Barat Daya 26,7 1,2 4,6 24,3 29,1

Papua 22,0 1,3 5,8 19,6 24,6

Papua Selatan 25,1 1,6 6,5 22,1 28,5

Papua Tengah 16,5 0,9 5,6 14,8 18,4

Papua Pegunungan 1,8 0,4 22,0 1,2 2,8
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Lanjutan Lampiran 40

Lampiran 40 lanjutan

Provinsi

Estimasi Persentase Nonmigran Seumur Hidup

Persentase Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 96,2 0,2 0,2 95,8 96,6

Sumatera Utara 96,7 0,2 0,2 96,3 97,0

Sumatera Barat 93,1 0,3 0,4 92,4 93,7

Riau 73,3 0,8 1,0 71,8 74,8

Jambi 81,9 0,7 0,9 80,4 83,3

Sumatera Selatan 89,9 0,4 0,5 89,0 90,7

Bengkulu 85,0 0,7 0,8 83,6 86,3

Lampung 86,5 0,4 0,4 85,7 87,1

Kep. Bangka Belitung 86,3 0,8 1,0 84,6 87,8

Kepulauan Riau 58,0 1,2 2,0 55,6 60,2

DKI Jakarta 69,7 0,7 1,0 68,3 71,1

Jawa Barat 89,7 0,4 0,4 89,0 90,4

Jawa Tengah 97,3 0,1 0,1 97,1 97,4

DI Yogyakarta 85,4 0,7 0,8 83,9 86,7

Jawa Timur 98,0 0,1 0,1 97,8 98,2

Banten 80,3 0,9 1,1 78,5 82,1

Bali 92,4 0,6 0,7 91,0 93,5

Nusa Tenggara Barat 98,0 0,2 0,2 97,5 98,4

Nusa Tenggara Timur 96,5 0,2 0,2 96,0 97,0

Kalimantan Barat 94,6 0,3 0,4 93,9 95,2

Kalimantan Tengah 80,0 0,9 1,1 78,3 81,6

Kalimantan Selatan 88,9 0,5 0,6 87,8 89,9

Kalimantan Timur 69,5 0,8 1,2 67,9 71,1

Kalimantan Utara 70,8 1,4 2,0 68,0 73,5

Sulawesi Utara 93,0 0,4 0,5 92,1 93,8

Sulawesi Tengah 85,7 0,7 0,8 84,3 87,0

Sulawesi Selatan 96,4 0,2 0,2 96,0 96,8

Sulawesi Tenggara 84,1 0,6 0,7 82,8 85,3

Gorontalo 95,0 0,4 0,4 94,2 95,7

Sulawesi Barat 89,2 0,7 0,8 87,7 90,6

Maluku 93,3 0,6 0,6 92,0 94,4

Maluku Utara 91,5 0,5 0,6 90,4 92,6

Papua Barat 73,8 1,4 2,0 70,9 76,6

Papua Barat Daya 73,3 1,2 1,7 70,9 75,7

Papua 78,0 1,3 1,6 75,4 80,4

Papua Selatan 74,9 1,6 2,2 71,5 77,9

Papua Tengah 83,5 0,9 1,1 81,6 85,2

Papua Pegunungan 98,2 0,4 0,4 97,2 98,8
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Lampiran 41
Kesalahan Sampling Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 
Berdasarkan Provinsi

Lampiran 41

Provinsi

Estimasi Persentase Migran Risen

Persentase Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0,3 ~0 17,1 0,2 0,4

Sumatera Utara 0,6 0,1 11,8 0,4 0,7

Sumatera Barat 1,6 0,2 9,7 1,3 1,9

Riau 0,7 0,1 13,1 0,5 0,9

Jambi 0,9 0,1 15,3 0,7 1,2

Sumatera Selatan 0,6 0,1 14,6 0,4 0,7

Bengkulu 0,9 0,1 14,2 0,7 1,1

Lampung 0,8 0,1 12,7 0,6 1,1

Kep. Bangka Belitung 1,1 0,2 16,8 0,8 1,6

Kepulauan Riau 3,7 0,8 20,7 2,5 5,6

DKI Jakarta 1,4 0,2 15,8 1,0 1,9

Jawa Barat 0,7 0,1 11,7 0,5 0,9

Jawa Tengah 1,2 0,1 5,7 1,1 1,4

DI Yogyakarta 2,8 0,4 13,0 2,2 3,6

Jawa Timur 0,5 ~0 8,1 0,4 0,6

Banten 0,6 0,1 17,6 0,4 0,9

Bali 0,6 0,1 20,0 0,4 0,9

Nusa Tenggara Barat 1,5 0,2 12,0 1,2 1,9

Nusa Tenggara Timur 1,3 0,1 9,7 1,0 1,5

Kalimantan Barat 0,3 0,1 17,6 0,2 0,5

Kalimantan Tengah 1,0 0,2 16,4 0,7 1,4

Kalimantan Selatan 0,8 0,2 20,1 0,5 1,1

Kalimantan Timur 0,9 0,1 13,7 0,7 1,1

Kalimantan Utara 1,0 0,2 20,8 0,7 1,6

Sulawesi Utara 0,4 0,1 16,6 0,3 0,5

Sulawesi Tengah 0,9 0,1 16,0 0,6 1,2

Sulawesi Selatan 0,9 0,1 11,7 0,7 1,2

Sulawesi Tenggara 1,1 0,2 14,5 0,9 1,5

Gorontalo 0,5 0,1 19,7 0,4 0,8

Sulawesi Barat 1,0 0,2 17,1 0,7 1,3

Maluku 0,9 0,2 21,3 0,6 1,4

Maluku Utara 0,8 0,1 15,9 0,6 1,1

Papua Barat 1,7 0,2 14,0 1,3 2,3

Papua Barat Daya 0,8 0,2 24,4 0,5 1,3

Papua 0,9 0,3 28,0 0,5 1,5

Papua Selatan 1,5 0,4 27,8 0,9 2,6

Papua Tengah 0,5 0,2 49,1 0,2 1,3

Papua Pegunungan 0,4 0,2 41,2 0,2 0,9
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Lanjutan Lampiran 41

Lampiran 41 lanjutan

Provinsi

Estimasi Persentase Nonmigran Risen

Persentase Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 99,7 ~0 ~0 99,6 99,8

Sumatera Utara 99,4 0,1 0,1 99,3 99,6

Sumatera Barat 98,4 0,2 0,2 98,1 98,7

Riau 99,3 0,1 0,1 99,1 99,5

Jambi 99,1 0,1 0,1 98,8 99,3

Sumatera Selatan 99,4 0,1 0,1 99,3 99,6

Bengkulu 99,1 0,1 0,1 98,9 99,3

Lampung 99,2 0,1 0,1 98,9 99,4

Kep. Bangka Belitung 98,9 0,2 0,2 98,4 99,2

Kepulauan Riau 96,3 0,8 0,8 94,4 97,5

DKI Jakarta 98,6 0,2 0,2 98,1 99,0

Jawa Barat 99,3 0,1 0,1 99,1 99,5

Jawa Tengah 98,8 0,1 0,1 98,6 98,9

DI Yogyakarta 97,2 0,4 0,4 96,4 97,8

Jawa Timur 99,5 ~0 ~0 99,4 99,6

Banten 99,4 0,1 0,1 99,1 99,6

Bali 99,4 0,1 0,1 99,1 99,6

Nusa Tenggara Barat 98,5 0,2 0,2 98,1 98,8

Nusa Tenggara Timur 98,7 0,1 0,1 98,5 99,0

Kalimantan Barat 99,7 0,1 0,1 99,5 99,8

Kalimantan Tengah 99,0 0,2 0,2 98,6 99,3

Kalimantan Selatan 99,2 0,2 0,2 98,9 99,5

Kalimantan Timur 99,1 0,1 0,1 98,9 99,3

Kalimantan Utara 99,0 0,2 0,2 98,4 99,3

Sulawesi Utara 99,6 0,1 0,1 99,5 99,7

Sulawesi Tengah 99,1 0,1 0,1 98,8 99,4

Sulawesi Selatan 99,1 0,1 0,1 98,8 99,3

Sulawesi Tenggara 98,9 0,2 0,2 98,5 99,1

Gorontalo 99,5 0,1 0,1 99,2 99,6

Sulawesi Barat 99,0 0,2 0,2 98,7 99,3

Maluku 99,1 0,2 0,2 98,6 99,4

Maluku Utara 99,2 0,1 0,1 98,9 99,4

Papua Barat 98,3 0,2 0,2 97,7 98,7

Papua Barat Daya 99,2 0,2 0,2 98,7 99,5

Papua 99,1 0,3 0,3 98,5 99,5

Papua Selatan 98,5 0,4 0,4 97,4 99,1

Papua Tengah 99,5 0,2 0,2 98,7 99,8

Papua Pegunungan 99,6 0,2 0,2 99,1 99,8
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Lampiran 42
Kesalahan Sampling Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan
Karakteristik Demografi

Lampiran 42

Karakteristik

Estimasi Persentase Migran Risen

Estimasi Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jenis Kelamin

Laki-laki 51,2 0,8 1,5 49,7 52,7

Perempuan 48,8 0,8 1,6 47,3 50,3

Kelompok Umur

5–9 8,1 0,4 5,3 7,3 9,0

10–19 11,3 0,5 4,6 10,3 12,4

20–29 31,0 1,0 3,4 29,0 33,1

30–39 23,5 0,7 3,1 22,1 24,9

40–49 13,6 0,6 4,2 12,5 14,8

50–59 7,6 0,5 6,1 6,7 8,6

60+ 4,9 0,4 7,9 4,2 5,7

Status Perkawinan

Belum Kawin 30,9 1,0 3,2 29,0 32,9

Kawin 63,1 1,0 1,6 61,0 65,0

Cerai Hidup 2,6 0,3 10,7 2,1 3,2

Cerai Mati 3,4 0,3 9,2 2,8 4,1

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tidak Punya Ijazah SD 16,7 0,6 3,7 15,6 18,0

SD/MI/Sederajat 15,6 0,6 4,1 14,4 16,9

SMP/MTs/Sederajat 17,1 0,7 4,0 15,9 18,5

SMA/MA/Sederajat 34,8 1,0 2,9 32,9 36,8

Diploma I/II/III 3,1 0,3 11,2 2,5 3,8

Diploma IV/S1 11,4 0,6 5,1 10,4 12,6

Profesi 0,1 ~0 34,2 ~0 0,2

S2/S3 1,1 0,2 15,7 0,8 1,4
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Lanjutan Lampiran 42

Lampiran 42 lanjutan

Karakteristik

Estimasi Persentase Nonmigran Risen

Estimasi Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (7) (8) (9) (10) (11)

Jenis Kelamin

Laki-laki 50,1 0,1 0,1 49,9 50,2

Perempuan 49,9 0,1 0,1 49,8 50,1

Kelompok Umur

5–9 8,6 ~0 0,5 8,6 8,7

10–19 17,4 0,1 0,3 17,3 17,6

20–29 16,5 0,1 0,4 16,3 16,6

30–39 16,2 0,1 0,4 16,1 16,4

40–49 15,5 0,1 0,4 15,3 15,6

50–59 12,7 0,1 0,4 12,6 12,8

60+ 13,1 0,1 0,5 12,9 13,2

Status Perkawinan

Belum Kawin 33,7 0,1 0,2 33,5 33,8

Kawin 58,4 0,1 0,1 58,2 58,6

Cerai Hidup 1,7 ~0 1,4 1,7 1,8

Cerai Mati 6,2 ~0 0,6 6,1 6,3

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tidak Punya Ijazah SD 23,8 0,1 0,3 23,6 23,9

SD/MI/Sederajat 23,6 0,1 0,4 23,4 23,7

SMP/MTs/Sederajat 18,9 0,1 0,4 18,7 19,0

SMA/MA/Sederajat 25,4 0,1 0,4 25,2 25,6

Diploma I/II/III 1,6 ~0 1,5 1,5 1,6

Diploma IV/S1 6,3 0,1 0,9 6,2 6,4

Profesi ~0 ~0 6,9 ~0 0,1

S2/S3 0,4 ~0 3,1 0,4 0,4

htt
ps
://w
ww
.bp
s.g
o.i
d



177Lampiran     |

Lampiran 43
Kesalahan Sampling Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 Berdasarkan
Karakteristik Lainnya

Lampiran 43

Karakteristik

Estimasi Persentase Migran Risen

Estimasi Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Umur Perkawinan Pertama

10–15 2,1 0,3 12,8 1,6 2,7

16–18 8,2 0,6 7,3 7,1 9,5

19–24 45,0 1,1 2,5 42,8 47,2

25+ 44,7 1,2 2,7 42,4 47,1

Penggunaan Alat/Cara KB

Ya, Pernah 20,2 1,4 6,8 17,6 23,0

Ya, Sedang 40,6 1,7 4,1 37,4 43,9

Tidak 39,2 1,7 4,3 36,0 42,6

Pernah Mengalami Tindak Kejahatan

Ya 0,9 0,2 16,7 0,7 1,3

Tidak 99,1 0,2 0,2 98,7 99,3

Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir

Ya 87,8 0,6 0,7 86,6 89,0

Tidak 12,2 0,6 5,2 11,0 13,4

Karakteristik

Estimasi Persentase Nonmigran Risen

Estimasi Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (7) (8) (9) (10) (11)

Umur Perkawinan Pertama

10–15 4,7 0,1 1,2 4,6 4,8

16–18 15,7 0,1 0,5 15,5 15,8

19–24 47,0 0,1 0,2 46,8 47,3

25+ 32,6 0,1 0,4 32,3 32,8

Penggunaan Alat/Cara KB

Ya, Pernah 22,0 0,2 0,8 21,6 22,3

Ya, Sedang 48,0 0,2 0,4 47,6 48,4

Tidak 30,0 0,2 0,7 29,6 30,4

Pernah Mengalami Tindak Kejahatan

Ya 0,5 ~0 2,8 0,5 0,5

Tidak 99,5 ~0 ~0 99,5 99,5

Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir

Ya 72,6 0,1 0,2 72,4 72,9

Tidak 27,4 0,1 0,4 27,1 27,6

Umur Kawin Pertama

Umur Kawin Pertama htt
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Lampiran 44
Kesalahan Sampling Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 
2024 Berdasarkan Provinsi

Lampiran 44

Provinsi

Estimasi Rumah Tangga Migran Risen

Estimasi Standard Error RSE (%)
Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 0,7 0,1 16,3 0,5 1,0

Sumatera Utara 1,2 0,1 11,2 1,0 1,5

Sumatera Barat 3,4 0,3 7,9 2,9 4,0

Riau 1,5 0,2 11,9 1,2 1,9

Jambi 1,7 0,2 12,5 1,3 2,2

Sumatera Selatan 1,4 0,2 13,5 1,1 1,8

Bengkulu 2,3 0,3 13,9 1,8 3,0

Lampung 2,0 0,2 10,9 1,6 2,4

Kep. Bangka Belitung 2,5 0,3 13,8 1,9 3,3

Kepulauan Riau 8,1 1,6 19,5 5,5 11,7

DKI Jakarta 2,8 0,4 13,3 2,2 3,6

Jawa Barat 1,3 0,1 10,3 1,1 1,6

Jawa Tengah 2,9 0,2 5,3 2,6 3,2

DI Yogyakarta 7,2 0,9 12,8 5,6 9,3

Jawa Timur 1,2 0,1 7,2 1,1 1,4

Banten 1,3 0,2 15,2 1,0 1,7

Bali 1,5 0,3 18,2 1,0 2,1

Nusa Tenggara Barat 3,9 0,4 10,3 3,2 4,8

Nusa Tenggara Timur 3,5 0,3 8,1 3,0 4,1

Kalimantan Barat 0,9 0,2 17,4 0,6 1,2

Kalimantan Tengah 2,2 0,3 12,1 1,7 2,7

Kalimantan Selatan 1,4 0,2 16,2 1,0 1,9

Kalimantan Timur 1,9 0,2 12,0 1,5 2,5

Kalimantan Utara 2,4 0,4 18,2 1,7 3,4

Sulawesi Utara 1,0 0,2 16,5 0,7 1,3

Sulawesi Tengah 1,7 0,2 13,7 1,3 2,2

Sulawesi Selatan 2,1 0,2 9,2 1,7 2,5

Sulawesi Tenggara 2,7 0,3 10,4 2,2 3,3

Gorontalo 1,6 0,3 17,4 1,1 2,2

Sulawesi Barat 2,4 0,4 17,0 1,7 3,4

Maluku 2,4 0,4 14,8 1,8 3,2

Maluku Utara 2,2 0,3 13,4 1,7 2,8

Papua Barat 4,4 0,5 12,4 3,4 5,6

Papua Barat Daya 2,2 0,5 20,8 1,4 3,3

Papua 2,0 0,5 22,9 1,3 3,1

Papua Selatan 3,0 0,8 24,9 1,8 4,9

Papua Tengah 0,7 0,3 36,5 0,3 1,4

Papua Pegunungan 0,6 0,2 37,0 0,3 1,2
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Lampiran 45
Kesalahan Sampling Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 
Berdasarkan Karakteristik Perumahan

Lampiran 45

Karakteristik

Estimasi Persentase Rumah Tangga Migran Risen

Estimasi Standard 
Error RSE (%)

Selang kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal 

Milik Sendiri 75,7 1,2 1,6 73,2 78,0

Kontrak/Sewa 13,4 1,1 8,5 11,3 15,8

Bebas Sewa 8,6 0,6 6,6 7,6 9,8

Dinas 2,3 0,4 16,5 1,6 3,1

Lainnya ~0 ~0 100,0 ~0 ~0

Rata-Rata Luas Lantai Rumah Bangunan Tempat Tinggal per Kapita (m2)

<7,2 6,1 0,7 10,8 4,9 7,5

≥͖Ϡ͑ 93,9 0,7 0,7 92,5 95,1

Bahan Bangunan Utama Dinding Rumah Terluas

Tembok 86,3 0,6 0,7 85,0 87,5

Plesteran Anyaman Bambu/Kawat 0,6 0,1 20,4 0,4 0,9

Kayu/Papan 10,2 0,5 5,2 9,2 11,3

Anyaman Bambu 1,4 0,3 20,8 0,9 2,1

Batang Kayu 0,2 0,1 34,5 0,1 0,5

Bambu 0,4 0,1 18,1 0,3 0,6

Lainnya 0,9 0,1 17,3 0,6 1,2

Bahan Bangunan Utama Lantai Rumah Terluas

Marmer/Granit 3,5 0,5 13,9 2,6 4,6

Keramik 65,3 1,0 1,6 63,3 67,3

Parket/Vinil/Karpet 0,4 0,1 33,4 0,2 0,8

Ubin/Tegel/Teraso 3,6 0,4 9,9 3,0 4,4

Kayu/Papan 4,9 0,3 6,7 4,3 5,6

Semen/Bata Merah 19,8 0,8 3,8 18,4 21,4

Bambu 0,3 0,1 47,8 0,1 0,7

Tanah 2,2 0,3 14,0 1,6 2,8

Lainnya ~0 ~0 64,0 ~0 0,1

Bahan Bangunan Utama Atap Rumah Terluas

Beton 2,5 0,4 15,7 1,8 3,4

Genteng 54,7 1,2 2,3 52,2 57,1

Seng 32,7 1,0 3,2 30,7 34,8

Asbes 9,6 1,0 10,9 7,7 11,9

Bambu 0,2 0,1 48,7 0,1 0,4

Kayu/Sirap 0,1 0,1 39,2 0,1 0,3

Jerami/Ijuk/Daun-Daunan/Rumbia 0,2 0,1 35,9 0,1 0,4

Lainnya ~0 ~0 88,4 ~0 0,2
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Lampiran 46
Kesalahan Sampling Rumah Tangga Migran Risen Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024
Berdasarkan Karakteristik Perumahan

Lampiran 46

Karakteristik

Estimasi Persentase Rumah Tangga Migran Risen

Estimasi Standard 
Error RSE (%)

Selang Kepercayaan 95 %

Batas Bawah Batas Atas

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sumber Air Minum

Sumber Air Minum Bersih 83,5 0,8 0,9 81,9 85,0

Sumber Air Minum Layak 94,6 0,4 0,4 93,7 95,3

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Listrik 1,8 0,3 19,1 1,2 2,6

Elpiji/Gas Kota/Biogas 84,2 1,1 1,3 82,0 86,1

Minyak Tanah 3,1 0,2 7,1 2,7 3,5

Arang/Briket ~0 ~0 82,0 ~0 0,1

Kayu Bakar 7,0 0,5 6,5 6,1 7,9

Lainnya 0,1 0,1 74,6 ~0 0,5

Tidak Memasak 3,9 0,9 23,1 2,4 6,0

Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Ada, Sendiri 89,3 0,8 0,9 87,6 90,7

Ada, Bersama 7,9 0,7 8,7 6,7 9,3

Ada, Komunal 0,1 ~0 36,6 0,1 0,2

Ada, Umum 0,8 0,2 27,0 0,5 1,3

Ada, ART Tidak Menggunakan 0,2 0,1 55,1 0,1 0,7

Tidak Ada 1,7 0,2 13,1 1,3 2,2

Jenis Kloset yang Digunakan

Leher Angsa 97,9 0,3 0,3 97,3 98,3

Plengsengan/Cemplung/Cubluk 2,1 0,3 11,7 1,7 2,7

Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tangki Septik/IPAL 87,5 0,7 0,8 86,1 88,8

Selain Tangki Septik/IPAL 12,5 0,7 5,7 11,2 13,9

Sumber Penerangan yang Digunakan

Listrik PLN dengan Meteran 94,8 0,4 0,5 93,9 95,6

Listrik PLN Tanpa Meteran 3,9 0,4 10,4 3,2 4,8

Listrik Non PLN 1,1 0,1 13,9 0,8 1,4

Bukan Listrik 0,2 0,1 29,7 0,1 0,3
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REPUBLIK INDONESIA 

SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2024 
KETERANGAN POKOK ANGGOTA RUMAH TANGGA  

�RAHASIA                                                                                                      ���MARET 

BLOK  I. KETERANGAN TEMPAT 

101 Provinsi   
102 Kabupaten/Kota*)   
103 Kecamatan    
104 Desa/Kelurahan*)   
105 Klasifikasi Desa/Kelurahan  1.  Perkotaan  2.  Perdesaan 
106 Nomor Blok Sensus   
107 Nomor Kode Sampel    
108 Nomor Urut Bangunan 

Tempat Tinggal   
109 Nomor Urut Sampel Rumah Tangga     
110 Nama Kepala Rumah Tangga 

..................................................................................... 

111 Alamat (Nama Jalan/Gang, 
RT/RW/Dusun) 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 

........................................................................................... 112 Koordinat Lokasi Rumah Tangga 
Latitude (lintang) :       °’” 

Longitude (bujur) :  °’” 
*)  Coret yang tidak perlu 

 

SELAMAT PAGI/SIANG/SORE/MALAM. KAMI/SAYA DARI BPS SEDANG MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI KEADAAN 

SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN, PERUMAHAN, DAN 

PENGELUARAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI/SAYA AKAN MEWAWANCARAI BAPAK/IBU BESERTA ANGGOTA 

RUMAH TANGGA (ART) LAINNYA. SELURUH DATA YANG BAPAK/IBU BERIKAN KEPADA KAMI, AKAN DIRAHASIAKAN 

DAN HANYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. BOLEH SAYA MULAI 

WAWANCARA SEKARANG? 
 Ya bersedia →→ Mulai wawancara 
 Bersedia dengan perjanjian di lain waktu →→ Blok XXIV. Catatan 
 Tidak bersedia →→ Lengkapi isian Blok I, Blok II, dan Blok XXIV Catatan. Lampirkan Berita Acara  

 Nonrespon. Selesai dan segera laporkan ke pengawas.  

BLOK II. KETERANGAN PENCACAHAN 
Uraian Nama dan Kode/NIP Jabatan Waktu Tanda Tangan 

201. Pencacah ………….................… 

 
Staf BPS Provinsi ............... 1 
Staf BPS Kab/Kota............. 2 
Mitra ................................... 3 

Tgl   

Bln  
 

202. Pengawas ………….................… 

 
Staf BPS Provinsi ............... 1 
Staf BPS Kab/Kota............. 2 
Mitra ................................... 3 

Tgl   

Bln  
 

203. Hasil pencacahan rumah tangga 

Terisi lengkap .................................................. 1 
Terisi tidak lengkap .......................................... 2 
Tidak ada ART/responden yang dapat memberi 
   jawaban sampai akhir masa pencacahan .... 3  
Responden menolak ........................................ 4 
Rumah tangga pindah/bangunan sensus  
   sudah tidak ada. ........................................... 5 

 

 
 BLOK  III.  RINGKASAN 

301 Banyaknya anggota rumah tangga   
302 Banyaknya anggota rumah tangga berumur 0-4 tahun  
303 Banyaknya anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas  
304 Banyaknya anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas  
305 Banyaknya perempuan berumur 10-54 tahun berstatus pernah kawin       

 

Uji Coba 2 
VSEN24.K 

Dibuat 1 set untuk 
BPS Kab/Kota 

Blok XXIV. 
Catatan 

T 
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